SALINAN

PUTUSAN
Nomor 97/PUU-XXI1/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undan-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dompet Dhuafa Republika, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Ahmad Juwaini
Jabatan :  Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Alamat :  Griya Bintaro Estate, RT.005 RW.002 Kelurahan Sawah

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten.

Nama :  Etika Setiawanti
Jabatan . Sekretaris Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Alamat : Jalan Hijau Lestari VIl Blok BB/14 RT.004 RW.009

Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang

Selatan Banten.

Sebagai Pemohon I;

2. Forum Zakat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :  Bambang Suherman

Jabatan : Ketua Umum Forum Zakat

Alamat : Jalan Mandor Guweno Nomor 32 RT.005 RW.003
Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Jawa
Barat

Nama :Irvan Nugraha

Jabatan . Sekretaris Umum Forum Zakat



Alamat . Jalan Musyawarah RT.015 RW.002 Kelurahan Joglo
Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
Sebagai Pemohonll;
3. Nama . Arif Rahmadi Haryono
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat . Jalan Taman Pembangunan, Jati Bening Baru,

Pondokgede, Kota Bekasi

Sebagai Pemohon lll;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Juli 2024, 12 Juli 2024, 14 Juli
2024, memberi kuasa kepada Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Ismu Harkamil, S.H.,
M.H., Rama Hendrata Adam, S.H., Sabarrudin, S.H., M.Kn., Aristya Kusuma Dewi,
S.H., Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismah Nagiyyah, S.H.,M.H., Reza Haryo Mahendra
Putra, S.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H.,
Zamzam Aqgbil Raziqin, S.Sy. M.H. dan Leli Novianti, S.H., dan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2024, kesemuanya para advokat/kuasa
hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Pemerhati Zakat beralamat di Komp.
Bumi Parahyangan Kencana Jalan Wambi 5 Blok A 13 Nomor 17, RT.01/RW.13
Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung Jawa Barat, serta Surat
Kuasa Tambahan bertanggal 19 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny
Indrayana, S.H., LL.M., PH.D., Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Dra. Wigati
Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.KN., CRA., CTL., Harimuddin, S.H.,
Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah,
S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq
Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Anjas Rinaldi Siregar,
S.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H., Raihan Azzahra,
S.H., MCL., dan Sutrisno, S.H., kesemuanya Advokat, konsultan Hukum, dan
Advokat megang, pada Kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and
Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825,
Jalan K.H. Mas Mansyue 121, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon | sampai dengan Pemohon Il disebut sebagai -----------------

para Pemohon;



[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Lembaga Amil Zakat
Infaq dan Shadagah Muhammadiyah (LAZISMU);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Lembaga Amil Zakat
Infaq dan Shadagah Nahdlatul Ulama (LAZISNU);

Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;

Membaca keterangan saksi para Pemohon,;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Pihak Terkait BAZNAS, dan Pihak
Terkait LAZISNU;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait BAZNAS,
dan Pihak Terkait LAZISNU;

Membaca keterangan Amicus Curiae Yayasan Dewi Keadilan Indonesia,
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Bandung,
Indonesia Corruption Watch, Amar LawFirm & Erco LawFirm, Prof. Dr. Sugianto,
S.H.,, M.H., Grandis Imama Hendra, S.E.l., M.Sc, Asosiasi Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf (APMZW), Agus Fanar Syukri, PhD., Prof. Dr. Achmad
Kholig, M.Ag., Dr. Aan Zainul Anwar, S.H.l., M.E.Sy, Muhammad Makmun Rasyid,
Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan
Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Dr. H. Muhammad Bahrul limie, S.Ag., M.Hum.,
Dr. Slamet Mujiono, S.Ag., M.Hum., dan Aay Muhammad Furkon, M.Si, M.H.,
M.E.Sy.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

bertanggal 15 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
90/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 97/PUU-XXI1/2024 pada tanggal 25



Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Agustus 2024

dan diterima di Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya

menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;

2. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum?”;

Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang
(UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-X1/2013)”;

Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menyatakan:



“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut
PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa, sebagai The Guardian Of The Constitution (pengawal konstitusi)
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan sebuah penafsiran
terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian
dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap
konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya
(the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga
terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, multitafsir,
dan atau makna tersebut telah melahirkan pergeseran ketatanegaraan yang
seharusnya tidak terjadi, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada
Mahkamah Konstitusi sehingga terhadap makna-makna pasal-pasal

tersebut kembali pada khitah konstitusi;

Bahwa berbagai ketentuan yang telah dijabarkan, mempertegas kedudukan
Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang
berwenang dalam menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa, objek yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON untuk diuji
konstitusionalitasnya adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf
b, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) huruf C, Pasal 18 ayat (2)
huruf h, Pasal 19, pasal 20, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 (UU 23/2011) tentang Pengelolaan Zakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115) (Bukti P-1)
terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1), 28I ayat (5), Pasal 29



ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2);

10. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus

Permohonan a quo.

Il. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut: Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a.
b.

C.
d.

Perorangan WNI;

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI
yang diatur dalam undang-undang;

Badan hukum publik dan privat, atau;

Lembaga Negara”

2. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I11/2005
dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan persyaratan tentang

adanya kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif

sebagai berikut:

a.

Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK

2/2021), mensyaratkan:



(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. Lembaga negara.

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang
atau Perppu apabila:

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;

c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan terjadi;

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang

harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan
permohonan pengujian Undang-Undang, yakni pertama, mereka yang
memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara
pengujian Undang-Undang; Kedua, adanya kerugian Konstitusional

Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang;

KUALIFIKASI DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON |
5. Bahwa, PEMOHON | adalah badan hukum yayasan yang bergerak di bidang

sosial dan juga merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)
melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan
Shadaqgah sejak berdirinya pada tahun 1994 berdasarkan hukum yang
berlaku di Indonesia sebagaimana tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 41
Tanggal 14 September 1994 yang di buat di hadapan H. Abu Jusuf, S.H.
Notaris di Jakarta (Vide: Bukti P-3);

6. Bahwa, dalam Permohonan a quo PEMOHON | diwakili oleh AHMAD
JUWAINI dan ETIKA SETIAWANTI selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa



Republika dan Sekretaris Yayasan Dompet Dhuafa Republika yang telah
ditetapkan sebagaimana tercatat dalam Akta Perubahan Terakhir Nomor 2
tangga 2 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H. Notaris di
Jakarta (Vide: Bukti P-4) beserta pengesahannya berdasarkan Surat
Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
AH.01.06-0036521 tanggal 8 Mei 2024 (Vide: Bukti P-5) berkedudukan di
Kota Jakarta Selatan, Philanthropy Building JI. Warung Jati Barat No. 14,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540, oleh karenanya berhak untuk
mewakili Yayasan Dompet Dhuafa Republika di dalam maupun di luar
Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya sebagai badan hukum (rechts person), kedudukan
PEMOHON | dapat dipersamakan dengan subjek hukum perseorangan
warga negara (naturlijk person) sehingga berhak atas jaminan hak-hak
konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan
hak konstitusional itu bisa bersifat tak langsung dengan menarik
pemahaman pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
yang membawa konsekuensi Pemohon berhak untuk tidak diperlakukan
sewenang-wenang oleh Negara. Maupun perlindungan hak konstitusional
secara langsung yang normanya dirumuskan secara spesifik dalam Bab XA
Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”;
Bahwa, PEMOHON | sebagai badan hukum Yayasan yang diatur melalui
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Bukti P-10)
beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Bukti P-11) telah dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),
terutama:

a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;

‘(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945;

“(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya”



h.

10.

c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

d. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya serta berhak kembali.”

e. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945:

“(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.”

f. Pasal 28l ayat (2) UUD NRI 1945:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.”

g. Pasal 281 ayat (5) UUD NRI 1945:

“‘untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945:
“(1)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Bahwa, PEMOHON | sebagai Badan Hukum Yayasan telah melakukan
aktivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq
dan Shadaqah sejak tahun 1994 sebelum terbit UU 23/2011 sampai dengan
saat ini;
Bahwa, terbitnya UU 23/2011 telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
aktivitas yang dilakukan oleh PEMOHON |, diantaranya:
a. Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011:

“‘Untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”
b. Pasal 6 UU 23/2011:
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“‘BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional”

. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 23/2011:

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

(b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat.”

. Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011:

“‘Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi,
dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau
nama lainnya, dan tempat lainnya.”

. Pasal 17 UU 23/2011:

‘Untuk  membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.”

. Pasal 18 ayat (2) huruf C dan Huruf h UU 23/2011:

“(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

f. Dbersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
. Pasal 19 ayat (1) UU 23/2011

“‘LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara
berkala.”

. Pasal 20 UU 23/2011

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

i. Pasal 43 ayat (3) UU 23/2011:

“(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini
berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.”
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j. Pasal 43 ayat (4) UU 23/2011:

“(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.”

Bahwa, dengan berlakunya pasal-pasal tersebut telah memberikan dampak
hukum pada PEMOHON | diantaranya adalah tercipta suatu kondisi
persaingan tidak setara antara negara dengan masyarakat dalam
melakukan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat,
karena pada Baznas ditambahkan fungsi regulator dan auditor, sehingga
PEMOHON | sebagai bagian dari masyarakat tidak mungkin dapat
mengimbangi kekuatan negara dengan berbagai macam infrastruktur yang
dimiliki oleh negara. Kondisi ini menimbulkan adanya ketidakadilan dalam
playing field pengelolaan zakat karena kehadiran BAZNAS sebagai
representasi negara dalam pengelolaan zakat tidak hanya memiliki
kewenangan menjadi operator semata Kondisi tersebut menciptakan
adanya abuse of power dalam pengelolaan zakat karena BAZNAS bertindak
sebagai operator, regulator, sekaligus auditor. Kondisi ini berdampak bagi
Pemohon | yang merasakan kerugian konstitusionalnya bersifat nyata
dengan adanya berbagai pembatasan dalam pengumpulan zakat yang
diperoleh Pemohon | sebagai LAZ berdasarkan regulasi yang dikeluarkan
BAZNAS sebagai regulator..

Bahwa, keberlakuan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo telah
melahirkan aturan turunan yang memberikan kerugian konstitusional kepada
PEMOHON |, diantaranya adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Pasal 62 ayat (2) PP 14/2014 disebutkan:

“‘Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.” (Vide: Bukti P-
10)

PEMOHON | hanya dapat membuka kantor perwakilan sampai tingkat

Provinsi hanya di 1 (satu) Kota / Kabupaten. Berbeda halnya dengan
BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011:

‘Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi,
dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi

pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
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perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta
dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama
lainnya, dan tempat lainnya.”

Kelebihan fungsi’/kewenangan (sebagai regulator) yang dimiliki Baznas
tersebut, telah mencederai atau mengurangi hak konstitusional PEMOHON
| dalam menjalankan hak yang diberikan oleh konstitusi yakni hak memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya dimana seharusnya PEMOHON |
dapat melakukan aktivitas memberi kemudahan untuk melakukan pelayanan
ibadah bagi umat Islam di seluruh Indonesia, dalam bentuk pengelolaan
penghimpunan zakat, serta hak konstitusi mendapatkan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dimana seharusnya
kewenangan tersebut juga diperoleh PEMOHON | sebagai sesama operator
dalam pengelolaan zakat dengan dapat membuka kantor perwakilan sampai
pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan tempat lainnya.

Bahwa, hak konstitusional PEMOHON | yang dijamin berdasarkan Pasal 29
ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 adalah (1) “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa.” (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” dengan adanya Pasal-Pasal
tersebut, mengakibatkan umat Islam pembayar zakat yang tadinya melalui
PEMOHON I, dipaksa untuk membayar zakatnya melalui Baznas. Tidak ada
lagi kebebasan untuk beribadat menurut keyakinan agamanya dan
kepercayaannya. Dalam implementasinya hak konstitusional yang
seharusnya dimunculkan adalah hubungan yang saling melengkapi
(sinergitas). dalam posisi yang setara, sama sama memberikan pelayanan
pengelolaan zakat, tanpa melebihkan fungsi/kewenangan pada satu
terhadap yang lainnya.

Bahwa kehadiran BAZNAS sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan
pertimbangan tanggung jawab negara untuk ikut memastikan terpenuhinya
hak atas beragama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945, benar diperlukan, jika dengan pertimbangan untuk
kepentingan umat yang lebih besar, dengan alasan jika Negara ikut
berpartisipasi melakukan pengelolaan zakat, maka dana zakat bisa lebih

tepat sasaran. (Ini semua dengan catatan bahwa fungsi/kewenangan pada
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badan yang ditugasi oleh negara tersebut, dalam hal ini Baznas, tidak
tumpang tindih seperti yang terjadi saat ini, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) UU 23/2011.) Otonomi organisasi keagamaan/LAZ harus
diberi ruang gerak yang sama, apalagi secara historis Negara baru
memikirkan untuk ikut melakukan pengelolaan zakat setelah didahului
gerakan organisasi keagamaan.

Menurut Pemohon, karena kehadiran BAZNAS pada dasarnya merupakan
lembaga negara yang ikut mengelola zakat, karena itu kewenangan lainnya
seperti regulator dan auditor tidak relevan untuk terus diberikan kepada
BAZNAS, dan seharusnya fungsi’/kewenangan tersebut dimiliki oleh
Kementerian Agama yang salah satu fungsinya adalah mengatur dan
memonitor seluruh kegiatan keagamaan di Indonesia.

Bahwa melihat fakta bahwa fungsi BAZNAS sebagai operator zakat ternyata
lebih dominan (leading) dalam keberadaan Baznas, maka seharusnya pada
Baznas segera dicabut fungsi regulator dan auditor-nya, agar tidak
menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan
tugasnya.

Jika pasal-pasal yang terkait dengan fungsi’kewenangan Baznas yang
berlebihan, yang tidak setara sehingga dirasakan ketidakadilannya oleh
Pemohon |, tidak diubah segera, pelanggaran terhadap hak-hak warga

negara sebagaimana yang dijamin dalam UUD NRI 1945 akan terus terjadi.

KUALIFIKASI DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I

18.

19.

Bahwa, PEMOHON Il adalah badan hukum perkumpulan yang bergerak di
bidang advokasi perzakatan dan gabungan dari beberapa Lembaga Amil
Zakat di seluruh Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian
Nomor 02 Tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani,
S.H. Notarisdi _____ (Vide: Bukti P-6);

Bahwa, dalam Permohonan a quo PEMOHON Il di wakili oleh BAMBANG
SUHERMAN dan IRVAN NUGRAHA selaku Ketua Umum Forum Zakat dan
Sekretaris Umum Forum Zakat yang telah ditetapkan dalam Akta Perubahan
Terakhir Nomor 1 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Vica Natalia,
S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Malang (Vide: Bukti P-7) beserta
pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001196.AH.01.08. TAHUN 2023 tanggal
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4 September 2023 (Vide: Bukti P-8) berkedudukan di Kota Jakarta Selatan,
JI. Lenteng Agung Raya No.60, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, oleh
karenanya berhak untuk mewakili Forum Zakat di dalam maupun di luar
Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya sebagai badan hukum (rechts person), kedudukan
PEMOHON |l dapat dipersamakan dengan subjek hukum perseorangan
warga negara (naturlijk person) sehingga berhak atas jaminan hak-hak
konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan
hak konstitusional itu bisa bersifat tak langsung dengan menarik
pemahaman pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
yang membawa konsekuensi Pemohon berhak untuk tidak diperlakukan
sewenang-wenang oleh Negara. Maupun perlindungan hak konstitusional
secara langsung yang normanya dirumuskan secara spesifik dalam Bab XA
Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”;
Bahwa, PEMOHON |l sebagai badan hukum Perkumpulan yang diatur
melalui Staatsblad 1870 Nomor 64 jo KUH Perdata jo Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, telah dijamin hak-
hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), terutama:

a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;

‘(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945;

“(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”

c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
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Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945:

“‘Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya serta berhak kembali.”

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945:

“(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28] ayat (2) UUD NRI 1945;

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 281 ayat (5) UUD NRI 1945:

“‘untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945:
“(1)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”

Bahwa, terbitnya UU 23/2011 telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
aktivitas yang dilakukan oleh PEMOHON II, diantaranya:

a.

Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011:

‘Untuk  melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS”

Pasal 6 UU 23/2011:

‘BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 23/2011:

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (b) pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”



23.

16

d. Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011:

‘Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada
instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,
kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.”

e. Pasal 17 UU 23/2011:

“‘Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.”

f. Pasal 18 ayat (2) UU 23/2011:

“(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan
apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”

g. Pasal 19 ayat (1) UU 23/2011:

‘LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara
berkala.”

h. Pasal 20 UU 23/2011:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

i. Pasal 43 ayat (3) UU 23/2011:

“(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang
ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.”

j- Pasal 43 ayat (4) UU 23/2011:

“(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.”

Bahwa, Pemohon Il sebagai perkumpulan yang mewadahi ratusan LAZ yang
menjadi anggotanya merasakan kerugian konstitusional yang bersifat

konkret dan potensial dengan adanya pengaturan dan pelaksanaan undang-
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undang a quo. Kerugian yang bersifat konkret tersebut dirasakan oleh
Pemohon Il karena terdapat permasalahan administrasi dalam pengelolaan
zakat seperti masalah perizinan yang melibatkan BAZNAS menimbulkan
konflik kepentingan (conflict of interest) karena BAZNAS sebagai operator
dalam pengelolaan zakat juga memainkan peran sebagai regulator, dan
diberi hak untuk memberikan rekomendasi bagi pemberian izin LAZ sebelum
nantinya perizinan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Penumpukan fungsi regulator, operator dan auditor pada Baznas tersebut
merugikan hak konstitusional Pemohon Il yang menjalankan aktivitas
organisasinya dalam mengadvokasi kepentingan dari LAZ-LAZ yang sangat
dirugikan dengan keberadaan dari undang- undang a quo;

Bahwa, kerugian konstitusional yang konkret yang dialami oleh Pemohon I
terbukti dengan dikeluarkannya daftar LAZ tak berizin dengan jumlah
mencapai 108 (seratus delapan) oleh Kementerian Agama pada tahun 2023
yang lalu. Pemohon Il merasa dirugikan dengan dikeluarkannya daftar
tersebut. Hal ini dikarenakan data yang digunakan dalam daftar tersebut
tidak valid dan beberapa anggota Pemohon |l yang termasuk ke dalam daftar
tersebut pada nyatanya sudah mengajukan permohonan izin sejak lama,
namun tidak kunjung mendapat tindak lanjut berupa rekomendasi dari

BAZNAS dan izin operasional dari Kementerian Agama (Vide: Bukti P-11);

KUALIFIKASI DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON llI

25.

26.

Bahwa, PEMOHON Ill adalah perseorangan warga negara Indonesia
beragama Islam dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor
3175041707510001 (Vide: Bukti P-10). Oleh karena itu, merujuk pada Pasal
51 ayat (1) huruf a UU MK, maka perorangan Warga Negara Indonesia
(WNI) dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang;

Bahwa, sebagai warga negara Indonesia PEMOHON |II juga telah dijamin
hak-hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), terutama:

a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;

“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945;
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“(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”

c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

“‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

d. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945:

“‘Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya serta berhak kembali.”

e. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945:

“(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.”

f. Pasal 28] ayat (2) UUD NRI 1945:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.”

g. Pasal 281 ayat (5) UUD NRI 1945:

“‘untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

h. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945:

“(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

i. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”

Bahwa, PEMOHON Ill sebagai seorang muslim dan memiliki aktivitas
sebagai Amilin sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Kompetensi Ahli Amil
Zakat Nomor KEU 495 03578 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (Bukti P-12).

Pemohon Il merasa dirugikan konstitusionalitasnya dengan berlakunya

pasal-pasal dalam UU 23/2011, diantaranya:
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Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011:

‘Untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS”

Pasal 6 UU 23/2011:

“‘BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 23/2011:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

(b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat.”
Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011:

‘Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada
instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan
atau nama lainnya, dan tempat lainnya.”

Pasal 17 UU 23/2011:

“‘Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.”

Pasal 18 ayat (2) UU 23/2011:

“(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang
mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

f. Dbersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi
kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”

g. Pasal 19 ayat (1) UU 23/2011

‘LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit
kepada BAZNAS secara berkala.”

h. Pasal 20 UU 23/2011
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“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

i. Pasal 43 ayat (3) UU 23/2011:

“(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang
ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.”

j- Pasal 43 ayat (4) UU 23/2011:

“(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.”

29. Bahwa, PEMOHON III Amilin, berkewarganegaraan Indonesia beragama
Islam, sehingga berdasarkan ajaran Islam, Zakat bagi Pemohon Ill adalah
termasuk ke dalam ibadah wajib yang telah diperintahkan oleh Allah SWT,
sebagaimana firman-Nya dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

e o a5 4 R0 G sln () Sle (imy y e 365 b Sl A85a 2l 50 (e 14
Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan
membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya
doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (Qs. At-Taubah Ayat 103). Dan karena PEMOHON Il mendapati
pelaksanaan dari Pasal-Pasal yang PEMOHON lll ajukan Pengujian Undang-
Undang-nya ini ternyata melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON ||

yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana telah dijabarkan
diatas.

30. PEMOHON Il tidak keberatan negara ikut melakukan pengelolaan zakat,
bersama-sama dengan otonomi organisasi keagamaan yang ada di
masyarakat, dengan catatan bahwa negeri ini adalah negara hukum, bukan
negara agama, bukan negara sekuler. Negara seharusnya menjadi
fasilitator, regulator, auditor melalui Kementerian Agama-nya. Dan
menempatkan Baznas sebagai operator saja, jika Negara
mempertimbangkan keterlibatan Negara melalui Baznas, dapat membantu
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dilihat dari fungsi distribusinya. Penumpukan fungsi (regulator, operator dan
auditor) yang diberikan kepada Baznas, menurut PEMOHON llI, telah
menimbulkan kerugian konstitusional pada PEMOHON Ill, karena
PEMOHON III, selaku Amil yang melakukan advokasi pengelolaan zakat
pada kelompok masyarakat pemerhati zakat dan Pendamping LAZ kecil,
terbentur tidak dapat menyelesaikan tugas pendampingan pembentukan
LAZ baru, karena LAZ yang mengajukan izin terhalang belum mendapatkan

rekomendasi dari Baznas.
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Dan menurut PEMOHON Ill, seharusnya pemberian rekomendasi ini,
kewenangannya tidak diberikan kepada Baznas, mengingat Baznas memiliki
fungsi sebagai operator juga, yang dapat terjadi konflik kepentingan (conflict
of interest) ketika akan mengeluarkan rekomendasi.

Bahwa, implementasi dari pasal-pasal dalam UU 23/2011 yang sedang
Pemohon Il mohonkan pengujiannya dalam perkara a quo, karena
keberlakuan Pasal-Pasal tersebut, dan dengan penumpukan fungsi
/kewenangan yang diberikan kepada Baznas, dimana negara (melalui
Baznas) ikut serta melakukan pengelolaan Zakat, sekaligus juga sebagai
regulator dan auditor sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU
23/2011, yang memunculkan kewenangan baru Baznas melalui peraturan
turunannya, misal dalam bentuk Peraturan Baznas Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat (berdasarkan fungsi
regulatornya), yang menurut PEMOHON |III terlalu berlebihan dan
penentuan masa berlaku perpanjangannya per 3-tahunan, melanggar hak
konstitusional PEMOHON |ll, karena harus menyiapkan dana, waktu untuk
mengurus perpanjangannya. Padahal ini adalah urusan ibadah perorangan,
yang seharusnya negara (melalui Baznas) tidak semakin membebani Amil

dengan urusan administrasi secara berulang dan terus menerus.

Bahwa PEMOHON Il juga merasa didiskriminasi oleh negara, karena
kewajiban-kewajiban sebagai pengelola Dana Keumatan, hanya kegiatan
pengelolaan Zakat dan Perorangan Amil Zakat seperti PEMOHON Il saja
yang memiliki kewajiban menjalani sertifikasi, tetapi negara tidak melakukan
hal yang sama kepada golongan umat Kristiani yang juga melakukan
pengumpulan dana keagamaan persepuluhan, sepersepuluh, sebagaimana
dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Kitab, di antaranya:

a. Bilangan 18:26 : “Berbicaralah kepada orang Lewi dan katakan kepada
mereka: 'Apabila kamu menerima dari orang Israel persembahan
persepuluhan yang Kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu,
maka haruslah kamu mempersembahkan sepersepuluh dari
persembahan persepuluhan itu sebagai persembahan bagi Tuhan.”

b. Ulangan 14:22 : “Pastikanlah untuk menyisihkan sepersepuluh dari

semua hasil ladangmu setiap tahun.”



33.

34.

35.

22

c. Tawarikh 31:5 : “Begitu perintah itu keluar, orang Israel dengan murah
hati memberikan hasil pertama dari gandum mereka, anggur baru,
minyak zaitun, madu, dan segala hasil ladang. Mereka membawa
banyak sekali, sepersepuluh dari semuanya.”

tetapi tidak memiliki kewajiban melakukan pelaporan atas dana yang

diterimanya, atas penyaluran dilakukan kemana saja, ataupun tidak ada

sertifikasi khusus untuk pengumpul dana tersebut.

Bahwa, dengan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON IIl merasa telah dibatasi

hak-hak konstitusional PEMOHON Ill sebagai warga negara pemeluk

Agama Islam sebagaimana hak konstitusional itu dilindungi dalam Pasal

28D ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dan Pasal 28| ayat (2) UUD NRI

1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

Bahwa, PEMOHON Ill sebagai amilin yang melakukan penghimpunan,

pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat memiliki fungsi yang sama

dengan Negara dalam hal ini BAZNAS. Dalam sistem hukum Zakat hari ini,

UU 23/2011 telah menciptakan arena penghimpunan dana Zakat yang

berpotensi dipersempit oleh negara dengan segala macam kewenangannya

dalam UU 23/2011;

Bahwa, PEMOHON Il berpotensi dibatasi wilayahnya dalam melaksanakan

ibadah penghimpunan dana Zakat oleh negara karena pada ruang yang

sama penghimpunan dana Zakat itu telah dilakukan oleh Negara. Dalam
kondisi seperti ini seharusnya PEMOHON IlI mendapatkan jaminan
konstitusional dari negara, yakni jaminan konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.” Dan
jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat
(2) UUD NRI 1945 (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dan (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
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agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

36. Bahwa PARA PEMOHON berpendapat apabila Mahkamah mengabulkan
permohonan PARA PEMOHON dalam perkara a quo maka hak-hak
konstitusional PARA PEMOHON akan pulih kembali, dan PARA PEMOHON

dapat menjalankan hak-hak konstitusionalnya secara penuh.

lll. TENTANG NE BIS IN IDEM
1. Bahwa, UU 23/2011 pernah dimohonkan pengujiannya di Mahkamah
Konstitusi dengan nomor Perkara 86/PUU-X/2012. Terdapat beberapa pasal
yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut, diantaranya:
a. Pasal 5 UU 23/2011:
Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu
kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga
pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui Menteri.

b. Pasal 6 UU 23/2011:
Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional.

c. Pasal 7 ayat (1) UU 23/2011:
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja
sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis
kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan
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Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

d. Pasal 17 UU 23/2011:

Untuk

Pasal 17

membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk

LAZ.

e. Pasal 18 UU 23/2011:

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ waijib mendapat izin Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:

a.

® oo T

—h

h.

terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang
mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

berbentuk lembaga berbadan hukum;
mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
memiliki pengawas syariat;

memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

bersifat nirlaba;

memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi
kesejahteraan umat; dan

bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

f. Pasal 19 UU 23/2011:

Pasal 19

LAZ waijib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

g. Pasal 20 UU 23/2011:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

h. Pasal 38 UU 23/2011:

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat
melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat
tanpa izin pejabat yang berwenang.

i. Pasal 41 UU 23/2011:
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Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa, yang dijadikan batu uji dalam perkara 86/PUU-X/2012 diantaranya
adalah:
a. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.”

b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

c. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945:

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.

d. Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945:

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.

Bahwa, terhadap permohonan pengujian tersebut dengan nomor perkara
86/PUU-X/2012 Majelis Hakim Konstitusi telah memberikan putusan, yang
amarnya sebagai berikut:

Mengadili
Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, "a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan
Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”;
“b. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi
kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan,
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26

dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus
mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan
untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim
ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu
komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan
LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat
dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;

Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, “a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan
Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”;
huruf b yang menyatakan, "berbentuk lembaga berbadan hukum”
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam
yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau
lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat
yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang,
perseorangan tokoh umat Islam (alim wulama), atau
pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah
yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan
memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada
pejabat yang berwenang”;

Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Memiliki
pengawas syariat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, "pengawas syariat, baik internal, atau eksternal’;
Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Memiliki
pengawas syariat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, "pengawas syariat, baik internal, atau
eksternal”;

Frasa, “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan
“‘mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat
Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di
suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ
dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat
dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;

Frasa, “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang,
perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau
pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah
yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah
memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada
pejabat yang berwenang”;

2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4. Bahwa saat ini, dalam permohonan para Pemohon, pasal-pasal yang

dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya, diantaranya:

a.

Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011:
“Untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”
Pasal 6 UU 23/2011:

‘BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 7 ayat (1) huruf c. UU 23/2011:

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:... (c) pengendalian pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan”

Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011:

‘Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi,
dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau
nama lainnya, dan tempat lainnya.”

Pasal 17 UU 23/2011:

‘Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.”

Pasal 18 ayat (2) UU 23/2011:

“(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi
kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan
sosial;b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi
dari BAZNAS; d.memiliki pengawas syariat;e. memiliki kemampuan
teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f.bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi
kesejahteraan umat; dan h. bersedia diaudit syariat dan keuangan
secara berkala.”
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g. Pasal 19 UU 23/2011:

“LAZ waijib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara
berkala.”

h. Pasal 20 UU 23/2011:

“‘Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

i. Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011:

“(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang
ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang
ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.”

Bahwa, dalam permohonan a quo yang dijadikan batu uji pasal-pasal dalam
UUD NRI 1945, diantaranya:
a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;

“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945;

“(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”

c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

d. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya serta berhak kembali.”

e. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945:

“(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.”

f. Pasal 28| ayat (2) UUD NRI 1945:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.”
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g. Pasal 281 ayat (5) UUD NRI 1945:

“‘untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

h. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945:
“(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.”

i. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”

6. Bahwa, untuk lebih mudah dalam membandingkan perbedaan permohonan
pengujian UU 23/2011 dalam perkara 86/PUU-X/2012 dan perkara a quo

adalah sebagai berikut:

PASAL PUU LAMA PUU BARU
(PUTUSAN NOMOR | (Permohonan a quo)
86/PUU-X/2012)

Pasal 5 ayat (1) - Pasal 28C ayat (2) - Pasal 28E ayat
- Pasal 28D ayat (1) (1)

- Pasal 28E ayat (2) dan| - Pasal 27 ayat
(3) (1)

- Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat
(3) (2) dan (3)

Pasal 6 - Pasal 28C ayat (2) Pasal 27 ayat
- Pasal 28D ayat (1) (1)

- Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28E ayat
(3) (1)
- Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28| ayat
(3) (2)
Pasal 33 ayat
(2) dan (3)

Pasal 7 ayat (1) - Pasal 28C ayat (2) Pasal 28| ayat
- Pasal 28D ayat (1) (5)

- Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat
(3) (2)

- Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat
(3) (2) dan (3)
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Pasal 16 ayat (1) belum diajukan - Pasal 28C ayat
(2)

- Pasal 28D ayat
(1)

Pasal 17 - Pasal 28C ayat (2) - Pasal 27 ayat
- Pasal 28D ayat (1) (1
- Pasal 28E ayat (2) dan
(3)
- Pasal 28H ayat (2) dan

(3)

Pasal 18 ayat (2) Pasal 28C ayat (2) Pasal 27 ayat (1)
Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1)
Pasal 28E ayat (2) dan (3)
Pasal 28H ayat (2) dan (3)
Pasal 19 Pasal 28C ayat (2) Pasal 27 ayat (1)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (2) dan (3)
Pasal 28H ayat (2) dan (3)
Pasal 20 belum pernah diajukan Pasal 28D ayat (1)
Pasal 43 ayat (3) Belum pernah diajukan Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 281 ayat (1),
(2),(4) dan (5)
Pasal 43 ayat (4) Belum pernah diajukan Pasal 27 ayat (1)

Pasal 28C ayat (2)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 281 ayat (2)

7. Bahwa, dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), diatur:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

8. Bahwa, dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) juga diatur:
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(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian

berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa, sekalipun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara a
quo terdapat beberapa kesamaan dengan pasal-pasal yang dimohonkan
untuk diuji dalam perkara 86/PUU-X/2012. Para Pemohon dalam perkara a
quo mengajukan pengujian dengan batu uji yang berbeda dan hanya 1 (satu)
batu uji yang sama digunakan baik dalam perkara 86/PUU-X/2012 ataupun
perkara a quo yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

Bahwa sekalipun terdapat batu uji yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 namun para Pemohon dalam permohonan a quo hendak
mengemukakan alasan permohonan yang berbeda. Sehingga para
Pemohon berpendapat berdasarkan pasal pasal 60 ayat (2) UU 8/2011 dan
pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diterima dan

Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1.

Bahwa Indonesia bukanlah negara agama namun juga bukan negara
sekuler. Founding Fathers bangsa ini bersepakat bahwa negara Indonesia
adalah negara Pancasila yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan
kenegaraan,kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia dijiwai oleh nilai-
nilai Ketuhanan YME. Semua jenis agama dan keyakinan mendapatkan
perlindungan dan porsi yang sama atas nama Hak Asasi Manusia (HAM)
dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu (Pasal 29 UUD 45). Sumaryanto (2021) menyebutkan
bahwa Konsep hak kebebasan beragama ditegaskan dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Bahwa Hak kebebasan agama memiliki dua dimensi yaitu forum internum
dan forum eksternum. Forum internum berada di dalam pikiran atau

kesadaran seseorang sedangkan forum eksternum merupakan hak yang
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sudah termanifestasi keluar, baik dalam sikap dan tindakan pribadi.
Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama adalah forum internum.
Namun ketika kebebasan ini dilaksanakan bersama-sama orang lain atau di
ruang publik, kebebasan tersebut menjadi forum eksternum. Prinsip yang
harus ditekankan adalah forum internum tidak bisa dibatasi oleh siapa pun
bahkan negara sekalipun. Forum internum bersifat mutlak dimiliki setiap
manusia tanpa terkecuali. Forum eksternum dapat dibatasi oleh negara
dengan memenuhi 2 (dua) syarat. Pertama, ada undang-undang yang
mengatur dan kedua, alasan pembatasan adalah untuk melindungi
kesehatan umum, keselamatan umum, ketertiban umum, moral umum, atau
hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

Pengelolaan zakat di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan relasi
antara negara dan agama sebagaimana telah diuraikan dalam bagian
sebelumnya. Hal ini dikarenakan relasi tersebut menjadi dasar pemahaman
negara atas keterlibatannya dalam kehidupan beragama masyarakatnya,
termasuk ibadah seperti zakat. Sebagai upaya untuk mendapat gambaran
dari keterlibatan negara dalam pelaksanaan pengelolaan zakat secara
global, pemohon akan menguraikan bentuk pengelolaan zakat yang

dilakukan di beberapa negara asia tenggara sebagai berikut:

No. Indikator Malaysia Brunei Singapura Filipina
1. Relasi Agama- | Negara Negara Negara Negara
Negara Agama Agama Sekuler Sekuler
(Pasal 3 ayat | (Pasal 3 [ (Pasal 15 | (Pasal 2 ayat
(1) Konstitusi | ayat (1) | Konstitusi (6) Konstitusi
Malaysia) Konstitusi Singapura) Filipina 1987)
Brunei)
2. Pengelolaan Dilakukan Dilakukan Dilakukan Dilakukan
Zakat oleh Komisi | oleh oleh oleh
Khusus Direktorat masyarakat | Masyarakat
Zakat di | Zakat di | melalui melalui
setiap Kementeria | Organisasim | pemuka
negara n Agama uslim agama dan
bagian Singapura masjid lokal
di bawah
pengawasan
Organisasi
Muslim
Filipina
3. Keterlibatan Negara Negara Negara Negara tidak
Negara dalam | menjadi menjadi menyerahka | ikut serta
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Pengumpulan satu-satunya | satu- n kepada | dalam
Zakat pengumpul | satunya organisasi pengumpulan
zakat pengumpul | muslim zakat dengan
zakat singapura membebaska
n kepada
masjid dan
pemuka
agama lokal
dengan
supervisi
organisasi
muslim
filipina
Keterlibatan Negara Negara Negara Tidak | Negara Tidak
Negara dalam | mengatur Mengatur Mengatur Mengatur dan
Mengatur dan membantu
Pengelolaan membantu organisasi
Zakat organisasi muslim
muslim Filipina
singapura

1.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat pengaruh signifikan antara relasi agama
dengan negara terhadap keterlibatan negara dalam proses pengelolaan
zakat. Hal tersebut terlihat dari negara yang didasarkan pada ajaran agama
Islam seperti Malaysia dan Brunei yang langsung terlibat dalam pengelolaan
zakat, baik menjadi operator maupun regulator dalam pengelolaan zakat.
Kondisi tersebut berbeda negara yang bersifat sekuler seperti Filipina dan
Singapura yang tidak melibatkan negara untuk mengelola zakat secara
langsung dimana pemerintah menjadi pihak yang memberikan bantuan
terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat
melalui organisasi muslim yang merupakan lembaga swadaya masyarakat

di kedua negara tersebut.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa realita pengelolaan zakat di
Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lainnya. Hal ini mengacu
pada relasi antara agama dan negara di Indonesia yang bukan merupakan
negara sekuler maupun negara berdasarkan agama. Agama tidak menjadi
dasar negara di Indonesia, namun nilai-nilai agama menjadi bagian dari
pondasi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pancasila. Oleh karena
itu, urusan agama menjadi salah satu hal yang diurus negara dalam artian

menjamin keberlangsungan ibadah dari agama seperti pengelolaan zakat.
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3. Keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia memiliki bentuk
sendiri di mana keterlibatan negara diperlukan untuk mengoptimalisasi
pengumpulan zakat yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekaligus
mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat. Fungsi pengaturan tersebut
dilakukan oleh Kementerian Agama, sedangkan fungsi operasional tersebut
dilakukan dengan pembentukan BAZNAS sebagaimana diatur dalam
regulasi pertama pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 (UU 38/1999) tentang Pengelolaan Zakat.
Keberadaan UU 38/1999 kemudian digantikan dengan kehadiran UU
23/2011 yang pada dasarnya merombak berbagai pengaturan yang terdapat
dalam peraturan sebelumnya termasuk kelembagaan dan kewenangan
BAZNAS yang memperoleh ekspansi kewenangan sebagaimana diuraikan

dalam tabel berikut:

No. Topik Pengaturan UU 38/1999 UU 23/2011

1. Kewajiban Zakat Pasal 2: “Setiap warga | Tidak Diatur
negara Indonesia yang
beragama Islam dan
mampu atau badan yang
dimiliki  oleh  orang
muslim berkewajiban
menunaikan zakat.”

2. Pembinaan Pengelola | Pasal 3: “Pemerintah | 1. Pasal 34
Zakat berkewajiban “(1) Menteri
memberikan melaksanakan
perlindungan, pembinaan  dan
pembinaan, dan pengawasan
pelayanan kepada terhadap
muzakki, mustahiq, dan BAZNAS,
amil zakat.” BAZNAS provinsi,
BAZNAS
kabupaten/kota,
dan LAZ.

(2) Gubernur dan
bupati/walikota
melaksanakan
pembinaan  dan

pengawasan
terhadap
BAZNAS provinsi,
BAZNAS
kabupaten/kota,
dan LAZ sesuai
dengan

kewenangannya.
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(3) Pembinaan
sebagaimana

dimaksud  pada
ayat (1) dan ayat

(2) meliputi
fasilitasi,
sosialisasi, dan
edukasi.

2. Pasal 35 ayat (1)
dan ayat (2):
“(1)(1)
Masyarakat dapat
berperan serta
dalam pembinaan
dan pengawasan
terhadap
BAZNAS dan
LAZ.

(2) Pembinaan

sebagaimana

dimaksud  pada
ayat (1) dilakukan
dalam rangka:

a. meningkatka
n kesadaran
masyarakat
untuk
menunaikan
zakat melalui
BAZNAS dan
LAZ; dan

b. memberikan
saran  untuk
peningkatan
kinerja
BAZNAS dan
LAZ.

Kewenangan
BAZNAS

Pasal 8: “Badan amil
zakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
dan lembaga amil zakat
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7
mempunyai tugas pokok
mengumpulkan,
mendistribusikan,  dan
mendayagunakan zakat
sesuai dengan ketentuan
agama.”

Pasal 7 ayat (1):
“(1)Dalam
melaksanakan tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
6, BAZNAS
menyelenggarakan
fungsi:

a. perencanaan
pengumpulan,
pendistribusian,
dan
pendayagunaan
zakat;

b. pelaksanaan
pengumpulan,
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pendistribusian,
dan
pendayagunaan
zakat;

c. pengendalian
pengumpulan,
pendistribusian,

dan
pendayagunaan
zakat; dan
d. pelaporan dan

pertanggungjawa
ban pelaksanaan
pengelolaan
zakat.

4. Kedudukan LAZ Pasal 7 ayat (1): “(1)|Pasal 17: “Untuk

Lembaga amil zakat| membantu BAZNAS
dilakukan, dibina, dan [ dalam pelaksanaan

dilindungi oleh | pengumpulan,

pemerintah.” pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat,
masyarakat dapat

membentuk LAZ.”

4. Berdasarkan uraian dalam tabel tersebut, terdapat pergeseran paradigma
yang kontradiktif dari UU 38/199 ke UU 23/2011 yaitu pengurangan unsur
keagamaan islam dan penguatan BAZNAS. Dalam UU 38/1999, istilah
agama lIslam yang digunakan dalam pengaturan mendominasi seperti
kemunculan pengaturan kewajiban membayar zakat bagi Warga Negara
Indonesia beragama Islam yang diatur dalam Pasal 2 UU tersebut dan
penggunaan istilah keagamaan Islam dalam konsep pembinaan
sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU tersebut.

Konsep tersebut mengalami perubahan signifikan pada UU 23/2011 kala
kewajiban membayar zakat bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam
dihapuskan dan pengaturan pembinaan tidak lagi menggunakan istilah
keagamaan Islam. Hal ini menggambarkan terobosan dari UU 23/2011 untuk
mencegah adanya pengaturan pelaksanaan zakat yang merupakan salah

satu bentuk ibadah di agama islam dalam hukum positif.

5. Pembatasan tersebut dilakukan dengan memperkuat BAZNAS secara
berbarengan. Kondisi ini menjadi kontradiktif karena BAZNAS sebagai
representasi ikut sertanya negara dalam ibadah umat beragama malah
diperkuat kewenangannya. Kewenangan BAZNAS dalam UU 38/1999 pada

dasarnya merupakan operator dalam pengelolaan zakat sebagaimana
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disebutkan dalam Pasal 8 yang menempatkan BAZNAS memiliki
kewenangan yang sama dengan LAZ sebagai operator pengelolaan zakat.
Situasi tersebut mengalami perubahan ketika BAZNAS mendapatkan
kewenangan tambahan sebagai regulator, auditor, dan pengawas
pelaksanaan zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU 23/2011
yang membuatnya memiliki kedudukan lebih superior dibanding LAZ
sebagai sesama operator zakat. Mengecilnya kewenangan LAZ tersebut
diperparah dengan keberadaan dari Pasal 17 UU 23/2011 yang
menempatkan LAZ sebagai pembantu BAZNAS dalam fungsi operator

pengelolaan zakat.

6. Berdasarkan uraian tersebut, UU 23/2011 secara umum menimbulkan
kerugian konstitusional bagi Pemohon |, Pemohon II, dan Pemohon Ili
karena UU 23/2011 menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap UU
38/1999 yang berimplikasi pada banyaknya kewenangan BAZNAS sekaligus
kedudukan LAZ dalam pengelolaan zakat yang dimarginalkan dan
direstriksi. sebagaimana yang akan diuraikan dalam per pasal sebagaimana
akan diuraikan pada bagian di bawah.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ¢, dan d UU 23/2011
menjadikan Baznas sebagai lembaga yang super-body, tidak setara, tidak
adil, tidak sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya, menimbulkan
konflik kepentingan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat
(1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

7. Bahwa pasal-pasal yang diuji dalam sub-bab ini adalah sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (1):
Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS
Pasal 6:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;
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c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat; dan

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
zakat.”

8. Bahwa ketiga pasal di atas memberikan pemahaman bahwa pengelolaan

zakat oleh Baznas di seluruh wilayah Indonesia meliputi:

a.

Fungsi Perencanaan, yakni merumuskan strategi, metode, dan program
untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat;
Fungsi Pelaksanaan, yakni menjadi operator/eksekutor dalam hal
pengumpulan zakat dari masyarakat dan LAZ, mendistribusikan zakat ke
penerima zakat, dan mendayagunakan zakat pada program-program
yang telah direncanakan;

Fungsi Pengendalian, yakni mengontrol ketertiban dalam lalu lintas

pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat;

. Fungsi Pelaporan dan pertanggungjawaban, yakni mengaudit laporan

LAZ dan menyusun laporan Baznas, serta bertanggung jawab secara etis
dan professional dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan

zakat.

9. Bahwa ketiga pasal a quo menjadikan Baznas super-body karena memiliki

4 (empat) kekuasaan yang berbeda dalam 1 (satu) lembaga, yakni:

a
b
c
d

Fungsi regulator (Pasal 7 ayat (1) huruf a);
Fungsi operator (Pasal 7 ayat (1) huruf b);
Fungsi kontroler (Pasal 7 ayat (1) huruf c); dan

Fungsi auditor (Pasal 7 ayat (1) huruf d).

Selain itu, fungsi Baznas di satu sisi sebagai operator, namun di sisi lain juga

sebagai regulator, kontroler, dan auditor. Hal ini jelas-jelas bertentangan

dengan prinsip konstitusionalisme, separation of power, checks and

balances, dan akuntabilitas. Sebagai badan yang amat super-body,

BAZNAS sudah pasti menghadirkan persoalan benturan kepentingan

(conflict of interest), tindakan koruptif, dan cenderung abuse of power

sehingga bertentangan dengan konstitusi.

10.Bahwa keberadaan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a,

¢, dan d yang menjadi dasar BAZNAS sebagai lembaga super-body tersebut

menghadirkan persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan

dengan UUD 1945. Lebih jauh, hal demikian kami jelaskan di bawah ini.
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.Bahwa kekuasaan yang sedemikian besar bertentangan dengan original

intent lahirnya Baznas sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademis
Rancangan Undang—Undang tentang Pengelolaan Zakat halaman 47, yang
pada pokoknya meniatkan fungsi operator tidak dapat disatukan dengan
fungsi regulator, kontroler, dan auditor dalam 1 (satu) subjek. Lebih lengkap
Lebih lengkap sebagai berikut:

Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, halaman 47:

1. Badan Pengelola Zakat (BPZ) berfungsi sebagai penyusun
perencanaan dan tata cara pengelolaan zakat (regulator), serta sebagai
pengawas terhadap pelaksanakan tugas Lembaga Amil Zakat (LAZ);
dan

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) berfungsi sebagai pelaksana (operator) yang
mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Kententuan di atas memperlihatkan bahwa original intent kekuasaan badan
zakat (in casu BAZNAS) tidak meletakkan fungsi regulator dan operator

dalam 1 (satu) Lembaga.

Bahwa ketiga Pasal a quo yang memberikan 4 (empat) kekuasaan regulator,
operator, kontroler, dan auditor kepada BAZNAS bahkan setara dengan
konsep “menguasai negara” terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya serta cabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak. Sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Rl
berdasarkan berbagai putusan, yakni Putusan Nomor 02/PUU-I/2003;
Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-11/2004 dan Putusan Nomor
008/PUU-IN/2005; Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007; Putusan Nomor
58/PUU-VI1/2008; Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009; Putusan Nomor
3/PUU-VIII/2010; Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010; Putusan Nomor
36/PUU-X/2012; Putusan Nomor 85/PUU-XI1/2013; Putusan Nomor 87/PUU-
XI1/2013; Putusan Nomor 69/PUU-XIV/2016, menafsirkan penguasaan
negara sebagai berikut:
a. Regelendaad (pengaturan), yakni kekuasaan negara dalam hal
pengaturan, seperti menerbitkan regulasi dan kebijakan;
b. Beheersdaad (pengelolaan), yakni kekuasaan negara dalam hal
pengelolaan, seperti terlibat langsung dalam bisnis melalui BUMN;
c. Bestuurdaad (pengurusan), yakni kekuasaan negara dalam hal
pengurusan, seperti penerbitan perizinan, rekomendasi, pertimbangan,

dan lain sebagainya; dan
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d. Toetzichthoudensdaad (pengawasan), yakni kekuasaan negara dalam

hal pengawasan, seperti pengendalian.

13.Bahwa Konsepsi BAZNAS yang setara dengan “hak menguasai negara”
sebagaimana tafsir MK amat tidak konstitusional, mengingat “hak
menguasai negara” tersebut diberikan untuk 2 (dua) cabang khusus yakni
SDA dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Sementara zakat, bukanlah termasuk dari kedua jenis di atas. Bahkan, untuk
2 (dua) cabang signifikan tersebut saja, fungsi operator dijalankan dalam
jenis subjek yang berbeda, yakni negara melalui BUMN. Konsepsi ketiga
pasal a quo dalam UU Zakat bahkan jauh lebih superior dibandingkan hal
tersebut. Oleh karenanya, hal itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan
(3) UUD 1945.

14.Bahwa mengutip pendapat yang disampaikan oleh W. Friedman dalam teori
“‘mixed economic system”, sejatinya negara memiliki 4 (empat) fungsi yaitu
sebagai “regulator, entrepreneur, provider, dan umpire”. Lebih jauh, menurut
BPHN dalam “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai
Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen
Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan, Tahun
2016”, walaupun negara memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan
konsep penguasaan terhadap pengelolaan dan penguasaan sumber daya
alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, tetapi secara praktikal hal tersebut
tidak dapat dijalankan (non-executable), sehingga perlu ada pihak yang
dikuasakan untuk menjalankan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, jika
Negara ingin masuk dalam konteks pengelolaan ekonomi, maka negara
dapat menunjukkan “operator” sebuah kegiatan usaha, namun kewenangan
operator tersebut tidak dapat dicampuradukkan dengan kewenangan
regulator dan maupun auditor. Begitu juga dengan konstruksi BAZNAS
sebagaimana Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ¢, dan

d seharusnya amat tidak boleh.

15.Bahwa akibat status yang super-body, maka konstruksi Pasal 5 ayat (1),
Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ¢, dan d UU Zakat bertentangan

dengan prinsip konstitusionalisme, separation of power, checks and
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balances, dan akuntabilitas, sehingga pasal-pasal tersebut mutatis mutandis

bertentangan dengan norma konstitusi dengan kondisi sebagai berikut:

a.

(2)
3)

menciptakan ketidaksetaraan sehingga bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”

menghambat Para Pemohon untuk maju akibat ketidakadilan sehingga
bertentangan dengan:
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya”

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945:
“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

bertentangan dengan prinsip syariah sehingga bertentangan dengan:
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945:

“‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)

menghasilkan konflik kepentingan yang absolut sehingga bertentangan
dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi:

“‘untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

super-body yang amat absolut sehingga bertentangan dengan Pasal 33
ayat (2) dan (3) UUD 1945 sebagai berikut:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
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16.Bahwa Baznas sebagai Lembaga non struktural termasuk badan yang waijib
untuk didesain sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan untuk
mencegah terjadinya abuse of power, hal ini sesuai dengan pendapat
Hamdan Zoelva yang menyatakan Lembaga non struktural merupakan
lembaga negara yang pendiriannya dilatarbelakangi adanya urgensi untuk
melakukan tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi oleh lembaga
negara utama yang terdapat dalam frias politika yaitu lembaga legislatif,
lembaga eksekutif, dan lembaga yudisial (bukti P-13). Tugas khusus
tersebut menurut Muladi dapat berbentuk pelayanan ataupun pengaturan
untuk mengakomodasi kepentingan negara (vide bukti P-13). Berdasarkan
konsep teoritis tersebut, BAZNAS dengan kedudukannya sebagai LNS
dapat memiliki fungsi operator ATAU regulator, namun tidak dapat
dicampuradukan keduanya. Oleh karenanya, jika BAZNAS menjadi memiliki
kewenangan legislatif, eksekusif, dan yudikatif yang terefleksi dalam fungsi
regulator, operator, kontroler, dan auditor, merupakan hal yang amat

bertentangan dengan prinsip separation of power.

17.Bahwa prinsip pemisahan kekuasaan yang memisahkan antara fungsi
kekuasaan regulator dengan operator juga tergambar dalam beberapa

Lembaga non struktural lain, yakni:

No Lembaga Kekuasaan Non-
Kekuasaan
1 Otoritas Jasa Regulator, Kontroler, Auditor Operator
Keuangan

2 Badan Pengawas Regulator, Kontroler, Auditor Operator
Pemilu

3 Badan Usaha Milik Operator Regulator,
Negara Kontroler,

Auditor
4 Badan Pangan Regulator, Kontroler, Auditor Operator

Tabel di atas menunjukan bahwa pada Lembaga struktural lainnya, tidak
pernah disatukan antara regulator dengan operator. Sebagai contoh BUMN
yang memiliki fungsi operator, namun tidak memiliki fungsi lain seperti

regulator, kontroler, dan auditor. Yang mana 3 (tiga) fungsi lain tadi dimiliki
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oleh Kementerian BUMN. Begitu juga dengan konstruksi ideal yang
seharusnya bagi BAZNAS, di mana seharusnya hanya sebagai operator,
sementara kewenangan regulator, kontroler, dan auditor dipegang oleh

Kementerian Agama RI.

18.Bahwa secara ketatanegaraan, memang mestinya negara harus segara
beranjak dan berfokus untuk menjadi regulator atau pengawasan yang dapat
dilakukan melalui menteri-menterinya, hal demikian sebagaimana
ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Putusan Nomor 001-
021-022/PUU-1/2003 yang mengatakan:
Putusan 001-021-022/PUU-1/2003, Halaman 338, angka 8.

“Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945
mengatur bahwa Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa
(regulator) yang dilakukan oleh Menteri-menteri teknis dan fungsi selaku
pengusaha (operator) yang dilakukan oleh kantor Menteri negara yang
mengawasi dan membina jalannya kepengusahaan seperti BUMN. Pada
saatnya Pemerintah harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai
regulator dan secara bertahap melepaskan fungsinya sebagai operator
dalam artian sebagai pelaksana langsung kegiatan, sesuai prinsip
“Government function is to Govern™

Pemisahan peran regulator oleh pemerintah dan operator oleh badan usaha
(in casu amil zakat), mestinya sudah diterapkan sejak lama, di samping
sudah mumpuninya para lembaga amil zakat saat ini, terdapat pula
pertimbangan bahwa mestinya pemerintah fokus pada regulasi dan
menjadikan BAZNAS fokus pada operasi zakat dan berkompetisi secara

sehat (“fastabiqul khairat”) dengan Lembaga Amil Zakat yang lainnya.

19.Bahwa percampuran kekuasaan Baznas akibat ketiga pasal a quo juga
menghadirkan playing field yang tidak adil dan tidak setara bagi Para
Pemohon sebagai operator, karena Baznas hadir juga sebagai pemain
(operator), namun disaat yang bersamaan juga hadir sebagai panitia dan
wasit (regulator, controller, and auditor). Baznas dapat dengan mudah
membuat aturan dan iklim permainan yang hanya menguntungkan dirinya
sendiri, dengan merugikan operator yang lain. Seharusnya, kewenangan
regulator, kontroler, dan auditor dipindahkan ke Kementerian Agama RI,
sementara Baznas dan Para Pemohon berada dalam level yang sama

sebagai operator.
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20.Bahwa mengutip apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi

21.

pada perkara Nomor 86/PUU-X/2012 halaman 94 angka [3.15.3] yang
menyatakan bahwa:

“‘Adapun mengenai Pasal 7 ayat (1) UU 23/2011 yang mengatur fungsi
yang harus dijalankan BAZNAS dalam pelaksanaan tugasnya,
Mahkamah menilai bahwa fungsi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap
kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
justru adalah fungsi dasar yang harus dimiliki oleh semua organisasi atau
lembaga pengelola zakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
yang lebih efektif dan efisien. Dalam perspektif manajerial fungsi
dimaksud adalah syarat mutlak bagi terselenggaranya pelayanan zakat
yang efektif dan efisien, yang selanjutnya akan memberikan jaminan
terlaksananya ibadah zakat masyarakat”

Jika dianggap bahwa fungsi-fungsi yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf
a, ¢, dan d UU a quo adalah fungsi dasar dan syarat mutlak bagi lembaga
pengelola zakat, pada faktanya fungsi-fungsi tersebut tidak diberikan sama
sekali kepada Pemohon | dan Pemohon Il serta lembaga amil zakat lainnya.
Sangat terlihat bahwa memang Pasal tersebut sangat berpihak kepada

BAZNAS semata dan menafikan para lembaga amil zakat yang lainnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas,
terbukti bahwa pada dasarnya, harus ada keadilan antara Pemohon | dan
Pemohon Il dengan BAZNAS terkait kewenangannya. MK menyatakan
bahwa antara BAZNAS harus memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun faktanya,
saat ini, fungsi itu hanya dimiliki oleh BAZNAS. Sementara Pemohon | dan
Pemohon Il serta LAZ yang lain tunduk di bawah BAZNAS akibat
kewenagnan yang tidak konstitusional tersebut. Oleh karenanya, untuk
mejaga keadilan, kami mohon kepada Yang Mulia untuk menerapkan kaidah
figh yang berbunyi, “maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu”. Kaidah
ini mengandung pengertian, “sesuatu yang tidak dapat dicapai secara
keseluruhan (100%), maka janganlah yang tidak sempurna (<100%),
ditinggalkan”. Cara terbaik untuk meraih keadilan tersebut adalah dengan
menghapus kewenangan regulasi, kontroler, dan auditor dari BAZNAS

sehingga tidak tercipta ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

22.Bahwa ketidakadilan akibat norma pasal a quo juga telah menimbulkan

problem implementasi, antara lain:
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a. Baznas mengundangkan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016, di mana
dalam Pasal 35 ayat (4) menetapkan secara sepihak pengambilan 30%
dari dana pengumpulan zakat yang ditarik dari Unit Pengelola Zakat
(UPZ) sebagai Amil Zakat. Padahal, secara faktual, Baznas tidak
bertindak sebagai Amil Zakat dalam konsep tersebut. Terlebih, proses
pembentukan dan pengundangan regulasi tersebut tidak melibatkan
partisipasi masyarakat dan stake-holder lainnya;

b. Baznas memaksa subjek-subjek sejenis dengan Para Pemohon berupa
LAZ untuk masuk sebagai UPZ di bawah Baznas, seharusnya hal itu
bisa terjadi hanya dengan sukarela. Hal ini bahkan menjadi perhatian
Ombudsman RI yang mengeluarkan rekomendasi untuk Baznas agar
tidak melakukan hal tersebut; (Bukti P-19)

c. Pemberian rekomendasi pendirian LAZ yang transaksional, di mana
LAZ direkomendasikan untuk berdiri jika berkomitmen akan menjadi
UPZ di bawah Baznas;

d. Sengketa kewenangan antara Baznas Pusat dan Daerah dalam
membentuk UPZ demi mendapat jatah penarikan dana 30% (Bukti P-
20);

23.Bahwa khusus mengenai hak BAZNAS dalam mengambil secara sepihak
dana sebesar 30% sebagai Amil yang dikumpulkan oleh para UPZ, adalah
hal yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. BAZNAS tidak pas
disebut sebagai Amil, dalam proses pengumpulan dana zakat UPZ-nya.
Atau setidak-tidaknya, BAZNAS tidak boleh mengambil sebagian ZIS yang
dikumpulkan oleh UPZ-nya untuk kemudian diakui sebagai hasil
pengumpulannya dan mengambil bagian Amil dari UPZ-nya untuk diakui
sebagai jatah ke-Amil-annya. Ini jelas bertentangan dengan syariat dan
definisi Amil itu sendiri dalam ajaran agama Islam.
Jika melihat makna kata Amil, yang merupakan isim fi‘il dari: amila — ya‘malu,
‘amalan, yang secara leksikal berarti “bekerja”, sedangkan Amil adalah
orang yang bekerja. Bila disebut: kaana ‘aamilan lahu ‘alash shadaqah
(orang yang bekerja untuk urusan shadagah/zakat). Para ulama berbeda
pendapat dalam menetapkan keluasan maknanya, seperti terlihat berikut ini.
Menurut mazhab Hanafi, amil adalah adalah orang-orang yang dipekerjakan

oleh imam untuk mengumpulkan zakat.
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Amil merupakan sinonim dari al-sai. Lafaz ini bermakna orang yang
ditugaskan oleh imam pada kabilah-kabilah untuk mengambil zakat dari
mereka. Mazhab Hanafi hanya menggambarkan bahwa amil adalah petugas
yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari muzakki (waijib
zakat) saja. Mazhab ini, meski tidak menyebutkan secara jelas pekerjaan
amil bukan hanya sekedar mengumpulkan zakat, tetapi juga meliputi
beberapa pekerjaan lain, seperti menjaga, mengurus administrasi dan
mendistribusikannya, namun sudah termasuk di dalam rumusan tersebut.
(dikutip dari tulisan DR. Analiansyah, M.Ag. pada website Baitul Mal Aceh
tertanggal 16 November 2015). Oleh karenanya, jelas ketiga pasal a quo
menjadikan proses pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS

bertentangan dengan syariah Islam.

24 .Bahwa ketidakadilan juga terjadi dalam hal audit, di mana Para Pemohon
wajib memberikan laporan pertanggungjawaban detail dan spesifik atas 70%
dana zakat kepada Baznas. Sementara Baznas tidak memiliki kewajiban
untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas 30% dana zakat yang
ditarik dari Para Pemohon. Baznas hanya menyusun laporan global kepada
Presiden Rl melalui Kementerian Agama RI dan kepada publik melalui kanal

media.

25.Bahwa konstruksi ketiga pasal a quo yang seakan menjadikan Baznas
menjadi pengelola tunggal zakat di Indonesia tentu sangat tidak rasional dan
ahistoris, serta menimbulkan salah paham. Kesalahpahaman tersebut
tercantum dalam Putusan 86/PUU-X/2012 yang menyatakan sebagai
berikut:
Putusan 86/PUU-X/2012 halaman 93:

‘Menurut Mahkamah, harus dipertimbangkan juga kemungkinan
memperluas kemanfaatan zakat, infak, dan sedekah, dengan cara
mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara merata dari daerah
yangberkelebihan ke daerah yang masih berkekurangan. Hal demikian
tentu tidak dapat dilakukan oleh amil, baik lembaga maupun
perseorangan, yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu secara
umum tentu akan memberikan beban tambahan bagi amil zakat yang
beraktivitas di daerah jika harus merencanakan serta mendistribusikan
zakat, infak, dan sedekah ke daerah lain di luar wilayah kerjanya.
Pemerataan manfaat zakat, infak, dan sedekah menjadi hal yang sama
pentingnya dan bahkan inheren dengan keberadaan zakat, infak, dan
sedekah itu sendiri sebagai salah satu instrumen untuk kesejahteraan
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi muzaki dan
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amil untuk memahami atau setidaknya mengetahui pemanfaatan zakat,
infak, dan sedekah yang dibayarkan. Hal demikian bukan hanya terkait
dengan masalah transparansi dan/atau akuntabilitas penyaluran zakat,
melainkan pemenuhan esensi dari ibadah zakat, infak, dan sedekah
dalam dimensi sosialnya, yaitu memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat dimulai dari masyarakat yang berada pada level kualitas
hidup paling rendah;”

26.Bahwa pertimbangan yang menganggap LAZ tidak mampu seperti di atas
sangatlah tidak tepat. Secara historis, pengelolaan zakat secara terlembaga
di Indonesia pertama kali dilakukan oleh ormas Muhammadiyah, tepatnya
pada tahun 1918. Selanjutnya perkembangan semakin pesat di era tahun
1990-an, dengan dibentuknya lembaga zakat oleh masyarakat, dengan
berbadan hukum Yayasan, seperti Yayasan Dompet Dhuafa Republika yang
berdiri pada 4 September 1994, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)
didirikan tahun 1997 dan Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) berdiri pada
tahun 1998 dan disusul pendirian lembaga-lembaga lainnya. Sementara
BAZNAS baru secara resmi didirikan pada tahun 2001 melalui Keppres No.
8 tahun 2001, itupun hanya sebagai operator. Oleh karenanya, sangat tidak
adil jika subjek yang lebih dahulu ada dan menjadi pioneer, justru dipaksa

untuk menjadi UPZ di bawah Baznas.

27.Bahwa lembaga-lembaga bentukan masyarakat (termasuk Para Pemohon)
yang telah lebih dahulu berdiri tersebut telah dan masih melakukan edukasi,
kampanye, sosialisasi tentang Zakat Infak Sedekah (“ZIS”) secara bertahap
sampai saat ini. Dari kondisi masyarakat yang kurang mengenalnya, sampai
memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga bentukan masyarakat
tersebut, karena terbukti pengelolaannya dilakukan secara profesional.
Bahkan juga memberikan edukasi dan bimbingan kepada Baznas pada era
pertama kali mereka dibentuk. Oleh karena itu, Para Pemohon berhak atas
playing field yang adil dan setara dengan Baznas. Sebagaimana
sebelumnya pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat yang menyetarakan antara Baznas dengan LAZ.

28.Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim
Konstitusi untuk menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ¢, dan d UU Zakat
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat. Sementara konstruksi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU Zakat
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bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 5 ayat (1) UU Zakat;

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS sebagai pelaksana, di mana kewenangan perencanaan,
pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban berada pada
Kementerian Agama RI”;

Pasal 6 UU Zakat;

“‘BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan
tugas pelaksanaan zakat secara nasional bersama-sama dengan LAZ".

29.Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 ini tidak dapat dipisahkan dengan
Pasal 5 ayat 3 UU 23/2011 yang mengatur struktur kelembagaan BAZNAS
sebagai Lembaga Non Struktural (LNS). Menurut Hamdan Zoelva, LNS
merupakan lembaga negara yang pendiriannya dilatarbelakangi adanya
urgensi untuk melakukan tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi
oleh lembaga negara utama yang terdapat dalam frias politika yaitu lembaga
legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudisial (bukti P-13). Tugas
khusus tersebut menurut Muladi dapat berbentuk pelayanan maupun
pengaturan untuk mengakomodasi kepentingan negara (vide bukti P-13).
Berdasarkan konsep teoritis tersebut, BAZNAS dengan kedudukannya

sebagai LNS dapat memiliki fungsi operator dalam pengelolaan zakat.

30.Bahwa pengaturan Pasal 5 ayat 1 ini menggunakan frasa yang menyatakan
“‘untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”
dapat dimaknai, seolah-olah BAZNAS adalah satu-satunya badan baru yang
dikonsentrasikan dan diakui Pemerintah untuk mengurus dan melakukan
Pengelolaan Zakat di seluruh Indonesia, dan belum pernah ada Lembaga
lainnya yang mengurus masalah Zakat ini, padahal faktanya tidak demikian.

Pasal 16 ayat (1) Memberikan Ruang bagi BAZNAS untuk Memaknai Kata
DAPAT menjadi Hak Bagi-nya dan Kewajiban Bagi Pihak Lainnya.

30.Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk
UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau

nama lainnya, dan tempat lainnya.”
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31.Bahwa menurut Para Pemohon, norma dalam Pasal 16 ayat (1) ini perlu
ditinjau ulang, karena penunjukan Baznas sebagai satu-satunya lembaga
yang memiliki kewenangan untuk membentuk UPZ, perlu diperdebatkan,
dalam konteks hak dan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan zakat. Apalagi secara historis, masyarakat telah lebih dahulu

melakukannya. Ini bertentangan dengan UUD NRI 1945.

32.Bahwa norma penyeragaman dengan menunjuk Baznas sebagai lembaga
yang boleh memiliki UPZ, sementara lembaga lain tidak diperbolehkan,
memperlihatkan kondisi pembatasan bagi lembaga selain Baznas untuk ikut
berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dan ini
bertentangan dengan UUD NRI 1945.

33.Bahwa norma Pasal ini, bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Jika
hanya Baznas yang diberi kewenangan, maka berpotensi terjadi
ketidakadilan dalam akses dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan

zakat.

34.Bahwa norma Pasal ini dalam konteks kemandirian masyarakat, dalam
pemberdayaan, menimbulkan ketidakadilan, karena seharusnya yang
memiliki lebih banyak kebebasan untuk mendirikan lembaga amil zakat

sendiri, adalah masyarakat.

35.Bahwa penunjukan Baznas yang terpusat perlu dengan catatan dan
kepastian bahwa ini tidak akan menghambat inisiatif lokal, kelompok

masyarakat.

36.Karenanya sekalipun ada konsentrasi untuk memberikan pengelolaan zakat
pada Baznas, tetapi perlu ada keseimbangan antara pengelolaan yang
terpusat dan partisipasi masyarakat, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip
dalam UUD NRI 1945 dapat dipenuhi, agar tercapai keadilan dan efisiensi

dalam pengelolaan zakat.

37.Bahwa dalam suatu norma hukum, dimana ada penggunaan kata “dapat”
dalam pasalnya, maka seharusnya dimaknai sebagai memberikan pilihan,
atau hak kepada subjek/objek hukum tersebut. Artinya, pasal dengan kata
dapat tersebut, dapat dimaknai sebagai pilihan dan kebebasan. Subjek/objek
hukum terkait, dapat memilih untuk bertindak sesuai ketentuan tersebut atau

tidak. Kata dapat memberi ruang kepada subjek/objek hukum untuk memilih.
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Dan keberadaan kata dapat seringkali mencerminkan adanya diskresi, yaitu
pertimbangan pribadi atau situasional, ukan pedoman yang kaku. Artinya,
ada kebebasan dalam menentukan pilihan, keputusan yang diambil

berdasarkan pertimbangan yang matang, situasional, sesuai kebutuhan.

38.Bahwa tetapi dalam praktiknya kata DAPAT ditafsirkan menjadi HAK bagi

BAZNAS untuk memaksa kelompok masyarakat pengelola zakat yang
terafiliasi dengan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri untuk membentuk dan menjadikannya sebagai UPZ-nya
BAZNAS. sementara, undang-undang a quo memberikan hak masyarakat
untuk memilih/opsional apakah akan menjadi UPZ-nya BAZNAS atau
mengelola zakat sebagai LAZ. Sedemikian jauhnya realisasi di lapangan
terhadap Pasal-Pasal UU 23/2011.

39.Karena tidak diatur secara tegas, terjadi penafsiran sesuka hati. BAZNAS

menguatkan posisinya untuk memiliki UPZ sebanyak-banyaknya, dalam
peraturan turunannya. Mengubah makna kata DAPAT, dalam Pasal ini
menjadi berwenang. Kewenangan memaksa BAZNAS memaksa tersebut
diperkuat dengan adanya Pasal 53-56 PP 14/2014 yang memperluas
kewenangan BAZNAS untuk membentuk UPZ, yang salah satunya berbunyi:
“‘BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau

secara langsung’.

40.Hukum asalnya dalam UU 23/2011, adalah “dapat”, tetapi kemudian

41.

diperluas dan dipaksakan untuk berubah menjadi hak/kewenangan BAZNAS
membentuk UPZ. Padahal Pasal-Pasal 53-56 dari PP 14/2014 tersebut
hanya merupakan pelaksanaan Pasal 16 UU 23/2011 yang seharusnya tidak

boleh dalam posisi yang dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 16 UU
23/2011.

Dalam hal ini, beberapa pengaturan di dalam PP 14/2014 yang memperluas
pengaturan yang diatur dalam UU 23/2011 membuat PP 14/2014 menjadi
kontradiktif dengan ketentuan yang menjadi landasannya dalam UU 23/2011.
Kondisi ini membuat terjadinya pelanggaran terhadap prinsip hukum /lex
superior derogat lex inferior atau yang berarti bahwa ketentuan atau hukum

yang lebih tinggi kedudukannya (lex superior) akan mengesampingkan atau
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meniadakan hukum yang lebih rendah kedudukannya (lex inferior) dalam
hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi fakta yang terjadi di UU
23/2011 ini, peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah) justru mengubah-

ubah status optional/pilihan menjadi kewenangan.

42.Dalam sistem hukum yang menggunakan prinsip ini, jika terjadi konflik antara
dua aturan hukum yang berbeda tingkatannya, seharusnya aturan hukum
yang lebih tinggi dalam hierarki akan diberlakukan. Contohnya, dalam sistem
hukum di Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi di negara ini.
Oleh karena itu, jika terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka UUD NRI 1945

akan mengesampingkan ketentuan tersebut.

43.Dalam sistem hukum yang berlaku, peraturan turunan seperti Peraturan
Pemerintah tidak boleh secara semena- mena mengubah hak atau
kewenangan yang sebelumnya hanya menjadi pilihan bagi pihak lain menjadi

kewajiban atau kewenangan bagi pihak tersebut, untuk mematuhi BAZNAS.

44.Prinsip-prinsip hukum yang umumnya harus diberlakukan adalah prinsip
kepastian hukum, keadilan, dan kebebasan. Peraturan turunan seharusnya
tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang

dasar negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

45.Dalam konteks hukum Indonesia, Peraturan Pemerintah merupakan aturan
turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang. Peraturan Pemerintah harus sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi. Jika suatu
peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dianggap melanggar prinsip-
prinsip hukum yang berlaku, maka peraturan tersebut dapat dipermasalahkan
dan dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan.

46.Peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi dapat mengesampingkan
peraturan dengan hierarki yang lebih rendah karena hierarki dari Undang-
Undang derajatnya lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah berdasarkan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 tahun 2022

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

47.Majelis Hakim yang mulia, permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 16

ini, agar Pasal ini tidak ditafsirkan lain oleh Pemerintah. Penjelasan tentang
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PP 14/2014 hanya sebagai contoh, dengan permintaan Pasal ini harus
langsung diberikan pemaknaan arti kata dapat tersebut, agar tidak ditafsirkan
dan diturunkan dalam peraturan turunannya yang berbeda dengan Pasal

utamanya.

48.Fakta bahwa sejak berlakunya UU 23/2011 yang diperkuat dengan PP

14/2014, terjadi pengambilalihan LAZ sebagai UPZ BAZNAS yaitu Amanah
Takaful, Baitul Maal Muamalat, BAMUIS BNI, BSI Maslahat, dan Mandiri
Amal Insani, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola zakat
yang terafiliasi BUMN yang sebelumnya sudah berbentuk LAZ, seperti
Amanah Takaful, Baitul Maal Muamalat, BAMUIS BNI, BSI Maslahat, dan
Mandiri Amal Insani berganti menjadi UPZ BAZNAS sejak berlakunya UU
23/2011.

49.Sementara itu, untuk LAZ yang menolak berganti menjadi UPZ BAZNAS

mengalami hambatan dalam proses perpanjangan izin sehingga terdata
sebagai pengelola zakat tanpa status kendati sebelumnya telah menjadi LAZ
seperti YBM BRI, Baituzzakah Pertamina, YBM PLN, dan Amaliah Astra.
Adapun hal tersebut karena mereka tidak berhasil mendapatkan

rekomendasi BAZNAS sehingga tidak memperoleh izin operasional.

50.Bahwa kewenangan Pengelolaan Zakat pada BAZNAS yang disertai dengan

51.

kewenangan dalam pengaturan regulasi zakat dan proses pengeluaran
Rekomendasi yang dipersulit, membuatnya menjadi rentan konflik
kepentingan. Dalam praktiknya, terjadi transaksional (bukan dalam
pengertian transaksi uang), dalam pemberian rekomendasi pengelolaan
zakat oleh BAZNAS. Dalam praktik di lapangan, pemberian rekomendasi
baru dikeluarkan kepada pengelola zakat yang terafiliasi dengan instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri apabila
menjadi UPZ BAZNAS.

Oleh karena itu, secara tidak langsung terdapat pemaksaan yang dilakukan
oleh BAZNAS melalui kewenangannya dalam pengeluaran rekomendasi

untuk memperoleh izin pengelolaan zakat dari Kementerian Agama.

52.Bahwa salah satu contoh nyata adanya pemaksaan LAZ menjadi UPZ terlihat

dari kasus akuisisi BAMUIS BNI. Dalam hal ini, BAMUIS BNI telah berdiri
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sejak 1967, dan secara resmi berstatus LAZ Nasional di era UU No. 38/1999
berdasarkan KMA No. 330/ 2002 tertanggal 20 Juni 2002. Namun, BAMUIS
BNI mengalami penolakan untuk mendapatkan rekomendasi BAZNAS di era
UU No. 23/2011. Hal tersebut karena status BNI sebagai BUMN, dimana
berdasarkan PP No. 14/2014 harus menjadi UPZ BAZNAS. BAMUIS BNI
menolak keras ketika diminta menjadi UPZ oleh BAZNAS (Wibisono, et.al.,
2020: 54).

53.Menghadapi perlawanan pengurus BAMUIS BNI, BAZNAS menempuh jalan
belakang: bernegosiasi secara langsung ke Direksi BNI, tanpa melibatkan
pengurus BAMUIS BNI. Dengan Direksi BNI dicapai kesepakatan bahwa
BAMUIS BNI akan menjadi UPZ BAZNAS. Berbekal kesepakatan dengan
Direksi BNI, BAZNAS kemudian menerbitkan SK BAMUIS BNI sebagai UPZ
BAZNAS pada 14 Februari 2018. Pengurus BAMUIS BNI yang tidak
dilibatkan dalam proses ini melakukan perlawanan: tidak melakukan
kewajiban apapun sebagai UPZ. BAMUIS BNI berjalan sebagaimana biasa
(Wibisono, et.al., 2020: 53).

54.Pada 2018, dari total penyaluran BAMUIS BNI sebesar Rp 39,8 miliar, secara
resmi terdapat pos penyaluran ke BAZNAS melalui UPZ BNI. Namun secara
menarik, pos penyaluran ke BAZNAS melalui UPZ BNI ini bernilai Rp 0. Hal
ini menunjukkan tekad BAMUIS BNI yang berkeinginan kuat menjadi LAZ
nasional dan tidak bersedia menjadi UPZ BAZNAS (Wibisono, et.al., 2020:
52).

55.Bahwa dalam hal ini, melalui kewenangan “dapat” membentuk UPZ
khususnya pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 23/2011 menjadikan
BAZNAS super body, jika tidak dibatasi secara tegas. Jika tidak dibatasi
secara tegas, BAZNAS kewenangan mengumpulkan zakat lebih luas melalui

UPZ-nya yang telah ditentukan dalam pasal a quo.

56.Sementara, lembaga pengelola zakat lainnya tidak diberikan kewenangan
khusus untuk membentuk mitra pengelola zakat sejenis. Hal ini menimbulkan
ketidakadilan dan ketidaksetaraan dengan lembaga pengelola zakat lain

yang dibentuk oleh masyarakat. Implikasinya, ruang gerak masyarakat
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melalui LAZ menjadi dipersempit sehingga mendegradasi hak masyarakat

untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

57.0leh karena itu, Pasal 16 UU 23/2011 bertentangan dengan UUD NRI 1945,
tepatnya:
a. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.**)” dan;

b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.**)”

58.Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, karena jika tidak
dipertegas pemaknaannya, maka terjadilah seperti kondisi saat ini. Ada
kepentingan Baznas untuk meningkatkan pengumpulan zakatnya dan
mendegradasi hak pengelola zakat yang terafiliasi dengan pemerintah,
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta,
dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk dapat melakukan
pengumpulan zakat secara mandiri tanpa perlu menjadi bagian dari UPZ
BAZNAS.

59.Sejatinya Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan
bahwa setiap orang berhak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya namun nyatanya dengan
kewenangan super power BAZNAS yang diatur dalam Pasal 16 UU 23/2011
telah mempersempit ruang partisipasi masyarakat khususnya LAZ yang
terafiliasi dengan pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri.

60.Dalam hal ini, bunyi pasal 16 UU 23/2011 yang secara spesifik menetapkan
bahwa menjadi UPZ BAZNAS adalah pilihan/opsional jika kita memaknai dari
kata dapat. Sehingga seharusnya tidak ada paksaan, hanya saja kemudian
aturan turunannya (Peraturan Pemerintah) menghilangkan kata dapat yang
sifatnya opsional/pilihan tadi, menjadi kewenangan BAZNAS (hak BAZNAS)
untuk memaksakan pembentukan UPZ pada lembaga instansi pemerintah,

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta,
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dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk
UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat
lainnya.” sehingga Pasal 16 UU 23/2011 ini harus langsung ditegaskan dan

ditambahkan penjelasannya.

Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 yang mengatur: “setiap orang berhak atas pengakuan,
Jjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.” Pasal 16 ayat (1) a quo, memberikan pengakuan,
perlindungan hukum kepada BAZNAS untuk menguasai pengelolaan zakat
sampai level pemerintahan terkecil, dan sebaliknya membatasi, dan tidak
memberikan peluang yang sama kepada LAZ. BAZNAS dapat membentuk
UPZ, tetapi untuk LAZ tidak diatur tentang kewenangannya memiliki UPZ.
Sehingga dapat dikatakan antara BAZNAS dan LAZ, sesama operator zakat
tetapi tidak diberikan kewenangan yang sama mengakses calon muzakki.

LAZ tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

62.Bahwa dengan adanya penyebutan secara khusus instansi-instansi yang

dapat dijadikan UPZ BAZNAS menjadikan kedudukan BAZNAS tidak setara
dan memberikan kewenangan spesial kepada BAZNAS untuk melakukan
pengelolaan zakat (bisa dimaknai juga pengendalian). Hal demikian tentu
tidak menjamin keadilan dan perlakuan yang sama dengan LAZ yang

dibentuk oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat.

63.0leh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar

menghapus frasa: “....pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.” dalam isi
Pasal 16 UU 23/2011, karena mendegradasi hak pengelola zakat lainnya
(LAZ) dalam mengumpulkan zakat serta menimbulkan ketidakadilan dan
ketidaksetaraan yang melanggar Pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945 yang
menjamin hak: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

bangsa, dan negaranya’.
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64.Tujuan penghapusan frasa a quo tidak lain adalah untuk menjamin
terakomodirnya hak setiap masyarakat secara adil untuk berpartisipasi dalam
pengumpulan zakat daan memilih menunaikan zakat tersebut melalui
lembaga yang dipercayainya, sehingga kesejahteraan umat yang lebih luas
dapat terwujud. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan pengubahan
bunyi Pasal 16 UU 23/2011 menjadi: “Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
dapat membentuk UPZ.”

65.Bahwa kita semua mengetahui bahwa Negara ini bukan negara agama,
bukan juga negara sekuler. Negara ini tidak menjadikan agama tertentu
sebagai dasar hukum dan kebijakan pemerintahannya. Dan juga bukan
Negara sekuler yang secara tegas memisahkan agama dari
pemerintahannya. Indonesia berada diantara keduanya, Negara Pancasila,
yang mengakui kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah
satu dasarnya. Kewajiban berzakat adalah bagian dari pelaksanaan ibadah
perorangan. Perorangan dapat memilih akan melakukan perintah agama
tersebut atau tidak, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, dan dapat
memilih bagaimana dan kemana dia akan mempercayakan pengelolaan
zakatnya. Karena bukan Negara agama, Negara juga tidak dapat menjadikan
ibadah sebagai suatu kewajiban bagi penganutnya untuk tunduk pada aturan

Negara.

66.Berdasarkan uraian di atas, keberlakuan Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dengan rincian
sebagai berikut:

a. Pemohon | mengalami kerugian konstitusional bersifat konkret dengan
disahkannya pasal ini, dimana salah satunya dalam Pasal ini dinyatakan
“‘Baznas dapat membentuk UPZ pada...” Pasal ini menganulir
kemampuan mengelola zakat yang telah Pemohon miliki, dan
mengalihkan pembayar zakat perorangan yang tadinya berdasarkan
kepercayaannya, menyerahkan pengelolaan zakatnya melalui Pihak
Pemohon, tetapi kemudian dengan adanya Pasal ini, yang dalam praktik
ada unsur penekanan untuk menjadi UPZ-nya Baznas, mereka tidak

dapat lagi mendapatkan jaminan untuk melaksanakan ibadah sesuai
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dengan keyakinannya. Karena zakatnya akan dikelola oleh lembaga
tempatnya bekerja yang menjadi UPZ Baznas.

b. Pemohon Il mengalami kerugian konstitusional sama dengan Pemohon
l.

c. Pemohon Ill mengalami kerugian konstitusional bersifat konkret karena
sebagai Amil yang bekerja pada suatu LAZ, tidak dapat lagi melakukan
advokasi terkait permasalahan perzakatan dan mengajak mereka yang
menjadi bagian dari kelompok yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1)
ini, seperti instansi Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,
kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya, untuk membayarkan

zakatnya melalui Pemohon lII.

Pasal 17 UU 23/2011 Menyempitkan Ruang Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut
Serta Mengelola Zakat

67.Adapun Pasal a quo berbunyi sebagai berikut:

‘Untuk  membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.”

68.Pasal ini menurut para Pemohon, adanya norma-norma di mana para
Pemohon harus memberikan dukungan kepada Baznas dalam
melaksanakan tugasnya terkait pengumpulan, pendistribusian dan
pemanfaatan zakat. Untuk masyarakat, dibuka ruang partisipasi, memiliki

kesempatan dan hak untuk berkontribusi untuk mendukung kegiatan Baznas.

69.Bahwa Pasal ini tidak adil, mengingat faktanya LAZ telah lebih dahulu
beroperasi sebelum Baznas dibentuk, tetapi kemudian kontribusi dan peran
LAZ direduksi oleh Pasal ini. LAZ hanya dijadikan pembantu Baznas.
Kemandirian dan peran LAZ selama ini, tidak diakui, tidak dihormati. Padahal
idealnya hubungan yang dibangun, dalam UU 23/2011 ini adalah hubungan
yang seimbang, kolaboratif, sinergis, saling mendukung tanpa mengurangi
peran satu sama lain, apalagi sampai mereduksi, juga adanya pengakuan
terhadap kontribusi masing-masing, sehingga tidak menimbulkan
ketidakadilan.
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70.Pemohon ingin menegaskan bahwa Negara ini bukan Negara agama, bukan

71.

negara sekuler, tetapi di tengah-tengahnya. Negara ini berada diantara
keduanya, artinya Negara tidak dapat menjadikan dirinya sebagai penentu
dan pemaksa urusan pelaksanaan ibadah warga negaranya. Negara ini
adalah negara hukum, memberikan kebebasan untuk beragama,
mengedepankan hak asasi manusia, fokus pada keadilan, kesetaraan dan

perlindungan individu.

Makna kata membantu dalam Pasal ini, memperlihatkan hubungan yang
tidak setara, superioritas, dan sangat tidak adil. Secara historis, BAZNAS
dibentuk belakangan, setelah perzakatan mengalami masa perkembangan
yang pesat. Bahkan BAZNAS di awal pembentukannya, belajar dari LAZ
Dompet Dhuafa yang sudah ada terlebih dahulu. Pernah ada BAZNAS-
Dompet Dhuafa.

72.Menurut para Pemohon kata “untuk membantu” dapat diartikan untuk

memberikan dukungan, bantuan atau kontribusi dalam mencapai tujuan
pengelolaan zakat, dan LAZ diarahkan untuk memberikan kontribusi kepada
BAZNAS, padahal sama-sama dalam posisi dan fungsi sebagai operator, dan
Negara bukan negara agama, yang menjadikan agama tertentu sebagai

dasar hukum dan kebijakan Pemerintahnya.

73.Penempatan Negara dalam posisi yang lebih tinggi (supremasi negara)

dalam urusan ibadah, pada negara yang bukan negara agama, merupakan

suatu hal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

74.Bahwa ada pertimbangan historis dan sosiologis, yuridis sangat penting

untuk menyusun sebuah undang-undang, tetapi sepertinya diabaikan dalam
pembuatan UU 23/2011. Padahal memahami konteks historis dari undang-
undang dapat membantu Pembuat Undang-Undang memahami latar
belakang, motif, dan tujuan undang-undang tersebut. Bahwa pengetahuan
tentang historis juga dapat membantu Pembuat Undang-Undang
menafsirkan hukum dengan tepat dan memberikan konteks yang diperlukan
untuk memahami perkembangan dan perubahan hukum dari waktu ke waktu.
Padahal mengetahui landasan sosiologis suatu Undang-undang yang akan
dibentuk, penyusun undang-undang akan memahami kebutuhan

masyarakat, menjamin keadilan sosial, meningkatkan partisipasi publik,
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membantu pembuat undang-undang memahami realitas sosial yang ada dan
membantu pembuat undang-undang dalam memprediksi dampak jangka

panjang dari pengaturan tersebut.

75.Perkembangan dan perubahan hukum seharusnya dapat melakukan
penyesuaian dengan perkembangan masyarakat agar efektif dan relevan,
dan berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan dan perubahan dalam
masyarakat serta untuk menyelesaikan konflik dan tantangan hukum yang
muncul, ternyata tidak terlihat dalam Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-
Undang a quo, sehingga yang muncul adalah pasal-pasal yang
memperlihatkan keinginan besar untuk menguasai perzakatan di Indonesia,

untuk mengumpulkan dana umat, alih-alih pajak.

76.Jika Pembuat Undang-Undang a quo, mempertimbangkan aspek sosiologis
maka mungkin Pembentuk Undang- Undang akan memahami dampak
undang-undang terhadap masyarakat secara lebih luas. Dengan memahami
bagaimana undang-undang mempengaruhi masyarakat dan institusi sosial,
Pembuat Undang-Undang dapat mengevaluasi efektivitas Undang-Undang

tersebut dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyempurnaannya.

77.Jika Pembuat Undang-Undang mempertimbangkan aspek historis dan
sosiologis, Pembuat Undang-Undang dapat menilai relevansi undang-
undang dalam konteks sosial dan sejarah terkini. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa undang-undang yang diajukan tetap relevan dan efektif

dalam menanggapi perubahan dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

78.Jika memperhitungkan aspek historis dan sosiologis, maka hal ini juga dapat
meningkatkan legitimasi undang-undang di mata masyarakat. Dengan
menunjukkan bahwa undang- undang tersebut didasarkan pada pemahaman
yang mendalam tentang sejarah dan realitas sosial, masyarakat akan lebih
cenderung menerima dan patuh terhadap undang-undang tersebut.
Sayangnya menurut Pemohon, hal tersebut tidak diakomodir. Sehingga
munculnya Undang-Undang a quo, justru lebih berdampak pada penolakan

ketimbang penerimaan di kelompok masyarakat.

79.Dengan demikian, pertimbangan historis dan sosiologis sangat penting ketika
menyusun naskah akademik suatu undang-undang, karena hal ini tidak

hanya akan meningkatkan kualitas Undang-Undang tersebut, tetapi juga
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akan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki landasan

yang kuat dan relevan dalam konteks sosial dan sejarahnya.

80.Dalam konteks tafsir Pasal tersebut di atas, mengenai hubungan antara

81.

BAZNAS, LAZ, dan masyarakat dalam pengelolaan zakat, tidak seharusnya
terdapat konsep superioritas. Hubungan ini sebaiknya bersifat sinergitas,

kolaboratif dan saling mendukung.

BAZNAS adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
mengelola zakat di tingkat nasional. Sementara itu, LAZ adalah lembaga amil
zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu dalam pengumpulan
dan penyaluran zakat, baik level nasional, provinsi atau kota/kabupaten.
Kedua lembaga ini seharusnya bekerja sama secara sinergis untuk mencapai
tujuan bersama, yaitu memfasilitasi umat Islam yang ingin menjalankan
ibadah berzakat dan membantu mereka yang membutuhkan melalui

penyaluran zakat.

82.Masyarakat sebagai pembayar zakat juga memiliki peran penting dalam

sistem ini. Masyarakat dapat mendukung BAZNAS dan LAZ dengan
memberikan zakat secara konsisten dan berkualitas. Dengan demikian,
hubungan antara BAZNAS, LAZ, dan masyarakat seharusnya bersifat
sinergitas, kolaboratif, saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai
efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat, bukan berdasarkan
superioritas salah satu pihak. Dalam konteks yang disebut di atas, yaitu
hubungan antara BAZNAS, LAZ, dan masyarakat dalam pengelolaan zakat,

tidak seharusnya terdapat konsep superioritas.

83.Bahwa dalam fakta dan praktiknya di lapangan, dengan hubungan yang tidak

setara dan penumpukan kewenangan pada BAZNAS tersebut, menimbulkan
konflik kepentingan (conflict of interest) dan penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power) yang dimiliki BAZNAS karena memiliki kewenangan

sebagai regulator, operator dan auditor serta pemberian Rekomendasi.

84.Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang a quo

tersebut juga melanggar ketentuan perundangan lainnya seperti Pasal 1
angka 14 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan tentang: dimana dalam pengertian,

disebutkan bahwa: “Konflk Kepentingan adalah kondisi Pejabat
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Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri
sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat
mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang
dibuat dan/atau dilakukannya.”; Ini yang terjadi pada BAZNAS, saat ia
menjalankan fungsi sebagai operator, sekaligus regulator dan auditor serta

pemberi rekomendasi.

85.Dan juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik (good governance
) yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang berbunyi: “Asas-
asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB
adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi
Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan

dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

86.Menurut asas prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, idealnya rangkap
fungsi dan kewenangan harus dihindarkan karena hal ini dapat menimbulkan
konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi temuan
pada Pasal 17 UU 30/2014 ternyata prinsip pemerintahan yang baik sangat
diabaikan. Diabaikan karena memang Undang-Undangnya memberikan
kewenangan yang berlebih tersebut kepada BAZNAS semuanya. Dan
karenanya Para Pemohon dalilkan bahwa Pasal ini bertentangan dengan

UUD NRI 1945, karenanya harus dilakukan pembatasan.

87.Hal ini bisa terlihat di beberapa Pasal, misalnya pada Bab Ketentuan Umum,
Pasal 1 poin 7, 8 dan 9, yang berbunyi:

“7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS
adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara
nasional.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah
lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas
membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah
satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu
pengumpulan zakat.

88.Pada poin 7) Pasal 1 UU 23/2011, disebutkan bahwa BAZNAS adalah
lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sementara,
poin 8) LAZ adalah lembaga bentukan masyarakat yang memiliki tugas

membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
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poin 9) UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk
membantu pengumpulan zakat. Padahal secara historis, sosiologis dan
pengalaman, LAZ bentukan masyarakat sudah lebih dahulu ada dan
melakukan pengelolaan zakat secara profesional, melakukan sosialisasi dan

advokasi perzakatan.

89.Bahwa kekhawatiran terhadap BAZNAS dengan penumpukan fungsi dan
atau kewenangan tersebut karena pertimbangan- pertimbangan sebagai
berikut, yang seharusnya dihindari dalam rangka melakukan sistem
pemerintahan yang baik:

a. Konflik Kepentingan (confilict of interest): Rangkap fungsi dan kewenangan
dapat menciptakan konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang memiliki
peran ganda. Pihak yang memiliki kewenangan ganda mungkin cenderung
membuat keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri atau
kelompoknya daripada kepentingan umum. Dan hal ini dirasakan oleh
masyarakat yang juga telah melakukan pengelolaan zakat sebelum
kekuasaan dan kewenangan yang besar dan bertumpukan tadi diserahkan
kepada BAZNAS.

b. Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power): Rangkap fungsi dan
kewenangan juga dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan
kekuasaan. Seseorang atau suatu lembaga yang memiliki kewenangan
ganda dapat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau
kelompoknya, daripada untuk kepentingan masyarakat secara
keseluruhan. Hal ini mungkin saja dirasakan oleh salah satu atau banyak
LAZ yang pengawasannya, juga dilakukan oleh BAZNAS, yang juga
berposisi sama-sama sebagai pengumpul dan penyalur zakat juga.

c. Transparansi dan Akuntabilitas : Dengan menghindari rangkap fungsi dan
kewenangan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan
dan akuntabel. Pemisahan yang jelas antara fungsi dan kewenangan
memungkinkan untuk lebih mudah memantau dan mengevaluasi tindakan
suatu badan/seseorang. Untuk masalah transparansi dan akuntabilitas ini,
juga masalah krusial yang dirasakan oleh Pemohon dan LAZ-LAZ,
maupun UPZ-UPZ yang berada dibentuk BAZNAS. Ada UPZ yang
merasakan kesulitan untuk meminta transparansi penggunaan dana 30%

yang ditarik BAZNAS, sementara mereka Para UPZ memiliki kewajiban
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untuk memberikan Laporan kepada Para Muzakki yang mempercayakan
penyaluran zakatnya melalui UPZ tersebut. Tetapi UPZ, tidak dapat
memberikan Laporan Keuangan atas 30% Dana Zakat yang masuk dalam
Pengelolaan BAZNAS.

d. Efisiensi dan Efektivitas: Pemisahan yang jelas antara fungsi dan
kewenangan juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan zakat. Dengan pemberian tugas yang jelas kepada setiap
lembaga yang terlibat, proses pengelolaan zakat dapat berjalan lebih
lancar dan tepat sasaran. Hal ini tidak terlihat pada pengelolaan yang
diserahkan kepada BAZNAS karena terdapat penggabungan fungsi dan
kewenangan yang diberikan kepada BAZNAS yang membuat efisiensi dan
efektivitas pengelolaan zakat tidak terlihat sebagaimana permasalahan
perizinan dan pelaporan LAZ yang akan diuraikan dalam posita Pasal 18
ayat (2) huruf ¢ dan huruf h serta Pasal 19 UU 23/2011.

90.Dalam praktiknya, untuk mencegah rangkap fungsi dan kewenangan,
biasanya dibentuk mekanisme pengawasan dan kontrol yang kuat, seperti
lembaga pengawas independen, aturan etika, serta regulasi yang mengatur
konflik kepentingan. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi
dengan lebih baik dan lebih melayani kepentingan masyarakat secara adil
dan transparan, tetapi ternyata di UU 23/2011 ini, fungsi pengawasan juga

diberikan kepada Baznas.

91.Menurut Para Pemohon, Pasal 17 Undang-Undang a quo bertentangan
dengan:
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”.

92.Unsur kata “untuk membantu” dalam Pasal 17 UU 23/2011 ini,
menjadikannya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” karena isi Pasal yang ada
sekarang ini, dalam fakta kejadian di lapangan, menimbulkan ketidakadilan,

ketidaksetaraan, penumpukan kekuasaan, rangkap jabatan, konflik
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kepentingan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam penyelenggaraan zakat.
Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar kewenangan Perencanaan,
pengkoordinasian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dialihkan ke

Kementerian Agama.

93. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menghapus
frasa: “Untuk membantu BAZNAS...” pada Pasal 17 UU 23/2011, karena
menyempitkan ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola Zakat serta

menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

94 .Berdasarkan uraian di atas, keberlakuan Pasal 17 UU 23/2011 memberikan
kerugian konstitusional kepada Para Pemohon dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pemohon | mendapat kerugian konstitusional secara konkret karena
diperlakukan secara tidak setara dihadapan hukum dengan menjadi
lembaga yang kedudukannya bersifat subordinasi (atasan-bawahan)
dengan BAZNAS. Ketidaksetaraan ini merugikan pemohon | secara
konkret karena membatasi ruang lingkup dan potensi pengumpulan zakat
yang dapat diperolehnya karena adanya pembatasan dari BAZNAS yang
memposisikan diri sebagai atasan dari LAZ (termasuk pemohon I[)
terhadap objek pengumpulan zakat yang dikumpulkan oleh LAZ.
Pembatasan dari BAZNAS tersebut mencerminkan ketidakadilan yang
nyata karena BAZNAS sebagai lembaga yang dalam pasal ini diposisikan
sebagai atasan dari LAZ merupakan operator sekaligus regulator maupun
auditor dalam pengelolaan zakat yang menimbulkan conflict of interest
dalam tindakan yang dilakukannya terhadap LAZ. Padahal, Ketentuan
sebelumnya dalam UU 38/1999 sebagaimana yang sudah diuraikan pada
bagian permulaan permohonan ini memposisikan BAZNAS dan LAZ
sebagai entitas yang setara.

b. Pemohon Il mendapat kerugian konstitusional secara konkret karena
anggota-anggotanya terdampak secara langsung dengn adanya pasal ini.
Pemohon Il yang memiliki fungsi advokasi merasakan secara nyata
keberlakuan pasal ini memberatkan para LAZ yang menjadi anggotanya
untuk mendapat perizinan karena terdapat tendensi untuk mengubah
status LAZ sebagai UPZ yang mencerminkan adanya pengendalian

BAZNAS sebagai atasan LAZ berdasarkan pasal ini. Lebih lanjut,
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Keberadaan Pasal ini merugikan LAZ secara keseluruhan karena
BAZNAS yang notabene merupakan operator dalam pengumpulan zakat
memiliki kewenangan yang lebih tinggi karena memiliki posisi membawahi
LAZ dan memiliki berbagai kewenangan lain di samping menjadi operator
Zakat. Kondisi ini menimbulkan conflict of interest dan ketidaksetaraan di
mata hukum karena masyarakat sebagai pengelola LAZ harus bersaing
dengan negara melalui BAZNAS dengan kewenangan yang dapat
mempengaruhi eksistensi dari LAZ sebagai sesama operator dalam

pengelolaan zakat.

. Pemohon Il mendapat kerugian konstitusional secara konkret karena

keberadaan dari pasal tersebut membatasi ruang geraknya untuk dapat
mengelola zakat dengan adanya berbagai pembatasan yang diberikan
oleh BAZNAS sebagai atasan dari LAZ tempat Pemohon IIl bernaung.
Dengan adanya pembatasan tersebut, Pemohon Ill juga merasakan
kerugian konstitusional secara potensial karena dana yang terkumpul
untuk dikelolanya dalam menyalurkan zakat terbatas dan tidak dapat
mencapai nilai optimal akibat pembatasan objek zakat yang dilakukan
oleh BAZNAS. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan bagi Pemohon
Il sebagai amil dengan rekam jejak hampir 20 tahun yang telah
merasakan keberlakuan dari UU 38/1999 dan UU 23/2011 di mana
Pemohon |l merasakan bahwa keberadaan UU 23/2011 terkhusus
dengan keberadaan pasal ini mengkerdilkan perannya sebagai amil
karena adanya pembatasan dari BAZNAS vyang notabene juga

merupakan operator dalam pengelolaan zakat.

Pasal 18 ayat (2) butir c. dan h., UU 23/2011 Menghambat Hak Konstitusional

Warga Negara Dalam Mengelola Zakat

95. Adapun Pasal a quo berbunyi sebagai berikut: “(2) Izin sebagaimana

96.

dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan
paling sedikit:... c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS... h. bersedia
diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”

Pasal ini memberikan batasan-batasan norma yang harus dipenuhi oleh
LAZ untuk pendaftaran pertama sekali dan perpanjangan izin
operasionalnya. Norma-norma batasan yang diatur dalam Pasal ini berisi

norma hukum, yang mensyaratkan ketentuan untuk mengajukan perizinan.
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Berisi norma administratif, karena mengatur prosedur dan mekanisme
pemberian izin tersebut, ingin menggambarkan seolah-olah dan norma
keadilan dan kepastian hukum dengan memastikan bahwa hanya pihak
yang memenuhi syarat saja yang akan mendapat izin, dan mencantumkan

norma etika.

Permasalahan muncul karena menurut para Pemohon, norma yang
tercantum dalam Pasal ini, kemudian diturunkan dalam peraturan
turunannya dengan menambahkan norma-norma baru, yang bertentangan
dengan norma induk yang ada di undang-undangnya. dan juga adanya
ketidakseimbangan penerapan norma terhadap Para Pemohon, dan
terhadap Baznas, karena pendirian BAZNAS di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota menjadi amanat Undang-Undang tanpa persyaratan
apapun (Pasal 5 dan 15 UU 23/2011).

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan jiwa dermawan yang
tinggi di dunia sebagaimana tercermin dari hasil The World Giving Index
2023 yang dikeluarkan oleh Charities Aid Foundation (CAF) pada tahun
2024 bahwa Indonesia menempati negara dengan peringkat pertama
tingkat kedermawanannya secara berturut-turut sejak tahun 2018 sampai
dengan 2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa jiwa solidaritas dan sosial
masyarakat Indonesia yang begitu tinggi, yang tercermin dengan
antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan zakat. Hal
tersebut dibuktikan dengan jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang
notabene merupakan institusi zakat yang dibentuk secara swadaya oleh
masyarakat yang mencapai 140 LAZ dengan rincian: 37 LAZ tingkat
nasional, 33 LAZ tingkat Provinsi, dan 70 LAZ tingkat Kabupaten/Kota pada
tahun 2021.

Pelanggaran Terhadap Aspek Perlindungan Kebebasan Dasar.
Pelaksanaan UU 23/2011, telah menyebabkan terjadinya diskriminasi antar
sesama operator zakat nasional dimana Undang-Undang a quo memberi
keistimewaan yang luar biasa kepada BAZNAS, karena pendirian BAZNAS
di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi amanat Undang-
Undang tanpa persyaratan apapun (Pasal 5 dan 15 UU 23/2011),

sementara terhadap pendirian LAZ dilakukan dengan tindakan atau



100.

101.

102.

67

kebijakan yang membatasi (mendapat restriksi) yang sangat ketat (Pasal
18 UU 23/2011). Jumlah tersebut secara potensial, menjadi lebih sedikit
dibandingkan dengan kondisi semestinya. Hal ini dikarenakan regulasi
perizinan yang berbelit dan mempersulit masyarakat untuk ikut serta dalam
pengelolaan zakat. Kerumitan dari perizinan untuk mendirikan LAZ tersebut
dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang

a quo.

Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum ini adalah hak dasar yang harus dijamin oleh
negara, karenanya dalam hal terdapat pasal-pasal di tataran Undang-
Undang yang bertentangan dengan pasal- pasal di UUD NRI 1945, maka
ketentuan di Undang- Undang itu harus diubah sesuai dengan ketentuan
UUD NRI 1945. Apalagi jika kemudian dalam praktik pelaksanaannya
terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti yang terjadi dalam Undang-

Undang a quo.

Pasal 18 ayat (2) huruf ¢ yang berbunyi, “...mendapat rekomendasi
BAZNAS” terkait persyaratan pembentukan LAZ dalam pelaksanaannya
sangat menghambat hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan
zakat. Lebih lanjut, aturan ini telah menyebabkan ketidakadilan dalam
proses pengurusan izin lembaga amil zakat, yang mana hal tersebut

sesungguhnya merupakan hak konstitusional warga negara.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi no. 86/PUU-X/2012 halaman 102,
dinyatakan bahwa, “...menurut Mahkamah syarat “mendapat rekomendasi
dari BAZNAS yang diatur dalam pasal [...] bukan dalam konteks BAZNAS
menjadi pihak yang menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu lembaga
menjadi LAZ. BAZNAS [...] membantu memberikan pertimbangan terkait
izin pendirian LAZ, sehingga terhadap masyarakat, BAZNAS menjadi pihak
yang memberikan konsultasi dalam pendirian LAZ dan selanjutnya
terhadap pemerintah menjadi pemberi rekomendasi dan

pertimbangan”.
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Tetapi dalam praktiknya, pemerintah justru menerbitkan Keputusan Menteri
Agama No. 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin
Pembentukan Lembaga Amil Zakat yang menyatakan “...izin pembentukan
LAZ berskala nasional diberikan oleh menteri setelah mendapat
rekomendasi dari BAZNAS”.(Bukti P-21);

Keputusan Menteri_Agama No. 333 tahun 2015 tentang Pedoman
Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat ini, kemudian diperkuat
dengan diterbitkannya Peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2019 tentang Tata
Cara Permohonan Rekomendasi lzin Pembentukan dan Pembukaan

Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

Kedua regulasi ini memperkuat posisi BAZNAS sebagai pihak yang
menentukan dapat atau tidaknya suatu lembaga menjadi LAZ, sehingga
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-
X/2012.

Lebih lanjut, dampak signifikan dari keberadaan Pasal 18 ayat (2) huruf ¢
Undang-Undang a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum
pengelolaan zakat akibat proses pengurusan izin yang berlapis, penuh
birokrasi, berbelit dengan aturan-aturan tambahan dari BAZNAS pusat dan

daerah yang tidak diatur di regulasi payungnya.

Bahwa di dalam Pasal 18 UU 11/2011, dinyatakan bahwa “Pembentukan
LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.”
dan dalam ayat 2-nya dikatakan izin dimaksud hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit, dan huruf c-nya: mendapatkan
rekomendasi dari BAZNAS.

Bahwa ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang a quo, sebenarnya sudah
mengatur bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, menurut para Pemohon, perizinan
pembentukan LAZ tersebut cukup satu dan langsung diberikan oleh

Kementerian Agama selaku pemegang mandat pengelolaan zakat.

Bahwa syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c:
“‘mendapat rekomendasi dari BAZNAS” menjadi momok bagi Lembaga
badan hukum yang ingin menjadi LAZ tingkat nasional, provinsi dan atau

kota/kabupaten. Hal ini dikarenakan posisi BAZNAS yang selain sebagai
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regulator dan auditor, juga merangkap sebagai operator. Disadari atau tidak
ada konflik kepentingan (conflict of interest) pada saat akan memberikan

rekomendasi.

Bahwa sebagai sesama pengumpul zakat, dapat dipastikan adanya
persaingan untuk mengumpulkan lebih banyak dari lembaga saingannya.
Dan karena untuk bisa mendapatkan izin dari Kementerian atau Pejabat
yang ditunjuk harus melalui mekanisme mendapatkan rekomendasi dari
BAZNAS, hal ini menjadi kesulitan tersendiri dalam praktiknya, walau
menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PUU Nomor 86 Tahun 2012,
syarat “mendapat rekomendasi dari BAZNAS” yang diatur dalam Pasal 18
ayat (2) huruf ¢ UU 23/2011 bukan dalam konteks BAZNAS menjadi pihak
yang menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu lembaga menjadi LAZ.
BAZNAS dalam konteks pemberian rekomendasi ini adalah sebagai
lembaga yang ditunjuk oleh negara (Pemerintah) untuk membantu
memberikan pertimbangan terkait izin pendirian LAZ, sehingga terhadap
masyarakat, BAZNAS menjadi pihak yang memberikan konsultasi dalam
pendirian LAZ dan selanjutnya terhadap Pemerintah menjadi pemberi
rekomendasi dan pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut
Mahkamah berpendapat kewenangan BAZNAS untuk memberikan
rekomendasi dalam perizinan pendirian LAZ adalah bukan persoalan
konstitusionalitas”, tetapi kejadian di lapangannya selama ini, tidak seperti
pemaknaan Mahkamah Konstitusi. Dan karena keadaan di lapangan
menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, karena bukan hanya proses
pembentukan saja yang mengalami Kkesulitan untuk mendapatkan
rekomendasi BAZNAS-nya, tetapi proses perpanjangan izin operasional,

pembukaan perwakilan-pun mengalami kesulitan.

Bahwa hasil kajian dari Institute For Demographic And Poverty Studies
(IDEAS) menemukan bahwa fakta bahwa proses pengurusan izin
mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS untuk pembentukan LAZ sebagai
akibat Pasal 18 ayat (2) huruf c UU 11/2011, memakan waktu lebih dari 40
hari, sementara Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat yang pada Pasal 65-nya menyatakan, “Proses penyelesaian izin

pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
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belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima”. (Vide
Bukti P-12)

Bahwa hal yang menjadi fakta lapangan juga adalah ketika terjadi proses
transaksional dalam mendapatkan rekomendasi (bukan dalam makna
transaksi nilai rupiah), tetapi transaksi tawar menawar status. Seperti
misalnya sebuah Lembaga yang mengelola zakat, dan ingin mendapatkan
pengukuhan dari Pemerintah, ternyata mengalami kesulitan karena oleh
BAZNAS diminta untuk menjadi UPZ-nya BAZNAS, jika ingin mendapatkan
rekomendasinya, agar rekomendasinya dikeluarkan BAZNAS, dan

pengukuhan diberikan oleh Kementerian Agama.

Bahwa kondisi tersebut diatas merugikan para Pemohon karena telah
terang-terangan melanggar hak konstitusional warga negara dengan cara
menghambat partisipasi dalam  pengelolaan  zakat,menimbulkan
ketidakpastian hukum, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Karenanya para Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf c

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa selain permasalahan rekomendasi, terdapat permasalahan
mengenai audit keuangan dan syariah yang dibebankan kepada seluruh
LAZ sebagaimana terdapat di dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h undang-
undang a quo. Eksistensi dari audit ini memang perlu untuk dapat
memastikan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan LAZ dilakukan
secara akuntabel dan transparan. Meskipun demikian, terdapat persyaratan
tambahan mengenai audit keuangan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
(selanjutnya ditulis “PP 14/2014”). Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa
audit keuangan dilakukan oleh Akuntan publik. Hal ini menjadi bukti bahwa
Pemerintah melalui PP 14/2014 melakukan penambahan norma yang tidak

diatur dalam undang-undang.

Bahwa kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan antar peraturan
perundang-undangan sekaligus mencederai rasa keadilan masyarakat

yang mengelola zakat karena besaran dana yang dikumpulkannya belum
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tentu cukup untuk dapat melaksanakan audit keuangan berbayar yang
dilakukan oleh KAP di mana hal ini menghalangi masyarakat untuk dapat
ikut serta dalam pengelolaan zakat.

Di samping audit keuangan yang memberatkan LAZ, permasalahan audit
keagamaan juga mencederai semangat keadilan dalam pengelolaan zakat
di Indonesia. Hal ini adanya pengaturan yang rumit mengenai pasal ini
dalam peraturan teknis UU 23/2011. Dalam Pasal 75 ayat (2) PP 14/2014,
audit keagamaan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan
urusan agama. Pengaturan tersebut secara lebih teknis diatur dalam
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana
Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan

Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.

Regulasi ini menjadi problematik karena membatasi auditor syariah hanya
sebatas auditor sertifikasi dari kementerian agama yang jumlahnya sangat
minim dan memiliki konsekuensi logis akan menghambat proses
pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia secara umum karena audit
syariah yang bermasalah dan membuka ruang sosok yang menjadi auditor
adalah seseorang yang memahami konsep audit kelembagaan semata
tanpa memahami esensi hukum islam mengenai zakat itu sendiri. Di
samping itu, standar audit yang digunakan dalam audit syariah sendiri
menurut regulasi tersebut adalah standar audit Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia yang mana indikatornya tidak mengutamakan unsur
syariah. Padahal,esensi utama zakat adalah ibadah yang mengedepankan

penggunaan unsur syariah dalam pelaksanaannya.

Hal-hal terkait rekomendasi tersebut sangat bertentangan dengan:
a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945:

“(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
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Pasal 18 ayat (2) poin ¢ undang-undang a quo menurut Pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena BAZNAS
sebagai operator zakat seyogyanya tidak menjadi pihak yang memberikan
rekomendasi dalam pemberian izin bagi LAZ yang akan menjadi operator
Zakat pula. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan di mata hukum di mana
BAZNAS sebagai operator zakat memiliki kewenangan atas LAZ yang
notabene merupakan sesama operator zakat. Ada konflik kepentingan
(conflict of interest) juga dalam pemberian rekomendasi tersebut. Pasal 27
ayat (1) menjamin kesamaan kedudukan dalam hukum. tetapi Pasal 18 ayat
(2) poin c. ini, sebaliknya. Sesama operator pengumpul zakat, tetapi dapat
memberikan rekomendasi, dapat melakukan pengawasan (auditor) kepada

operator lainnya.

Kembali para Pemohon tegaskan bahwa Negara ini bukan negara agama,
karenanya Negara tidak dapat mengintervensi terlalu jauh. Negara cukup

memfasilitasi, mengawasi, bukan mengkooptasi.

Pasal 18 ayat (2) huruf h undang-undang a quo dianggap bertentangan
dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 karena ketentuan tersebut
membatasi hak masyarakat untuk menjalankan ibadah zakat dalam hal ini
dengan menghalangi niat baik masyarakat untuk menjadi amil dengan
memberikan persyaratan baru di luar ketentuan di dalam undang-undang di
mana persyaratan tersebut memberatkan masyarakat yang berminat

menjadi amil.

Berdasarkan uraian di atas, keberlakuan Pasal 18 ayat (2) huruf ¢ UU
23/2011 ini menimbulkan kerugian konstitusional pada para pemohon
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemohon | mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial
dengan adanya syarat untuk memperoleh rekomendasi BAZNAS
dalam proses perizinan LAZ. Hal ini dikarenakan ketentuan ini
sebagaimana dijelaskan dalam peraturan turunan UU 23/2011 maupun
praktik pemberian izin yang telah diuraikan turut berlaku pula bagi
perpanjangan izin. Meskipun tidak terdampak secara nyata atas
keberlakuan pasal ini, Pemohon | berpotensi terdampak adanya pasal

ini saat melakukan proses perpanjangan izin. Adanya rekomendasi
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BAZNAS dalam proses permohonan izin menimbulkan ketidakadilan
bagi Pemohon | karena proses perizinan melibatkan BAZNAS sebagai
sesama operator dalam pengelolaan zakat. Kondisi ini berpotensi
menimbulkan conflict of interest antara BAZNAS saat memproses
permohonan izin yang diajukan oleh Pemohon 1. Potensi ini
menggambarkan rentan terjadinya abuse of power dalam pengelolaan
zakat karena BAZNAS sebagai operator bertindak pula sebagai
penentu pemberian izin LAZ.

Pemohon | mendapat kerugian konstitusional bersifat konkret dengan
adanya keberlakuan dari Pasal ini karena audit yang dilakukan oleh
negara melalui Kementerian Agama tidak mengutamakan prinsip-
prinsip syariah dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki
kualifikasi sebagai ahli di bidang hukum Islam khususnya mengenai
zakat sebagaimana diatur dalam PP 14/2014 sebagai aturan pelaksana
UU 23/2011. Kondisi ini tidak sesuai dengan pengelolaan zakat oleh
Pemohon | yang dilakukan dengan memastikan terjaganya unsur
syariah dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat yang
dilakukannya. Tidak adanya syarat yang ketat sebagai auditor syariah
kontradiktif dengan pengaturan yang terdapat dalam bagian lain dari
pasal ini yang mensyaratkan adanya dewan pengawas syariah bagi
setiap LAZ yang memastikan terjaganya unsur syariah dalam
pengelolaan LAZ. Dengan demikian, Pemohon | merasa dirugikan
karena sudah berupaya menjaga penerapan syariah dengan maksimal
dalam pelaksanaan kegiatannya, namun mendapat proses audit yang
tidak bertanggung jawab dari Kementerian Agama.

Pemohon Il mengalami kerugian konstitusional bersifat konkret berupa
adanya situasi pemberian rekomendasi BAZNAS yang memakan
waktu lama. Lama waktu yang diberikan dalam pemberian
rekomendasi BAZNAS merugikan anggota dari pemohon |l karena
mendapat ketidakpastian hukum mengenai status perizinannya. Lebih
lanjut, ketidakpastian tersebut berdampak pula terhadap kepercayaan
dari muzakki karena terdapat pemberian label dari negara melalui
Kementerian Agama bagi LAZ yang tidak berizin sebagai LAZ ilegal

dan seruan kepada masyarakat untuk tidak menyalurkan zakatnya



74

terhadap LAZ tersebut. Padahal, LAZ yang dianggap sebagai LAZ
ilegal tersebut telah mengajukan permohonan izin, namun terganjal
dengan tidak kunjung diberikannya rekomendasi dari BAZNAS tanpa
alasan yang jelas. Kondisi tersebut diperparah dengan keberlakuan
syarat tersebut dalam proses perpanjangan perizinan. Hal tersebut
terbukti mempersulit dan bahkan mengubah status hukum dari LAZ
yang mengajukan perpanjangan perizinan sebagaimana yang terjadi
dalam kasus BAMUIS BNI yang berubah statusnya dari LAZ yang
bersifat mandiri menjadi UPZ di bawah BAZNAS. Permasalahan
lamanya pemberian rekomendasi tersebut menjadi bukti nyata
terjadinya conflict of interest dalam pengelolaan zakat di Indonesia
dengan adanya abuse of power yang dilakukan oleh BAZNAS dengan
berbagai fungsi yang dimilikinya.

Pemohon Il mendapat kerugian konstitusional yang bersifat konkret
dengan adanya keberlakuan dari pasal ini karena adanya kewajiban
audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
dalam PP 14/2014 sebagai aturan pelaksana UU 23/2011. Keberadaan
dari audit keuangan memang diperlukan untuk memastikan
akuntabilitas sekaligus transparansi dalam pengelolaan dana zakat
yang dilakukan oleh LAZ. Namun, persyaratan ini memberatkan
anggota-anggota dari pemohon |l karena tidak semua LAZ memiliki
kemampuan finansial untuk melakukan audit keuangan melalui KAP
yang dapat memakan biaya mencapai puluhan juta. Dengan
bergantung pada asnaf (bagian) dari amil zakat sebesar 12,5%, LAZ
tidak memiliki ruang kemampuan finansial yang besar karena dana
tersebut telah digunakan hampir seluruhnya untuk keperluan
operasional. Oleh karena itu, kewajiban audit keuangan oleh KAP tentu
memberatkan sebagian LAZ. Dengan demikian, audit keuangan dalam
pasal ini perlu dibatasi dengan memperhatikan kemampuan finansial
dari LAZ.

Pemohon Il mengalami kerugian konstitusional bersifat potensial
berupa potensi kehilangan pekerjaan sebagai amilin karena LAZ yang
menaungi Pemohon Il tidak mendapat perpanjangan izin akibat tidak

adanya rekomendasi BAZNAS. Lebih lanjut, Pemohon Ill sebagai
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praktisi dalam pengelolaan zakat menilai keberadaan pemberian
rekomendasi dari BAZNAS dalam proses perizinan terlebih pada saat
proses perpanjangan LAZ mencederai penerapan AUPB dalam
perizinan pengelolaan zakat karena terdapat proses yang tidak efektif
dan efisien dengan tetap mensyaratkan adanya rekomendasi BAZNAS.
Pemohon Il mengalami kerugian konstitusional bersifat konkret berupa
audit kinerjanya yang dilakukan oleh pihak yang belum memiliki
keahlian di bidang hukum islam, khususnya hukum zakat sebagaimana
diatur dalam PP 14/2014 sebagai peraturan pelaksana dari UU
23/2011. Regulasi tersebut menjadi landasan dikeluarkannya
Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor 137
Tahun 2021 yang mengatur tentang audit syariah LAZ di mana
peraturan tersebut menegaskan bahwa audit syariah dilakukan oleh
auditor bersertifikasi untuk mengaudit lembaga pemerintah. Ketentuan
tersebut merugikan Pemohon Il karena adanya ketidaksetaraan di
mata hukum sebab dirinya sendiri memerlukan sertifikasi khusus untuk
menjadi amilin mengingat kekhususan hukum yang terdapat dalam
pengelolaan zakat, sedangkan auditor syariah dari Kementerian
Agama tidak dipersyaratkan untuk memiliki syarat kepakaran di bidang
hukum zakat. Padahal, Audit terhadap pengelolaan zakat tentu

berbeda dengan audit terhadap lembaga pemerintah pada umumnya.

Pasal 19 UU 23/2011 Menjadi Contoh Nyata Tentang Relasi Yang Tidak Setara

Antara BAZNAS Dan LAZ Dalam Kewenangan Mengelola Zakat Membuat

Penghimpunan Dana Zakat Menjadi Tidak Optimal.

123. Adapun Pasal a quo berbunyi sebagai berikut: “Lembaga Amil Zakat wajib

124.

125.

melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.”

Pasal ini memperlihatkan adanya norma dimana LAZ diharuskan
melaporkan pelaksanaan kegiatan zakatnya, seperti aspek pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan. Laporan harus disampaikan telah
diaudit, dan pelaporan dilakukan secara berkala dan penerima laporannya

adalah Baznas.

Keberadaan dari ketentuan ini menunjukkan bahwa sebagai subordinat dari

BAZNAS, LAZ memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada
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BAZNAS. Ketentuan ini memang bertujuan baik untuk memastikan
pengelolaan zakat dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel,

sehingga pendistribusiannya dapat berjalan dengan optimal.

Pemberian laporan kepada BAZNAS tersebut mencederai asas keadilan
dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari asas-asas pengelolaan
zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo. Hal
ini dikarenakan BAZNAS memiliki peran yang sama dengan LAZ sebagai
operator pada pengelolaan zakat, sehingga terdapat ruang terjadinya
abuse of power dan conflict of interest oleh BAZNAS yang memiliki peran
ganda. Oleh karena itu, peran sebagai auditor dalam pengelolaan zakat
sudah seyogyanya diberikan kepada Kementerian Agama sebagai otoritas

negara yang memiliki kewenangan pada urusan keagamaan.

Di dalam Pasal 19 ini hanya menyebutkan LAZ wajib soal melaporkan
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Para Pemohon
memahami bahwa audit sebagai suatu proses yang baik untuk transparansi
dan akuntabilitas atau kepentingan lembaga tersebut juga.

Permasalahannya adalah biaya audit pada Kantor Akuntan Publik
(selanjutnya disebut “KAP”), sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3)
PP 14/ 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat, yang cukup mahal. Di lapangan ada banyak
LAZ-LAZ yang tidak sanggup membayar biaya audit KAP yang mahal

tersebut.

Para Pemohon merasa perlu diberi penegasan dalam Pasal ini, jenis audit
yang disyaratkan, atau diberi penjelasan dalam Penjelasan Pasal ini dan
atau dalam aturan turunan Peraturan BAZNAS, bahwa Audit yang
disyaratkan oleh Pasal ini, tidak harus menggunakan Kantor Akuntan
Publik, mengingat biaya yang mahal tersebut. Karena masih banyak LAZ
tingkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tidak memiliki dana yang

cukup untuk melakukan audit oleh KAP.

Apalagi biaya untuk Audit pada KAP harus dikeluarkan dari Hak Amil.
Padahal besaran bagian Amil hanya 12.5% dari Zakat yang diterima. Akan
lebih berat lagi jika LAZ tersebut juga berposisi sebagai UPZ-nya BAZNAS,
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karena adanya kewajiban berdasarkan kerjasama, dimana UPZ harus
menyerahkan 30% dari pengumpulan zakatnya, untuk diserahkan kepada
BAZNAS, sebagai komitmen menjadi UPZ-nya BAZNAS. Sehingga sisa
Dana Amil yang akan dipakai, disisihkan untuk membayar Kantor Akuntan

Publik, harus memotong jatah Amil yang sudah terpotong 30%-nya.

Kewajiban untuk audit ini pada dasarnya akan memberatkan bagi LAZ
berskala tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang nominal pengumpulan
dana zakatnya relatif kecil. Besaran 12,5% dari dana zakat yang dapat
digunakan dari asnaf amil yang notabene menjadi dana operasional LAZ
sangat terbebani dengan adanya audit dari KAP yang memakan biaya

hingga puluhan juta rupiah untuk melakukan audit.

Lebih lanjut, jika ingin tetap adanya laporan yang diaudit, perlu ditambahkan
kriteria LAZ yang wajib menggunakan KAP, jika dana pengelolaan zakatnya
telah mencapai angka misalnya Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
karena jika pengumpulan dana zakat tidak mencapai jumlah tersebut,
sangat memberatkan bagi LAZ untuk mengeluarkan dana puluhan juta
untuk melakukan audit KAP.

Di samping itu, terdapat pilihan lainnya dengan cukup dapat diterima,
misalnya audit yang diserahkan cukup hasil audit internal Lembaga Amil
Zakat, karena audit internal ini juga akan diperiksa kebenarannya oleh
masyarakat maupun kementerian terkait, misalnya Kementerian Agama
dan atau Kementerian Sosial, jika terdapat pengelolaan dana lainnya.
Ataupun untuk audit, biayanya ditanggung oleh negara, mengingat Dana
Zakat yang dikelola juga dipergunakan untuk membantu program
Pemerintah di masyarakat sebesar 87.5% (delapan puluh tujuh koma lima

persen) dari total pengumpulannya.

Membiarkan Pasal 19 tetap seperti ini, jelas bertentangan dengan UUD NRI
1945, tepatnya Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “(1) Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam Pasal 27 ayat (1) menjamin adanya persamaan kedudukan di mata

hukum yang mana dalam hal terjadi kondisi khusus, seharusnya hal
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tersebut diperhatikan oleh negara, dan tidak menyamaratakannya, perlu

penerapan asas keadilan disini.

Sebenarnya ini hal yang wajar dan dipraktikkan di negeri ini. Misal, hanya
yang memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu saja yang mulai
dikenakan kewajiban membayar pajak. Atau hanya barang-barang mewah
saja yang dikenakan pajak dengan besaran semakin tinggi dan contoh
lainnya, bahkan dalam konteks Agama tidak semua orang Islam
berkewajiban membayar zakat, hanya orang Islam yang memiliki
penghasilan yang mencapai Nisab dan Haul saja yang dikenakan waijib

berzakat.

Bahwa akan sangat membantu, jika Pemerintah menyediakan Auditor
Khusus di Lembaga Pengawas (Inspektorat Jenderal) pada Kementerian

Agama Republik Indonesia.

Permohonan perubahan makna atas pasal ini, untuk membatasi atau
mengurangi kewenangan BAZNAS, agar tidak terjadi conflict of interest dan
abuse of power. Jika BAZNAS tetap menjadi Pengumpul (operator zakat),
maka kewenangan pengawasan dan pemberi Rekomendasi seharusnya
dialihkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan begitu pula
sebaliknya ketika BAZNAS berlaku sebagai regulator dan pengawas

seharusnya kewenangan sebagai operator zakat tidak lagi berlaku.

Oleh karena itu, Pemohon mengajukan perubahan bunyi Pasal 19 menjadi
sebagai berikut. “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada
Kementerian Agama Republik Indonesia secara berkala, diaudit KAP jika
telah memperoleh dana zakat diatas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
per tahun.”, ini akan menghentikan langkah untuk melakukan pengelolaan
zakat oleh LAZ kecil yang belum mencapai target perolehan
Rp5.000.000.000,- tersebut. Atau secara terpaksa mengambil jatah asnaf
lainnya untuk menutupi biaya operasional tersebut. Hal yang sebaiknya
tidak dilakukan oleh semua LAZ.

Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon jika keberlakuan Pasal 19 UU
23/2011, “Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah



79

diaudit kepada BAZNAS secara berkala.” tidak diubah berdasarkan uraian

di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I: Sedari awal Pemohon | berkeberatan dengan penumpukan
kewenangan yang diberikan kepada Baznas. Menurut Pemohon I,
kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu entitas (Baznas) akan
mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kebijakan, dengan potensi kurangnya akuntabilitas,
resistensi, konflik kepentingan dan lain-lain. Dan ini berpotensi
menghalangi kegiatan Pemohon |, karena yang mengawasi, mengaudit
Pemohon | adalah sesama operator pengumpul zakat, yang juga
memiliki target pengumpulan zakat yang sama dengan Pemohon |.

2. Pemohon Il: Keanggotaan Pemohon Il beragam, dari LAZ yang sudah
mandiri, maupun yang baru belajar melakukan pengelolaan zakat.
Audit untuk LAZ kecil, menjadi suatu masalah karena ketiadaan dana
untuk melakukan audit tersebut (mengingat Baznas membuat
peraturan turunan yang mewajibkan audit dilakukan oleh Kantor
Akuntan Publik). Peraturan ini mengakibatkan LAZ kecil tidak
mendapatkan penghargaan yang layak sebagai Amil, karena jatah
Amil, dari yang 12,5% harus disisihkan lagi untuk membayar audit oleh
Kantor Akuntan Publik.

3. Pemohon lll: Selain sebagai Amil, Pemohon Il adalah praktisi
pendamping LAZ-LAZ yang baru tumbuh. Pemohon Ill melihat dan ikut
terbebani dengan kewajiban teman-teman dampingan Pemohon,
sementara jatah hak Amil yang mereka dapatkan tidak seberapa. Hal
ini juga menjadi alasan Pemohon Il mengajukan Permohonan
Pengujian Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini.

Pasal 20 UU 23/2011 Menyebabkan Adanya Pembatasan dan Hambatan bagqi
Operasional dan Perkembangan LAZ

140. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan
perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam

Peraturan Pemerintah”.

141. Bahwa Pasal ini menetapkan norma-norma yang mengatur tentang

ketentuan lebih lanjut, adanya norma yang mengatur persyaratan yang
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harus dipenuhi LAZ, ada norma perizinan yang mengatur prosedur yang
harus diikuti untuk mendapatkan izin operasional, mengatur pembentukan
perwakilan, struktur dan tata caranya, serta kewajiban LAZ melakukan
pelaporan atas kegiatannya, adanya norma pengaturan akuntabilitas dan

semuanya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa pasal ini menyebabkan adanya pembatasan dan hambatan bagi
operasional perkembangan LAZ, karena tidak langsung mengatur
mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan
perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ, di dalam UU

23/2011 ini langsung. Para Pemohon melihat ketidakadilan dalam Pasal ini,

karena pada Baznas terkait pembentukan perwakilan langsung diatur

dalam Pasal:

- Pasal 15 ayat (1): “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota.” dan

- Pasal 16 ayat (1) dikatakan: “Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota
dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada

tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.”

Bahwa perbedaan pengaturan ini merugikan Para Pemohon, karena ketika
diatur dalam Undang-Undang maka pembahasan mengenai norma
tersebut seharusnya lebih terbuka. Sementara pembentukan peraturan
turunannya, semisal Peraturan Pemerintah sifatnya lebih mandiri dan dapat
saja dalam proses pembentukannya secara formil bermasalah.

Padahal partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya penting
untuk: “1) menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat,
sehingga syarat peraturan perundang-undangan benar benar memenubhi
syarat peraturan perundangan yang baik, 2) menjamin peraturan
perundangan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, 3)
menumbuhkan rasa memiliki, dan rasa bertanggung-jawab atas peraturan
perundang-undangan tersebut.” sebagaimana dinyatakan Sirajuddin, dkk,

dalam bukunya Legislative Drafting; Pelembagaan Metode Partisipatif
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Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Malang: MCW dan
Yappika, 2007),him.185.

. Para Pemohon meyakini bahwa dari segi tujuannya, “kaidah hukum atau

norma hukum itu seharusnya bertujuan pada cita kedamaian hidup antar
pribadi (hetrechtwildevrede) karena itu, sering dikatakan penegak hukum
itu bekerja “top reserve peace”. Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut
biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu
untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya setiap
norma hukum itu haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai
kepastian (certainty, zekerheid), keadilan (equity, billijkheid, evenredigheid)
dan kebergunaan (utility). Adapula sarjana yang hanya menyebut
pentingnya tugas dwitunggal kaidah hukum, vyaitu kepastian hukum
(rechtszekerheid) dan keadilan hukum (rechtsbilliikheid), demikian
dituliskan Bapak Jimly Assiddigie dalam bukunya, Perihal Undang-Undang
(Jakarta, Rajawali Pers, 2010), him.3-4.

Bahwa menurut Para Pemohon norma hukum yang diatur dalam Pasal 20
UU 23/2011 ini, jauh dari kepastian, keadilan dan kebergunaan, dan belum
menghasilkan keseimbangan, karenanya pengaturan norma tersebut
sampai melanggar hak-hak Para Pemohon yang sudah dijamin dalam UUD
NRI 1945.

Para Pemohon keberatan dengan pengaturan yang akan diatur lagi
turunannya dalam Peraturan Pemerintah, karena mekanisme pembentukan
Peraturan Pemerintah di Indonesia tidak se-ideal sebagaimana amanat
Undang-Undang  tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah.
Pembentukannya lebih mandiri. Ibu Maria Farida Indrati S. dalam bukunya
limu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan,
menerangkan materi muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan
materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya atau sama

dengan materi undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.

Turunan dari Pasal ini (Peraturan Pemerintah) yang mengatur lebih lanjut
mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan
perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 (PP 14/2014) justru mendegradasi



148.

149.

150.

82

keberadaan LAZ. Peraturan Pemerintah ini tentu harus diuji juga. dan
sebelum pengujian PP 14/2014, Para Pemohon meminta pengujian
terhadap UU 23/2011 terlebih dahulu.

Menurut para Pemohon, akibat dibukanya keran Pembentukan Peraturan
Pemerintah, berdampak terjadinya perluasan pengaturan yang melebihi
materi muatan Undang-Undangnya. Terdapat beberapa pengaturan di
dalam PP 14/2014 yang memperluas pengaturan yang diatur dalam
undang-undang a quo. Pengaturan yang bersifat lebih luas tersebut
membuat pengaturan dalam PP 14/2014 menjadi kontradiktif dengan
ketentuan yang menjadi landasannya dalam undang-undang a quo. Kondisi
ini membuat terjadinya pelanggaran terhadap asas lex superior derogat legi
inferiori atau yang berarti peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi tidak
dapat dikesampingkan oleh peraturan dengan hierarki yang lebih rendah
karena hierarki dari Undang-Undang derajatnya lebih tinggi daripada
Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ilmu perundang-undangan sendiri, peraturan perundang- undangan
dibawah undang-undang memiliki dua karakteristik yaitu peraturan delegasi
dan peraturan atribusi. Peraturan delegasi merupakan peraturan
perundang-undangan yang dibuat karena adanya peraturan yang lebih
tinggi memerintahkan pembuatannya. Sedangkan, peraturan atribusi
adalah peraturan yang dibentuk guna melakukan kewenangan yang dimiliki
tanpa adanya perintah secara tegas dari peraturan perundang- undangan

yang hirarkinya lebih tinggi.

Dalam konteks ini, peraturan delegasi tersebut adalah Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) dimana peraturan tersebut
dibuat karena adanya perintah dari undang-undang untuk mengatur
permasalahan tersebut secara teknis melalui Peraturan Pemerintah. Di
samping itu, pembuatan Peraturan Pemerintah juga dapat dilakukan tanpa
adanya regulasi khusus yang memerintahkan pembuatannya karena setiap
pembuatan Undang-Undang disertai dengan Peraturan Pemerintah untuk

memberikan penjelasan secara holistik bagi keseluruhan Undang- Undang.
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Sehingga, Peraturan Pemerintah memiliki secara keseluruhan merupakan

peraturan yang bersifat delegatif semata.

Konsep yang berlaku pada Peraturan Pemerintah tersebut berbeda dengan
Perpres dimana Perpres tidak hanya memiliki unsur peraturan delegasi dari
peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi saja,
namun juga memiliki unsur peraturan atribusi karena pembuatannya dapat
pula didasarkan pada kewenangan Presiden sebagai pemegang cabang
kekuasaan eksekutif (menurut Prof. Dr. Maria Farida Indarti). Sehingga,
keberadaan dari Perpres sendiri tidak selalu berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan lain dengan hierarki diatasnya. Dengan pemahaman
tersebut, PP 14/2014 seyogyanya berfungsi sebagai peraturan teknis yang
memberikan penjabaran pada hal-hal yang secara prinsipil diatur dalam

Undang-Undang a quo tanpa menambah ketentuan bersifat norma baru.

Terkait dengan pengujian pasal yang berkaitan dengan Peraturan
Pelaksana, Mahkamah sendiri pernah mengadili permasalahan tersebut
pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI1/2013. Dalam Paragraf [3.28] putusan
tersebut, Mahkamah menyatakan pengecekan terhadap peraturan
pelaksana bukan berarti merupakan bentuk mahkamah melakukan
pengujian terhadap peraturan pelaksana tersebut. Hal ini dikarenakan
persyaratan terpenuhinya Kkonstitusionalitas undang-undang tersebut
didasarkan kepada ketaatan peraturan pelaksana terhadap penafsiran
Mahkamah. Konsep ini didasarkan kepada pemahaman bahwa
pembentukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana
merupakan bentuk penjelasan terhadap maksud sesungguhnya dari

undang-undang yang diujikan.

Dalam konteks pengelolaan zakat, terdapat beberapa pengaturan baru
yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah yang sebelumnya tidak diatur
di dalam undang-undang. Pertama, pengaturan mengenai pembentukan
Perwakilan LAZ sebagaimana diatur dalam Pasal 62-65 PP 14/2014 tidak

pernah diatur dalam Undang-Undang a quo.

Dalam Undang-Undang a quo, tidak terdapat satupun pengaturan

mengenai pendirian perwakilan LAZ. Kondisi tersebut membuat pengaturan
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yang ada di dalam Pasal 62-65 PP 14/2014 dapat dikatakan sebagai norma

baru yang seharusnya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang a quo.

Pengaturan baru tersebut merugikan bagi LAZ sebagai subjek pengelola
zakat karena PP 14/2014 mengatur mengenai pembentukan perwakilan
LAZ yang justru membatasi pembukaan perwakilan LAZ di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota sehingga menyempitkan kesempatan LAZ untuk dapat
mengumpulkan dana zakat dengan cakupan yang lebih luas. Hal tersebut
tercermin dalam Pasal 62 ayat (2) PP 14/2014 yang menetapkan bahwa
LAZ nasional hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap provinsi.
Kemudian Pasal 62 ayat (3) PP Nomor 14/2014 menetapkan lebih lanjut
bahwa untuk membuka perwakilan di provinsi ini LAZ nasional harus
kembali mengajukan permohonan izin kepada kepala kantor wilayah

kementerian agama provinsi.

Pembatasan yang sama juga diterapkan untuk LAZ provinsi. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 63 ayat (2) PP 14/2014 menetapkan bahwa LAZ provinsi
hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota. Lebih
lanjut, Pasal 63 ayat (3) PP 14/2014 menetapkan bahwa untuk membuka
perwakilan di kabupaten/kota ini LAZ provinsi harus kembali mengajukan
permohonan izin kepada kepala kantor Kementerian agama
kabupaten/kota. Dengan rumitnya perizinan tersebut, pengaturan ini pada
akhirnya menciptakan marginalisasi yang menghambat perkembangan LAZ
yang berakibat pada tidak optimalnya potensi zakat yang dapat dihimpun

dari masyarakat.

Kedua, mekanisme pelaporan LAZ yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah yang ditunjuk juga sangat berlebihan dan memberatkan
sehingga terjadi marginalisasi dan perlakuan diskriminatif kepada LAZ yang
seharusnya diayomi oleh Pemerintah. Dalam PP 14/2014, permasalahan
pelaporan ini diatur dalam Pasal 71-75 yang menyatakan bahwa pelaporan
harus dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain itu, laporan
juga harus diaudit syariat dan audit keuangan. Dengan keberadaan kontrol
kualitas yang begitu ketat tersebut, memang memastikan bahwa
pendayagunaan dari dana yang dikumpulkan oleh LAZ sudah tepat sasaran

dan sesuai dengan prosedur. Namun, pengaturannya yang bersifat umum
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dan menyamaratakan semua LAZ menjadi sebuah problem karena tidak
semua LAZ memiliki kapasitas keuangan yang sama untuk melakukan audit
keuangan menggunakan akuntan publik sebagaimana yang disebutkan
oleh Pasal 75 ayat (3) PP 14/2014. Permasalahan ini tentu memperberat
beban keuangan dari LAZ dan bahkan berpotensi mematikan

perkembangan LAZ baru di masa yang akan datang.

Ketiga, permasalahan pemberian perizinan sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam uraian posita Pasal 18 ayat (2) di atas, terdapat perbedaan
antara peraturan pelaksana yang dibuat dalam PP 14/2014 dengan putusan
yang telah ditetapkan oleh Mahkamah tentang UU 23/2011 melalui Putusan
Nomor 86/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan
bahwa pemberian rekomendasi dari BAZNAS seharusnya ditafsirkan bukan
menjadi penentu dalam pemberian perizinan kepada LAZ sebagaimana
diuraikan dalam Poin 150 dalam permohonan ini. Pasca dikeluarkannya
putusan ini, Pemerintah melalui Kementerian Agama membuat Keputusan
Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 yang menyatakan pemberian izin
kepada LAZ dilakukan setelah mendapat rekomendasi BAZNAS
sebagaimana diuraikan dalam poin 151 dan BAZNAS mengeluarkan
Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan
Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga
Amil Zakat. Hal ini menggambarkan pemerintah menafikan Putusan
Mahkamah dengan menjadikan rekomendasi BAZNAS sebagai prasyarat

dalam pemberian izin LAZ.

Majelis Hakim Mahkamah yang mulia,

Penjelasan para Pemohon dalam dalil ini, bukan dalam pengertian yang
Pemohon permasalahkan disini adalah Peraturan Pemerintahnya, tetapi
Pasal 20 UU 23/2011 ini, Pemohon menjelaskan bahwa dengan Pasal ini,
karena tidak mempertimbangkan, keadilan, kepastian dan kebergunaan,
akhirnya peraturan turunannya telah merugikan hak konstitusional Para

Pemohon.

Keberadaan Pasal 20 UU 23/2011 yang mengarahkan pengaturan lebih
lanjut pada Peraturan Pemerintah yang senyatanya justru merugikan LAZ,

menurut Para Pemohon adalah pelanggaran UUD NRI tahun 1945, yakni
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Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Para Pemohon menilai bahwa keberadaan Pasal 20 UU 23/2011 ini
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 20 UU 23/2011 penyusunannya dilakukan dengan tidak
mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum  dan kebergunaan,
sehingga menghasilkan norma yang muncul tersebut menciptakan
ketentuan yang tidak berkeadilan, tidak berkepastian hukum, diskriminatif
dan proses pembuatan dari Peraturan Pemerintah yang secara prosedur
tidak memiliki ruang partisipasi publik seperti halnya dalam penyusunan
perundang-undangan, ternyata kemudian dalam penyusunannya membuat
keberadaan dari norma baru ini mencederai kepastian hukum, keadilan di
tengah masyarakat, karena regulasi yang kedudukannya lebih tinggi dapat

diubah pengaturannya oleh regulasi yang kedudukannya lebih rendah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 20 UU 23/2011 yang mengatur bahwa
“‘Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah” berpotensi merugikan dan
membuat kedudukan LAZ menjadi termarjinalkan. Semestinya Undang-
Undang a quo yang mengatur mengenai persyaratan organisasi dan
pembentukan perwakilan tidak diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi
langsung diatur dalam Undang-Undangnya, karena merugikan dan

memberatkan para Pemohon/LAZ.

Dengan begitu, para Pemohon memohon agar bunyi Pasal 20 UU 23/2011
yang mengatur “ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan organisasi dan
pembentukan perwakilan dalam Peraturan Pemerintah” ditambahkan frasa
“‘dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang ini” sehingga Pasal 20 UU
23/2011 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan
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pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan tetap

mengacu kepada Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 20 UU 23/2011 memberikan kerugian

konstitusional kepada Para Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemohon | mengalami kerugian konstitusionalitas bersifat konkret nyata
berupa terjadinya pembatasan wilayah pengelolaan dan penyaluran
zakat karena terdapat pengaturan dalam PP 14/2014 sebagai aturan
turunan dari Pasal 20 UU 23/2011 karena tidak adanya klausul yang
tegas untuk membatasi pengaturannya agar sesuai dengan pengaturan
dalam UU 23/2011

b. Pemohon Il juga mengalami kerugian konstitualitas yang bersifat
konkret berupa adanya keberadaan pengaturan yang lebih lanjut
mengenai audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang
merugikan anggota dari Pemohon Il karena kapasitas keuangan LAZ
tidak memiliki kemampuan untuk melakukan audit keuangan sebagai
akibat kebanyakan LAZ memiliki hasil pengumpulan yang relatif sedikit

c. Pemohon Il mengalami potensi kerugian terhadap LAZ-LAZ yang
dalam pembinaannya, yang mengalami kerugian yang sama dengan

Pemohon | dan Pemohon II.

Pasal 43 ayat (3) dan avyat (4) UU 23/2011 Menimbulkan Ketidakadilan dan

166.

167.

Ketidakpastian Hukum Terkait Leqgalitas LAZ yang Telah Berdiri

Bahwa pasal ini berbunyi: “(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri
sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan
Undang-Undang ini.” (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) waijib
menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Bahwa norma yang muncul dari Pasal ini adalah adanya pengukuhan suatu
LAZ kewenangannya ada di Menteri, dan adanya pengakuan terhadap
status hukum LAZ yang telah dikukuhkan sebelum berlakunya undang-
undang ini tetap diakui sebagai LAZ berdasarkan undang-undang yang
baru. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan status hukum. Selain itu
norma ini memberikan Kepastian Hukum bagi LAZ yang telah ada,
sehingga mereka tidak kehilangan status atau pengakuan meskipun ada

peraturan baru yang berlaku. Norma lainnya, diakuinya pemberlakuan
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Undang-Undang. dan menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki
efek retroaktif dalam mengakui LAZ yang sudah ada sebelumnya. Norma-
norma ini memastikan bahwa perubahan dalam regulasi tidak merugikan
lembaga yang telah beroperasi secara sah sebelum undang-undang baru

diterapkan.

Bahwa norma-norma yang muncul dari Pasal ini memberikan jaminan bagi
keberlanjutan izin LAZ-LAZ yang sudah disahkan sebelum UU- ini ada.
termasuk Pemohon | (Dompet Dhuafa) dan banyak LAZ lainnya, seperti
BAMUIS BNI yang memperoleh izin pada 20 Maret 2006, Baitul Maal
Muamalat yang memperoleh izin pada 7 November 2001, Baituzzakah
Pertamina yang memperoleh izin pada 24 Maret 2004, Yayasan Baitul Maal
BRI yang memperoleh izin pada 6 November 2002, BSM Umat yang
memperoleh izin pada 7 September 2002, yang keseluruhannya sebelum
Undang-Undang 23/2011. Harusnya Pasal ini menjadi jaminan bagi LAZ-
LAZ tersebut. Tapi nyatanya tidak. Baznas melakukan manuver-manuver
untuk membatalkan, membuat pasal ini lemah, dengan menggunakan
Pasal lainnya, dan akhirnya terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum

yang sudah dijamin dalam Pasal 43 (3) ini.

Adanya Pasal 43 ayat (3) tersebut seharusnya memberikan garansi bagi
LAZ yang telah berdiri sebelum lahirnya Undang-Undang a quo, termasuk
LAZ yang telah terafiliasi dengan dengan karyawan BUMN, BUMD dan
swasta, tetap memperoleh status pengukuhan yang telah diperolehnya
sebelumnya, dengan tanpa pengecualian. Artinya, seharusnya tidak ada
pembatasan sebagaimana kemudian diatur dalam ayat berikutnya (ayat 4)

maupun limitasi melalui Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang a quo.

Bahwa seharusnya penguatan atas pengecualian tersebut, diatur dalam

ayat selanjutnya. Artinya jika sudah diberikan hak atas pengukuhannya

kepada LAZ yang berafiliasi dengan BUMN, BUMD, dan atau swasta dan

atau berafiliasi dengan karyawannya tersebut, maka biarkan mereka

menikmati pengecualian _tersebut. Untuk yang belum mendapatkan

pengukuhan, pada saat Undang-Undang ini diberlakukan, barulah aturan

baru diterapkan untuk mereka.
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Bahwa ketentuan tersebut secara logis seharusnya berakibat legalitas dari
LAZ yang telah ada sebelumnya, (termasuk LAZ yang terafiliasi dengan
karyawan BUMN, BUMD, dan swasta) tetap memperoleh status legalnya
dan tidak dibekukan izin operasional yang telah diperolehnya, sekalipun
mereka berasal dan dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara, yang

menurut penjelasan pasal 7 ayat (2) termasuk sebagai pihak terkait.

Bahwa perintah dan pemberian tenggang waktu untuk melakukan
perubahan atau penyesuaian dalam tenggang waktu 5 tahun, sebagaimana
diatur dalam ayat (4) Pasal ini,merupakan tindakan yang merugikan LAZ
yang terafiliasi dengan BUMN, BUMD, dan atau swasta dan atau yang
berafiliasi dengan karyawannya tersebut. Karena kemudian mereka harus
melepaskan atau diminta melepaskan dan memilih bentuk baru yang

sebenarnya merugikan untuk mereka.

Bahwa saat ini masih ada LAZ yang telah mendapatkan pengukuhan
sebelum Undang-Undang ini diberlakukan, yang masih merasa keberatan
untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini.
Keberatan tersebut sesuatu yang wajar dan pantas dirasakan oleh LAZ
yang terafiliasi dengan BUMN, BUMD dan atau swasta atau karyawan
mereka, karena jika kemudian pengukuhan mereka dicabut dan pola
operasional mereka diubah, misalnya dengan menjadi Unit Pengumpul
Zakat, maka sebenarnya mereka hanya dimanfaatkan oleh BAZNAS
sebagai tangan BAZNAS untuk memperbesar pengumpulan zakat
BAZNAS dengan cara cepat dan juga menambah besaran porsi Amil untuk
BAZNAS.

Jika BAZNAS tidak mengakuisisi mereka menjadi Unit Pengumpulan Zakat
(UPZ)-nya, LAZ tersebut dapat memanfaatkan Dana Amilnya maupun
Dana yang seharusnya disalurkan langsung olehnya tanpa berbagi dengan
BAZNAS. Sehingga kemanfaatannya lebih besar lagi. Tidak seperti kondisi
saat ini, dimana 30% dari perolehan LAZ yang kemudian dijadikan UPZ-nya
BAZNAS tersebut, Dana Zakatnya disetorkan kepada BAZNAS. BAZNAS
kemudian mendapatkan Dana Amil sebesar 12.5% dari 30% penerimaan

zakat LAZ yang kemudian dijadikan UPZ tersebut.
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Bahwa kerugian lainnya dari LAZ yang diakuisisi melalui Penjelasan Pasal
7 ayat 2 yang berbunyi: “(2) yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara
lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga luar
negeri” ini adalah, mereka yang bekerja keras melakukan pengumpulan
zakat seperti saat mereka dikukuhkan sebagai LAZ, tetapi kemudian yang
mendapatkan sebagian hasil pengumpulan tersebut adalah BAZNAS. Hal
yang tentunya merugikan dan mengurangi jatah Dana Amil mereka, secara

zalim.

Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: “(2) yang dimaksud
dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau lembaga Iluar negeri” itu, seharusnya hanya dapat
diberlakukan kedepan (sejak) pemberlakuan Undang-Undang a quo, untuk
LAZ yang belum dikukuhkan, atau yang baru akan dibentuk setelah
Undang- Undang a quo ada. dan tidak diberlakukan mundur dengan

memberikan pengaturan sebagaimana di ayat (4) Pasal a quo.

Tetapi ternyata Pasal 43 ayat (3) juga tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Ayat (3) Pasal a quo menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan
dimatikan dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) diatas. Para Pemohon
merasa penggunaan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang a quo,
memiliki unsur kesengajaan pembuatnya untuk menjadikan Pasal 43 ayat

(3) dapat dikesampingkan, dan menjadi Pasal yang mandul.

Bahwa dalam praktiknya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4), LAZ
yang berada di kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
lembaga luar negeri tersebut diberikan tenggang waktu selama 5 tahun,
untuk melakukan perubahan bentuk kelembagaan, misalnya yang tadinya
berbentuk badan hukum yayasan tidak di bawah afiliasi BAZNAS, dan
memiliki izin sebagai LAZ, kemudian diminta oleh BUMN-nya menjadi UPZ-
nya BAZNAS, dengan tekanan ataupun tanpa tekanan, sehingga hilang

sebagian hak-haknya. Hal ini tentunya merugikan LAZ tersebut.

Pencabutan izin operasional dan atau tidak diberikannya perpanjangan izin
operasional terhadap Lembaga Amil Zakat dari Badan Usaha Milik Negara,
yang telah mendapatkan pengukuhan sebelumnya menurut Para Pemohon
adalah pelanggaran terhadap UUD NRI 1945:
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1) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)”

2) Pasal Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “(3)
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.**)”, dan

3) Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.* )’

Pasal 43 ayat (3) UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 karena pengakuan terhadap identitas dan kedudukan LAZ-
LAZ yang telah dikukuhkan berdasarkan UU 23/2011 sebelumnya dilanggar
karena terjadi pemaksaan dan penyulitan perpanjangan izin LAZ yang telah

ada berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal ini.

Pasal 43 ayat (3) UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3)
UUD NRI 1945 karena melanggar hak masyarakat dalam membentuk
lembaga-lembaga pengelolaan zakatnya sendiri dengan adanya jangka
waktu 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan diri sehingga LAZ-LAZ mau tidak
mau dihadapkan pada pilihan harus melepaskan atau diminta melepaskan

dan memilih bentuk baru yang sebenarnya merugikan untuk mereka.

Fakta bahwa ternyata kemudian LAZ yang berasal dari Badan Usaha Milik
Negara dilucuti izinnya, ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD
NRI 1945 karena merupakan suatu pelanggaran hukum, pelanggaran atas
hak untuk tidak diperbudak, pelanggaran atas hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut yang mana termasuk hak asasi manusia yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

UUD NRI 1945 dalam Pasal 28l ayat (1) juga menjamin Setiap orang bebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
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tersebut. Dan ini semua menjadi bagian dari perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung

jawab negara, terutama pemerintah.

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang a quo, terdapat
kerugian konkret kepada Pemohon Il karena anggota-anggotanya yang
berafiliasi dengan BUMN, BUMD, dan swasta mengalami perubahan status
dalam proses permohonan perizinan dari yang tadinya LAZ menjadi UPZ
BAZNAS. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya
kemungkinan perubahan status hukum saat melakukan perpanjangan
perizinan. Lebih lanjut, kondisi ini juga menghadirkan kerugian yang nyata
bagi LAZ yang mengalami perubahan status karena harus terikat dengan
aturan UPZ yang menambah kewajiban baru bagi LAZ yang berubah status
hukumnya untuk menyerahkan 30% hasil pengumpulannya kepada
BAZNAS yang menghambat haknya untuk mendistribusikan zakat.

Bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. Sayangnya hal-hal yang dijamin oleh UUD NRI 1945 tersebut
masih dilanggar oleh pemerintah. Dan karenanya dapatlah dikatakan
bahwa bunyi Pasal 43 ayat (3) perlu diperluas, sehingga berbunyi: “LAZ
yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku
dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini, tanpa

pengecualian.”

Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon jika keberlakuan Pasal 43
ayat “(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang
ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.” tidak
diubah adalah sebagai berikut:

1) Pemohon | mengalami kerugian konstitusional bersifat potensial karena
adanya preseden perubahan status hukum bagi LAZ yang telah
mendapat perizinan sebelum berlakunya UU 23/2011 saat UU tersebut
telah berlaku, dan atau adanya kebijakan turunan dari UU 23/2011,
yang menetapkan syarat lainnya (norma baru dalam Peraturan

turunannya) yang dapat mengakibatkan Pemohon |, kesulitan
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memenuhi kewajiban pada norma tersebut, akhirnya tidak bisa
mendapatkan rekomendasi dari Baznas, kemudian terpaksa juga
membubarkan diri, mengingat tanpa izin operasional dari Kementerian
Agama Republik Indonesia, maka pengumpulan dana yang dilakukan
akan disebut illegal, terancam dengan kriminalisasi dan juga
pembubaran LAZ.

Potensi terjadinya hal ini mungkin saja, mengingat adanya Peraturan
turunan yang mensyaratkan perpanjangan izin operasional per 5 (lima)
tahunan. Jika Pemohon | tidak mendapatkan rekomendasi, maka tidak
dapat pula mendapatkan perpanjangan izin dari Kementerian Agama
Republik Indonesia, hal tersebut tentu berpotensi merugikan Pemohon
I, karena menjadi tidak dapat melakukan pengelolaan zakat secara
optimal sebagaimana cita-cita pendirian yayasan yang menaungi
Pemohon |. Contoh nyata terjadi pada LAZ Semen Padang, yang
kemudian terpaksa membubarkan diri, dan asetnya diambil oleh
Baznas.

Pemohon Il mengalami kerugian konstitusional bersifat aktual karena
anggota-anggota dari Pemohon Il telah ada yang mengalami
perubahan status hukum dari LAZ menjadi UPZ BAZNAS sebagaimana
yang dijelaskan dalam uraian di atas. Perubahan status tersebut
berdampak pada pembatasan ruang gerak yang dialami oleh LAZ
sekaligus adanya pengumpulan yang berkurang dengan adanya
kewajiban menyerahkan sebagian pendapatannya kepada BAZNAS.
Kondisi ini tentu membuat Pemohon Il dengan anggota LAZ yang
memiliki perubahan status tersebut merasakan kerugian yang nyata
karena pengelolaan zakat yang dilakukannya tidak optimal, dan 30%
dana amil-nya diserahkan kepada Baznas

Pemohon Il mengalami kerugian konstitusional bersifat konkret dan
potensial, karena terdapat LAZ yang dibina pengelolaan zakat oleh
Pemohon lll, turut mengalami perubahan status. Kondisi tersebut
membuat LAZ yang dibina tidak dapat melakukan pengelolaan zakat
dengan optimal karena adanya pembatasan ruang gerak dan

pengumpulan zakat. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi Pemohon
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lll karena tidak dapat secara optimal menjalankan tugasnya dalam

melakukan pembinaan terhadap LAZ.

Pasal 43 ayat (4) Undang Undang Pengelolaan Zakat Berpotensi Melakukan
Pemaksaan Dalam Proses Penyesuaian Dan Berakhir Pada Pembubaran

187. Adapun bunyi Pasal a quo: “(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.”

188. Pasal ini memiliki norma tentang adanya kewajiban melakukan
penyesuaian, dan batas waktu yang ditentukan untuk wajib menyesuaikan
diri dengan UU 23/2011 paling lambat 5 tahun sejak diundangkannya

undang-undang tersebut.

189. Pasal ini seharusnya memastikan dan menjamin LAZ yang telah ada dan
dikukuhkan sebelum Undang-Undang a quo ada, sebagaimana yang telah
diatur dalam ayat sebelumnya ayat (3), tetap memiliki hak untuk beroperasi
sebagai LAZ dengan kekhususannya, tidak harus melakukan penyesuaian
yang dipaksakan, dan akhirnya tidak mendapatkan izin perpanjangan dan
bubar.

190. Sebagaimana hal tersebut tercermin dalam penemuan lapangan IDEAS
dalam buku berjudul Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU
No.23/2011 him. 68 bahwa kasus LAZ Semen Padang menjadi bukti tak
terbantahkan adanya upaya akuisisi LAZ menjadi UPZ BAZNAS berkenaan
dengan berlakunya UU 23/2011, LAZ Semen Padang telah mengajukan
permohonan rekomendasi ke BAZNAS Pusat untuk menjadi LAZNAS,
namun mendapat penolakan dengan alasan LAZ di BUMN harus menjadi
UPZ BAZNAS. Pada awal 2016, LAZ Semen Padang kembali mengajukan
permohonan rekomendasi dengan argumentasi bahwa PT Semen Padang
bukanlah BUMN, namun anak perusahaan BUMN, yaitu anak perusahaan
PT Semen Indonesia. Namun permohonan ini kembali ditolak dengan
alasan bahwa LAZ di perusahaan swasta juga harus menjadi UPZ
BAZNAS.

191. Atas kegagalan perizinan tersebut, dan penolakan untuk menjadi UPZ
BAZNAS, LAZ Semen Padang secara dramatis membubarkan diri dan tidak

aktif beroperasi lagi sejak 24 November 2016. Aset yayasan berupa uang
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dan barang dilikuidasi dan diserahkan ke negara melalui BAZNAS Pusat,
dan terhadap 19 orang karyawan dilakukan pemutusan hubungan kerja.
Setelah pembubaran LAZ Semen Padang, dengan dukungan manajemen
PT Semen Padang, BAZNAS kemudian membentuk UPZ di PT Semen
Padang (Vide Bukti P-19).

Bahwa penyesuaian yang dimaksud dalam ayat (4) ini, dalam praktiknya
menjadi pemaksaan dan atau tekanan terhadap LAZ yang sebelumnya
telah dikukuhkan tersebut. Pemaksaan dan atau tekanan tersebut, baik
dalam bentuk perubahan bentuk badan hukum, atau bentuk perubahan
status lainnya. Pemaksaan dan tekanan tersebut tidak hanya kepada LAZ,
tetapi juga BUMN yang menaunginya. Tekanan mana tidak dapat ditolak
dengan alasan BUMN harus mendukung program pemerintah. karena
sama-sama lembaga plat merah. Walaupun paham bahwa hal tersebut
merugikan Pengelola LAZ mereka yang sebenarnya sudah dikukuhkan.

Bahwa dalam hal ada LAZ yang telah dikukuhkan kemudian menolak untuk
melakukan penyesuaian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang a quo. Keengganan untuk melakukan penyesuaian bukan tanpa
alasan. Dan suatu yang sangat logis dan terukur, jika sebuah LAZ
menghitung untung rugi, kekurangan kelebihan, kebermanfaatan atau

kemudharatannya menjadi UPZ-nya Baznas.

Contoh kerugian yang dialami oleh LAZ yang sudah dikukuhkan tetapi

kemudian diminta untuk menjadi UPZ-nya BAZNAS seperti:

a. LAZ bekerja mengumpulkan dana zakat;

b. kemudian menyerahkannya terlebih dahulu 100% kepada BAZNAS,;

c. dan ini dianggap sebagai pengumpulan oleh BAZNAS;

d. BAZNAS kemudian melalui peraturannya menetapkan bahwa UPZ-nya
harus menyerahkan pengelolaan 30% dari dana zakat yang
diterimanya, untuk disalurkan dan dikelola melalui BAZNAS.

e. Dana yang 70% yang telah disetorkan kepada BAZNAS kemudian
ditransfer/dikembalikan kepada UPZ. Dengan praktik dilapangan jadwal
pengembaliannya tidak dilakukan dengan sesegera mungkin.

f. Bahwa Dana Amil yang seharusnya menjadi hak UPZ, sebesar 30%
diambil alih oleh BAZNAS. Padahal Negara juga menyisihkan APBN
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untuk operasional BAZNAS. Walau tidak diketahui secara detail berapa
besaran APBN yang diturunkan untuk operasional BAZNAS, tetapi
kemudian mendapat tambahan dari LAZ BUMN yang menjadi UPZ-nya.

Bahwa sebenarnya untuk LAZ yang belum mendapatkan pengukuhan
sebelum berlakunya Undang Undang a quo, Pasal 43 ayat (4) dan
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) tentu tidak masalah. Yang menjadi masalah
adalah bagi LAZ yang sebelum Undang- Undang a quo sudah ada, dan
sudah mendapatkan pengukuhan atas keberadaannya. Karena
penyesuaian yang harus dilakukannya justru mengambil hak-hak mereka,
merugikan mereka, memperlambat kerja mereka (karena harus menunggu
dana yang mereka kumpulkan dan setorkan dahulu ke BAZNAS,
dikembalikan). Ada kejadian dimana pengembalian dilakukan lebih dari

waktu 1 bulanan, padahal penyaluran dana zakat harus disegerakan.

Bahwa tindakan yang mensyaratkan adanya kewajiban menyesuaikan diri
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan, jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam praktik, sebagaimana diatur dalam INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA,
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA
MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong
Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi
pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional. Menteri Badan
Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik
Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan
zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan

Amil Zakat Nasional.

Padahal Pasal 43 ayat (3) UU 23/2011 dan ayat 4-nya secara tegas telah

menyatakan bahwa bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum
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Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-
Undang ini.

Aturan ayat (4) yang mewajibkan melakukan penyesuaian diri paling lambat
5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, pada
dasarnya membunuh keberadaan LAZ yang telah ada dan dikelola oleh
BUMN sebelum BAZNAS didirikan. Karena tidak mungkin LAZ tersebut
kemudian memisahkan dirinya misal menjadi ormas, karena ia-nya didirikan
oleh karyawan BUMN untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah penyaluran
zakat karyawan, dan ada unsur tolong menolongnya. Zakat dari Karyawan

yang memiliki kelebihan disalurkan kepada karyawan yang membutuhkan.

Seharusnya LAZ di BUMN yang telah ada sebelum Undang- Undang ini
ada, tetap mendapatkan pengecualian dari Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU
23/2011, artinya LAZ BUMN (yang bahkan ada sebelum BAZNAS dibentuk)
tetap mendapatkan izin LAZ-nya dan perpanjangannya karena sebenarnya

sudah dijamin dengan Pasal 43 ayat (3).

Para Pemohon meyakini bahwa Pasal 43 ayat (4) ini bertentangan dengan:

a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “(1) Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.”

b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “(2) Setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “(1) Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

d. Pasal 28] ayat (2) UUD NRI 1945 : “(2) Setiap orang bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 43 ayat (4) seharusnya dimaknai dengan
adanya pengecualian bagi LAZ BUMN yang sudah memiliki izin sebelum

Undang-Undang ini diundangkan. LAZ tersebut tidak akan diwajibkan
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menjadi UPZ-nya BAZNAS, karena ia telah memiliki izin operasional
sebelumnya. sehingga segala syarat dan penyesuaian hanya ditujukan
pada lembaga BUMN yang sebelumnya tidak memiliki LAZ. ini lebih adil.
Karena seharusnya pemberlakuan suatu Undang Undang, jangan sampai

berlaku mundur, dan merugikan subjek hukum.

Indonesia masih menganut prinsip lex retro non agit (undang- undang tidak
berlaku mundur), artinya suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh
berlaku mundur, tidak boleh merugikan seseorang dengan memberlakukan
hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan sebelum hukum

tersebut diberlakukan.

Walaupun Pasal 43 ayat (4) ini tidak secara tegas menyatakan keberlakuan
mundur suatu Undang-undang, tetapi implikasinya jelas, ketika dinyatakan
dalam Pasal ini, adanya kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan
UU 23/2011 dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun. Artinya, jika dia tidak
dapat melakukan penyesuaian, maka ia akan termarginalkan, dikeluarkan
dan tidak lagi dapat melakukan pengelolaan zakat. Padahal seharusnya
yang dilakukan adalah pengecualian terhadap LAZ- LAZ di BUMN yang

sudah mendapatkan izin sebelum undang- Undang ini diberlakukan.

Oleh karena itu, seharusnya ada pengecualian untuk LAZ-LAZ, khususnya
yang memiliki lembaga induk berupa BUMN yang telah terlebih dahulu
memiliki izin operasional sebagai LAZ, dan bukan malah dihanguskan

dengan pertimbangan penyamarataan.

Berangkat dari kondisi tersebut, ketentuan ini memberikan kerugian
konstitusional bersifat potensial pada Pemohon |l karena terdapat
kemungkinan pembubaran bagi anggota-anggotanya yang merupakan LAZ
berafiliasi ke BUMN, BUMD, dan Swasta akibat tidak mau melakukan
perubahan bentuk menjadi UPZ BAZNAS sebagai konsekuensi dari
perpanjangan permohonan izin yang diajukan. Apabila tidak ingin
mengalami perubahan bentuk, maka LAZ yang mengajukan permohonan
perpanjangan izin tidak akan diterima permohonannya dan mengalami

pembubaran karena dilarang untuk mengelola zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kerugian dengan

keberlakuan dari pasal ini dengan rincian sebagai berikut
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Pemohon | memiliki kerugian konstitusional bersifat potensial karena
terdapat kasus nyata adanya LAZ yang membubarkan diri karena tidak
memperoleh perpanjangan perizinan. Kondisi ini dapat saja terjadi
kepada Pemohon | sebagai konsekuensi logis atas kewajiban untuk
memperbaharui perizinan yang memunculkan ruang terjadinya potensi
pembubaran karena tidak disetujuinya permohonan perpanjangan
perizinan yang diajukan oleh Pemohon I.

Pemohon Il memiliki kerugian konstitusional yang bersifat konkret
karena terdapat anggotanya dengan yang melakukan pembubaran diri
pasca ditolaknya permohonan perpanjangan perizinan yang telah
diajukan. Pembubaran tersebut diikuti dengan adanya pembentukan
UPZ BAZNAS yang bertempat di lembaga yang berafiliasi dengan LAZ
yang dibubarkan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan
pasal ini memberikan resiko secara nyata terhadap pembubaran LAZ
yang tidak memperoleh perpanjangan perizinan.

Pemohon Il memiliki kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Hal
ini dikarenakan kedudukan dari LAZ yang dibinanya dapat saja
dibubarkan apabila tidak mendapat perpanjangan izin. Hal ini berpotensi
merugikan Pemohon Il karena tidak dapat berkontribusi secara optimal
dalam pengelolaan zakat karena LAZ yang dibinanya dibubarkan

sebagai akibat tidak memperoleh perpanjangan perizinan.

Bahwa dengan semua pertimbangan di atas, para Pemohon, memohon kepada

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dengan

amar sebagai berikut:

1)  Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk

BAZNAS sebagai pelaksana, di mana kewenangan perencanaan,
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pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban berada pada
Kementerian Agama RI”

Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang berwenang
melakukan tugas pelaksanaan zakat secara nasional bersama-sama dengan
LAZ

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan
swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat
membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan
tempat lainnya” adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat
membentuk UPZ’.

Menyatakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk



7)

101

LAZ" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk
LAZ.”

Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255 yang
menyatakan, “(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan
apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

berbentuk lembaga berbadan hukum;

mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

memiliki pengawas syatriat;

®© o 0o T

memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk

melaksanakan kegiatannya;

f.  bersifat nirlaba;

g. memiliki  program untuk mendayagunakan zakat bagi
kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”;

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

sepanjang tidak dimaknai: “(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. memiliki pengawas syatriat;
memiliki  kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

e. bersifat nirlaba; dan

memiliki  program untuk mendayagunakan Zakat bagi

kesejahteraan umat.
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Menyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, ‘“Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit
kepada BAZNAS secara berkala” dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “LAZ yang telah
mencapai pengumpulan zakat minimal Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
per tahun, wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Kementerian Agama
Republik Indonesia secara berkala”.

Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi,
mekanisme  perizinan, pembentukan  perwakilan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah” dinyatakan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai : “Ketentuan Ilebih lanjut mengenai persyaratan organisasi,
mekanisme  perizinan, pembentukan  perwakilan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban LAZ, diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan tetap
mengacu pada pengaturan yang berlaku pada Undang-Undang ini”.
Menyatakan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, “LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-
Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini”
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum
Undang- Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-

Undang ini, tanpa pengecualian.”
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11) Menyatakan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang
menyatakan, “LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan
diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.”, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

12) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Atau

dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon
mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti
P-21 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus
2024 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 . Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Nomor 41 Tanggal 14 September 1994

Tentang Pendirian Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Notaris H.Abu Jusuf, S.H;

4. Bukti P-4 . Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 39 Tanggal 14 Bulan 5 Tahun 1999;
5. Bukti P-5 . Fotokopi Akta Nomor 2 Tanggal 02 Mei 2024 Tentang

Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dompet Dhuafa
Republika Notaris Edi Priyono S.H;

6  Bukti P-6 . Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0036521 tanggal 8 Mei
2024 perihal Penerimaan perubahan data Yayasan
Dompet Dhuafa Republika;

7. Bukti P-7 . Fotokopi Akta Nomor 2 Tanggal 05 Juni 2008 Tentang
Pendirian Perkumpulan Forum Zakat Jakarta. Notaris
Paratiwi Handayani, S.H;
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21.

Bukti P-8

Bukti P-9

Bukti P-10

Bukti P-11

Bukti P-12

Bukti P-13

Bukti P-14

Bukti P-15

Bukti P-16

Bukti P-17

Bukti P-18

Bukti P-19

Bukti P-20.a

Bukti P-20.b
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Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Nasional
Perkumpulan Forum Zakat Nomor 1 Tanggal 4 Juni 2021,
Notaris Vica Natalia, S.H., M.H., M.Kn;

Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-0001196.AH.01.08 Tahun 2023
Tanggal 04 September 2023 Tentang Persetujuan
Perubahan Perkumpulan Forum Zakat;

Fotokopi KTP atas nama Arif Rahmadi Haryono, NIK
3275080409830015;

Fotokopi Sertifikat Kompetensi Ahli Amil Zakat Atas Nama
Arif Rahmadi Haryono Nomor Reg. Keu 495 03578 2022;

Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat;

Fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan
Lembaga Amil Zakat;

Fotokopi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan
Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;

Fotokopi Resume Hasil Kajian Dari Komite Nasional
Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) bertema
“Positioning Dana Sosial Islam Pada Lingkup Negara Dan
Masyarakat Indonesia”;

Fotokopi Hasil Rapid Assemessment (RA) Tata Kelola
Zakat Di Indonesia Tahun 2020 Oleh Ombudsman RI
Tertanggal 3 Februari 2021;

Fotokopi Siaran Pers Nomor 006/HM.01/1/2021 Oleh
Ombusman RI Tentang Perbaikan Tata Kelola Zakat Dan
Ombusman Memberikan Saran Kepada Menteri Agama
Dan Ketua Baznas;

Fotokopi Kajian Jurnal limiah Dengan Tema “Urgensi
Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good
Governance”. Vol. 7 No. 2 Desember 2023;

Buku “Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”;

Printout berita dari detik.com. tertanggal 21 Januari 2023
tentang daftar 108 lembaga zakat yang tidak berijin yang
dikeluarkan oleh Kemenag;
https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6527287/ada-108-
lembaga-pengelola-zakat-di-ri-tidak-berizin-ini-daftarnya;

Printout berita dari kompas.com. tertanggal 27 Januari
2023 tentang daftar 108 lembaga zakat yang tidak berijin
yang dikeluarkan oleh Kemenag;
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https://money.kompas.com/read/2023/01/27/191500926/k
emenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-ilegal-ini-
daftarnya;

22. Bukti P-20.c Printout berita dari republika.co.id tertanggal 25 Januari
2023 tentang Tanggapan dari FOZ terkait dikeluarkannya
rilis 108 LAZ vyang tidak berijin oleh Kemenag;
https://republika.co.id/berita/rp1bwg451/kemenag-rilis-
108-laz-tak-berizin-ini-respons-forum-
zakat#google vignette;

23. Bukti P-21 . Printout Berita dari Dompetdhufa.org. terkait Rapat dengar
pendapat umum (RDPU) Komisi VIlII DPR-RI tentang
wacana Amandemen UU Zakat, yang disampaikan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il. “Dompet Dhuafa Dorong
Revisi UU Pengelolaan Zakat di Hadapan Komisi VIII| DPR
RI,”  Laman: https://www.dompetdhuafa.org/dompet-
dhuafa-dorong-revisi-uu-pengelolaan-zakat-di-hadapan-
komisi-viii-dpr-ri.

Selain itu, untuk membuktikan daliinya, para Pemohon telah mengajukan 6
(enam) orang ahli yakni 1) Yusuf Wibisono, S.E., M.E., 2) Heru Susetyo, S.H., LL.M.,
M.Si., M.Ag., Ph.D., 3) Dr. Qurrata Ayuni, S.H., MCDR., 4) Dr. Dodik Siswantoro,
S.E., M.Sc., 5) K.H Wahfiudin Sakam Bahrum, S.E., M.M, 6) Dr. Banu Muhammad,
S.E, MSE., yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah
pada tanggal 10 Desember 2024, 22 April 2025, dan 9 Mei 2025. Di samping itu,
para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Ugi Suharto, Ph.D yang
keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2024. Selanjutnya,
para Pemohon juga mengajukan tambahan keterangan 2 (dua) orang ahli yakni
Hamid Abidin, M.Si., dan Dr. Saiful Bahri, Lc, M.A, yang keterangan tertulisnya
diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2025 serta mengajukan 4 (empat) orang
saksi yakni 1) Abdul Gafur; 2) Nanang; 3) A. Saiful Ulum (Ketua Yayasan DSNI
Amanah), dan 4) Tri Yanto yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah

pada tanggal 11 Juni 2025, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Ahli para Pemohon:

1. Yusuf Wibisono, S.E., M.E.

Dalam masa yang sangat panjang, zakat dan filantropi Islam di Indonesia
telah berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan
dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Sejak awal, partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan zakat nasional adalah besar dan unik dimana zakat dan dana

sosial Islam lainnya menyediakan sumber daya ekonomi yang signifikan untuk
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penguatan masyarakat muslim, menciptakan masyarakat sipil yang kuat dan
independen, lepas dari ketergantungan terhadap bantuan negara.

Ormas keagamaan memiliki peran penting dan krusial dalam reinterpretasi
dan reformasi pendayagunaan dana sosial Islam untuk kesejahteraan umat.
Muhammadiyah tercatat sebagai pelopor modern dalam transformasi zakat dan
praktek filantropi Islam untuk keadilan dan kesejahteraan sosial sejak 1920-an.

Setelah stagnasi panjang sejak era kemerdekaan, zakat nasional kembali
bangkit di tangan masyarakat sipil. Di era 1990-an, dipelopori oleh Dompet Dhuafa
Republika (1993), zakat nasional bertransformasi dari ranah amal-sosial ke ranah
pembangunan-ekonomi. Melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat), kelompok masyarakat
sipil memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas, terutama ke wajib
zakat (muzaki) perkotaan, memperkenalkan pengelolaan zakat secara kolektif dan
mendayagunakan zakat secara produktif.

Dengan pengelolaan dana sosial Islam secara professional-modern
berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik, potensi
zakat nasional mulai tergali dengan dampak yang semakin luas dan signifikan.
Zakat yang semula hanya sekadar amal karitas, kini telah bertransformasi menjadi
kekuatan sosial-ekonomi yang signifikan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar,
gerakan zakat yang berlangsung sejak lama dan dilakukan secara masif, serta
kuatnya civil society menjadikan Indonesia sebagai salah satu role model global
terpenting dan laboratorium zakat dunia terbesar. Gerakan zakat Indonesia
kontemporer juga menjadi aktor penting dalam implementasi salah satu pilar utama
sistem ekonomi Islam di negeri muslim terbesar di dunia.

Kiprah gerakan zakat Indonesia kontemporer di setiap episode
perjalanannya, telah banyak mewarnai dan ikut merubah wajah filantropi Islam
global. Gerakan zakat Indonesia kini telah membesar dan menjadi salah satu kapal
besar kemanusiaan global yang signifikan tidak hanya di dunia Islam namun juga
di seluruh dunia.

Namun dengan rekam jejak dan kontribusi yang luar biasa pada gerakan
zakat Indonesia kontemporer, kelompok masyarakat sipil kini mendapat
diskriminasi dan marjinalisasi oleh negara dalam pengelolaan zakat nasional
melalui UU No. 23/2011. Di bawah rezim UU No. 23/2011, LAZ yang merupakan

organisasi pengelola zakat (OPZ) bentukan masyarakat sipil mendapatkan
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diskriminasi dan marjinalisasi akibat pelaksanaan UU No. 23/2011. Hal ini kontras
ketika UU memberi keistimewaan yang luar biasa kepada OPZ bentukan
pemerintah, yaitu BAZNAS. Ketika pendirian BAZNAS di tingkat pusat, provinsi
dan kabupaten/kota menjadi amanat UU tanpa persyaratan apapun (Pasal 5 dan
15), di saat yang sama pendirian LAZ mendapat mendapat restriksi yang sangat
ketat (Pasal 18).

REZIM BARU ZAKAT NASIONAL IDESNS

Sentralisasi dan Monopoli Pengelolaan Zakat Nasional oleh
Pemerintah di Era UU No. 23/2011

Pasal 6

Lembaga yang berwenang dalam pengeloclaan
zakat nasional adalah BAZNAS

Pasal 7 Ayat 1 Pasal 7 Ayat 1 Pasal 7 Ayat 1 Pasal 7 Ayat 1

Fungsi perencanaan Fungsi pelaksanaan Fungsi pengendalian Fungsi pelaporan
zakat nasional zakat nasional zakat nasional zakat nasional

Pasal 15 Pasal 18 Ayat 2

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Perizinan LAZ harus mendapat
Kabupaten-Kota rekomendasi BAZNAS

Pasal 16 Pasal 19

UPZ BAZNAS Pusat, BAZNAS LAZ wajib menyampaikan laporan
Provinsi, dan BAZNAS Kab-Kota yang telah diaudit ke BAZNAS

Pasal 17 < me> Pasal 38 dan Pasal 41
Masyarakat dapat membantu Amil tanpa izin pejabat yang
BAZNAS dengan membentuk LAZ berwenang dipidana dengan pidan

kurungan dan/atau pidana denda

a
Sumber: Analisis Staf IDEAS, diolah dari UU No. 23/2011

UU No. 23/2011 berdiri diatas gagasan sentralisasi pengelolaan zakat

nasional sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu BAZNAS (Pasal 5), dan
mensubordinasikan serta memarginalisasikan LAZ di bawah BAZNAS yang
statusnya sama-sama sebagai operator zakat nasional. Berdasarkan UU No.
23/2011 eksistensi LAZ hanya sekedar membantu BAZNAS (Pasal 17), dan
pendiriannya mendapat restriksi yang sangat ketat dan bahkan mematikan seperti
ketentuan harus mendapat rekomendasi BAZNAS [Pasal 18 ayat (2) huruf c].
Pelaksanaan UU No. 23/2011 melalui peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No.
14/2014, membuat marginalisasi dan perlakuan diskriminatif terhadap LAZ terjadi
semakin masif dimana perkembangan LAZ dibatasi dan dihambat, antara lain hak
membentuk UPZ yang hanya diberikan kepada BAZNAS, ketentuan pembatasan
pembukaan perwakilan LAZ di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta
mekanisme pelaporan LAZ yang sangat berlebihan dan memberatkan.
Pembatasan dan marjinalisasi vulgar terhadap LAZ yang boleh beroperasi

oleh UU No. 23/2011 telah menyebabkan terjadinya penyempitan akses bagi para
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mustahik untuk memperoleh manfaat dari dana zakat. Akibat dihambatnya LAZ
yang boleh beroperasi dengan persyaratan izin operasional yang tidak adil,
pelaksanaan UU No. 23/2011 juga telah menyebabkan terjadinya pembatasan
terhadap preferensi dan pilihan para muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya.

Dan ketentuan pamungkas dalam UU No. 23/2011 telah menyebabkan
terjadinya kriminalisasi terhadap LAZ yang tidak berhasil mendapatkan izin dari
pejabat yang berwenang. Padahal selama puluhan tahun, bahkan jauh sebelum
UU No. 23/2011 lahir, LAZ-LAZ tersebut telah dipercaya oleh para muzaki
Indonesia karena telah mengelola dana zakat dengan amanah, professional dan
akuntabel. Kini, dibawah UU No. 23/2011 mereka berubah menjadi pesakitan di
dunia zakat nasional, dan selalu terancam dipidana berdasarkan Pasal 38 juncto
Pasal 41 UU No. 23 tahun 2011.

Diskriminasi dan marjinalisasi OPZ bentukan masyarakat sipil ini berjalan
sistematis dan semakin keras. Terkini, pada awal tahun 2023, dunia zakat nasional
diguncang rilis Kementrian Agama (Kemenag) tentang "Daftar 108 Lembaga yang
Telah Melakukan Pengelolaan Zakat Tanpa lzin Sesuai Regulasi®. Langkah
Kemenag pada 20 Januari 2023 tersebut secara jelas kontraproduktif dan
bertentangan dengan upaya peningkatan kepercayaan publik kepada OPZ dalam
rangka optimalisasi potensi dana zakat nasional untuk akselerasi penanggulangan
kemiskinan.

Rilis 108 lembaga zakat ilegal, yang seluruhnya adalah lembaga amil zakat
(LAZ), adalah kampanye negatif bagi LAZ yang merupakan OPZ bentukan
masyarakat sipil. Padahal banyak lembaga zakat yang ada di dalam daftar tersebut
tercatat sudah lama berdiri, bahkan jauh sebelum lahirnya UU No. 23/2011 yang
berlaku efektif sejak 2016 sebagai rezim baru perizinan LAZ. Mereka umumnya
sudah dikenal luas masyarakat, dipercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi,
yang terbukti dari kepercayaan muzakki dan penghimpunan dana mereka yang
konsisten, bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu, terlepas dari soal
perizinan. Rilis 108 lembaga zakat tidak berizin memperlihatkan ketidakpekaan
pemerintah pada realitas sosial-keagamaan yang ada bahwa masyarakat sudah
memiliki lembaga zakat yang mereka percaya untuk mengelola dana zakat mereka
sejak lama.

Gerakan Zakat dan UU No. 23/2011

Bagi masyarakat muslim Indonesia, zakat adalah kewajiban agama yang
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telah menjadi kultur. Dan dalam sejarah yang panjang, sejak abad ke-16 hingga
saat ini, partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat dan filantropi Islam
di Indonesia adalah luas dan masif. Secara historis dan sosiologis, sejak awal,
pengelolaan zakat di Indonesia hampir sepenuhnya dilakukan masyarakat muslim
sendiri dan menjadi tulang punggung bagi lembaga dan institusi masyarakat
muslim, dari masjid, pesantren, panti yatim, sekolah, rumah sakit hingga ormas
Islam. Peran zakat dan filantropi Islam adalah sangat vital dan instrumental dalam
memelihara dan memajukan eksistensi masyarakat muslim di negeri ini.

Setelah stagnasi panjang pasca kemerdekaan, era 1990-an menjadi saksi
kebangkitan zakat nasional di tangan masyarakat sipil, memulai gerakan sadar
zakat kepada publik secara luas, memperkenalkan pengelolaan zakat secara
kolektif dan mendayagunakan zakat secara produktif. UU No. 38/1999 yang
merupakan rezim awal pengelolaan zakat nasional, memberi iklim yang kondusif
untuk partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional, sehingga
memfasilitasi integritas dan inovasi dalam praktek pengelolaan dan
pendayagunaan zakat.

Zakat nasional yang diinisiasi dan dikelola masyarakat sipil, berperan
penting dalam memfasilitasi zakat sebagai gerakan sosial-ekonomi yang
independen dan mengizinkan perbaikan kesejahteraan ummat tanpa harus
bergantung pada intervensi negara. Di tangan masyarakat sipil, zakat tidak hanya
pranata keagamaan namun juga pranata sosial-ekonomi yang efektif untuk
penanggulangan kemiskinan dan mendorong perubahan sosial. Era 2000-an
menjadi saksi transformasi zakat nasional sepenuhnya dari ranah karitas ke ranah
pemberdayaan, yang didorong oleh pengelolaan zakat secara kolektif, transparan
dan professional. Zakat yang semula hanya sekadar amal karitas, kini telah
bertransformasi menjadi kekuatan sosial-ekonomi yang signifikan.

Di tengah arus besar gerakan zakat ini, lahir UU No. 23/2011,
menggantikan UU No. 38/1999. UU No. 23/2011 memberikan kewenangan
pengelolaan zakat nasional hanya pada BAZNAS (Pasal 5). Dalam arsitektur UU
No. 23/2011 masyarakat pada prinsipnya dilarang mengelola zakat. Maka
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional adalah sebuah
pengecualian dan pada dasarnya hanya “membantu” BAZNAS (Pasal 17). Dengan
logika ini, maka pendirian LAZ mendapat restriksi yang ketat, termasuk keharusan
mendapatkan “rekomendasi” BAZNAS (Pasal 18).
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Syarat pendirian LAZ bentukan masyarakat sipil dalam UU No. 23/2011
adalah sangat restriktif, dengan dua syarat yang paling mematikan yaitu terdaftar
sebagai ormas Islam dan mendapatkan rekomendasi BAZNAS. Sebagian besar
LAZ adalah bukan ormas Islam, sehingga syarat terdaftar sebagai ormas Islam
sama artinya memberangus sebagian besar LAZ. Syarat ini digugurkan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 86/PUU-X/2012. Sedangkan syarat
rekomendasi BAZNAS telah menjadi syarat paling krusial sekaligus paling
mematikan dalam perizinan LAZ.

SULIT IZIN, UPZ MENANTI IDESNS

Restriksi Perizinan, Ancaman Kriminalisasi & Akuisisi LAZ sebagai UPZ BAZNAS

Perizinan LAZ yang Restriktif
di Era UU No. 23/2011 Pasal 18 UU No. 23/2011

- UU No. 2372011 (8 syarat izin LAZ) = Syarat LAZ paling restriktif yaitu

- KMA No. No. 333/2015 (11 syarat izin LAZ) terdaftar sebagai ormas Islam dan
- PERBAZNAS No. 3/2019 (13 syarat mendapat rekomendasi BAZNAS
rekomendasi BAZNAS)

Syarat Pemberian Putusan MK
Rekomendasi BAZNAS No. 86/PUU-X/2012

Gagal Me-nj-ﬂdl Interpretasi Pasal 55 PP No. 14/2014 Syarat bersifat alternatif antara terdaftar
LAZ Berizin bahwa di lembaga pemerintah, BUMN, sebagai ormas Islam atau badan hukum
masjid, universitas, hanya boleh ada
UPZ BAZNAS

UPZ tanpa Tugas Pembantuan
menyetorkan 100% dana terhimpun

> ke BAZNAS
Hanya dapat legal beroperasi EEROAZN S o2 0ie |

sebagai UPZ BAZNAS UPZ melaksanakan mandat
pengumpulan zakat dari BAZNAS e et s P b e
mendistribusikan dan mendayagunakan
e maksimal 70% dari dana terhimpun dan
Mengelola zakat tanpa izin adalah menyetarkan 30% sisanya ke BAZNAS
pelanggaran pidana dan terancam
kriminalisasi sebagaimana Pasal 38

jo. 40 UU No. 23/2011

Kegagalan mendapatkan rekomendasi BAZNAS membuat proses

Ketidakbersediaan menjadi UPZ BAZNAS
berimplikasi menjadi LAZ tak berizin

Sumber: Analisis Staf IDEAS, diclah dari berbagai sumber

perizinan LAZ terhenti meski telah memenuhi semua persyaratan lainnya. Dengan
syarat rekomendasi BAZNAS serupa dengan syarat perizinan LAZ itu sendiri, maka
mendapatkan rekomendasi BAZNAS menjadi serupa dengan proses perizinan
LAZ. Semua calon LAZ yang berhasil mendapatkan rekomendasi BAZNAS, hampir
dipastikan memperoleh perizinan LAZ dari Kemenag. Secara de jure perizinan LAZ
dikeluarkan oleh Kemenag, namun secara de facto perizinan LAZ sangat dominan
ditentukan oleh BAZNAS.

Dalam prakteknya, proses mendapatkan rekomendasi BAZNAS menjadi
ajang “penyaringan” bagi BAZNAS untuk mengakuisisi LAZ potensial menjadi UPZ
(Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS, terutama LAZ yang berafiliasi dengan “kavling”
BAZNAS. Pasal 53, 54 dan 55 PP No. 14/2014 menetapkan “pembagian kavling”
atas zakat nasional, yaitu BAZNAS pusat menghimpun zakat dengan membentuk
UPZ di lembaga negara, kementrian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan

asing, dan masjid negara (Pasal 53), sedangkan BAZNAS provinsi di kantor SKPD,
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BUMD dan perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, dan masijid raya
(Pasal 54), dan BAZNAS kabupaten/kota di kantor SKPD, BUMD dan perusahaan
swasta skala kabupaten/kota, masjid/musholla, sekolah/madrasah, kecamatan,
hingga desal/kelurahan (Pasal 55). LAZ yang berbasis atau berafiliasi dengan
“kavling BAZNAS”, sebaik apapun memenuhi persyaratan perizinan LAZ, hampir
dipastikan tidak akan mendapatkan rekomendasi BAZNAS dan diminta menjadi
UPZ BAZNAS.
SIMPUL DANA AMIL NEGARA IDEANS

Pembentukan UPZ dan Penghimpunan Dana BAZNAS, 2016-2023

UPZ BAZNAS Pusat

Penghimpunan Total Rasio Penghimpunan
Jumlah UPZ BAZNAS dari UPZ Penghimpunan UPZ terhadap Total
BAZNAS (Rp Miliar) BAZNAS (Rp Miliar) Penghimpunan BAZNAS
2016 27 112 24,1%
2017 57 154 37,0%
2018 60 61 207 29,5%
2019 124 117 300 39,0%
2020 137 158 387 4£0,8%
2021 140 188 523 35,9%
2022 159 216 642 33,6%
2023 170 229 886 25,8%

UPZ BAZNAS Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Jenis UPZ BAZNAS Daerah

Masjid - Instansi Pemerintah Universitas - Lainnya
Mushola Pemda/OPD Desa Sekolah

Total
Jumlah UPZ

v

2023 47,9% 20,2% 19,6% 8,7% 3,6% 61.910

Rasio Penghimpunan UPZ thd Total Penghimpunan BAZNAS Daerah

BAZNAS BAZNAS BAZNAS BAZNAS BAZNAS BAZNAS
Prov. NTB Kota Dumai Prov. Banten Kota Balikpapan Kota Yogyakarta Prov. Riau

2017 98,3% 94,4% 88,2%% 80,8% 76,7% 33,7%

Kegagalan mendapatkan rekomendasi BAZNAS dan keengganan untuk
mendaftar karena meyakini akan ditolak permohonan perizinannya, membuat
banyak LAZ akhirnya harus beroperasi tanpa perizinan, meski sebenarnya mereka
layak dan berhak untuk mendapatkan perizinan tersebut. Namun menjadi tak
berizin membuat mereka menghadapi ketentuan pamungkas UU No. 23/2011:
kriminalisasi terhadap amil illegal yang beroperasi tanpa ijin pejabat yang
berwenang (Pasal 38) dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau
pidana denda maksimal Rp 50 juta (Pasal 41). Maka, bagi LAZ tak berizin ini, satu-
satunya pilihan yang tersedia untuk beroperasi secara legal hanya dengan menjadi

UPZ BAZNAS: pilihan yang sangat tidak diinginkan bagi banyak LAZ.

UPZ melakukan pengumpulan zakat atas dasar mandat dari BAZNAS
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sebagai pemegang otoritas pengelolaan zakat nasional. UPZ murni, tanpa tugas
pembantuan, wajib menyetorkan 100 persen dana terhimpun ke BAZNAS.
Sedangkan UPZ dengan tugas pembantuan dapat mendistribusikan dan
mendayagunakan dana terhimpun maksimal 70 persen dan menyetorkan sisanya
minimal 30 persen ke BAZNAS. BAZNAS banyak bergantung pada UPZ untuk
penghimpunan dana, terutama BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten—kota. Di
BAZNAS pusat, jumlah UPZ dan kontribusi UPZ dalam penghimpunan dana terlihat
semakin besar. Bila di 2016 penghimpunan dana BAZNAS dari UPZ Rp 27 miliar,
maka di 2023 angkanya telah menembus Rp 229 miliar. Hal ini berjalan beriringan
dengan jumlah UPZ BAZNAS yang juga terus meningkat dari 60 UPZ pada 2018
menjadi 170 UPZ pada 2023.

Ekspansi BAZNAS secara progresif melalui pembentukan UPZ pasca UU
No. 23/2011, terlihat berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ukuran BAZNAS.
Dengan kontribusi UPZ dalam penghimpunan dana BAZNAS yang signifikan,
hingga di kisaran 40 persen, pendirian UPZ telah menjadi bagian penting dan tak

terpisahkan dalam strategi penghimpunan dana BAZNAS.
TUMBUH TINGGI PASCA REGULASIE IDEAS

Pertumbuhan dan Ukuran OPZ Pasca UU No. 23/2011, 2012-2023
30%

25% Penghimpunan Dana 2023

Rp 881,2 Miliar

4y 20%

15%
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Jumlah Penghimpunan Dana, 2012 (Rp Miliar)

www.ideas.or.id

Pasca terbitnya UU No. 23/2011, BAZNAS secara konsisten menjadi satu-
satunya OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dengan pertumbuhan penghimpunan
dana tertinggi. Dalam periode 2012 — 2023, BAZNAS secara mengesankan tumbuh
rata-rata 23,6 persen per tahun (compound annual growth rate), jauh diatas
pertumbuhan OPZ pada umumnya. Pada rentang waktu yang sama, Rumah Yatim

dan YBM BRI, yang memiliki ukuran relatif sama dengan BAZNAS pada 2012,
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masing-masing hanya tumbuh 13,1 persen dan 9,1 persen. Bila pada 2012 ukuran
BAZNAS masih setara dengan YBM BRI dan Rumah Yatim, maka 11 tahun
kemudian pada 2023 ukuran BAZNAS telah menjadi 9,7 kali lipat dari YBM BRI dan
5,6 kali lipat dari Rumah Yatim. Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa bahkan hanya
tumbuh rata-rata 5,3 persen dan 6,2 persen sepanjang 2012 — 2023.

Di tingkat daerah, ekspansi BAZNAS melalui pembentukan UPZ berjalan
jauh lebih masif. Dengan jumlah BAZNAS daerah yang sangat masif, jumlah UPZ
di tingkat daerah diperkirakan sangat besar. Hingga kini setidaknya terdapat 34
BAZNAS Provinsi dan 464 BAZNAS Kabupaten — Kota. Setiap BAZNAS daerah
membentuk UPZ secara masif sebagaimana BAZNAS pusat dan bahkan dengan
kontribusi UPZ yang jauh lebih besar dalam penghimpunan dana. Sebagai misal,
pada 2021 BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki 79 UPZ dengan kontribusi terhadap
penghimpunan dana BAZNAS Kota Yogyakarta mencapai 74,8 persen.

OPZ pada umumnya memiliki pola hubungan terbalik antara ukuran (size)
lembaga dengan pertumbuhan penghimpunan dana-nya. Semakin besar ukuran
OPZ, cenderung semakin rendah pertumbuhan penghimpunan dana-nya. Namun
hal ini tidak berlaku untuk BAZNAS, yang terlihat berkorelasi dengan pertumbuhan
UPZ-nya.

MELAMBUNG KINERJIA IDEZNS

OPERATOR NEGARA -

OPZ Nasional Terbesar Pasca UU No. 23/2011, 2012-2023
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Sumber: Diclah dari BAZNAS dan FOZ www.ideas.or.id

Dengan pertumbuhan yang sangat tinggi sepanjang 2012-2023, yaitu
tumbuh hingga 24 persen per tahun, maka kini struktur OPZ nasional mengalami
perubahan besar. Bila di 2012 OPZ nasional terbesar adalah Dompet Dhuafa
dengan penghimpunan dana Rp 214,4 miliar per tahun dan Rumah Zakat Rp 175,4
miliar, maka sejak 2020 BAZNAS telah menjadi OPZ nasional terbesar.
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Hanya dalam 7 tahun, BAZNAS melampaui Rumah Zakat pada 2019. Dan
hanya dalam 8 tahun BAZNAS melampaui Dompet Dhuafa pada 2020. BAZNAS
yang semula ukurannya hanya sekitar sepertiga dari Rumah Zakat dan sekitar
seperempat dari Dompet Dhuafa, yaitu penghmpunan sebesar Rp 50,3 miliar per
tahun, kini telah menjadi OPZ terbesar. Pada 2019, penghimpunan BAZNAS
mencapai Rp 296,2 miliar per tahun, melampaui Rumah Zakat yang Rp 266,0
miliar. Pada 2020, penghimpunan BAZNAS mencapai Rp 386,2 miliar per tahun,
melampaui Dompet Dhuafa yang Rp 370,0 miliar. Terkini, pada 2023, ukuran
BAZNAS telah 2,4 - 2,6 kali lipat lebih besar dari Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.

Dalam rezim UU No. 23/2011 dengan perizinan bagi LAZ mengharuskan
adanya rekomendasi BAZNAS, maka terjadi persaingan yang tidak sehat dan tidak
wajar antara operator zakat bentukan negara (BAZNAS) dan operator zakat
bentukan masyarakat (LAZ). Syarat mendapatkan rekomendasi BAZNAS menjadi
syarat yang tidak lazim dan sangat mematikan bagi LAZ. Hal ini karena BAZNAS
juga menyandang status sebagai operator zakat sebagaimana LAZ. Dengan
conflict of interest yang sangat jelas ini, BAZNAS memiliki motif, insentif dan
kewenangan untuk menjegal pendirian LAZ baru yang berpotensi menjadi pesaing-

nya.

Politisasi Dana Zakat di Era UU No. 23/2011

Implementasi UU No. 23/2011 tidak hanya mendorong ekspansi dan
penguatan operator zakat pemerintah diatas marjinalisasi operator zakat
masyarakat sipil, namun juga menciptakan politisasi dana zakat yang masif
terutama di tingkat daerah. Contoh terkini dan terbesar dari hal ini adalah kasus
dana zakat dari BAZNAS Jawa Tengah yang digunakan oleh Gubernur Jawa
Tengah untuk memberi bantuan ke kader partai-nya sendiri dalam rangkaian acara
ulang tahun partai tersebut (Koran Tempo, 3 Januari 2023). Belum lama berselang,
Gubernur Jawa Tengah tercatat mendapatkan penghargaan pada 2022 dari
BAZNAS RI sebagai gubernur pendukung gerakan zakat Indonesia dan di waktu
yang sama Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan
koordinasi pengelolaan zakat terbaik dan provinsi dengan inovasi pengumpulan
zakat terbaik. Penghimpunan dana BAZNAS Jawa Tengah tercatat melonjak tinggi
sejak 2019 seiring terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah yang mengatur
pemotongan zakat secara langsung dari gaji ASN di Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.
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Kasus politisasi dana zakat oleh Gubernur Jawa Tengah ditengah gempita
penghimpunan zakat yang terutama berasal dari ASN daerah ini sejatinya bukanlah
kasus pertama, dan diyakini bukan akan menjadi yang terakhir sepanjang tidak ada
perubahan dalam rezim pengelolaan zakat nasional. Politisasi zakat oleh kepala
daerah untuk kepentingan elektoral telah terjadi sejak lama, dan hingga kini tidak
pernah mendapat perhatian yang memadai, sehingga terus berulang.

Fenomena politisasi dana zakat oleh kepala daerah mulai terjadi sejak
terbitnya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan semakin marak pasca
terbitnya UU No. 23/2011 yang menggantikan UU No. 38/1999. Secara umum,
kehadiran UU No. 38/1999 dan UU No. 23/2011 membawa banyak dampak positif
bagi dunia zakat nasional. Dampak terpenting adalah perlindungan dan pelayanan
bagi warganegara dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama-nya serta
kepastian hukum bagi eksistensi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), baik operator
pemerintah (BAZNAS) maupun operator masyarakat sipil (LAZ). Di waktu yang
sama, UU No. 38/1999 dan UU No. 23/2011 juga telah mendorong meningkatnya
hasil guna dan daya guna zakat sebagai pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mendorong meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat secara formal melalui OPZ.

Namun, dalam desain UU No. 38/1999, pendirian BAZNAS mengikuti
struktur administrasi pemerintahan, sehingga membuat BAZNAS berdiri di tingkat
pusat, provinsi hingga kabupaten-kota. Pendirian BAZNAS daerah yang melekat
pada struktur pemerintah daerah menjadi amanat UU No. 23/2011 dimana peran
kepala daerah adalah sentral. Secara umum, operasional BAZNAS daerah banyak
bergantung pada fasilitas dan pembiayaan dari pemerintah daerah, dengan
penghimpunan dana didominasi dari zakat ASN daerah dan calon jemaah haji yang
dilakukan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang melekat pada instansi
pemerintah daerah mulai dari SKPD, BUMD, kecamatan, kelurahan/desa, hingga
masjid/mushalla dan sekolah/madrasah. Ketergantungan BAZNAS daerah kepada
kepala daerah memuncak ketika pimpinan BAZNAS daerah dipilih dan diangkat
oleh kepala daerah, serta mendapat gaji dari APBD atau hak amil dari dana
terhimpun BAZNAS daerah.
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MOTIF ELEKTORAL DALAM IDEANS
PENGELOLAAN ZAKAT |

Politisasi Dana Zakat Untuk Kepentingan Elektoral di Era UU No. 23/2011:
Kasus BAZNAS Daerah

Menyusun rancangan, menetapkan
dan melaksanakan APBD

Menerbitkan peraturan, Kepala Daerah
surat edaran, atau
instruksi untuk
optimalisasi
penghimpunan Pimpinan BAZNAS Daerah diangkat BAZNAS Daerah bertanggung- APBD
zakat di lingkungan dan diberhentikan oleh Kepala Daerah jawab ke pemerintah daerah
pemerintah daerah (Pasal 36 dan 43 PP No.14/2014) (Pasal 33 dan 40 PP No. 14/2014) Pembahasan,
persetujuan
dan
pengawasan
ASN Pemerintah BAZNAS Daerah asEl
L —3 T —
Daerah 34 Provinsi dan DPRD
480 Kab-Kota
Membayar z?’kkal Biaya operasional BAZNAS Daerah,
BASNAL F o termasuk gaji pimpinan, dibebankan ke APBD
oy (Pasal 69 PP No. 14/2014)
dan Kab-Kota
MS:#;;S:" Mustahik
Membayar zakat, Politisasi dalam
infak dan sedekah penyaluran dan
pendayagunaan dana
Sumber: Analisis Staf IDEAS, diolah dari berbagai sumber

Pasca UU No. 38/1999, banyak daerah menerbitkan peraturan daerah
(Perda) tentang Zakat, dan semakin marak pasca UU No. 23/2011. Meski perda-
perda zakat ini hanya sekedar mereplikasi UU No. 38/1999 dan UU No. 23/2011,
namun perda-perda zakat ini menjadi instrument efektif pemerintah daerah untuk
mengkontrol pengelolaan zakat daerah, terutama dengan membuat pembayaran
zakat ke BAZNAS daerah menjadi bersifat wajib. Dengan diskresi yang luas,
distribusi zakat BAZNAS daerah seringkali dimanipulasi untuk mengkonsolidasi
kekuatan politik kepala daerah.

Perda Zakat umumnya menjadi payung hukum untuk menarik zakat di
daerah secara waijib, terutama bagi ASN daerah dengan cara memotong secara
langsung gaji mereka. Bila di tingkat nasional penerbitan regulasi yang mengatur
pemotongan zakat bagi ASN dan TNI-Polri masih menjadi debat publik, di daerah
hal ini telah diterapkan sejak lama. Dengan demikian, motivasi dari antusiasme
penerbitan Perda Zakat dapat ditelusuri dari motif politik: menguasai sumber daya
ekonomi baru untuk menciptakan dan merawat basis pemilih dalam rangka
memenangkan dan melanggengkan kekuasan kepala daerah.

Dana zakat yang dihimpun secara wajib dengan kekuatan kekuasaan,
alokasi-nya berpotensi besar dipengaruhi kepentingan politik pragmatis jangka
pendek. Banyak daerah sejak lama menerapkan pemotongan zakat dari gaji ASN
daerah melalui instruksi kepala daerah. Andai bersifat sukarela-pun, pembayaran
zakat ASN daerah ke BAZNAS daerah sulit dihindari karena adanya sanksi sosial
bagi yang menolak gaji-nya dipotong. Dengan pola terkini yang umum

menggunakan payroll system, tidak ada ASN daerah yang bisa menghindari
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pemotongan zakat ini. Berbagai studi mengindikasikan bahwa dana zakat yang
dihimpun melalui kekuatan politik lokal ini, rentan dipolitisasi penguasa daerah
untuk merawat konstituen mereka, bahkan secara de facto berfungsi menjadi dana

taktis kepala daerah (lihat antara lain Buehler, 2008).

Syarat yang Mematikan

Pelaksanaan UU No. 23/2011 telah mematahkan praktek pengelolaan
zakat oleh masyarakat sipil yang telah berjalan dengan baik dalam rentang waktu
yang sangat panjang, sekaligus memarjinalkan partisipasi masyarakat sipil dalam
penanggulangan kemiskinan dan pembangunan. Marjinalisasi LAZ dibawah rezim
UU No 23/2011 adalah sangat jelas dan eksplisit.

Per 25 November 2016, seluruh LAZ diwajibkan menyesuaikan diri dengan
UU No. 23/2011. Namun menyesuaikan diri dengan UU No. 23/2011 ini
berimplikasi berhadapan dengan persyaratan pendirian LAZ yang kini menjadi
sangat restriktif dan mahal, mulai dari rekomendasi BAZNAS hingga kewajiban
seluruh pegawai mengikuti program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Setelah menghadapi syarat perizinan yang restriktif, LAZ dihadapkan pada
berbagai pembatasan-pembatasan operasional, seperti jumlah perwakilan LAZ di
daerah maksimal hanya 1 di setiap provinsi’kabupaten-kota, proses perizinan
perwakilan LAZ di daerah yang juga panjang dan berliku, tidak diperbolehkan
memiliki UPZ, serta tidak berhak mendapatkan bantuan pembiayaan operasional
dari APBN atau APBD. Segera setelah perizinan diberikan, LAZ langsung
dihadapkan pada mekanisme pelaporan yang berlebihan dan memberatkan. LAZ
diharuskan membuat pelaporan atas pengelolaan zakat ke BAZNAS hingga 2 kali
dalam setahun, dimana setiap laporan diharuskan diaudit keuangan dan audit
syariat.

Kombinasi dari syarat pendirian yang restriktif, pembatasan-pembatasan
operasional yang masif, dan mekanisme pelaporan yang memberatkan, membuat
LAZ cenderung gagal menjadi LAZ atau enggan mendaftar untuk menjadi LAZ.
Situasi ini secara sistemik membuat sebagian besar LAZ menjadi tidak berizin.
Namun ketika LAZ beroperasi tanpa perizinan, mereka terancam dikriminalisasi.
Dengan demikian, berbagai ketentuan UU No. 23/2011 secara sistematis akan
memaksa LAZ untuk beralih menjadi UPZ BAZNAS. Namun, menjadi UPZ
BAZNAS adalah pilihan yang sangat tidak diinginkan oleh LAZ. Menjadi UPZ

BAZNAS berimplikasi keharusan menyetorkan seluruh penghimpunan dana ke
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BAZNAS, harus mengajukan proposal kegiatan untuk dapat melakukan tugas
pembantuan pendistribusian maksimal 70 persen dari dana terhimpun, dan
membuat pelaporan ke BAZNAS.

Rekomendasi BAZNAS menjadi syarat paling krusial dan mematikan bagi
LAZ untuk mendapatkan perizinan dari Kemenag. Kewenangan memberikan
rekomendasi kepada LAZ telah menjadi instrumen yang efektif bagi BAZNAS
dalam melakukan “fungsi pengendalian” bagi pendirian LAZ dan dalam prakteknya
telah menjadi “saringan” bagi BAZNAS untuk mengakuisisi LAZ menjadi UPZ-nya.

Untuk mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, LAZ harus memenuhi
persyaratan yang bahkan lebih ketat dari syarat perizinan LAZ sebagaimana
ditetapkan dalam UU No. 23/2011. Syarat mendapatkan rekomendasi BAZNAS
yang paling mematikan bagi LAZ adalah LAZ tidak boleh berbasis atau berafiliasi
dengan institusi yang berdasarkan PP No.14/2014 dikategorikan sebagai UPZ
BAZNAS (Pasal 53, 54 dan 55). Syarat ini membuat banyak LAZ, terutama LAZ
berbasis korporasi/BUMN, masijid, pesantren dan universitas, menjadi lembaga
zakat tak berizin, bukan karena tidak memenuhi persyaratan namun hanya karena
tidak mendapat rekomendasi BAZNAS, dimana secara sederhana mereka
dikategorikan berbasis di “wilayah penghimpunan BAZNAS” sehingga harus
menjadi UPZ BAZNAS.

Hak masyarakat muslim untuk menjalankan amanah dan kepercayaan
masyarakat untuk mengelola zakat, dihambat dan dihalangi secara vulgar oleh UU
No. 23/2011. Dibawah UU No. 23/2011, hak setiap warga negara untuk
berpartisipasi secara kolektif melalui LAZ untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negara mendapat tantangan sangat serius. Hak warga negara yang dijamin
konstitusi dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ini terbukti gagal terlindungi dibawah
UU No. 23/2011 ketika banyak LAZ gagal mendapatkan perizinan dan terpaksa
menijadi illegal, dan kini menghadapi ancaman kriminalisasi.

KETAT REKHOMENDASI, IDE/NS
ILEGAL MENANTI

Rekomendasi BAZNAS Untuk Perizinan LAZ, Fungsi Pengendalian BAZNAS
dan Akuisisi LAZ Menjadi UPZ BAZNAS, 2014-2022

Permohonan Yo Yo
Rekomendasi Permohonan Permohonan Permohonan Permohonan

BAZNAS Diterima Ditolak Diterima Ditolak
2014 10 o 10 0% 100%
2015 14 7 7 50% 50%
2016 L 26 18 59% 461%
2017 29 19 10 6% 34%
2018 52 16 26 38% S2%
2019 26 13 13 50% 50%
2020 28 18 10 S4L% 36%
2021 87 320 57 34% 66%
2022 57 25 32 L4% 56%

~
2015L-2022 337 1556 183 L&% S5&%

Sumber: Analisis Staf IDEAS, diolah dari berbagai sumber
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Dalam 9 tahun terakhir, sepanjang 2014-2022, hanya 154 LAZ yang berhasil
mendapatkan rekomendasi BAZNAS, atau hanya sekitar 46 persen dari 337
permohonan rekomendasi BAZNAS yang diajukan. Dengan jumlah LAZ yang
sangat besar, rekomendasi BAZNAS yang rata-rata hanya sekitar 17 buah per
tahun, mengindikasikan banyak-nya LAZ yang mengalami kegagalan untuk
mendapatkan rekomendasi BAZNAS. Di saat yang sama, pertumbuhan jumlah
UPZ yang progresif mengindikasikan proses akuisisi

LAZ sebagai UPZ BAZNAS diduga berjalan dengan masif. Sepanjang 2014
— 2024 terdapat 183 permohonan rekomendasi BAZNAS oleh LAZ yang ditolak,
sekitar 54 persen dari total 337 permohonan rekomendasi BAZNAS yang diajukan.
Proses perizinan LAZ bentukan masyarakat sipil di era rezim UU No. 23/2011
bukan sekedar proses formalisasi dan penyesuaian dari rezim UU No. 38/1999,
namun telah menjadi jalan yang terjal dan berliku bagi banyak LAZ.

Kehadiran UU No. 23/2011 merubah secara drastis praktek baik dalam
pengelolaan zakat di masyarakat yang telah berjalan ratusan tahun. UU No.
23/2011 nyaris tidak menyisakan ruang pengelolaan zakat yang memadai untuk
masyarakat sipil, padahal zakat telah menjadi kultur dan mendorong penguatan
masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional secaa
luas seharusnya tetap dijaga, sehingga masyarakat muslim dapat
mempertahankan warisan dan kekayaan  historisnya dan sekaligus
independensinya vis a vis negara. Pemerintah tidak seharusnya memberlakukan
restriksi yang dapat menyulitkan pertumbuhan dan eksistensi LAZ. Terpeliharanya
LAZ dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu perwujudan kebebasan
beragama yang dijamin konstitusi. Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk
menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat manapun yang mereka percayai
tanpa dibayangi kemungkinan ancaman kriminalisasi terhadap amil yang
mengelola dana mereka hanya karena gagal memenuhi syarat perizinan yang tidak

lazim.

Marjinalisasi dan Akuisisi LAZ

Dibawah rezim UU No. 23/2011, pengelolaan zakat nasional bertumpu
pada operator pemerintah, yaitu BAZNAS, yang membentuk struktur mengikuti
birokrasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dan melalui UPZ
dapat membentuk struktur hingga ke kelurahan dan desa, dimana struktur dibawah

bertanggungjawab kepada struktur diatasnya. Dengan hirarki struktur seperti inilah
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maka pengelolaan zakat nasional dikatakan “melembaga” dan “terintegrasi’.
Dengan demikian, perizinan dan pengaturan yang ketat bagi operator zakat diluar
BAZNAS, vyaitu LAZ dan amil tradisional-perseorangan, mendapat perhatian
penting dan menjadi hal krusial dalam UU No. 23/2011 agar mereka “tetap

terintegrasi” dalam sistem pengelolaan zakat nasional.

UU No. 23/2011 mendorong ekspansi operator zakat nasional, tetapi
secara diskriminatif: mengharuskan pendirian BAZNAS namun merestriksi
pendirian LAZ dengan sangat ketat, bahkan mengakuisisi LAZ yang telah ada
sebagai UPZ. Dinamika struktur OPZ nasional dibawah UU No. 23/2011 menjadi
terihat amat janggal dan mengkhawatirkan: memaksakan sentralisasi
penghimpunan dan penyaluran zakat nasional ke operator zakat negara dengan
cara memarjinalisasi dan mengakuisisi operator zakat masyarakat. Kasus perizinan
LAZ berbasis korporasi menjadi contoh paling jelas bagaimana hak masyarakat
untuk mengelola zakat dibatasi dan dihambat secara vulgar dibawah rezim UU No.
23/2011.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) PP No. 14/2014 bahwa BAZNAS
berwenang membentuk UPZ di lembaga negara, kementrian, BUMN, perusahaan
swasta, kedutaan dan masjid negara. BAZNAS menafsirkan ketentuan ini bahwa
LAZ dan amil yang sudah beroperasi di institusi-institusi tersebut sebelum UU No.
23/2011 harus berubah menjadi UPZ BAZNAS. Di institusi-institusi tersebut, hanya
boleh ada 1 amil zakat, yaitu UPZ BAZNAS.

Hal ini menjadi sumber konflik yang keras dan panjang, terutama antara
BAZNAS dengan LAZ berbasis korporasi, karena LAZ berbasis korporasi
berkeyakinan bahwa kewenangan BAZNAS untuk membentuk UPZ di korporasi
tidak menghapus eksistensi mereka. BAZNAS berhak membentuk UPZ di
korporasi, namun LAZ yang sudah lama beroperasi di korporasi juga dapat terus

beroperasi. Keduanya dapat berjalan bersama beriringan.

LAZ berbasis korporasi menolak ketika diminta menjadi UPZ BAZNAS. LAZ
berbasis korporasi yang pada umumnya telah lama berdiri, mendapatkan
kepercayaan tinggi dari muzakki dan bahkan sebagian diantaranya telah menjadi
LAZ Nasional di era UU No. 38/1999, berkeras untuk tetap menjadi LAZ di era UU
No. 23/2011. Namun keinginan besar LAZ berbasis BUMN ini terbentur syarat

perizinan LAZ harus mendapat rekomendasi BAZNAS sebagaimana Pasal 18 ayat
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(2) huruf ¢ UU No. 23/2011. Dan ketika LAZ beroperasi tanpa izin, maka ketentuan

kriminalisasi menanti sebagaimana Pasal 38 jo. 41 UU No. 23/2011.

ATAS NAMA INSTITUSIONALISASI DAN INTEGRASI IDEAS

Pengambilalihan LAZ sebagai UPZ BAZNAS di bawah Rezim UU No. 23/2011: Kasus LAZ Korporasi

Tahun  StatusdiEra Status di Era Penghimpunan Dana
LAz Berdiri UU No. 38/1999 UU Ne. 23/2011 2023 (Rp Miliar)
Amanah Takaful 1998  LAZ Nasional (2001) UPZ BAZNAS - Takaful (2017) 5,2(2021)
s el Muzmalet 150 L Haslaral 2001) LAZ Nasional (2021)det::anj;iZ°rE:\|Z(:I2\£ Bank Muamalat (2021) M
BAMUIS BNI 1985  LAZ Nasional (2002) Tanpa Status** dengan UPZ BAZNAS - BNI (2018} 50,8
BSM Umat/BSI Maslahat 2000  LAZ Nasional (2002) LAZ Nasional (2021) dengan UPZ BAZNAS - BSI (2021) 1249
YBM BRI/BRIlian 2001 LAZ Nasional (2002) LAZ Nasional (2024) dengan UPZ BAZNAS - BRI (2024) 149,8(2022)
Baituzzakah Pertamina 2003  LAZ Nasional (2004) LAZ Nasional {2024} dengan UPZ BAZNAS - Pertamina (2024} 22,1(2020)
YBM PLN 2006 Tanpa Status* Tanpa Status** 2984
Amaliah Astra 2007 Tanpa Status® Tanpa Status™ dengan UPZ BAZNAS - Astra (2024) 19,8(2022)
BPZIS Mandiri/Mandiri Amal Insani 2000 Tanpa Status* LAZ Nasional (2021) dengan UPZ BAZNAS - Bank Mandiri (2021) 34,6
Bakrie Amanah 2010 Tanpa Status LAZ Nasional (2023) 52,4
Hadji Kalla 2019 - LAZ Nasional (2020) g
(T Arsa 2022 - LAZ Nasional (2022) e
* Legalitas terkendala "moratorium perizinan LAZ" seiring rencana amandemen UU No. 38/1998 terutama sejak 2007-2008
** Tidak mendapat rekomendasi BAZNAS karena dianggap bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) PP No. 14/2014 dan diminta menjadi UPZ BAZNAS
** Data tidak tersedia
[ carermmn

Dari 6 LAZ berbasis korporasi yang telah eksis dan mendapat perizinan
sebagai LAZ Nasional di era UU No. 38/1999, tidak ada satupun yang mampu
bertahan dan kembali memperoleh perizinan sebagai LAZ Nasional di era UU No.
23/2011. Bahkan 5 LAZ Nasional berbasis korporasi di era UU No. 38/1999 kini
telah diakuisisi menjadi UPZ BAZNAS. Pola akuisisi LAZ korporasi menjadi UPZ
BAZNAS umumnya melalui skema tripartit dimana UPZ BAZNAS dan LAZ
korporasi berdiri bersamaan di korporasi yang sama dengan UPZ BAZNAS
menyetorkan 30 persen dana terhimpun ke BAZNAS dan LAZ korporasi hanya
mengelola 70 persen dana terhimpun. Dengan kata lain, LAZ korporasi meski
secara formal berstatus sebagai LAZ Nasional namun substansi-nya adalah UPZ
BAZNAS dengan Tugas Pembantuan. Kasus ini umum ditemui seperti di kasus LAZ
Baitul Mal Muamalat, LAZ BSI Maslahat, LAZ Mandiri Amal Insani dan kini YBM
BRI (BRIllian) dan Bazma Pertamian yang semuanya mendapatkan status LAZ
Nasional dengan skema tripartit: BAZNAS — UPZ — LAZ Korporasi.

Namun secara menarik, dalam tahun-tahun terakhir, LAZ berbasis

korporasi berhasil dengan mudah mendapatkan status sebagai LAZ Nasional,
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tanpa diminta menjadi UPZ BAZNAS. Hal ini ditemui di LAZ Hadji Kalla (2020), LAZ
CT Arsa (2022) dan terkini LAZ Bakrie Amanah (2023). Meski secara jelas berbasis
di korporasi, proses perizinan ketiga LAZ ini terlihat lancar dan cepat. Tidak ada
penjelasan yang memadai dari BAZNAS mengapa BAZNAS dengan mudah
memberikan rekomendasi bagi ketiga LAZ tersebut namun bersikap sangat keras
kepada LAZ korporasi lainnya meski memiliki rekam jejak yang jauh lebih
meyakinkan dan bahkan sudah pernah menyandang status sebagai LAZ Nasional
di era UU No. 38/1999.

Banyak LAZ kini tidak mendapat perizinan di era UU No. 23/2011 meski
memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan terbukti mampu mengelola zakat
secara amanah dan profesional, yang dibuktikan dengan tingginya kepercayaan
publik dalam bentuk penghimpunan dana yang signifikan dan terus bertumbuh. LAZ
tanpa izin ini tidak mendapat perizinan bukan karena tidak layak, bahkan banyak
diantara mereka yang sangat kredibel, namun secara sederhana hanya karena
mereka berbasis di “kavling” penghimpunan dana BAZNAS. Selain LAZ berbasis
korporasi, LAZ yang banyak mengalami kegagalan perizinan adalah LAZ berbasis

masjid dan LAZ berbasis universitas.

DEMI UPZ BAZNAS IDEANS
BERDIRI DI KORPORASI |

Skema Tripartit Sebagai Pola Pengambilalihan LAZ Korporasi oleh BAZNAS
di bawah Rezim UU No. 23/2011

BAZNAS Muzakki dan

Donatur

Menyetorkan 100%

Mengembalikan 70% Membayar zakat,
penghimpunan zakat

penghimpunan zakat infak dan sedekah

Pegawai R UPZ BAZNAS

Korporasi - Korporasi LAZ Korporasi

Membayar zakat
secara payrolf ke

Menyalurkan 70%
penghimpunan

Penyaluran dan
pendayagunaan dana

rekening UPZ zakat
BAZNAS - Korporasi

Mustahik

Sumber: Arzlisis Staf IDEAS, din'ak dari bErlﬁg_at sumbes
Pelaksanaan UU No. 23/2011 yang memarjinalkan LAZ bentukan

masyarakat sipil adalah kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja zakat
nasional. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak

ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh
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sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat nasional terbukti justru
meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil yang kredibel.

Seluruh kerangka regulasi dalam UU No. 23/2011 yang mendiskriminasi
dan memarjinalisasi LAZ, secara jelas terlihat bertujuan menghambat LAZ agar
tidak berkembang. Dengan BAZNAS yang menjadi dominan, masyarakat
diharapkan akan lebih memilih menyalurkan dana zakat ke BAZNAS. Namun,
pelaksanaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya yang merupakan kewajiban
moral muslim untuk melakukan kebaikan material atas nama Tuhan, pada
prakteknya lebih banyak ditentukan oleh kesadaran dan keyakinan individu
dibandingkan dengan enforcement kekuasaan negara. Tanpa adanya
kepercayaan, masyarakat tidak bisa dipaksa untuk menyalurkan zakat dan dana
sosial keagamaan ke BAZNAS. Ketika LAZ tidak berizin beroperasi, masyarakat
tetap menyalurkan zakat ke mereka tanpa terpengaruh permasalahan legalitas.
Tingginya kepercayaan menjadi faktor utama fenomena ini. Sebaliknya, lembaga
amil berizin tetap tidak mampu menarik penghimpunan dana masyarakat ketika
kepercayaan belum tumbuh.

Menggugat Rezim UU No. 23/2011

Materi muatan hukum seharusnya menangkap aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang. Norma hukum pada dasarnya inheren dengan nilai-nilai
yang diyakini dan dipraktekkan oleh masyarakat. Hukum tidak bisa sekedar
dipahami sebagai norma yang menjamin kepastian hukum semata, namun yang
lebih penting adalah menjamin keadilan dan kemanfaatan. Karena itu maka
pembentukan hukum yang ideal berfokus tidak hanya pada aspek metodologi
hukum semata namun juga aspek teologis, ontologis, positivisme dan fungsional
dari suatu norma hukum.

Proses pembentukan hukum yang baik, akan membuat hukum berperan
efektif dalam memandu perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Secara
sosiologis, pembentukan hukum yang baik akan berperan sebagai mekanisme
integratif dalam mengelola berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Namun
ketika hukum dibangun semata diatas supremasi kekuatan negara (an agency
power), sekedar menjadi instrument kekuasaan pemerintah (an instrument of
government), maka hukum akan kehilangan karakter impersonal, otonom dan
rasional.

Hukum hanya akan berlaku efektif bila hukum mencerminkan nilai-nilai
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yang diyakini kebenaran dan keadilannya oleh masyarakat dimana hukum
diberlakukan. Tanpa hal tersebut, hukum tidak akan efektif, bahkan akan menjadi
sumber pertentangan dan perpecahan di masyarakat.

Dalam kasus 108 lembaga tidak berizin, sebagian besar dari mereka bukan
tidak mau mengurus perizinan, bahkan sebaliknya mereka sangat berkeinginan
mendapatkan izin operasional resmi dari pemerintah, namun mereka tidak pernah
mendapatkan izin tersebut. Secara singkat, mereka bukan "lembaga zakat tidak
berizin", namun "lembaga zakat yang tidak diberi izin".

Tugas pemerintah seharusnya memfasilitasi agar lembaga zakat bentukan
masyarakat ini dapat memiliki izin, karena pada prinsipnya mereka membantu
pelaksanaan ibadah masyarakat, hak yang dijamin oleh konstitusi. Zakat adalah
ibadah bagi setiap muslim, karenanya pengamalannya termasuk ranah kebebasan
beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dilindungi
konstitusi. (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28l ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian,
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak konstitusional warga
negara ini menjadi tanggung jawab negara (Pasal 281 ayat (4) UUD 1945).

Perizinan sebagai instrumen hukum dalam membatasi kebebasan
bertindak warga negara harus bertumpu pada asas-asas pemerintahan yang baik
karena pada prinsipnya perizinan adalah membatasi kebebasan individu,
pembatasan terhadap kebebasan untuk bertindak. Jika perizinan adalah aturan
pengecualian terhadap sesuatu yang pada prinsipnya dilarang, maka hal aturan ini
akan berbeda untuk sesuatu yang pada prinsipnya adalah hak. Terkait hak warga
negara, seperti menjalankan kewajiban agama, maka kewajiban negara adalah
membuat regulasi untuk melindungi kebebasan tersebut.

Maka pendirian LAZ yang merupakan upaya memfasilitasi warga negara
untuk beribadah, harus dilindungi negara. Menjaga eksistensi LAZ yang dibentuk
oleh masyarakat sejak lama dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam melayani
masyarakat menunaikan zakat adalah penghormatan dan pengamalan konstitusi.
Ketika pemerintah secara gegabah merilis daftar 108 lembaga zakat tidak berizin,
menuduhnya beroperasi tanpa tata kelola yang baik dan meminta masyarakat tidak
lagi berzakat ke mereka, pemerintah merusak reputasi lembaga-lembaga tersebut
dan dapat dianggap melanggar hak konstitusional masyarakat, yaitu kebebasan
menyalurkan zakat kepada lembaga yang mereka percayai.

Selain bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin
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konstitusi, lebih jauh perizinan pengelola zakat dalam UU No. 23/2011 adalah
diskriminatif: kewajiban perizinan yang sangat ketat hanya ditujukan untuk LAZ dan
tidak berlaku untuk BAZNAS, meski keduanya sama-sama berstatus operator zakat
nasional dengan tugas dan fungsi yang serupa: menghimpun, mendistribusikan
dan mendayagunakan zakat. UU No. 23/2011 telah menyebabkan terjadinya
marjinalisasi dan penyempitan akses bagi para mustahik dan penerima manfaat
dana zakat untuk memperoleh manfaat dari dana zakat, akibat adanya pembatasan
terhadap LAZ yang boleh beroperasi. UU No. 23/2011 juga telah menyebabkan
terjadinya pembatasan terhadap preferensi dan pilihan para muzakki dalam
menyalurkan dana zakatnya, akibat dibatasinya LAZ yang boleh beroperasi dengan
persyaratan izin operasional yang tidak adil.

Arah Kebijakan ke Depan

Dalam pendekatan rule of the law atau negara hukum (rechtsstaat),
peraturan perundang-undangan lahir dari institusi yang mengklaim supremasi
hukum. Namun proses pembuatan peraturan ini seringkali lebih berfokus pada
legitimasi politk formal institusi penciptanya dibandingkan tujuan hukum itu sendiri.
Dari kerangka institusional seperti ini, norma hukum lahir dan mendapatkan bentuk
dan mengikat masyarakat dimana negara memiliki otoritas untuk menegakkannya.
Dengan norma hukum yang telah memperoleh bentuk dan legitimasi kekuasaan
memaksa, maka norma hukum yang sebelumnya masih dalam tataran teologis dan
paradigmatik, kini menjelma menjadi kekuatan yang memiliki otoritas memaksa
(dwingent recht) dan mengikat (binding).

UU No. 23/2011 lahir dari proses pembentukan hukum dengan legitimasi
politik formal sehingga norma hukumnya menjadi kekuatan yang memiliki otoritas
memaksa dan mengikat. Namun pembentukan produk hukum ini jauh dari
memenuhi rasa keadilan publik dan kemanfaatan bagi masyarakat, karenanya
selain ahistoris juga lemah secara sosiologis. Alih-alih mengukuhkan kebiasaan
baik yang tumbuh sebagai praktek sosial-keagamaan dalam kehidupan
bermasyarakat, UU No. 23/2011 justru melemahkannya. UU No. 23/2011 gagal
menjalankan fungsi rekayasa sosial menuju penguatan sektor amal nasional untuk
perubahan sosial, terlebih lagi fungsi kemudahan atau pemberian insentif bagi
sektor amal.

Lahirnya UU No. 23/2011 diikuti dengan terbitnya berbagai peraturan

(regeling) dan keputusan (beschikking) yang masif di dunia zakat nasional,



126

terutama yang ditujukan secara diskriminatif terhadap LAZ. Implementasi UU No.
23/2011 diikuti terbitnya berbagai peraturan mulai dari PP, KMA hingga Perbaznas
yang masif. Dan terbitnya berbagai peraturan yang masif ini kemudian diikuti
dengan terbitnya berbagai keputusan yang tidak kalah masif, terutama dibuat oleh
Kemenag berupa perizinan, dan oleh BAZNAS berupa rekomendasi.

Perizinan dalam rezim UU No. 23/2011 secara jelas ditujukan untuk
membatasi kebebasan LAZ. Semangat UU No. 23/2011 yang berupaya membatasi
LAZ, terlihat jelas dari transformasi regulasi perizinan LAZ era UU No. 38/1999 dan
era UU No. 23/2011. Berbeda dengan regulasi perizinan LAZ era UU No. 38/1999
yang bersifat terbuka, akuntabel dan melindungi kebebasan warga negara, regulasi
perizinan era UU No. 23/2011 bersifat diskriminatif, tidak proporsional dan
membatasi kebebasan warga negara.

Perizinan LAZ era UU No. 23/2011 secara jelas adalah sangat restriktif.
Dalam konstruksi awal dari UU No. 23/2011, LAZ hanya diizinkan bagi ormas Islam
yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial (Pasal 18 ayat 2 huruf a).
Hanya setelah judicial review UU No. 23/2011 di MK maka aturan pendirian LAZ ini
direlaksasi dimana syarat terdaftar sebagai ormas islam dan lembaga berbadan
hukum tidak lagi bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif (Putusan MK No.
86/PUU-X/2012).

Lebih jauh, perizinan LAZ era UU No. 23/2011 yang sejak awal restriktif,
semakin restriktif dalam implementasi-nya Berbekal formulasi Pasal 18 ayat 2 UU
No. 23/2011 yang menggunakan rumusan “paling sedikit’, persyaratan perizinan
LAZ bertambah signifikan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015
antara lain kewajiban adanya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi
seluruh pegawai, larangan rangkap jabatan di BAZNAS atau LAZ lainnya, dan

kesanggupan menghimpun dana minimal per tahun.

Puncak pembatasan pendirian LAZ ini adalah penggunaan persyaratan
rekomendasi BAZNAS sebagai instrumen pengendalian pendirian LAZ secara
diskriminatif. Selain menetapkan persyaratan yang sama ketat-nya dengan syarat
perizinan, rekomendasi BAZNAS juga menjadi alat yang efektif bagi BAZNAS untuk
menghambat pendirian LAZ yang berdasarkan PP No.14/2014 dikategorikan
sebagai UPZ BAZNAS (Pasal 53, 54 dan 55). Pengajuan rekomendasi terutama
oleh LAZ berbasis korporasi, yaitu LAZ berbasis BUMN dan LAZ berbasis

perusahaan swasta, LAZ berbasis masjid, serta LAZ berbasis universitas,
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seluruhnya mengalami penolakan meski memenuhi seluruh persyaratan dan
diminta menjadi UPZ BAZNAS. Dengan kegagalan mendapatkan rekomendasi
BAZNAS, maka dibawah UU No. 23/2011 seluruh LAZ berbasis korporasi, masijid
dan universitas menjadi amil tak berizin, bukan karena tidak memenuhi persyaratan
namun hanya karena secara sederhana dikategorikan berbasis di “wilayah
penghimpunan BAZNAS”.

Lebih jauh, perizinan LAZ era UU N. 23/2011 juga bermasalah pada aspek
kewenangan subyek penerbit perizinan. Dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 23/2011
kewenangan perizinan LAZ secara jelas berada di Menteri Agama atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dengan adanya peraturan (regeling) inilah
maka Menteri Agama berhak membuat putusan (beschikking) berupa izin LAZ.

Namun dengan adanya Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) yang
menetapkan syarat rekomendasi BAZNAS serupa dengan syarat perizinan LAZ itu
sendiri, bahkan dengan tambahan screening apakah LAZ berbasis di “wilayah
penghimpunan BAZNAS”, membuat perizinan LAZ secara de facto berada di
tangan BAZNAS, bukan di tangan Menteri Agama. Dengan demikian, implementasi
perizinan LAZ di era UU No. 23/2011 dalam prakteknya menyalahi amanat UU No.
23/2011 dimana perizinan LAZ seharusnya di tangan Menteri Agama, bukan
BAZNAS.

Kewenangan menerbitkan perizinan hanya dapat diperoleh melalui dua
cara, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi mengacu pada kewenangan asli atas
dasar ketentuan hukum tata negara. Delegasi mengacu pada pelimpahan
kewenangan kepada badan pemerintahan yang lain. Tidak ada satupun satu
klausul baik dalam UU No. 23/2011, maupun PP No. 14/2014 dan KMA No.
333/2015 yang menyebutkan adanya atribusi ataupun delegasi kewenangan
perizinan LAZ ke BAZNAS.

Dengan konstruksi hukum ini maka penerbitan PERBAZNAS No. 2/2014
dan PERBAZNAS No. 3/2019 tentang Pemberian Rekomendasi BAZNAS adalah
bermasalah. Syarat rekomendasi BAZNAS dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 23/2011
adalah satu kesatuan dengan syarat-syarat lainnya, yang merupakan kewenangan
Menteri Agama. Karena itu maka peraturan tentang rekomendasi BAZNAS

seharusnya diterbitkan oleh Menteri Agama, bukan oleh BAZNAS.

Setiap pembuatan keputusan mensyaratkan adanya peraturan. Keputusan
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(beschikking) tentang rekomendasi BAZNAS yang bersifat individual dan kongkrit
(individual and concrete), membutuhkan peraturan (regeling). Peraturan yang
keberlakuannya ditujukan kepada semua LAZ serta bersifat berlaku terus-menerus
(dauerhatftig) ini, seharusnya diterbitkan oleh Menteri Agama, sebagai representasi

pihak eksekutif yang menerima kewenangan atribusi dari Undang-undang.

Perizinan LAZ dengan demikian seharusnya berada di tangan Menteri
Agama, bukan BAZNAS. Pemberian rekomendasi BAZNAS yang didasarkan pada
PERBAZNAS adalah bertentangan dengan amanat UU No. 23/2011. BAZNAS
tidak memiliki kewenangan perizinan LAZ, baik atribusi maupun delegasi, sehingga
seharusnya peraturan tentang rekomendasi BAZNAS didasarkan pada Keputusan

Menteri Agama.
Arsitektur Zakat Nasional Masa Depan

Dengan berbagai kelemahan yang disandangnya, amandemen UU No.
38/1999 adalah keniscayaan dan seharusnya berfokus pada upaya memperbaiki
kelemahan utamanya, yaitu ketiadaan tata kelola yang baik dengan mendirikan
otoritas zakat yang kuat dan kredibel. Namun UU No. 23/2011 menelikung upaya
mulia ini dengan mengarahkan zakat nasional ke kondisi ekstrim lainnya, dari
desentralisasi yang sangat liberal menjadi sentralisasi yang sangat ketat. Ironisnya,
tata kelola yang baik tetap terabaikan dengan operator zakat pusat (BAZNAS)

bertindak sekaligus sebagai regulator.

Adopsi sistem sentralisasi oleh UU No. 23/2011 adalah tidak valid, ahistoris
dan mengingkari peran masyarakat sipil dalam Indonesia kontemporer yang
demokratis. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak
ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh
sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat justru meningkat setelah
dikelola oleh masyarakat sipil. Operasional OPZ bentukan masyarakat sipil yang
transparan dan akuntabel lebih disukai dan menumbuhkan kepercayaan muzaki.
Kepercayaan (trust) menjadi kata kunci disini. Kepercayaan masyarakat inilah yang
harus dijaga dan dipelihara melalui tata kelola yang baik, yaitu operator zakat (OPZ)

mendapat regulasi dan pengawasan yang memadai dari otoritas zakat (BZI).

Maka, dalam arsitektur zakat nasional yang ideal, kehadiran regulator yang
kredibel dan kuat menjadi agenda pertama dan utama. BAZNAS diarahkan untuk

bertransformasi sepenuhnya sebagai operator, sedangkan tugas sebagai regulator
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diemban institusi baru, katakan BZI. Otoritas zakat nasional ini dibentuk di tingkat
pusat dan dapat membuka perwakilan di tingkat provinsi jika terdapat kebutuhan
yang mendesak. Dalam kerangka institusional ini, terdapat pemisahan fungsi yang
tegas antara regulator dan operator sehingga masing-masing akan berfungsi

optimal dan tidak mengalami conflict of interest.

Regulator memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan terhadap
operator di tiga aspek utama yaitu kepatuhan syariah atas pengelolaan zakat,
transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari
pendayagunaan dana zakat. Otoritas zakat nasional juga melakukan fungsi
perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan zakat nasional,
serta melakukan koordinasi, sinergi dan pembinaan terhadap operator. Regulator
juga dibebankan tugas untuk melakukan koordinasi kebijakan dengan pemangku
kepentingan dan pembuat kebijakan terkait lainnya, terutama untuk tujuan

akselerasi penanggulangan kemiskinan.

Ke depan, kita juga membutuhkan upaya untuk menciptakan struktur OPZ
nasional yang sehat, yang mampu menjaga amanah muzaki dan memenuhi hak
mustahik, beroperasi secara efisien, serta mendorong kesejahteraan sosial secara
berkesinambungan. Dalam konteks ini, dunia zakat nasional ke depan
membutuhkan konsolidasi yang masif, bukan ekspansi operator sebagaimana yang
diadopsi oleh UU No. 23/2011 dan dilakukan secara diskriminatif pula. Konsolidasi
OPZ bertujuan untuk meningkatkan skala usaha OPZ sehingga akan meningkatkan
efisiensi operasional, mendorong inovasi program pendayagunaan dan
efektivitasnya, meningkatkan kecepatan dan responsifitas aksi OPZ, serta
memudahkan pengawasan pengelolaan dana zakat nasional. Program konsolidasi
OPZ ini dilakukan secara bertahap, dengan pembuatan business plan yang jelas

dan terukur.

ARSITEKTUR ZAKAT IDEANS
NASIONAL MiAnsnA DEPAN S

Amandemen UU No. 23/72011 dan Reformasi Tata Kelola Zakat Nasional

BZI sebagai Regulator Badan Zakat <3 Pemerintah
dan Pengawas Nasional Pusat

§ Reformasi 3
Reformasi 1 T KKKKKKK an Pemerintah dan OPZ untuk

Pemerintah
Daerah

eeeeeeeeeeeeeeeee ELISInan Zakat Nasional
dengan Regulator yang Kredibel

BAZNAS

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Reformasi 2
idasidan i iopz

_ OPZ Fokus Program
OPZ Nasiona 1 (Ashanap

OPZ Fokus Wilayah




130

Kami merekomendasikan konsolidasi zakat nasional tanpa diskriminasi,
baik terhadap operator pemerintah maupun operator masyarakat sipil. Dalam
arsitektur alternatif ini, BAZNAS dan LAZ ke depan diperlakukan setara dan sejajar.
Dalam konteks ini, menjadi penting ke depan melakukan transformasi BAZNAS
agar kompatibel dengan arsitektur ini, seperti misalnya dengan memisahkan aset
BAZNAS dari kekayaan negara, menerapkan hard-budget constraint dengan
menghapus bantuan keuangan pemerintah, dan pegawai BAZNAS sepenuhnya
non-ASN.

Langkah reformasi paling mendasar untuk konsolidasi adalah dengan
memperketat pendirian OPZ baru dan melarang pihak yang tidak berhak untuk
menghimpun dan mengelola zakat. Restriksi pendirian OPZ baru akan diterapkan
baik terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pendirian OPZ baru tidak didasarkan pada
batas-batas geografis wilayah namun disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki
OPZ dan tingkat kepercayaan publik kepada OPZ. Restriksi ini bertujuan untuk
memastikan bahwa OPZ yang akan berdiri adalah kredibel dan memiliki legitimasi
sosial yang tinggi. Hal ini berbeda dengan restriksi diskriminatif sebagaimana yang
dilakukan UU No. 23/2011 dimana restriksi yang bahkan sangat ketat hanya
ditujukan untuk LAZ, sedangkan pendirian BAZ justru semakin didorong dan
bahkan menjadi amanat UU. Restriksi oleh UU No. 23/2011 bertujuan untuk
membatasi gerak dan pertumbuhan OPZ bentukan masyarakat sipil, bukan dalam
rangka konsolidasi industri menuju struktur zakat nasional yang efisien dan
akuntabel.

Langkah reformasi berikutnya adalah langkah struktural untuk mendorong
konsolidasi OPZ menuju dunia zakat nasional yang efisien dan efektif. UU Zakat
harus menerapkan reward and punishment bagi OPZ dalam upaya konsolidasi
dunia zakat nasional ini yaitu dalam bentuk peningkatan kapasitas OPZ,
penggabungan (merger) dan pengambil alihan (acquisition) antar OPZ, serta
penurunan status OPZ dengan kinerja rendah menjadi UPZ (Unit Pengumpul
Zakat). BZI dibebankan tugas mendorong konsolidasi untuk menuju struktur OPZ
yang ideal.

Program konsolidasi zakat nasional ini diharapkan akan mengarah pada
terciptanya struktur OPZ yang lebih optimal, yaitu terdapatnya OPZ nasional
dengan kapasitas untuk beroperasi lintas program dan lintas wilayah di seluruh

tanah air, OPZ fokus program dengan kapasitas untuk beroperasi lintas wilayah
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dan fokus pada satu bidang program pendayagunaan tertentu (seperti pendidikan,
kesehatan, ekonomi-produktif, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan
bencana, dan lain-lain), dan OPZ fokus wilayah dengan kapasitas untuk beroperasi
di satu wilayah dan fokus pada satu bidang program pendayagunaan tertentu
sesuai dengan prioritas wilayah.

Reformasi terakhir terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap dunia
zakat nasional yang seharusnya lebih partisipatif yang direfleksikan dengan
kebijakan eksplisit yang menyatakan komitmen untuk bekerja dalam kemitraan
dengan dunia zakat untuk mencapai tujuan strategis yang disepakati bersama,
terutama penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dan masalah-masalah sosial
memiliki sifat dasar yang rumit dan menyatu, yang membuat mereka hanya dapat
diatasi melalui kerangka kemitraan yang mengizinkan pendekatan multi-sektor dan
lintas disiplin, diinstitusionalkan, dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Seiring kontribusi sektor ketiga yang semakin efektif dan membesar,
terdapat langkah-langkah antusias pemerintah untuk melakukan kemitraan dengan
sektor ketiga ini. Bukan sebuah kebetulan jika banyak negara-negara common law
kini menyaksikan pembentukan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor
sukarela yang diikuti dengan revisi terhadap charity law di negara masing- masing.
Di negara-negara ini, pemerintah secara intensif membangun lebih jauh kerangka
kemitraan dengan sektor sukarela sebagai cara mengatasi masalah inklusi sosial,
membangun kohesi sosial dan mengkonsolidasikan masyarakat sipil. Pola
pembiayaan pemerintah untuk sektor amal, baik berupa bantuan hibah langsung
atau melalui kontrak penyediaan jasa sosial, telah menjadi umum.

Dengan demikian, maka wacana yang lebih menarik dan progresif untuk
meningkatkan kinerja dunia zakat nasional adalah mendorong kemitraan
pemerintah dan OPZ untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Undang-
Undang Zakat semestinya mengamanatkan pemerintah untuk secara aktif
mengikutsertakan OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan. Dengan
program pendayagunaan zakat OPZ yang telah bertransformasi ke ranah
pembangunan dan pemberdayaan, maka terbuka peluang yang lebar untuk bagi
pemerintah untuk memilih pendekatan partisipatif dalam hubungannya dengan
dunia zakat nasional dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan,
menurunkan ketegangan sosial dan mengkonsolidasikan masyarakat sipil.

Kemitraan antara OPZ-pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan
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dapat difokuskan pada tiga klaster program, yaitu klaster bantuan dan perlindungan
sosial (charity and social safety nets), klaster pemberdayaan dan pengembangan
ekonomi masyarakat (community empowerment and development) dan klaster
penanggulangan bencana (rescue and relief). Sebagai misal, OPZ selama ini
mampu menunjukkan kinerja tinggi dalam penanggulangan bencana, terutama
dalam tahap tanggap darurat bencana yang membutuhkan kecepatan tindakan dan
profesionalitas kerja yang tinggi. Ke depan, dengan kemitraan dan dukungan
pemerintah, program OPZ di bidang ini dapat diperluas ke tahap prabencana
(mitigasi) dan pascabencana (rehabilitasi).

Kemitraan pemerintah-OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan
dapat berupa pemberian hibah (block-grant) ataupun kontrak penyediaan jasa
sosial (specific-grant), dengan pemerintah (pusat/daerah) menerapkan kriteria dan
persyaratan (eligibility criteria) bagi OPZ penerima dana program penanggulangan
kemiskinan, seperti transparansi finansial, efektivitas pendayagunaan dana dan

kesesuaian dengan prioritas nasional/daerah.
2. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU No. 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, secara khusus untuk pasal-pasal:
Pasal 5 ayat (1)

Pasal 6

Pasal 7 ayat (1)

Pasal 16 ayat 1

Pasal 17

Pasal 18 ayat (2)

Pasal 19

Pasal 20

i. Pasal 43 ayat (3)

j. Pasal 43 ayat (4)

Anli telah mempelajari dan membaca permohonan dari Para Pemohon dan
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pada intinya permohonan tersebut berkisar di :
1. Tentang Peran Negara dalam pengelolaan zakat
2. Tentang Tata Kelola dan Good Governance dalam pengelolaan zakat

3. Tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat
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TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Ahli berpendapat bahwa sebagai negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa,
negara harus hadir dalam menjamin keberlangsungan kehidupan keagamaan
rakyat-nya supaya berlangsung secara sehat, aman, lancar dan damai sesuai
dengan mandat dari UUD 45 pasal 29 yang menyatakan bahwa.

Pasal 29 ayat 1 : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk
agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya.

Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga tidak sepenuhnya sekuler.
Negara ini diakui sebagai religious nation state atau negara kebangsaan yang
berketuhanan, sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Indonesia tidak
menganut satu agama sebagai dasar negara, seperti yang diterapkan di negara-
negara seperti Arab Saudi atau Iran. Meskipun mayoritas penduduknya
beragama Islam, para pendiri bangsa memilih untuk tidak menjadikan Islam
sebagai agama resmi negara. Hal ini berarti bahwa hukum negara tidak
didasarkan pada satu agama tertentu. Meskipun ada elemen sekuler dalam
sistem pemerintahan, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara
sekuler seperti Amerika Serikat atau Prancis, di mana agama sepenuhnya
dipisahkan dari urusan negara. Di Indonesia, agama dan negara memiliki
hubungan yang saling melengkapi; keduanya bisa dibedakan namun tidak dapat
dipisahkan. Negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan
menjalankan ajaran agamanya. Ini tercermin dalam sila pertama Pancasila yang
mengakui adanya Tuhan. Selain itu, UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai
agama yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia
berusaha menciptakan harmoni antara berbagai agama yang ada di
masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari
konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan keyakinan. Dengan demikian,
Indonesia berfungsi sebagai negara yang mengakomodasi berbagai agama
dalam kerangka hukum dan sosialnya, tanpa menjadikan satu agama sebagai
dominan atau eksklusif.

Kehadiran dan pentingnya negara dalam pengelolaan zakat didasarkan oleh
nash Al-Quran dan Hadits yang jelas serta pendapat para ulama. Hal ini

bersesuaian dengan 5 (lima) hal yang menjadi pekerjaan atau tugas
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Pemerintah, vyaitu: “1) Menghindarkan ancaman kelaparan; 2) menjamin
pekerjaan; 3) memberantas kefakiran; 4) mengadakan organisasi-organisasi
sosial; dan 5) menjadikan rakyat tangan memberi” (Abidin, 1979). Tugas-tugas
ini sangat senada dengan prinsip-prinsip pensyariatan zakat dalam Alquran,
misalnya dalam hal “menghindarkan ancaman kelaparan”. Islam dengan tegas
menyebutkan dalam QS. Al-Isra’ ayat 31, bahwa “manusia harus optimis dan
jangan takut karena kemiskinan, karena rizkinya sudah ditentukan oleh Allah”
(RI, 2010). Dalam pelaksanaannya di bumi, Pemerintah atau negara adalah
wakil Tuhan yang diberi wewenang dan berkewajiban memperhatikan rakyatnya
serta akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Demikian pula
dalam hal “menjamin pekerjaan”. Sesuai dengan QS. al-Taubah ayat 60,
ditegaskan bahwa “pembagian harta zakat adalah untuk menjamin kehidupan 8
(delapan) golongan mustahiq, dua diantaranya adalah golongan fakir dan
miskin”.

d. Dalam kerangka berfikir ini, Ahli sependapat dengan Pemohon Il yang
menegaskan bahwa PEMOHON Il tidak keberatan negara ikut melakukan
pengelolaan zakat, bersama-sama dengan otonomi organisasi keagamaan
yang ada di masyarakat, dengan catatan bahwa negeri ini adalah negara
hukum, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Negara seharusnya
menjadi fasilitator, regulator, auditor melalui Kementerian Agama-nya. Dan
menempatkan BAZNAS sebagai operator saja, jika Negara
mempertimbangkan keterlibatan Negara melalui BAZNAS, dapat membantu
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat
dari fungsi distribusinya. Penumpukan fungsi (regulator, operator dan auditor)
yang diberikan kepada BAZNAS, menurut PEMOHON llI, telah menimbulkan
kerugian konstitusional pada PEMOHON I, karena PEMOHON Ill, selaku Amil
yang melakukan advokasi pengelolaan zakat pada kelompok masyarakat
pemerhati zakat dan Pendamping LAZ kecil, terbentur tidak dapat
menyelesaikan tugas pendampingan pembentukan LAZ baru, karena LAZ yang

mengajukan izin terhalang belum mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.

Il. TENTANG TATA KELOLA/GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT
Good governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, adalah konsep

yang mencakup proses pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam



135

mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Konsep ini menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi
masyarakat, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good
governance sering diartikan sebagai cara yang digunakan oleh pemerintah untuk
mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi demi kesejahteraan
masyarakat. Menurut Bank Dunia, good governance adalah penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. UNDP mendefinisikan good governance
sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola
urusan negara di semua Tingkat.

Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan efisien. Hal ini tidak hanya
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetapi juga
mendorong partisipasi aktif dari warga dalam proses politik dan pembangunan.
Dengan demikian, good governance berperan sebagai fondasi untuk mencapai
stabilitas sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara.

Ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan good governance,
antara lain:

1. Akuntabilitas (Accountability): Pemimpin publik harus bertanggung jawab atas
tindakan mereka kepada masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat (Society Participation): Masyarakat harus dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan
mereka.

3. Transparansi (Transparency): Proses pengambilan keputusan harus terbuka
dan informasi yang relevan harus dapat diakses oleh publik.

4. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness). Penggunaan sumber
daya publik harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan
yang diinginkan.

5. Kesetaraan (Equality): Semua masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang
sama tanpa diskriminasi.

6. Supremasi Hukum (Rule of Law): Hukum harus ditegakkan secara adil dan
tidak diskriminatif.

7. Visi Strategis (Strategic Vision). Pemerintah harus memiliki pandangan jauh ke

depan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
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8. Responsif (Responsiveness): Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan dan
harapan masyarakat.

9. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation): Pengambilan
keputusan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.

Salah satu perwujudan tata Kelola yang baik adalah meniadakan konflik

kepentingan (conflict of interest). Dampak konflik Kepentingan pada Good

Governance adalah :

« Mengurangi Kepercayaan Publik: Ketika konflik kepentingan tidak diatasi,
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Ini menghambat
partisipasi masyarakat dan menciptakan skeptisisme terhadap kebijakan publik.

« Menyebabkan Ketidakadilan: Keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan
pribadi/kelompok dapat mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak adil,
merugikan kelompok tertentu, dan memperburuk ketimpangan sosial.

« Menghambat Efektivitas Kebijakan: Kebijakan yang dipengaruhi oleh konflik
kepentingan sering kali tidak efektif dan tidak memenuhi tujuan pembangunan
yang diinginkan, karena tidak mempertimbangkan kepentingan publik secara
keseluruhan

Untuk mencapai good governance, penting untuk:

o« Menerapkan Kebijakan Transparansi: Informasi mengenai pengambilan
keputusan harus tersedia untuk publik agar dapat diawasi.

e Menetapkan Aturan Etika: Pemerintah harus memiliki kode etik yang jelas untuk
mencegah individu/kelompok dalam posisi kekuasaan mengambil keputusan
berdasarkan kepentingan pribadi/ kelompok

« Meningkatkan Akuntabilitas: Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan
keputusan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampaknya
terhadap masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan konflik kepentingan merupakan bagian
integral dari upaya untuk mencapai good governance. Penegakan prinsip-prinsip
good governance dapat membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang
bersih dan efektif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Konflik kepentingan dalam BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) muncul
karena peran ganda yang dimilikinya sebagai regulator dan operator dalam

pengelolaan zakat di Indonesia. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah dalam
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pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil. BAZNAS tidak hanya bertanggung
jawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat, tetapi juga berfungsi
sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Hal ini
menciptakan ketidakadilan, di mana BAZNAS dapat membuat regulasi yang
menguntungkan dirinya sendiri sebagai operator zakat, sementara lembaga amil
zakat lainnya (LAZ) mungkin terpinggirkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh

BAZNAS sering kali mengatur syarat pendirian LAZ dan prosedur perizinan, yang

dapat membatasi akses lembaga non-pemerintah dalam pengumpulan zakat. Ini

menciptakan ketidaksetaraan dalam ekosistem zakat, di mana BAZNAS memiliki
kontrol lebih besar atas pengelolaan zakat dibandingkan dengan lembaga lain.

Untuk mengatasi konflik kepentingan ini, beberapa langkah
direkomendasikan:

a. Pemisahan Peran: Memisahkan fungsi regulator dan operator di BAZNAS agar
tidak ada tumpang tindih kepentingan. Ini akan membantu menciptakan sistem
yang lebih adil dan transparan dalam pengelolaan zakat.

b. Revisi UU Zakat: Mengkaji kembali Undang-Undang No 23 Tahun 2011 untuk
memastikan bahwa semua lembaga amil zakat memiliki akses yang sama dan
tidak terdiskriminasi oleh regulasi yang ada.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Menguatkan peran serta masyarakat
dalam pengawasan dan pengelolaan zakat agar lebih optimal dan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konflik kepentingan dalam
BAZNAS dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih
efektif dan adil. Hal yang sama berlaku untuk LAZ. LAZ pun wajib akuntabel,
transparan, tidak ada konflik kepentingan, partisipatif, setara dan aman secara
hukum, secara syari’ah dan aman NKRI.

Catatan khusus di awal 2021 atas implementasi pengelolaan zakat berbasis
UU No 23/2011 ditandai dengan rilis hasil Rapid Assessment Tata Kelola Zakat dari
Ombudsman. Kesimpulan Ombudsman memberi penekanan pada lima aspek: (1)
fungsi ganda BAZNAS sebagai regulator dan operator yang berpotensi
memiliki conflict of interest, (2) birokrasi perizinan lembaga amil zakat (LAZ)
khususnya yang berafiliasi dengan pegawai/karyawan perusahaan, (3) beban
prosedur pelaporan bagi LAZ, (4) kualitas pembinaan Kementerian Agama terhadap
BAZNAS, BAZNAS Daerah dan LAZ, dan (5) belum cukup perhatian Pemerintah
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dan BAZNAS terhadap pembinaan dan pengawasan LAZ tradisional dan komunitas
(masjid, pesantren, majelis taklim, dan lain-lain). Atas kesimpulan ini, Ombudsman
memberikan lima saran kepada Kementerian Agama dan tiga saran kepada
BAZNAS.

Dalam konteks fungsi ganda BAZNAS sebagai operator dan regulator,
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga menemukan bahwa
kondisi ini belum ideal. Dalam satu kajian yang dilakukan KNEKS terkait Positioning
Dana Sosial Islam dalam Lingkup Negara dan Masyarakat pada akhir 2021, salah
satu rekomendasi utama adalah perlunya memisahkan peran operator dan regulator
pada BAZNAS. BAZNAS perlu lebih fokus berperan sebagai operator saja,
sementara fungsi regulator berada di Kementerian Agama atau pada satu otoritas
khusus zakat yang dibentuk kemudian.

lll. TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Secara definisi, istilah filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani,
terdiri dari dua kata yaitu Philos (cinta) dan Antropos (manusia). Jika diterjemahkan
secara harafiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (giving),
pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu
pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Dari definisi di atas,
maka jika ada lembaga yang memiliki peran ketiga unsur yakni memberi, melayani
dan asosiasi maka bisa disebut sebagai lembaga filantropi, Adapun filantropi Islam
dalam konteks sejarah ternyata sudah ada ketika agama Islam datang ke Indonesia,
sebagai perwujuduannya yakni pada masjid dan pesantren, Keduanya sama-sama
memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam di tanah air.
Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka filantropi Islam mencoba
dipraktikan oleh pemerintah maupun organisasi sosial dengan manajemen yang
lebih modern. Sebagai salah satu contohnya adalah organisasi pengelolaan zakat
(OPZ) yan terdiri dari dua unsur yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ).

Dalam perkembangan sejarah, pengelolaan zakat secara modern di
Indonesia dipelopori oleh Muhammadiyah. Tahun 1914 menjadi babak baru model
pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Di mana sebelum tahun
itu pengumpulan dan penyaluran zakat masyarakat Islam di Indonesia dilakukan
melalui otoritas seperti bupati, kawedanan pengulon, kiai, lurah, dan pamong.

Menurut Amelia Fauzia yang dirujuk oleh Hilman Latief (2019), model pengumpulan
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dan penyaluran zakat kepada otoritas sebagaimana yang disebutkan di atas
disinyalir kerap terjadi penyalahgunaan dana zakat.

Kenyataan tersebut menjadi salah satu penyebab Pemerintah Kolonial
Belanda sempat memberlakukan pelarangan pengumpulan dan penyaluran zakat
melalui bupati, kawedanan, kiai, lurah dan seterusnya. Muhammadiyah akhirnya
mampu menggantikan peran-peran otoritas pengumpul zakat yang lama dengan
menawarkan kebaruan dalam sistem pengumpulan dan penyaluran zakat.

Menurut Hilman Latief dalam bukunya Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di
Indonesia (2019) pengelolaan dana zakat yang disalurkan melalui kawedanan, kiai,
dan lurah, bukanlah representasi dari bentuk kepatuhan warga negara terhadap
peraturan pemerintah “kebijakan strutural”, tapi lebih kepada kegiatan individu
seorang muslim dan merupakan representasi dari kepatuhan terhadap perintah
agama “praktik kultural”. Menurutnya, saat ini meskipun negara hadir dalam
mekanisme sebagai regulator, akan tetapi urusan zakat sebagian besar di bawah
kendali masyarakat sipil.

Konsep kedermawanan baru mulai tumbuh seiring dengan tumbuhnya
organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Sebelumnya, umat Islam di Indonesia
hanya mengeluarkan zakat fitrah, namun setelah mendapat sentuhan kebaruan dari
Muhammadiyah, kesadaran baru juga ikut berkembang. Mereka tidak lagi hanya
berzakat fitrah, tapi juga dermawan atas perintah Tuhan seperti galang dana untuk
korban meletusnya Gunung Kelud di Kediri pada tahun 1919. Umat muslim juga
mulai melakukan iuran rutin (infag-shadakah) dengan sukarela untuk pembangunan
sekolah, mushola/langgar, termasuk penerbitan surat kabar organisasi.

Kebaruan yang awet dan terus berkembang sampai sekarang adalah cara
penyaluran dana zakat. Jika sebelumnya dana zakat yang terkumpul disalurkan
kepada kiai atau tokoh agama, yang menyebabkan terjadinya penyelewengan,
maka setelah otoritas pengelolaan zakat diberikan kepada Muhammadiyah, dana
zakat yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan
progresif. Seperti dengan membangun poliklinik kesehatan, weeshuis, armenhuis,
dan sekolah atau lembaga pendidikan lain. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah
ini menghadirkan orientasi baru dalam kedermawanan yang sebelumnya belum ada.

Zakat adalah kewajiban agama Islam yang pelaksanaannya terkait dengan
fenomena sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. ljtihad Utsman bin Affan

menyatakan bahwa harta yang dizakatkan adalah harta yang terlihat dan harta yang
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tidak terlihat. Hanya harta terlihat yang zakatnya wajib diserahkan kepada negara.
Ulama dan ahli hukum pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menyatakan
membolehkan pengumpulan zakat oleh penguasa dengan syarat penguasa tersebut
bersikap adil. Ruang partisipasi publik dalam praktek zakat cukup besar.

Adanya masa di mana masyarakat menyerahkan zakat kepada negara tidak
berarti tidak ada masyarakat yang mendistribusikan zakat secara langsung. Zakat
yang dikelola kebanyakan negara adalah zakat zahiriyah dan bukan zakat fitrah.
Zakat fitrah di Indonesia menjadi tradisi yang lepas dari pengelolaan negara.
Sejarah kedermawanan Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa zakat, sedekah,
dan wakaf menjadi pendorong gerakan sosial kemasyarakatan dan membiayai
pendidikan Islam. Muhammadiyah menjadi pionir dalam gerakan kedermawanan
Islam modern di Indonesia dan memiliki ribuan aset masjid, sekolah, rumah sakit,
dan lain-lain dari gerakan derma. Pengaturan filantropi Islam, khususnya zakat,
dimulai pada 1968 pada masa pemerintahan Soeharto namun tidak berhasil. Posisi
pemerintah (Soeharto) sebagai amil zakat nasional berakhir pada 1972 karena
sangat sedikit muzaki yang mau membayar zakat melalui Soeharto. UU 23/2011
mengatur terlalu ketat dan tidak menyisakan ruang bagi masyarakat sipil untuk
memberdayakan dirinya sendiri.

Rakyat (kaum Muslimin) memiliki kebebasan untuk memilih sendiri (freedom
to give/right to give) kemana ia menyalurkan donasinya (zakat-infag-shadaqah).
Karena ia merupakan bagian dari forum internuum.

Forum internum merujuk pada ruang privat dan batiniah di mana individu
menjalankan keyakinan agamanya secara internal. Penting untuk dicatat bahwa
forum internum bersifat pribadi dan tidak dapat diatur atau dibatasi oleh undang-
undang, sehingga setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan spiritual mereka
sendiri tanpa tekanan atau paksaan.

Sebaliknya, forum eksternum mencakup semua bentuk ekspresi
keagamaan yang terjadi di ruang publik. Ini termasuk praktik keagamaan yang
dilakukan secara bersama-sama, seperti ritual, perayaan, dan kegiatan sosial
keagamaan

Kedua forum ini saling terkait namun memiliki batasan yang jelas.
Sementara forum internum menjamin kebebasan individu dalam beragama secara
pribadi, forum eksternum mengatur bagaimana praktik keagamaan dapat dilakukan

di ruang publik. Pembatasan terhadap forum eksternum harus dilakukan dengan
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hati-hati dan berdasarkan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu

lainnya serta menjaga ketertiban umum

Pada wilayah ini keyakinan spiritual yang bersifat individual secara
meyakinkan hanya diketahui oleh si empunya. Tidak ada bila dicermati, kebebasan
berfikir, kesadaran dan agama dan/atau keyakinan pihak lain yang dapat
memastikan kecuali dirinya sendiri. Sebagai wilayah personal, kemungkinan untuk
dapat diintervensi oleh entitas lain di luar si empunya wilayah sangat tidak mungkin.
Seseorang dengan agama dan keyakinan yang diyakininya mempunyai kuasa
penuh untuk menganut, memelihara dan juga untuk me ngubah agama dan/atau
keyakinannya setiap waktu sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, forum
internum merupakan komitmen individu yang sangat bersifat batiniah dan personal
mengenai keyakinan, kepercayaan dan agama yang dipilihnya. Khrisnaswami
dalam buku Taylor me nyebutnya sebagai sebuah iman di lubuk terdalam dan
merupakan kesadaran yang bersifat individual. Pada Pasal 18 ayat 1 KIHSP
(International Covenant on Civil and Political Rights) disebutkan: "Everyone shall
have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right include

”

(right) freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice....... g

Isi pikiran, kesadaran, agama dan/atau keyakinan hanya dapat dipastikan
oleh individu yang menyandang hak fundamental. Dalam wilayah ini seseorang
berhak untuk memiliki dan menganut agama dan/atau keyakinan berdasarkan
pilihan sadarnya artinya agama dan/atau keyakinan apa pun yang dipilih, dianut dan
dipelihara hanya dapat dipastikan oleh individu bersangkutan. Hal ini menjadikan
kebebasan beragama dan/atau keyakinan sebagai klausal yang sangat fundamental
dalam perlindungan terhadap jaminan hak sipil untuk beragama dan/atau

berkeyakinan.

Kovenan Internasional Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah
Indone sia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 memberikan jaminan bagi
para warga negara tidak hanya pada forum internum tetapi mengaktualisasikannya
dalam ruang privat dan publik. Itu artinya, setiap individu maupun kelompok
diberikan jaminan melalui undang-undang untuk mewujudkan agama dan/atau
keyakinannya baik secara pribadi (privat) atau-pun bersama sama (publik). Pada
konteks agama dan/atau keyakinan, perwujudan secara individual dan komunal/

kolektif yang terjadi di ruang publik maupun privat ini yang kemudian disebut sebagai
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forum eksternum. Mengacu pada pasal 18 ayat 1 KIHSP yang berbunyi: “....... either
individually or in community with others and in public or private, to manifest his
religion or be lief in worship, observance, practice and teaching”. Perwujudan
dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, di dengar dan dirasa baik oleh

individu mau pun komunal/kolektif baik pada ruang privat maupun ruang publik.

Bahwa Indonesia bukanlah negara agama namun juga bukan negara
sekuler. Founding Fathers bangsa ini bersepakat bahwa negara Indonesia adalah
negara Pancasila yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan kenegaraan,
kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan YME.
Semua jenis agama dan keyakinan mendapatkan perlindungan dan porsi yang
sama atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 UUD 45). Sumaryanto (2021)
menyebutkan bahwa Konsep hak kebebasan beragama ditegaskan dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Bahwa Hak kebebasan agama memiliki
dua dimensi yaitu forum internum dan forum eksternum. Forum internum berada di
dalam pikiran atau kesadaran seseorang sedangkan forum eksternum merupakan
hak yang sudah termanifestasi keluar, baik dalam sikap dan tindakan pribadi.
Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama adalah forum internum. Namun
ketika kebebasan ini dilaksanakan bersama-sama orang lain atau di ruang publik,
kebebasan tersebut menjadi forum eksternum. Prinsip yang harus ditekankan
adalah forum internum tidak bisa dibatasi oleh siapa pun bahkan negara sekalipun.
Forum internum bersifat mutlak dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali. Forum
eksternum dapat dibatasi oleh negara dengan memenuhi 2 (dua) syarat. Pertama,
ada undang-undang yang mengatur dan kedua, alasan pembatasan adalah untuk
melindungi kesehatan umum, keselamatan umum, ketertiban umum, moral umum,

atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat terkait
nisab dan haul-nya. Zakat adalah bagian dari ibadah pribadi yang bersifat forum
internuum, kendati memiliki dimensi sosial dan budaya juga. Berzakat kemana,
berupa apa, jumlah berapa, kapan, dan bagaimana, kendati boleh diatur oleh
negara, namun tetap merupakan otoritas dari sang muzakki karena merupakan

bagian dari forum internuum-nya.
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3. Dr. Qurrata Ayuni, S.H., MCDR.

Keterangan ini membahas mengenai regulasi yang memungkinkan Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan monopoli pengelolaan zakat di
Indonesia. Pertanyaan utama yang akan dijawab dari keterangan ini adalah
mengenai batasan intervensi negara dalam menjamin kemerdekaan beribadah
khususnya pelaksanaan ibadah zakat bagi penduduk beragama Islam menurut UUD
1945. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, keterangan ahli ini akan membahas
tiga hal; Pertama, batasan campur tanggan negara untuk tidak malah membatasi
kemerdekaan beribadah. Kedua, penggunaan proportionality test dalam menilai
keberadaan BAZNAS yang super-body. Ketiga, penegasan hak-hak sipil dan
komunal keagamaan dalam mengelola zakat. Pada akhirnya keterangan ahli ini
memberikan Kesimpulan bahwa regulasi yang memungkinkan BAZNAS melakukan
monopoli pengelolaan zakat merupakan praktik inkonstitutional yang bertentangan
dengan hak-hak dasar dalam UUD NRI 1945.

Keterangan ahli disampaikan dalam kaitannya dengan perkara Nomor
97/PUU-XXII/2024 yakni Pengujian Undang-Undang Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal
7 ayat (1) huruf a, huruf ¢ dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2
huruf c dan h), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD NRI 1945.

Sejumlah isu yang sedang dibahas adalah terkait dengan lahirnya regulasi
yang memungkinkan terjadinya monopoli pengelolaan zakat oleh negara melalui
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berpotensi bertentangan dengan UUD
NRI 1945. Kondisi ini kemudian dianggap melahirkan ancaman terhadap
diskriminasi struktural, pembatasan ibadah yang tidak proporsional, ancaman
terhadap kemerdekaan kolektif dan berorganisasi keagamaan serta ancaman
terhadap kelangsungan hak warga negara untuk ikut membangun masyarakat
secara adil dan setara.

Tidak menutup kemungkinan fenomena regresi regulasi zakat telah
menjurus pada sentralisasi zakat yang kedepan akan berujung pada etatistikasi
agama. Terjadi kecenderungan, sebagaimana yang ditulis oleh Steven D Smith,
dalam tulisannya “The Rise dan Fall of Religious Freedom in Constitutional
Discourse”, bhawa dalam praktiknya, komitmen terhadap kebebasan beragama
dalam konstitusi justru memiliki sifat yang melemahkan dirinya sendiri. Artinya,

meskipun secara tekstual negara menjamin kebebasan beragama, dalam
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realitasnya justru terdapat pembatasan atau kontradiksi yang membuat kebebasan
itu tidak sepenuhnya terlindungi.

Fenomena ini terjadi dalam isu pengelolaan zakat dimana negara mencoba
untuk mendalilkan perlindungan terhadap kebebasan beragama, namun akhirnya
justru melahirkan kontradiksi internal, dimana negara justru melahirkan alasan untuk
terlalu banyak campur tangan dan malah mengurangi ekspresi kebebasan
beragama itu sendiri.

Oleh karenanya dalam Keterangan Anhli ini, izinkan saya sebagai ahli hukum
tata negara untuk menjelaskan mengenai urgensi pembentukan pedoman
konstitutional terhadap jaminan perlindungan kemerdekaan beribadah di Indonesia.
Hal ini menjadi sangat penting sebab akhir-akhir ini pembentuk undang-undang
mungkin tidak terlalu peka terhadap tujuan utama dalam jaminan kemerdekaan
beribadah ini yakni menjalankan ekspresi beribadah secara bebas. Dalam konteks
ini misalnya, keberadaan pengelolaan zakat yang nilainya sangat besar perlu untuk
kembali didudukkan dalam posisinya untuk dikembalikan sebagai hak pengelolaan

umat beragama agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen fiskal negara.

A. Batas Campur Tangan Negara (State Overreach)

Isu terkait relasi hubungan negara dan agama, dalam kaitannya dengan
sampai batas mana negara dapat ikut campur dalam urusan ibadah dan agama.
Sejumlah putusan MK juga telah memberikan pedoman konstitutional penting
mengenai hak beragama sebagai berikut:

"Bahwa hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi yang melekat
dalam setiap diri manusia semenjak ia lahir. Namun, dalam konteks berbangsa
dan bernegara, hak beragama juga telah menjadi sebuah hak kolektif
masyarakat untuk dapat dengan tenteram dan aman menjalankan ajaran
agamanya tanpa merasa terganggu dari pihak lain. Oleh karena itu, Mahkamah
menilai bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat
dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi komunal (vide Putusan
MK Nomor 012-016-019/PUU-1V/2006 jo Nomor 140/PUU-VI1/2009);"

“Sebab, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan “agama” dan
‘negara” dan bukan pula yang menggunakan satu agama tertentu untuk
dijadikan dasar bernegara tetapi mensinergikan berbagai agama dan
keyakinan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan
maka negara harus dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan
beragama. (vide Putusan MK Nomor Nomor 79/PUU-XXI/2023).”
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Dalam isu hubungan antara negara dan agama di Indonesia dan
menyangkut batas sejauh mana negara dapat terlibat dalam urusan keagamaan dan
ibadah. Mahkamah Konstitusi telah memberikan panduan penting mengenai hal ini
melalui sejumlah putusannya. Dalam pandangan MK, hak beragama bukan hanya
merupakan hak asasi individu yang melekat sejak lahir, tetapi juga merupakan hak
kolektif masyarakat. Artinya, kebebasan beragama tidak hanya dilihat sebagai
urusan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan kelompok untuk
menjalankan ajaran agama mereka secara aman dan tenteram tanpa gangguan dari
pihak lain. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kedua
dimensi tersebut—individu dan komunal.

Lebih lanjut, MK menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang
memisahkan secara tegas antara agama dan negara, tetapi juga bukan negara
agama yang menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar negara. Sebaliknya,
Indonesia mengakui dan mensinergikan keberadaan berbagai agama dan
keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam
kerangka itu, negara memiliki peran aktif untuk melindungi dan mengembangkan
kehidupan keagamaan secara adil bagi semua pemeluk agama.

Keterlibatan negara dalam urusan keagamaan dibenarkan sepanjang
bertujuan untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga ketertiban umum, serta
melindungi hak-hak keagamaan masyarakat. Campur tangan negara tidak boleh
dimaknai sebagai bentuk pembatasan, melainkan sebagai bagian dari tanggung
jawab konstitusional untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang majemuk.

Bagaimana menilai bahwasanya negara telah melakukan campur tangan
berlebihan dalam menjamin kemerdekaan beribadah?

Dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi
konstitusionalisme, hubungan antara negara dan agama harus diletakkan secara
hati-hati agar tidak mengarah pada dominasi satu pihak atas yang lain. Dalam hal
ini, agama bukan sekadar urusan privat, melainkan juga ekspresi kolektif yang
dilindungi oleh konstitusi. Namun, perlindungan tersebut tidak dapat dimaknai
sebagai legitimasi untuk negara mengambil alih ruang ekspresi keagamaan umat,
terlebih jika pengambilalihan itu bersifat eksklusif bahkan mengkerdilkan otonomi
komunitas keagamaan sebagai bagian dari civil society. Campur tangan negara
yang berlebihan dalam ranah keagamaan disebut sebagai state overreach, yaitu

ketika negara melewati batas fungsi fasilitatifnya dan justru menjadi aktor utama
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yang menentukan bagaimana praktik keagamaan dijalankan, siapa yang boleh
menjalankannya, dan bagaimana cara menjalankannya.

Zakat, dalam konteks Islam, merupakan ibadah yang bersifat spiritual
sekaligus sosial. la adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan oleh karena itu
pelaksanaannya sangat terkait dengan aspek teologis serta dimensi keikhlasan
umat. Pengelolaan zakat mestinya mencerminkan kebebasan umat Islam untuk
menunaikan ibadah sesuai pemahamannya masing-masing, termasuk dalam
memilih kepada siapa zakat itu dititipkan. Ketika negara melalui UU No. 23 Tahun
2011 membentuk BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga resmi dengan fungsi
regulatif, operasional, sekaligus pengawasan terhadap zakat, maka hal tersebut
telah menciptakan posisi negara yang dominan secara kelembagaan dan substantif
dalam ibadah zakat. Negara bukan lagi sekadar penyusun kebijakan, tetapi berubah
menjadi pemegang otoritas tunggal. Inilah bentuk nyata dari state overreach.

Ciri-ciri state overreach ini tampak dalam beberapa hal. Pertama, negara
memonopoli fungsi sosial-keagamaan dengan menjadikan BAZNAS sebagai satu-
satunya otoritas, sementara peran lembaga masyarakat seperti LAZ direduksi atau
diarahkan menjadi subordinat negara. Kedua, peran masyarakat sipil sebagai
pelaksana utama zakat secara tradisional dikerdilkan dan dibatasi melalui regulasi,
izin, dan sanksi administratif. Ketiga, negara mengatur pelaksanaan zakat seolah-
olah itu adalah domain fiskal administratif yang tunduk pada logika birokrasi
pemerintahan, padahal zakat bukan pajak, melainkan ekspresi kegiatan ibadah.
Keempat, terjadi konflik kepentingan dalam struktur BAZNAS yang mengatur,
menjalankan, dan mengawasi dirinya sendiri, yang merusak prinsip tata kelola
demokratis.
subsidiaritas. Prinsip ini menekankan bahwa urusan publik semestinya dikelola oleh
unit sosial yang paling dekat dengan warga, selama mereka mampu
menjalankannya secara efektif. Negara hanya boleh mengambil alih jika terbukti
tidak ada kapasitas pada level masyarakat. Dalam praktiknya, banyak LAZ telah
membuktikan kapasitas mereka dalam mengelola zakat secara profesional dan
amanah. Maka, ketika negara memaksakan posisi sentral melalui BAZNAS dan
mendorong LAZ menjadi sekadar perpanjangan tangan negara (sebagai Unit
Pengumpul Zakat), maka prinsip subsidiaritas telah ditinggalkan. Negara tidak

mempercayai masyarakat, bahkan mengambil alih peran mereka secara
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institusional, padahal fungsi itu secara faktual bisa dijalankan oleh masyarakat
secara lebih efisien dan sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas umat.

Kondisi ini bukan hanya menyangkut persoalan kebijakan administrasi
zakat, tetapi juga menyentuh esensi dari negara hukum demokratis: bahwa
kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan bahwa hak-hak sipil, termasuk hak
untuk mengatur ekspresi keagamaan secara mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya
batasan peran negara untuk menghormati otonomi masyarakat sipil, dan
menghindari praktik-praktik etatistik yang mengancam kebebasan beragama dan

hak kolektif umat dalam menjalankan agamanya.

B. Proporsionality Test

Untuk membahas mengenai apakah keberadaan BAZNAS sebagai super-
body merupakan sebuah hal konstitutional atau bahkan inkonstitutional, maka dapat
digunakan sebuah mekanisme test yang dikenal dengan tes proporsionalitas. Tes
ini digunakan untuk menilai apakah suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia
dapat dibenarkan dalam negara hukum demokratis. Dua pemikir besar, Robert
Alexy dan Aharon Barak, telah memberikan konstruksi teoritik yang sangat
berpengaruh dalam pengujian pembatasan hak konstitusional. Dalam A Theory of
Constitutional Rights (2002), Robert Alexy mengemukakan bahwa proporsionalitas
adalah prinsip penyeimbang antara tujuan negara dan hak individu, yang bertujuan
untuk mengoptimalkan keduanya secara bersamaan dalam ruang konflik normatif.
Aharon Barak, dalam Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations
(2012), mengembangkan pendekatan praktis melalui empat tahapan pengujian: (1)
legitimate objective, (2) rational connection, (3) necessity, dan (4) proportionality
stricto sensu. Barak menekankan bahwa pengadilan memiliki tugas menimbang
secara saksama antara “biaya” hak yang dikorbankan dan “manfaat sosial” yang
hendak dicapai oleh kebijakan publik.

Keempat tahapan tersebut bersifat kumulatif, yang berarti bahwa kegagalan
pada salah satu tahap menjadikan kebijakan tersebut tidak proporsional dan, karena
itu, inkonstitusional. Pertama, kebijakan harus memiliki tujuan yang sah (legitimate
objective), misalnya untuk menjaga ketertiban umum atau mencegah penipuan.
Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan untuk menjamin transparansi dan
mencegah penyalahgunaan dana zakat dapat dianggap sah. Namun, jika tujuannya
adalah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan negara atau mengontrol ratusan

milyar dana keagamaan, maka tujuan tersebut tidak sah dalam sistem demokrasi.
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Test pertama dalam prinsip proporsionalitas adalah memastikan bahwa
kebijakan atau pembatasan yang diberlakukan oleh negara memiliki tujuan yang sah
secara konstitusional (legitimate objective). Tujuan sah ini biasanya dikaitkan
dengan perlindungan terhadap kepentingan publik yang diakui, seperti ketertiban
umum, keselamatan nasional, kesehatan masyarakat, moral publik, atau
perlindungan hak orang lain. Namun, tidak semua alasan yang diklaim oleh negara
dapat diterima sebagai sah, terutama jika alasan tersebut menyamarkan motif politik
atau hegemonik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Dalam konteks pengelolaan zakat, negara dapat mengklaim bahwa
penetapan BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga yang sah bertujuan untuk
memastikan akuntabilitas, mencegah korupsi, atau menjamin efektivitas distribusi
dana umat. Alasan-alasan ini pada dasarnya bisa masuk dalam kategori tujuan sah,
selama tidak disertai dengan niat atau efek membatasi ekspresi keagamaan umat.

Selain itu, tujuan sah harus bersifat publik dan terbuka untuk diuji secara
rasional dan empirik, bukan semata didasarkan pada asumsi keamanan,
kekhawatiran ideologis, atau motif homogenisasi. Misalnya, bila negara berdalih
bahwa banyak LAZ yang tidak transparan, maka solusinya bukan melarang semua
LAZ dan mengambil alih pengelolaan zakat, melainkan memperbaiki tata kelola dan
memperkuat sistem pengawasan. Oleh karena itu, tujuan untuk “menghilangkan
fragmentasi sosial keagamaan” atau “mempersatukan umat di bawah satu institusi
negara”, walau terdengar mulia, sebetulnya bertentangan dengan prinsip pluralisme
dan kebebasan beragama yang diakui oleh UUD 1945 (Pasal 28E, Pasal 29 ayat
(2)) dan prinsip subsidiaritas dalam tata kelola sosial.

Lebih jauh, legitimasi suatu tujuan juga ditentukan oleh ketulusannya (bona
fide objective). Bila tujuan yang dikemukakan hanyalah justifikasi formal untuk
menyamarkan maksud mengonsolidasikan kekuasaan (misalnya menjadikan
BAZNAS sebagai perpanjangan tangan fiskal negara), maka tujuan itu tidak sah,
meskipun secara sepintas seolah berada dalam kategori kepentingan umum.

Maka, kesimpulannya, tujuan negara dalam pengelolaan zakat hanya bisa
dinilai sah jika tidak mencampuri aspek teologis dan ekspresi keagamaan, tidak
menimbulkan penghapusan atas partisipasi masyarakat sipil, dan tidak
menyamarkan intensi kekuasaan negara dengan retorika perlindungan publik. Bila

ditemukan bahwa alasan yang dikemukakan hanya bersifat administratif namun
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berdampak pada penghapusan hak konstitusional, maka tujuan tersebut patut
dipertanyakan keabsahannya dalam kerangka prinsip proporsionalitas.

Tahapan kedua dalam uji proporsionalitas adalah rational connection, yaitu
penilaian terhadap apakah terdapat keterkaitan logis dan masuk akal antara tujuan
kebijakan dan instrumen atau tindakan negara yang dipilih untuk mencapainya.
Dalam doktrin ini, tindakan negara harus secara faktual dan kausal mendukung
tercapainya tujuan yang sah. Bila tidak ada hubungan rasional antara sarana dan
tujuan, maka kebijakan tersebut tidak hanya cacat secara proporsionalitas, tetapi
juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Prinsip ini menuntut
bahwa kebijakan publik tidak boleh berdasarkan asumsi, dugaan umum, atau rasa
khawatir belaka, tetapi harus dapat ditunjukkan keterhubungan sebab-akibat yang
objektif antara tindakan dan tujuannya.

Dalam konteks kebijakan negara yang mengarah pada monopoli BAZNAS
pusat pengelolaan zakat dan membatasi atau bahkan membatasi ruang gerak
Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka perlu diuji apakah kebijakan tersebut memang
secara rasional terkait dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas zakat.
Di sini penting untuk membedakan antara target yang tepat dan general sweeping
policy. Bila memang ada LAZ yang tidak transparan atau tidak akuntabel, maka
solusi yang rasional adalah menertibkan, membina, atau memberlakukan audit yang
adil terhadap lembaga tersebut. Namun, apabila negara justru melarang atau
membatasi semua LAZ, termasuk yang telah teruji kinerjanya secara publik dan
sudah memperoleh kepercayaan umat, maka kebijakan itu tidak memiliki hubungan
rasional dengan tujuan yang dimaksud.

Lebih dari itu, pendekatan menyamaratakan (blanket policy) justru
menciptakan paradoks dalam pencapaian tujuan. Negara ingin menjamin
akuntabilitas zakat, tetapi menutup atau menyulitkan saluran-saluran yang justru
telah terbukti berhasil dalam menjalankan fungsi tersebut. Akibatnya, kebijakan
tersebut tidak hanya tidak rasional, tetapi malah kontraproduktif. Kebijakan
semacam ini seringkali didasari oleh kekhawatiran yang terlalu luas, namun tidak
didukung oleh data empiris. Padahal, prinsip rational connection menuntut bahwa
argumen kebijakan harus berbasis bukti, dan tidak semata-mata pada anggapan
‘jika ada beberapa LAZ yang bermasalah, maka semua LAZ berpotensi

bermasalah”.
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Lebih lanjut, jika negara menggunakan dalih “efisiensi pengelolaan zakat”
sebagai dasar penghapusan atau subordinasi LAZ, maka hubungan rasionalnya pun
dipertanyakan. Sebab, sentralisasi kelembagaan belum tentu menjamin efisiensi,
bahkan berisiko menciptakan konsentrasi kekuasaan dan moral hazard yang lebih
besar. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa keanekaragaman aktor
dalam layanan publik dapat memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme kontrol
horizontal dan persaingan yang sehat. Justru, hubungan rasional yang lebih tepat
dalam konteks zakat adalah ketika negara menjadi pembina dan pengatur yang
menjamin lapangan yang adil (level playing field) antara BAZNAS dan LAZ, bukan
menciptakan ketimpangan struktural melalui posisi monopolistik.

Maka, dalam kerangka ini, kebijakan yang melarang LAZ atau mewajibkan
seluruh lembaga keagamaan untuk menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah
BAZNAS, bukan saja tidak rasional terhadap tujuan transparansi, tetapi
mengindikasikan motif lain yang menyimpang dari prinsip negara hukum
demokratis, seperti dominasi negara terhadap masyarakat sipil dan pemusatan
otoritas ibadah dalam satu tangan institusional. Hal ini bertentangan dengan doktrin
konstitusional tentang kebebasan beragama, pluralisme kelembagaan, dan prinsip
dasar bahwa pengaturan publik harus bersifat berbasis logika kebijakan, bukan
logika kekuasaan.

Dengan demikian, pada tahap kedua ini, dapat disimpulkan bahwa tidak
semua pembatasan yang mengaku bermaksud baik dapat dikatakan rasional.
Negara harus membuktikan bahwa kebijakannya memiliki keterkaitan faktual yang
logis dengan tujuan yang hendak dicapai. Bila tindakan tersebut menyasar terlalu
luas, menghapus keragaman aktor, atau justru menutup saluran ekspresi
keagamaan yang sah, maka tidak ada justifikasi rasional yang dapat
menyelamatkan kebijakan tersebut dari inkonstitusionalitas. Prinsip rational
connection menjadi semacam benteng untuk mencegah negara mengambil
kebijakan berdasarkan ketakutan dan dugaan, bukan atas dasar penalaran dan
bukti.

Tahapan ketiga dalam prinsip proporsionalitas adalah necessity, yang
sering juga disebut sebagai prinsip negara minimalis (least restrictive means).
Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun suatu kebijakan memiliki tujuan yang sah
dan keterkaitan rasional dengan tujuan tersebut, kebijakan tersebut tetap tidak boleh

membatasi hak lebih dari yang diperlukan. Negara hanya dibenarkan untuk
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memberlakukan pembatasan sejauh tidak ada cara lain yang lebih ringan atau
alternatif kebijakan yang lebih moderat untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam
konteks ini, negara harus membuktikan bahwa intervensi yang dipilih adalah satu-
satunya opsi yang paling ringan dan efektif, bukan hanya karena lebih mudah atau
lebih efisien dari perspektif administratif.

Dalam kasus pengelolaan zakat, prinsip necessity mengharuskan pengujian
atas alternatif-alternatif kebijakan selain menjadikan BAZNAS sebagai satu-satunya
lembaga otoritatif yang diberi semua kewenangan mengelola zakat. Negara
sebenarnya dapat mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas dana zakat
dengan cara yang tidak menyingkirkan peran masyarakat sipil, khususnya LAZ.
Misalnya, dengan menetapkan kerangka regulatif yang adil dan transparan untuk
semua aktor zakat, menerapkan mekanisme audit independen, membangun sistem
pelaporan terpadu, dan menetapkan indikator kinerja lembaga zakat. Semua cara
ini secara nyata dapat memperkuat tata kelola zakat nasional tanpa mencabut hak
dan peran umat dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang mereka
percaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa
pengawasan negara terhadap kegiatan keagamaan adalah sah sejauh tidak
menghapus otonomi masyarakat untuk menjalankan aktivitas keagamaannya
secara mandiri. Pengawasan yang dimaksud di sini bukanlah penggantian atau
pengambilalihan fungsi masyarakat, melainkan pemberian jaminan agar
pelaksanaan ibadah tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika publik. Oleh
karena itu, ketika negara membentuk satu lembaga resmi dan sekaligus melarang
atau membatasi yang lain, hal itu bukan hanya tidak diperlukan, tetapi juga
melampaui kebutuhan minimum dalam pengelolaan kebijakan publik.

Lebih jauh, prinsip necessity mengandaikan bahwa negara menghormati
keberagaman pendekatan dalam masyarakat sipil. Dalam realitas keagamaan umat
Islam di Indonesia, terdapat banyak ragam pengelolaan zakat yang berakar pada
kultur lokal, institusi komunitas, dan jaringan kepercayaan antarindividu. Negara
seharusnya memberi ruang dan mengakui keberadaan beragam sistem tersebut,
bukan justru menyeragamkan dan memonopoli. Pendekatan yang terlalu homogen
dan terpusat justru bertentangan dengan semangat demokrasi, pluralisme, dan

prinsip dasar negara hukum.
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Selain itu, penerapan prinsip necessity harus memperhitungkan biaya
sosial, psikologis, dan institusional dari suatu kebijakan. Dalam hal ini, memaksa
LAZ menjadi UPZ atau menyulitkan perizinan LAZ dengan syarat-syarat
administratif yang berat bukan hanya menimbulkan ketimpangan, tetapi juga
melemahkan hak-hak sipil masyarakat.

Oleh karena itu, prinsip necessity menuntut bahwa negara harus
menunjukkan bahwa tidak ada alternatif lain yang secara nyata dapat digunakan
untuk mencapai tujuan yang sama dengan pembatasan yang lebih ringan. Bila
alternatif tersebut ada, namun tidak dipilih oleh negara, maka pembatasan yang
dilakukan menjadi tidak sah. Dalam konteks zakat, alternatif-alternatif itu tidak hanya
tersedia, tetapi telah dipraktikkan oleh banyak LAZ secara berhasil dan akuntabel.
Maka, dominasi tunggal oleh BAZNAS tidak hanya tidak perlu, tetapi juga tidak
sejalan dengan prinsip minimal infrusion dalam perlindungan hak konstitusional
warga negara.

Dengan demikian, dalam uji tahapan necessity, kebijakan monopoli
pengelolaan zakat oleh BAZNAS gagal memenuhi syarat karena terdapat alternatif
lain yang lebih ringan, lebih inklusif, dan lebih menghormati prinsip kebebasan
beragama dan partisipasi masyarakat sipil. Negara seharusnya tidak menggunakan
kekuasaan hukumnya untuk menekan atau memarginalkan inisiatif keagamaan
yang telah tumbuh dan dipercaya publik, tetapi sebaliknya, membangun kemitraan
yang sehat dan sejajar dalam kerangka tata kelola zakat yang plural, akuntabel, dan
adil.

Tahapan keempat dan terakhir dari prinsip proporsionalitas adalah
proportionality stricto sensu, yaitu penilaian akhir apakah manfaat nyata dari
kebijakan publik secara substansial lebih besar dibandingkan kerugian hak
konstitusional yang ditimbulkan. Pada tahap ini, pengadilan atau penguiji kebijakan
harus melakukan penyeimbangan yang ketat (balancing) antara dua kepentingan
utama: di satu sisi adalah tujuan kebijakan negara (misalnya efektivitas tata kelola
zakat), dan di sisi lain adalah beban yang ditanggung individu atau kelompok akibat
pembatasan haknya (seperti kebebasan beragama, berserikat, dan pengelolaan
ibadah). Penilaian ini tidak cukup hanya bersifat formal, tetapi menyentuh aspek
substantif, empirik, dan nilai-nilai konstitusionalisme.

Dalam konteks gejala monopoli pengelolaan zakat oleh BAZNAS, dapat

dinilai bahwa manfaat yang dijanjikan negara sangat terbatas dan bahkan belum
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terverifikasi secara empirik. Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi justifikasi
utama tidak otomatis tercipta hanya karena sentralisasi kelembagaan. Banyak studi
menunjukkan bahwa konsentrasi kelembagaan yang berlebihan justru berisiko
menciptakan ketertutupan informasi, minimnya kontrol publik, dan menurunnya
efisiensi. Di sisi lain, beban atau kerugian yang ditanggung masyarakat dari
kebijakan ini sangat nyata: umat Islam kehilangan hak untuk memilih saluran ibadah
yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, LAZ sebagai ekspresi
kelembagaan sipil terpinggirkan dan direduksi perannya, dan negara mengambil alih
fungsi sosial-keagamaan secara eksklusif.

Selain itu, kecenderungan monopoli oleh BAZNAS juga berdampak buruk
pada keanekaragaman tata kelola keagamaan yang selama ini menjadi kekuatan
masyarakat sipil di Indonesia. Negara demokratis harus mendorong partisipasi dan
keberagaman ekspresi publik, bukan mengonsolidasikannya dalam satu format
institusional tunggal. Kehilangan keragaman tersebut tidak hanya berdampak pada
lemahnya inovasi sosial dalam pendistribusian zakat, tetapi juga pada erosi
kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara yang dianggap memaksakan
formalisme administratif dalam wilayah spiritual. Hal ini menjadi sangat bermasalah
karena zakat adalah ibadah yang berakar pada relasi kepercayaan antara muzakki
(pemberi zakat), mustahik (penerima), dan amil (pengelola), yang tidak bisa
disederhanakan hanya menjadi proses teknokratis atau fiskal.

Lebih lanjut, kerugian dari kebijakan ini juga terlihat dalam hilangnya prinsip
social ownership terhadap zakat. Ketika umat merasa tidak lagi memiliki kuasa atau
kendali atas pengelolaan zakatnya, maka zakat kehilangan dimensi sosial-
emosional yang menjadi esensinya. Dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam zakat, dan bahkan mendorong
berkembangnya jalur distribusi informal yang tidak terpantau dan tidak terintegrasi
dalam sistem nasional. Ironisnya, tujuan negara untuk menciptakan sistem zakat
yang tertib justru dapat menciptakan disorganisasi baru.

Oleh karena itu, manfaat dari kebijakan superbody -monopolistik oleh
BAZNAS—yakni potensi efisiensi dan kontrol—tidak cukup signifikan untuk
membenarkan kerugian hak dan prinsip demokrasi konstitusional yang ditimbulkan.
Dalam demokrasi, setiap kebijakan publik yang menyangkut hak asasi harus dapat

dibenarkan tidak hanya secara legal, tetapi juga secara moral dan empirik. Bila
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kerugiannya lebih besar, maka kebijakan tersebut tidak proporsional secara stricto
sensu dan karena itu inkonstitusional.

Kesimpulannya, tahapan proportionality stricto sensu menjadi penilaian
akhir yang sangat krusial dalam pengujian kebijakan. Dalam kasus pengelolaan
zakat di Indonesia, penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa manfaat kebijakan
tidak dapat mengimbangi kerugian terhadap kebebasan beragama, otonomi
masyarakat sipil, dan keadilan institusional. Maka, negara harus kembali kepada
pendekatan konstitusional yang menghormati keragaman aktor, mendukung
pluralisme kelembagaan, dan menjamin kebebasan umat untuk beribadah dengan
cara yang sesuai keyakinannya, termasuk dalam memilih dan mengelola zakatnya.
Dengan mempertimbangkan keempat tahapan dalam uji proporsionalitas
sebagaimana dikembangkan oleh Robert Alexy dan Aharon Barak, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan monopoli negara dalam pengelolaan zakat melalui
BAZNAS tidak dapat dipertahankan dari perspektif konstitusional. Kebijakan ini
gagal memenuhi keseimbangan yang adil antara tujuan negara dan perlindungan
hak individu, terutama dalam konteks kebebasan beragama. Negara, sebagai
entitas yang diikat oleh prinsip limited government, tidak boleh menjadi dominan
dalam ranah spiritual umat. Peran negara seharusnya ditempatkan dalam posisi
fasilitatif dan regulatif, bukan sebagai satu-satunya pelaksana ibadah. Dominasi
dalam bentuk monopoli tidak hanya menutup ruang partisipasi masyarakat sipil,
tetapi juga melanggar prinsip subsidiaritas yang merupakan fondasi dari tata kelola
publik yang demokratis dan efisien.

Prinsip limited government menuntut agar kekuasaan negara dijalankan
secara terbatas, proporsional, dan berdasarkan kebutuhan yang objektif. Ketika
negara mengambil alih fungsi masyarakat yang mampu dijalankan secara efektif
oleh masyarakat itu sendiri, maka negara telah melampaui batas konstitusional. Ini
yang oleh Barak dan Alexy disebut sebagai bentuk intervensi yang tidak dapat
dibenarkan dalam negara demokratis. Dalam hal zakat, apabila tujuan negara
adalah menciptakan akuntabilitas dan efisiensi, maka tersedia berbagai alternatif
kebijakan yang lebih ringan dan partisipatif, seperti sistem audit independen,
sertifikasi lembaga zakat, atau penguatan pelaporan publik. Semua ini dapat
diterapkan tanpa harus menghapus eksistensi LAZ atau menundukkannya dalam

posisi subordinat terhadap lembaga negara.
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Lebih dari itu, kebebasan beragama adalah hak fundamental yang tidak
hanya menyangkut soal kebebasan memeluk suatu agama, tetapi juga kebebasan
untuk menjalankan ajaran agama tersebut secara otentik, termasuk dalam memilih
jalur pengelolaan zakat. Ketika nhegara memaksa warga untuk menggunakan satu
kanal resmi dan menutup saluran alternatif yang sah dan konstitusional, maka
negara tidak lagi berada dalam posisi netral, melainkan menjadi aktor teologis yang
memonopoli ekspresi ibadah umat. Ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa hak beragama
tidak hanya hak individual, melainkan juga hak komunal yang harus dihormati oleh
negara.

Oleh karena itu, menjaga kesetiaan pada prinsip-prinsip dasar negara
hukum demokratis mengharuskan negara untuk memilih kebijakan yang paling
proporsional, menghargai peran masyarakat sipil, serta menghindari
kecenderungan etatistikasi dalam urusan keagamaan. Dalam konteks zakat, ini
berarti bahwa negara seharusnya membangun sistem tata kelola yang kolaboratif,
partisipatif, dan akuntabel—bukan sistem yang memusatkan otoritas hanya pada
satu lembaga negara. Hanya dengan pendekatan semacam ini, negara dapat
dikatakan telah menjalankan fungsinya dalam kerangka konstitusional yang sehat

dan menghormati hak asasi manusia secara utuh.

C. Ffd

Sebagai penutup dari keseluruhan analisis, perlu ditegaskan bahwa posisi
konstitusi Indonesia sejak era reformasi telah mengalami transformasi mendasar:
dari konstitusi yang berkarakter negara-sentris menuju konstitusi yang demokratis,
pluralis, dan menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam pembentukan
kehidupan publik, termasuk dalam ekspresi keagamaan. Dalam sistem semacam
ini, negara tidak lagi dapat mengklaim sebagai pemilik tunggal dari urusan
keagamaan. Sebaliknya, negara harus menghormati, memfasilitasi, dan melindungi
partisipasi masyarakat sipil sebagai aktor sah dalam mengelola ekspresi
spiritualnya, termasuk dalam urusan penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Peran masyarakat sipil telah mendapatkan pengakuan eksplisit dari
Mahkamah Konstitusi, salah satunya dalam Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 yang
menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan,
memiliki posisi konstitusional yang sah sebagai bagian dari demokrasi yang hidup.

Ini menegaskan bahwa peran organisasi non-negara seperti Lembaga Amil Zakat
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(LAZ) dalam mengelola fungsi-fungsi keagamaan bukanlah sekadar toleransi
administratif, tetapi merupakan ekspresi konstitusional dari hak berserikat, hak
beragama, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan kebangsaan. Dalam kerangka
ini, tindakan negara yang memonopoli pengelolaan zakat dan mereduksi
keberadaan LAZ menjadi subordinat lembaga negara bukan hanya kebijakan yang
salah arah, tetapi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tata negara yang
menghargai pluralisme institusional dan partisipasi sipil.

Lebih jauh, konstitusi Indonesia yang telah diamandemen pasca-Reformasi
telah menempatkan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi sebagai fondasi
utama. Tafsir terhadap UUD 1945, karenanya, harus mengikuti pendekatan living
constitution, yaitu interpretasi konstitusi yang evolusioner dan sensitif terhadap
konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat. Tidak ada satu pun dalam konstitusi
yang memberi kewenangan kepada negara untuk menyederhanakan ekspresi
keagamaan umat menjadi satu bentuk institusi tunggal. Justru sebaliknya, konstitusi
memanggil negara untuk menjamin keberagaman itu sebagai bagian dari hak asasi.
Maka, ketika realitas sosial hari ini menunjukkan bahwa LAZ telah berkembang
menjadi entitas yang profesional, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan luas
dari umat Islam, maka tafsir konstitusional harus menyesuaikan diri dan
mengakomodasi kenyataan tersebut sebagai bagian dari pertumbuhan demokrasi
keagamaan yang sehat.

Negara yang memaksakan sentralisasi menuju monopoli atas zakat melalui
BAZNAS, tanpa memberi ruang yang proporsional kepada LAZ, tidak hanya
menyimpang dari semangat demokrasi, tetapi juga mencerminkan regresi
institusional: sebuah kemunduran dari konsep limited government menuju model
etatistik yang tak sesuai dengan semangat UUD 1945 pasca-Amandemen. Model
semacam ini membahayakan dua hal sekaligus. Pertama, ia melemahkan basis
spiritual zakat yang sejatinya adalah ibadah individual dan sosial yang dilandasi
pada keikhlasan dan kepercayaan. Kedua, ia melemahkan masyarakat sipil, yang
seharusnya diperkuat sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan sosial
keagamaan.

Tak kalah penting, keterlambatan negara dalam mengadopsi pendekatan
regulatif yang partisipati-—ditandai dengan dominasi birokrasi dan regulasi ketat
terhadap izin LAZ, keharusan rekomendasi dari BAZNAS, dan pembentukan UPZ

sebagai instrumen vertikal negara—telah menciptakan delay of rights, vyaitu
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keterhambatan warga negara dalam merealisasikan hak-haknya secara substantif.
Dalam prinsip-prinsip perlindungan HAM, hambatan administratif yang bersifat
sistemik terhadap kebebasan beragama dapat dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran struktural yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat
penting bagi pelaksanaan “kemerdekaan beribadah”. MK tidak hanya berfungsi
sebagai penafsir pasal-pasal UUD secara normatif, tetapi juga sebagai penjaga
ruang publik konstitusional—agar tetap terbuka, adil, dan tidak didominasi oleh satu
kekuatan tunggal, termasuk negara. MK dituntut untuk membangun penafsiran
progresif yang selaras dengan dinamika masyarakat sipil, memperluas jangkauan
perlindungan konstitusi terhadap ekspresi keagamaan yang tumbuh dari bawah
(bottom-up), dan tidak membiarkan negara menjadi aktor hegemonik atas
kehidupan spiritual warganya.

Lebih lanjut, tafsir terhadap UUD 1945 harus mengikuti pendekatan living
constitution, yakni penafsiran yang dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap
perkembangan masyarakat. Tafsir konstitusi tidak boleh dilakukan secara
ahistoris—mengabaikan realitas sosial, nilai-nilai lokal, dan sejarah partisipasi
keagamaan umat Islam di Indonesia yang plural dan kaya. Ketika realitas sosial
menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia telah menaruh kepercayaan besar
pada berbagai LAZ, maka penafsiran konstitusional yang meminggirkan kenyataan
ini menjadi kaku dan menyimpang dari semangat demokrasi.

Penting untuk diingat bahwa campur tangan negara dalam urusan
keagamaan, jika dilakukan secara tidak proporsional dan dominatif, justru berisiko
melahirkan pembatasan hak asasi manusia. Negara bisa berubah dari pelindung
menjadi penghambat kebebasan beragama, terutama ketika mekanisme hukum
dijalankan dengan pendekatan koersif dan sentralistik. Dalam prinsip-prinsip
perlindungan HAM, pembatasan administratif yang bersifat sistemik terhadap
ekspresi agama dinilai sebagai pelanggaran struktural, bukan sekadar kekeliruan

kebijakan.

4. Dr. Dodik Siswantoro, S.E., M.Sc.
1. Pendahuluan

Sejak terbitnya UU No. 23 tahun 2011 banyak isu yang muncul, terutama
adalah mengenai asas keadilan dan independensi UU tersebut. Banyak sudah kajian

akademik yang membahas ini, mulai dari skripsi hingga disertasi, artikel yang
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diterbitkan di jurnal hingga buku.

Kajian ini membahas mengenai asas independensi dan keadilan UU zakat dari
berbagai karya akademik. Ini merupakan bagian dari tata kelola yang menjadi isu
penting dalam UU zakat. Yang manjadi isu selama ini terkait dengan LAZ sebagai
Lembaga zakat swasta yang dinilai dirugikan karena harus melalui syarat yang cukup
ketat dan konflik kepentingan di BAZNAS sendiri.

2. Literatur Revieu

Tata kelola di Lembaga zakat di suatu negara terkait dengan UU No. 23/2011
fokus pada aspek independensi dan keadilan. Independensi terkait dengan Lembaga
yang mengatur segala aspek kegiatan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Untuk
aspek keadilan merupakan agar tiap pihak yang terkait dengan kegiatan mendapatkan
hak secara proporsional tanpa dirugikan sedikitpun. Terkait dengan zakat dalam UU
Zakat No. 23/2011 maka pada dasarnya tidak diperlukan izin resmi seperti halnya
memungut dana donasi secara umum. Ini juga berlaku di negara Muslim lainnya yang
pada dasarnya tidak berdasar pada syariat Islam, zakat dianggap sebagai dana donasi
seperti pada umumnya (lihat tabel 1).

Tabel 1. Negara OIC yang Tidak Mewajibkan lzin Resmi untuk Swasta Mengelola

Zakat
Status .
Negara Perizinan Keterangan Singkat
Bangladesh Tidak perlu | Zakat sepenuhnya dikelola masyarakat melalui NGO,
izin masjid, dan yayasan tanpa izin formal dari negara.
Pakistan Tidak perlu | Meski negara memungut zakat wajib dari rekening
izin bank, banyak NGO besar (Edhi, Saylani) mengelola
zakat secara independen tanpa izin dari pemerintah.
Turki Tidak perlu | Tidak ada badan zakat pemerintah; NGO seperti IHH
izin khusus | bebas mengelola zakat selama terdaftar sebagai
lembaga amal biasa.
Mesir Tidak secara | Lembaga seperti Al Azhar dan NGO Islam boleh
ketat memungut zakat tanpa izin eksplisit, meskipun
pemerintah mulai memperketat regulasi di bidang
keuangan.
Libanon Tidak perlu | Zakat dikelola oleh lembaga-lembaga Islam seperti
izin Dar Al Fatwa secara independen.
Yaman Tidak perlu | Karena lemahnya institusi negara, zakat bebas
izin dikelola oleh masyarakat dan NGO Islam.
Nigeria Tidak perlu | Komisi zakat negara bagian eksis, tapi NGO dan
(wilayah izin pusat masjid bebas mengelola zakat tanpa izin nasional.
Muslim)
Sudan Tidak ketat | Walau adalembaga zakat nasional, masyarakat bebas
mendirikan lembaga zakat tanpa izin khusus.
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Maroko Tidak perlu | Zakat tidak dipungut negara secara aktif, NGO Islam
izin dan masjid bebas mengelolanya.

Somalia Tidak perlu | Tidak ada sistem zakat negara; masyarakat bebas
izin mengatur zakat sesuai komunitasnya.

Senegal Tidak perlu | Zakat adalah urusan pribadi dan dikelola oleh
izin masyarakat dan tarekat Islam.

Sumber: Berbagai sumber data

Tabel 2. Negara OIC yang Membolehkan Pihak Swasta Mengelola Zakat

Apakah Swasta
Negara Boleh Kelola Keterangan
Zakat?

Indonesia Ya (dengan izin LAZ (Lembaga Amil Zakat) diperbolehkan setelah

mendapat izin dan tunduk pada regulasi
BAZNAS) BAZNAS.

Malaysia Terbatas Hanya Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang
boleh secara legal memungut zakat; pihak swasta
hanya bisa menyalurkan atau bermitra, bukan
memungut secara resmi.

Pakistan Ya, tanpa izin Negara pungut zakat wajib dari bank, tapi
masyarakat bebas memberi ke NGO besar seperti
Edhi Foundation, Saylani, dll.

Bangladesh Ya, tanpa izin Tidak ada pemungutan zakat oleh negara;
sepenuhnya dikelola oleh NGO, masjid, dan bank
syariah.

Turki Ya, tanpa izin Tidak ada lembaga zakat pemerintah; organisasi
seperti Diyanet, IHH Humanitarian Relief
Foundation, dan Deniz Feneri mengelola zakat.

Mesir Ya (semi-formal), | Lembaga seperti Egyptian Food Bank, Misr El

tanpa izin Kheir, dan Al Azhar diperbolehkan mengelola
zakat, namun negara mulai memperkuat kontrol
dalam beberapa tahun terakhir.

Nigeria Ya, tanpa izin Negara bagian mayoritas Muslim memiliki komisi
zakat sendiri, tapi banyak NGO Islam juga
mengelola zakat secara legal.

Yordania Ya Pemerintah memiliki Zakat Fund, tapi NGO Islam
diizinkan untuk menghimpun dan menyalurkan
zakat.

Maroko Ya (terbatas) Negara tidak secara aktif menarik zakat; pihak
swasta mengelola zakat secara informal.

Libanon Ya, tanpa izin Zakat dikelola oleh organisasi Islam seperti Dar Al
Fatwa, Zakat Fund Lebanon, dll.

Sudan Ya, tanpa izin Negara mengatur zakat, tapi NGO Islam juga
banyak berperan, terutama di daerah konflik.

Yaman Ya, tanpa izin Zakat banyak dikelola oleh ormas Islam karena
lemahnya institusi negara.

Sumber: Berbagai sumber data
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Di tabel 2 memunjukkan bahwa untuk pengelolaan zakat di negara Muslim
bisa juga dilakukan oleh pihak swasta. Indonesia dan Malaysia merupakan negara
yang membolehkan pihak swasta untuk mengelola zakat namun harus dengan izin.
Di Malaysia, sifatnya bersifat agen atau unit sebagai wakil dari Lembaga zakat
resmi negara. Jadi dari beberapa negara Muslim tersebut pengelolaan zakat
dibiarkan bebas tanpa izin dari Pemerintah, kecuali di Malaysia dan Indonesia. Hal
yang sama juga terjadi di beberapa negara maju pada umumnya, pihak swasta bebas
memungut dan mengelola dana donasi (Anthony & Young, 2003). Di Malaysia
sendiri zakat dapat sebagai pengurang pajak dan ini sudah di atur sejak tahun 1967.
Zakat juga dikelola oleh Lembaga di masing-masing wilayah Persekutuan sejak
lama.

Dalam beberapa penelitian, UU Zakat No. 23/2011 dianggap sentralistik
sehingga mengecilkan peran swasta di daerah-daerah (Rabbani & Romansyah,
2020). Di Indonesia, kearifan lokal menjadi peran penting dalam pengelolaan
zakat karena tiap daerah mempunyai kharakteristik sendiri yang berbeda. Di
samping, rendahnya kepercayaan Baitul Maal kepada Masyarakat sehingga
perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat
(Nazaruddin, 2022), juga pemahaman yang rendah masyarakat terhadap
BAZNAS di daerah (Satriani, 2021).

Di beberapa BAZ dana zakat banyak digunakan untuk usaha produktif,
perlu adanya pengawasan untuk hal ini dan masalah lainnya (Sa’diyah & Guntur,
2020). Bagaimana peran BAZNAS dalam hal ini untuk memastikan pengelolaan
zakat dilakukan dengan baik dan bensar.

Isu sentralisasi pengelolaan zakat sudah ada sejak UU zakat pertama,
perlu adanya kejelasan mengenai peran Pemerintah dan swasta (Sudarwati &
Sayekti, 2011). Di samping, konflik kepentingan akan muncul karena peran
BAZNAS yang juga sebagai pemain (Hartoyo, 2018). Dalam hal ini, UU zakat
yang ada mengubah praktek zakat yang berlaku sebelumnya di Indonesia dan
menyulitkan LAZ untuk membuka izin dan beroperasi (Purnama, 2014) (Fadilah
& Hasan, 2013), terutama dalam masalah administrasi (Santoso, 2016). Di
samping Indonesia bukan negara berbasis agama maka LAZ mempunyai posisi
yang sama dengan Lembaga Pemerintah (Maula, 2020). Sehingga terjadi tidak
konsistensian konstitusi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini (Ghoffar,

2017). Dari berbagai hasil penelitian tersebut pengelolaan zakat di bawah
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Pemerintah jika Pemerintah tersebut berbasis pada syariah Islam. Adapun

Lembaga yang boleh mengelola harus di bawah Pemerintah.

3. Metode Riset

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan studi literatur, dan
informasi dari media massa terkait. Pada tabel 3 dapat dilihat jumlah penelitian yang
dilakukan terkait dengan tata kelola zakat merujuk pada UU Zakat No. 23/2011.
Total ada 11 karya ilmiah. Dalam hal ini penulis melakukan kajian lebih lanjut dari
data-data yang didapat, selain itu sumber dari data sekunder juga dilakukan melalui
website dan pengalaman penulis selama melakukan penelitian tentang zakat.

Tabel 3. Jumlah penelitian terkait dengan tata kelola zakat di Indonesia

No Sumber Jumlah
1 Buku 1
2 Skripsi 1
3 Disertasi 2
4 | Artikel 7

4. Analisis
Analisis dibagi menjadi 2 bagian:
a. Independensi

Terkait dengan independensi Lembaga zakat untuk meminta izin menjadi
Lembaga zakat yang boleh memungut dan mengelola zakat menjadi tidak
independent karena BAZNAS sebagai Lembaga yang sama juga melakukan
kegiatan dan aktivitas yang sama (lihat bagan 1). Bagan ideal agar independent
dapat ditegakkan bisa dilihat pada bagan 2, terdapat Lembaga independen yang
tidak melakukan aktivitas pemungutan dan pengelolaan zakat. Bahkan di negara-
negara Muslim seperti yang disebutkan di atas, pengelolaan zakat termasuk
pemungutan zakat tidak diperlukan izin, karena hal ini dapat disamakan dengan

Lembaga sosial lainnya yang mengumpulan dana donasi dan mengelolannya.
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BAZNAS
7 7 ¥ 2
I1zin dengan .
audit laporan
syarat ketat
A 4
LAZ
A
koleksi koleksi
Dana Zakat

Bagan 1. Aktivitas LAZ untuk izin melakukan kegiatan pengelolaan zakat

Praktek di negara maju seperti Amerika Serikat, Lembaga nirlaba yang
melakukan pemungutan dan pengelolaan dana donasi cukup melapor ke Lembaga
terkait setelah mendapat izin sebagai Yayasan. Di samping itu, untuk Lembaga
nirlaba di Amerika Serikat mereka mendapat bebas pajak yang didaftar di Lembaga
pajak di Amerika Serikat. Dalam hal ini, Lembaga nirlaba diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) dan melaporkannya di website mereka (Anthony & Young, 2003).

Lembaga Independen

A A

Izin/lapor laporan

A
koleksi|

Dana Zakat

Bagan 2. Bagan ideal aktivitas LAZ untuk izin melakukan kegiatan pengelolaan zakat

Untuk pengelolaan wakaf uang di BWI sendiri berbeda mekanismenya dengan
BAZNAS. BWI hanya melakukan pelatihan lalu memberikan izin, dan kemudian
nazhir wakaf uang hanya melaporkan saja ke BWI untuk pelaksanaannya. Untuk
mendapatkan izin, tidak ada syarat yang ketat seperti di BAZNAS (lihat began 3).
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BWI
A A A
Pelatihan laporan
lalu izin
Nazhir wakaf uang
A

koleksi koleksi
Dana wakaf

Bagan 3. Praktek di BWI untuk memberikan izin ke nazhir wakaf uang

b. Keadilan

Aspek tata kelola lainnya adalah keadilan, dalam hal ini LAZ mendapat
perlakuan yang tidak sama dengan BAZNAS untuk Tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/ kota. Untuk mempermudah bisa dilihat dari dari tabel 4 dan 5. Untuk
syarat pendirian LAZ baru terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sedangkan
untuk BAZNAS level provinsi dan kabupaten/kota terdapat syarat- syarat yang
harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dianggap dapat mempersulit, karena pada
dasarnya Lembaga nirlaba yang sudah berbasis Yayasan sudah memenuhi asas
untuk mengoleksi dan mengelola dana zakat yang dapat dianggap sebagai dana
donasi pada umumnya.

Tabel 4. Syarat untuk menjadi syarat LAZ provinsi

LAZ BAZNAS
No Syarat . i
Provinsi Provinsi
1 Surat izin Vv X
2 AD/ Akta Vv X
3 Surat keterangan lembaga Vv X
4 Susunan Pengawas Syariah Vv X
5 1 Ketua 1 Anggota Vv Ketua dan
maksimal 4
wakil
Jaminan sosial tenaga kerja Vv X
SK pegawai Vv X
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8 Tidak merangkap di Lembaga V X
zakat lain
9 Bersedia di audit syariah \Y X
10 Minimal 20 orang pegawai \ X
11 Ada di 3 kabupaten/kota \ X
12 Dana minimal Rp 20 miliar \% X
13 Koordinasi dengan BAZNAS Vv X
14 Tidak kaitan dengan Parpol \% X

Sumber: https://baznas.go.id/news-
show/Ketahui ini Syarat Ajukan Surat Rekomendasi lzin Pembentukan LAZ/2
247, PP No.14/2024

Tabel 5. Syarat untuk menjadi syarat LAZ kabupaten/ kota

No Syarat < LAZ BAZNAS
abupaten/kota | Kabupaten/ kota
1 Surat izin Vv X
2 AD/ Akta Vv X
3 Surat keterangan lembaga Vv X
4 Susunan Pengawas Syariah Vv X
5 1 Ketua 1 Anggota Vv Ketua dan
maksimal 4 wakil
6 Jaminan sosial tenaga kerja \% X
SK pegawai Vv X
Tidak merangkap di Lembaga Vv X
zakat lain
9 Bersedia di audit syariah \ X
10 | Minimal 8 orang pegawai \% X
11 | Ada di 3 kecamatan Vv X
12 | Dana minimal Rp 3 miliar Vv X
13 | Koordinasi dengan BAZNAS \% X

Sumber: https://baznas.go.id/news-
show/Ketahui ini_ Syarat Ajukan Surat Rekomendasi Izin Pembentukan LAZ/2247,
PP No.14/2024

Untuk pelaporan keuangan, Lembaga zakat baik yang LAZ ataupun yang
BAZNAS di Tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota seharusnya melakukan
audit laporan keuangan dan dilaporkan di masing-masing website. Sehingga donator
atau pemangku kepentingan lain dapat memantau aktivitas dan kinerja Lembaga zakat

terkait. Merujuk pada tabel 6, sangat sedikit Lembaga zakat yang melakukan pelaporan
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keuangan yang diaudit yang di upload ke website. Ini dilakukan cek pada bulan
Agustus, padahal kalau merujuk pada laporan keuangan Perusahaan yang listing di
bursa, mereka harus laporan paling tidak bulan April tiap tahunnya. Hal ini disebabkan
ada kepemilikan Masyarakat, begitu juga Lembaga zakat yang menghimpun dana
zakat dan lainnya. Di samping itu, BAZNAS seharusnya melakukan publikasi dari
laporan-laporan keuangan Lembaga zakat dan diupload di website agar Masyarakat
mengetahui kinerja Lembaga zakat.

Tabel 6. Lembaga zakat yang melaporkan keuangan yang diaudit

Jenis - Skala Jumlah Yang melaporkan audited report (2019)
BAZNAS
Nasional 1 1
Provinsi 34 1
Kabupaten/kota 453 1
LAZ
Nasional 25 4
Provinsi 13
Kabupaten/kota 36 1

Sumber: data

5. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa UU zakat No. 23/2011
dapat dikatakan belum memenuhi asas tata kelola yang baik karena terdapat aspek tata
kelola yang belum terpenuhi seperti aspek independensi. Merujuk pada praktek
pengelolaan dana zakat di negara Muslim pada umumnya pengelolaan zakat dilakukan
secara bebas tanpa izin oleh Lembaga zakat swasta namun dengan pelaporan
keuangan yang diaudit. Di samping itu praktek di negara lainnya, memang tidak ada
syarat khusus untuk menghimpun dan mengelola dana donasi dari Masyarakat. Malah
di Amerika Serikat mereka mendapat perlakuan bebas pajak.

Aspek kedua adalah ketidakadilan, karena Lembaga zakat swasta harus
memenuhi syarat perizinan yang cukup banyak dan berat, sedangkan untuk pendirian
BAZNAS di Tingkat provinsi, kabupaten/kota tidak ada syarat. Namun tidak berlaku
untuk pendirian LAZ swasta untuk Tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota,
Mereka harus memenuhi syarat yang cukup banyak oleh BAZNAS.
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5. K.H. Wahfiudin Sakam Bahrum, S.E., M.M.

Pelaksanaan Ibadah zakat menjadi diskursus yang berkembang sebagai
salah satu sosial — keagamaan beberapa waktu ke belakang. Diskursus ini muncul
bukan hanya sebatas pada permasalahan figih dalam artian pembaharuan berbagai
alat pembayaran zakat yang menjadi ranah /i'tilat para ulama untuk menyesuaikan
nasb pelaksanaan zakat pada situasi hari ini. Penyesuaian nasb zakat memang
menjadi polemik, namun diskursusnya telah memiliki acuan yang ajeg dikarenakan
banyaknya dalil nagli yang telah mengatur dengan jelas permasalahan ini,
baikdalam Al — Quran maupun Hadist.

Hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam studi kasus mengenai
pelaksanaan zakat fitrah di mana terdapat dalil naqli yang jelas sebagaimana hadis
shahih riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
berbunyi: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’
gandum untuk setiap orang, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun
perempuan, kecil maupun besar.” Keberadaan dalil ini memberikan acuan yang
jelas bahwa setiap muslim tanpa terkecuali diberikan kewajiban untuk melakukan
zakat fitrah dengan besaran sebesar satu sha’. Meskipun demikian, permasalahan
satu sha’ sendiri menimbulkan diskursus dalam pandangan para imam mazhab
yang memiliki konsep perhitungan yang berbeda — beda.

Oleh karena itu, diskursus semacam ini berorientasi pada permasalahan —
permasalahan yang murni melibatkan ajaran agama semata. Ruang lingkup
diskursus tersebut membuat permasalahan bertumpu pada pendapat yang dimiliki
oleh para ulama dan memberikan kebebasan pada pemeluk agama Islam untuk
memilih pendapat yang dianggap paling sesuai dengannya. Hal ini bermakna tidak
ada paksaan untuk mengikuti salah satu pendapat tertentu dalam melaksanakan
ibadah zakat.

Meskipun merupakan ruang lingkup ibadah yang bahkan ke dalam rukun
Islam ketiga, diskursus mengenai zakat tidak hanya menyangkut permasalahan figih
atas ibadahnya semata. Diskursus permasalahan zakat melebar pada
permasalahan tata kelolanya karena adanya konsep amil dalam penyaluran zakat.
Keberadaan amil ini diakui secara jelas dalam dalil naqli berkaitan dengan
pelaksanaan zakat seperti Quran Surat At — Taubah ayat 60 yang berbunyi:

) i 85 Gl B3 (b5 sl adlall s lle Cileally Sl o1 N EC
) (e Al b i) 03130015 CRSA 2le
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Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk
(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang
berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan
(yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha
Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Keberadaan ayat tersebut secara jelas menjelaskan keberadaan amil dalam
pelaksanaan arab yang berarti orang yang mengerjakan sesuatu. Pengertian ini
bermakna kedudukan amil sebagai seseorang yang mengelola zakat. Meskipun
terdapat konsep amil dalam tata kelolanya, zakat juga dapat dilakukan secara
langsung kepada mustahik yang berhak berdasarkan asnaf penerima zakat
dikarenakan tidak terdapat dalil yang melarang hal tersebut.

Di sisi lain, terdapat dalil yang menyatakan penyaluran zakat melalui amil
lebih diutamakan. Hal tersebut didasarkan pada metode pelaksanaan zakat di masa
Rasulullah saw. yang dilakukan dengan adanya sekelompok orang yang menjadi
amil zakat dan ditunjuk langsung oleh Rasulullah saw. Sekelompok orang tersebut
bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan dan menghitung zakat para orang —
orang kaya (aghniyaa’) yang telah memenuhi nashb untuk melakukan zakat. Lebih
lanjut, para amil zakat bertugas pula untuk menyalurkan zakat kepada pihak yang
berhak sesuai asnaf penerima zakat yang berlaku.

Keberadaan amil zakat pada hakikatnya hadir untuk mengelola
pelaksanaan ibadah zakat yang dilakukan oleh pemeluk ajaran agama Islam.
Bantuan tersebut pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya mempermudah
masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat sekaligus memastikan bahwa zakat
yang diberikan pada penerima yang tepat sesuai dengan asnaf zakat. Lebih lanjut,
keberadaan amil zakat dapat menghimpun zakat dari masyarakat dalam jumlah
banyak yang juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para penerima
zakat dengan adanya pemberian dengan jumlah lebih besar.

Dengan adanya peran vital dalam tata kelola zakat, terdapat diskursus yang
muncul pada era kontemporer terkait dengan pihak yang berwenang menjadi amil
zakat. Hal ini dikarenakan zakat memiliki potensi pengelolaan dana yang begitu
besar di mana perlu tata kelola yang akuntabel untuk memastikan pelaksanaan

zakat dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Akuntabilitas ini menjadi
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landasan adanya sinergi antara peran negara dan masyarakat dalam tata kelola
zakat.

Keterlibatan masyarakat dan negara dalam tata kelola zakat menghasilkan
diskursus mengenai siapa pihak berwenang menjadi amil zakat yang menjadi topik
perbincangan hangat di berbagai negara. Penelaahan permasalahan tersebut tidak
dapat dilihat dalam kacamata ilmu figih semata. Hal ini dikarenakan permasalahan
tata kelola zakat sebagai salah satu ibadah dalam agama Islam terikat dengan
konstruksi ilmu hukum dalam konteks relasi agama dengan negara.

Relasi agama dan negara menentukan bagaimana tata kelola zakat sebagai
salah satu ibadah keagamaan Islam dapat dipraktikkan. Hal ini dikarenakan adanya
batasan — batasan keterlibatan negara dalam praktik keagamaan pada negara —
negara yang tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi. Lebih dari itu, terdapat
pula negara — negara yang menghindari keterlibatannya dalam kegiatan keagamaan
sebagai konsekuensi atas paham sekuler yang dianut oleh suatu negara tersebut.

Adanya negara yang melegalisasi keterlibatan negara dalam tata kelola
zakat tidak berarti model tata kelola zakat bersifat tunggal. Terdapat variasi bentuk
keterlibatan negara dalam tata kelola zakat yang pada prinsipnya berbeda — beda
di setiap negara. Model — model keterlibatan negara dalam tata kelola zakat akan
dikaji dalam tulisan dengan pendekatan komparatif ini.

Di samping kajian atas model — model keterlibatan negara, pendekatan
komparatif tersebut turut mengkaji model — model tata kelola zakat berdasarkan
letak suatu negara. Perbedaan regional negara yang berdampak pada perbedaan
jumlah masyarakat pemeluk agama Islam membuat masalah tata kelola zakat
menjadi kompleks, utamanya pada negara dengan penduduk penganut agama
Islam minoritas. Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini hendak mencari
formulasi tata kelola zakat yang ideal di Indonesia sebagai negara yang tidak
memiliki agama resmi atau pun didasarkan pada ajaran negara, namun tidak
berkedudukan sebagai negara sekuler melalui studi komparasi dengan negara —

negara lain.

Perkembangan Tata Kelola Zakat dari Masa ke Masa

Tidak terdapat kesepakatan di antara ulama terkait dengan kapan syariat
kewajiban untuk melaksanakan zakat pertama kali muncul. Terdapat pendapat yang
menyatakan bahwa zakat disyariatkan untuk wajib dilaksanakan pada tahun kedua

Hijriah. Kondisi ini membuat zakat bersamaan dibandingkan puasa ramadhan. Di
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sisi lain, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa zakat disyariatkan setelah
puasa ramadhan tepatnya pada tahun ketiga hijriah.

Pendapat tahun kedua Hijriah tersebut berkaitan dengan adanya perintah
zakat tersebut ditautkan pada waktu turunnya perintah melakukan zakat
sebagaimana disebutkan dalam Surat Al — Bagarah ayat 110 yang berbunyi:

REGANIESS VA OV
Artinya, “Dan dirikanlah shalat serta bayarkanlah zakat!”

Ayat ini menjadi dasar pertama kali zakat diwajibkan bagi seluruh muslim.
Keberadaan ayat ini kemudian diikuti dengan adanya hadist dari Rasulullah saw.
yang mewajibkan pelaksanaan zakat fitrah (zakat jiwa) sebelum mewajibkan zakat
fitrah. Hal ini dinyatakan hadist yang diriwayatkan oleh An — Nasa’l yang berbunyi:
“Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan shadaqatul fithr
(zakat fitrah) sebelum perintah zakat (zakat harta). Keberadaan hadist tersebut
menandakan adanya kejelasan kurun waktu mengenai kewajiban melaksanakan
kedua jenis zakat.

Zakat sendiri pada mulanya tidak termasuk ibadah yang digalakkan
pelaksanannya oleh Rasulullah saw. selama umat Islam berada di Makkah. Zakat
pada waktu itu hanya diperintahkan untuk dilakukan saja, namun tidak terdapat
rincian mengenai bentuk dan besaran zakat. Dasar pemahaman ini dilandaskan
pada tafsir lbnu Katsir terhadap Surat Al — Muzammil ayat 20 yang telah
menyebutkan perintah untuk melakukan zakat. Terhadap ayat tersebut, Ibnu Katsir
menyatakan bahwa: Yakni dirikanlah salat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu.
Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah wajib
zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih
belum dijelaskan dengan rinci kecuali hanya di Madinah; hanya Allah-lah Yang
Maha Mengetahui.

Pada masa kenabian di Madinah, Rasulullah saw. turun langsung dalam
tata Kelola zakat. Beliau mengangkat sekelompok orang untuk dapat
mengumpulkan zakat pada setiap kabilah di Madinah untuk dapat mengumpulkan
zakat. Ibnu Saad menguraikan nama — nama orang di dalam kelompok tersebut
sebagai berikut: (a) Uyayinah bin Hisn diutus kepada Bani Tamim; (b) Buraidah bin
Hasib, ada juga yang menyatakan Ka’ab bin Malik, diutus kepada Bani Aslam dan
Bani Ghifar; (c) Abbad Ibnu Bisyr Asyhali diutus kepada Bani Sulaim dan Bani
Muzainah; (d) Rafi’ bin Makis diutus kepada Bani Juhainah; (e) Amr bin Ash diutus
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kepada Bani Fazarah; (f) Dhahhak bin Syufyan Al-Kilabi diutus kepada Bani Kilab;
(g) Burs bin Sufyan al Ka’bi diutus kepada Bani Ka’ab; (h) Ibnu Lutibah Azdi Azdi di
utus kepada Bani Zibyan; dan (i) Seorang laki-laki dari Banu Sa’ad Huzaim diutus
untuk mengambil zakat Bani Sa’ad Huzaim. Tidak hanya mengumpulkan zakat dari
berbagai kabilah yang ada di Madinah semata, Rasulullah saw. juga mengutus
sekelompok orang untuk mengumpulkan zakat di seluruh lingkungan Jazirah arab.

Salah satu contoh adalah Muadz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah saw.
untuk mengumpulkan zakat di daerah Yaman. Pengangkatan tersebut diiring
dengan adanya nasehat yang disampaikan Rasulullah saw. kepada Muadz bin Jabal
sebagaimana terdapat dalam hadist berikut: Sampaikan bahwa Allah telah
mewajibkan zakat kepada harta benda meraka, yang dipungut dari orang-orang
kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di antara mereka.” Adapun
Ibnu Ishaqg sendiri merincikan nama — nama sahabat yang diutus oleh Rasulullah
saw. untuk mengumpulkan zakat dari seluruh jazirah arab antara lain: (a) Muhajir
bin Umayyah yang diutus ke San-a’; (b) Zaid bin Labid diutus kepada Hadramaut,
sebuah daerah di Yaman; (c) ‘Adi bin Hatim diutus kepada Bani Thay dan Bani
As’ad; (d) Malik bin Nuwairah diutus kepada Bani Hanzalah; (e) Zabragan bin Nadr
Qais bin Ashim diutus kepada Bani Sa’ad; dan (f) Ala’ bin Hadrami diutus ke Bahrain
dan Ali di utus ke Najran.

Pada masa Rasulullah saw. berkuasa, Madinah yang bertransformasi
menjadi kota dengan tata administrasi yang rapih termasuk dalam tata Kelola zakat.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembagian tugas bagi Amil Zakat kepada
beberapa jenis pekerjaan antara lain: (1) Katabah, petugas yang mencatat para
wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah,
petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas
yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang
menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Pengaturan dan tata kelola zakat yang terjadi pada masa Rasulullah saw.
merupakan acuan bagi pelaksanaan zakat di masa khulafaurrasyidin. Pada masa
pemerintahan Abu Bakar Ash — Shiddiq, tata kelola zakat tidak berjalan dengan
optimal dikarenakan perang dengan para pembangkang yang menolak membayar
zakat pasca wafatnya Rasulullah saw. Peperangan ini timbul dikarenakan Abu bakar

secara resmi menempatkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara
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di samping syariat Islam yang membuat dimensi pelanggaran terhadap zakat dapat
dikategorikan sebagai perlawanan terhadap negara.

Abu Bakar sama seperti Rasulullah saw. mengangkat sekelompok orang
menjadi amil zakat untuk melakukan tata kelola zakat. Dalam tata kelola zakat
tersebut, permasalahan gaji dan tunjangan khalifah menjadi salah satu bentuk
penyaluran dikarenakan Abu Bakar tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya
karena tidak lagi berdagang secara maksimal selama menjadi Khalifah. Tunjangan
tersebut diberikan oleh Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat sebesar 2
atau 3 V4 dirham beserta daging domba dan pakaian biasa setiap harinya.

Namun, tunjangan tersebut pada realitanya tidak dapat mencukupi
kebutuhannya dan pada akhirnya terdapat gaji bulanan yang diberikan kepada Abu
Bakar sebesar 2000 atau 2500 dirham, atau Riwayat lain menyatakan sebesar 6000
dirham per tahun. Adanya tunjangan tersebut memberikan dasar pemberian gaji
pada khalifah yang berasal dari zakat. Meskipun demikian, Abu Bakar
mengembalikan berbagai tunjangan yang diterimanya tersebut menjelang wafatnya.

Pasca khalifah Abu Bakar wafat, kepemimpinan umat Islam beralih pada
Khalifah Umar Bin Khattab yang membuat berbagai terobosan dalam jenis zakat
yang dilakukan. Umar menghapus pemberian zakat bagi kaum muallaf dikarenakan
tidak ada lagi relevansinya dikarenakan situasi sudah aman dan tidak ada ancaman
kondisi pemurtadan. Di samping itu, Umar juga melanjutkan keberadaan zakat
mudafa’ah yang dibebankan kepada kaum non — muslim dengan komponen jizyah
(uang perlindungan) dan beban tambahan sebagai bentuk perimbangan atas zakat
yang dikeluarkan oleh kaum muslim.

Pengelolaan zakat terus berkembang di masa pemerintahan Khalifah
Utsman bin Aian. Utsman melakukan pembaharuan dalam sistem pelaksanaan
zakat mal. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan membagi zakat mal menjadi
dua jenis yaitu Zakat al-amwal az- zahirah (harta benda yang tampak) dalam bentuk
binatang ternak dan hasil bumi yang dipungut oleh amil zakat yang ditunjuk negara
Zakat al- amwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi)
dalam bentuk uang dan barang perniagaan.

Pergantian khalifah dari Utsman bin Aian ke Ali bin Abi Thalib tidak
menyurutkan perkembangan zakat. Meskipun tidak terdapat pembaharuan tata
kelola zakat secara sistem, Ali memberikan teladan dengan ikut serta

mendistribusikan zakat kepada mustahik. Ali dalam masa pemerintahannya
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menegaskan setiap bentuk harta pada dasarnya memiliki kewajiban zakat di
atasnya.

Berakhirnya kekuasaan Ali bin Abi Thalib, menandakan berakhirnya masa
pemerintahan khulafaurrasyidin dan beralih pada dinasti — dinasti kerajaan dimulai
dengan adanya Kerajaan Bani Umayyah di Damaskus. Pada masa khalifah Bani
Umayyah, tata kelola zakat difokuskan pada kemandirian Baitul Maal sebagai suatu
lembaga negara untuk menghimpun zakat dikarenakan sudah begitu luasnya
wilayah kekuasaan Islam yang membuat tidak memungkinkan khalifah turun secara
langsung mengatasi permasalahan tersebut. Baitul Maal sendiri pada waktu itu
dibagi menjadi dua yaitu Baitul Maal umum untuk seluruh masyarakat dan Baitul
Maal khusus untuk sultan, keluarga, dan kroninya. Dalam perjalanannya,
pembagian ini malah menimbulkan masalah karena banyak pengeluaran tidak
terkait dengan ummat Islam, namun berkaitan dengan penyaluran harta kepada
sultan, keluarga, dan kroninya yang berasal dari Baitul Maal Umum.

Situasi tersebut mendapat reformasi pada masa pemerintahan Khalifah
Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengembangkan jenis zakat baru
bernama zakat profesi yang menghitung zakat berdasarkan pendapatan yang
diperoleh dalam bentuk non — usaha perdagangan seperti gaji dan honor. Di
samping adanya pembuatan jenis zakat baru, pengembangan penerimaan zakat ini
terjadi karena Umar bin Abdul Aziz meminimalkan pajak yang menjadi sumber
pendapatan negara dan mengalihkannya kepada zakat. Adanya terobosan ini
membuat kas zakat melimpah dan pendistribusiannya kepada berbagai kelompok
masyarakat seperti difabel dan orang yang terlilit hutang.

Model kesuksesan Umar bin Abdul Aziz untuk memaksimalkan zakat
dilanjutkan pada masa kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Bani Abbasiyah
membuat Departemen Shadaqgah yang bertanggung jawab terhadap tata kelola
zakat. Keberadaan Departemen Shadaqah tersebut dilanjutkan dengan berbagai
perkembangan zakat lainnya seperti kebolehan untuk melakukan zakat sendiri jika
amil zakat tidak kunjung datang dan adanya kategorisasi amil di mana non — muslim
dapat menjadi amil sepanjang hanya mengumpulkan zakat berdasarkan besaran
yang disesuaikan oleh syari semata tanpa berwenang menyelesaikan persoalan
praktik masyarakat dalam melakukan zakat.

Kerajaan Bani Abbasiyah berperan dalam mengembangkan zakat melalui

kebijakan yang diambil oleh para khalifahnya seperti yang dilakukan oleh Harun Al
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— Rasyid dan Al — Mawardi. Pada masa pemerintahannya, Harun Al — Rasyid
memperluas kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Maal dalam mengelola keuangan
negara dengan menunjuk seorang wazir yang melakukan diversifikasi sumber
beberapa pendapatan negara dengan tidak lagi bergantung pada pemasukkan
pajak maupun filantropi Islam seperti Zakat maupun Sedekah. Pembagian tersebut
dilakukan dalam beberapa jenis antara lain: (a) Diwan al-Khazanah yang bertugas
mengurus seluruh perbendaharaan negara; (b) Diwan al-Azra’ yang bertugas
mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi; (c) Diwan Khazain as-Siaah
yang bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang.

Setelah pembaharuan institusional dilakukan oleh Harun Al — Rasyid,
pembaharuan konseptual dalam pendistribusian zakat dilakukan oleh Al — Mawardi.
Al — Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara dalam mendistribusikan zakat
kepada orang fakir dan miskin hanya terbatas pada taraf membebaskan masyarakat
dari kondisi kemiskinan, namun besaran untuk melakukan pembebasan itu variatif
tergantung kebutuhan setiap mustahik di mana hal ini memungkinkan adanya
mustahik yang mendapat 1 dirham dan ada yang mendapat 1000 dirham. Lebih
lanjut, Al — Mawardi mengambil kebijakan bahwa zakat pada hakikatnya hanya
dapat disebarkan pada wilayah tempat zakat itu diambil dan baru dapat disebarkan
ke wilayah lain apabila mustahik pada wilayah tersebut telah memperoleh zakat
secara cukup.

Selepas kejayaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, peranan negara
dalam tata kelola zakat mulai mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dengan
adanya situasi di mana muslim lebih cenderung membayar zakat langsung kepada
para mustahik ketimbang menyalurkannya melalui negara. Meskipun, para ulama di
masa itu memperbolehkan negara untuk mengumpulkan zakat. Kemerosotan
keterlibatan negara tersebut terus terjadi hingga kekhalifahan terakhir yaitu Turki
Utsmani lenyap pada tahun 1924 dikarenakan negara melepaskan diri dari tata
kelola zakat dengan tidak membuat suatu institusi khsus yang mengelola zakat.

Kondisi ini membuat tata kelola zakat pada era kontemporer dikembangkan
oleh masyarakat secara swadaya di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Awal perkembangan zakat di Indonesia pada era kontemporer bertumpu pada
inisiatif masyarakat terjadi karena adanya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan
Bijblad 6200 tahun 1905 yang melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah,

hingga pribumi priyayi untuk ikut serta dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini



174

timbul sebagai upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memisahkan ajaran
— ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat, terlebih zakat memiliki asnaf fii
sabilillah yang mana berpotensi mendorong tumbuh suburnya perlawan kepada
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda atas dasar agama.

Kondisi ini membuat tata kelola zakat dilakukan oleh masyarakat dengan
langsung menyalurkan zakat kepada para mustahik atau melalui masjid di dekat
kediamannya. Di samping itu, zakat juga mulai dilakukan oleh organisasi
keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Muhammadiyah
mendorong adanya transformasi tata kelola zakat dengan mengumpulkannya
secara tersentralisasi melalui suatu lembaga khusus yang bertugas
mendistribusikan zakat kepada fakir miskin. Di sisi lain, pengumpulan zakat dalam
NU pada mulanya dilakukan secara terdesentralisasi di mana setiap kyai desa
menerima zakat dan menyalurkannya langsung kepada masyarakat fakir miskin
setempat.

Pergeseran pemahaman tersebut mulai terjadi pada masa pemerintahan
kolonial Jepang di mana negara mulai ikut serta dalam tata kelola zakat dengan
keberadaan lembaga Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAIl) pada tahun 1943 yang
kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Baitul Maal. Baitul Maal tersebut
didirikan untuk mengorganisasi pengumpulan zakat di masyarakat yang dilakukan
secara massif dengan berdirinya Baitul Maal di 35 dari 67 Kabupaten yang ada di
Pulau Jawa. Kemajuan yang begitu pesat tersebut menimbulkan ketakutan dari
pemerintah kolonial Jepang yang pada akhirnya memutuskan untuk membubarkan
MIAI pada 24 Oktober 1943.

Pada masa pasca kemerdekaan, tata kelola zakat dilakukan tetap oleh
masyarakat di masa orde lama. Pemerintah orde lama hanya menetapkan
ketentuan berkaitan dengan pengawasan zakat dan tidak mencampuri urusan
pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Ketentuan tersebut disampaikan
dalam Surat Edaran Kementrian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951. Meskipun
demikian pada tahun 1964 di penghujung masa pemerintahan orde lama,
Kementerian Agama mengajukan adanya pembuatan Rancangan Undang -
Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang tata kelola zakat.
Rancangan tersebut sayangnya belum tersampaikan ke Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat — Gotong Royong (DPR — GR).
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Selang beberapa tahun kemudian, Kementerian Agama mengajukan
Rancangan Undang — Undang Pelaksanaan Zakat ke DPR — GR pada tahun 1967.
Landasan pemerintah melalui Kementerian Agama hendak mengatur tata kelola
zakat adalah zakat berkedudukan sebagai salah satu ibadah wajib ummat Islam dan
negara memiliki kewajiban moril untuk mengaturnya. Adanya rancangan undang —
undang tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat melalui
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 dan Baitul Maal melalui Peraturan
Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi
berbeda di mana Baitul Maal menjadi lembaga yang mengumpulkan zakat dan
hasilnya akan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat.

Adanya Peraturan Menteri Agama tersebut menimbulkan kegaduhan
karena Menteri Keuangan menilai permasalahan zakat seharusnya cukup diatur
dengan Instruksi Menteri saja. Terlebih Presiden Soeharto juga menyoroti kala itu
terkait dengan pengaturan zakat perlu dilakukan secara sistematis dan terukur.
Situasi ini mendorong adanya pencabutan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut
melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969.

Kondisi tersebut menimbulkan stagnansi tata kelola zakat di Indonesia pada
masa orde baru. Namun, terdapat pembaharuan yang terjadi ketika adanya inisiatif
kelompok masyarakat sipil untuk membuat Lembaga Amil Zakat bernama Dompet
Dhuafa Republika pada tahun 1994. Pendirian Dompet Dhuafa pada mulanya
berangkat dari adanya kolom donasi di halaman muka harian republika yang
pertama kali terbit pada 2 Juli 1993. Pembuatan kolom tersebut diinisiasi oleh empat
orang jurnalis yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo
berdasarkan interaksi mereka dengan masyarakat miskin.

Kolom donasi tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat
dengan terus bertambahnya donasi yang diberikan dari waktu ke waktu. Situasi ini
mendorong adanya upaya formalisasi kegiatan Dompet Dhuafa menjadi suatu
badan hukum. Pada 4 September 1994, Dompet Dhuafa Republika bertransformasi
menjadi badan hukum tersendiri atas nama Yayasan Dompet Dhuafa Republika
dengan Dewan Pendiri berisi 4 (empat) orang jurnalis yang menginisiasi pembuatan
kolom Dompet Dhuafa tadi.

Pasca berdirinya Dompet Dhuafa, semangat filantropi masyarakat semakin
meningkat dengan menjamurnya pendirian yayasan — yayasan lainnya sebagai

badan hukum lembaga amil zakat. Menindaklanjuti fenomena tersebut, pemerintah
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mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam tata kelola zakat dengan membentuk
Undang — Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menjadi landasan pembentukan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pembentukan Baznas tersebut tidak lantas
menciptakan relasi yang tidak berimbang dengan Lembaga Amil Zakat buatan
masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas antara keduanya untuk
mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Situasi saling berimbang tersebut kemudian berkembang dengan adanya
revisi Undang — Undang Nomor 38 Tahun 1999 melalui Undang — Undang Nomor
23 Tahun 2011. Undang — Undang tersebut tidak lagi menempatkan BAZNAS
sebagai mitra sejajar dengan LAZ bentukan masyarakat. LAZ dipandang sebagai
subordinatif dari BAZNAS dengan adanya berbagai kewenangan BAZNAS untuk
meregulasi dan mengawasi LAZ, bahkan pembentukan LAZ sendiri membutuhkan
rekomendasi BAZNAS.

Situasi yang terjadi pada pengaturan dalam pasal tersebut pada dasarnya
merupakan suatu hal yang ahistoris. Hal ini dikarenakan tata kelola zakat melalui
inisiatif masyarakat telah ada, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Kondisi
ini membuat seharusnya tata kelola zakat oleh masyarakat tetap dilestarikan dan
dikembangkan sejalan dengan pemenuhan akuntabilitas terhadap tata kelolanya,

bukan malah dikebiri dengan pengambilalihan kewenangan oleh negara.
Keterlibatan Negara dalam Tata Kelola Zakat pada Negara Berlandaskan Islam

Pengakuan Islam sebagai landasan suatu negara terdiri atas dua varian
pada dasarnya yaitu negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam
dan negara yang mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi negara. Dari kedua
varian tersebut, jumlah negara yang menjadikan islam sebagai landasan berjumlah
19 (sembilan belas) negara. Rincian dari jumlah tersebut berasal dari 7 (tujuh)
negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam dan 12 (dua belas) negara yang
menjadikan Islam sebagai agama resmi.

Dengan pengakuan diri sebagai negara berlandaskan Islam, kesembilan
belas negara tersebut tentu mengatur keterlibatan negara dalam tata kelola zakat
pada sistem hukumnya. Adapun ketentuan keterlibatan negara dalam tata kelola

zakat dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Negara Islam

No.

Nama Negara

Regulasi yang
Mengatur Tata
Kelola Zakat

Bentuk Peran Negara

Afghanistan

Tidak Ada

Negara tidak mengambil peran otoritatif
apapun,melainkan masyarakat
melakukan tata kelola zakat di mana
muzakki menyerahkan langsung
zakatnya kepada mustahik.

Bahrain

Ada
(UU Nomor 8
Tahun 1979)

Negara melakukan tata kelola zakat
dengan adanya kewenangan tunggal dari
Menteri Urusan Hukum dan Islam yang
mengumpulkan zakat dan menghitung
zakat terhadap tabungan serta emas. Di
samping itu, Menteri Urusan Hukum dan
Islam juga mengumpulkan Shadagah.

Iran

Ada
(UU Nomor
1390)

Negara melakukan tata kelola zakat
melalui konsil zakat yang menghimpun
dana zakat dari masyarakat dan
mendistribusikannya. Konsil zakat
memiliki cabang — cabang di daerah
yang terbentuk berdasarkan daerah
adminsitratif

Mauritania

Ada

Negara membentuk institusi bernama
beit zakat pada tahun 2022 untuk
melakukan tata kelola zakat secara
transparan melalui pengawasan dari
lembaga negara lainnya seperti
Kementerian Keuangan.

Oman

Ada

Negara melakukan tata kelola zakat
melalui Departemen Zakat di bawah
Kementerian Agama dan Wakaf.
Departemen zakat tersebut
mengumpulkan zakat fitrah dan
berbagai zakat maal, mulai dari zakat
terhadap emas, perak, perdagangan,
hingga peternakan. Tata kelola zakat
hanya boleh dilakukan lembaga ini.

Pakistan

Ada
(Undang —
Undang
Berbeda setiap
Provinsi)

Negara ikut serta dalam pengelolaan
zakat dengan Kementerian Zakat dan
Ushr yang memilki cabang di berbagai
negara bagian yang membentuk unit
pelaksana teknis daerah yang
membidangi zakat, baik secara khusus
ataupun tergabung dengan sektor lain.




178

Yaman

Ada

Yaman memiliki Kementerian Zakat
yang melakukan tata kelola zakat
sebagai representasi dari negara pada
mulanya. Namun, seiring berjalannya
waktu terdapat pemberontakan yang
menggeser pengelolaan zakat menjadi

sumber  pendapatan  dari para
pemberontak yang tak jarang
menggunakan kekerasan dalam

mengumpulkan zakat.

Negara yang menjadikan Islam sebagai Agama Resmi

Algeria Ada Lembaga Zakat Fund dibentuk oleh
(Peraturan Negara dengan supervisi yang
Presiden Nomor | dilakukan oleh Menteri Urusan Agama
146 Tahun dan Wakaf. Zakat yang dilakukan
2000) mencakup zakat fitrah dan maal seperti
hasil tani, hasil dagang, dan bahkan
sumber daya alam seperti batu bara.
Bangladesh Ada Tata kelola zakat dilakukan oleh
(Ordonansi Yayasan Islam yang menjadi bagian
Nomor 6 Tahun | dari Kementerian Agama.
1982)
Mesir Ada Pada mulanya tata kelola zakat di Mesir
(Undang — ditempatkan sebagai urusan privat
Undang Nomor | dengan keberataan sekitar 25.000
123 Tahun 2014 | Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh
tentang Zakat masyarakat Kondisi tersebut berubah
and Charity pada tahun 2013 ketika ada pendirian
House) Egyptian Zakat and Charity House di
bawah Masjid Agung Al — Azhar yang
meregulasi dan mensentralisasi tata
kelola zakat.
Iraq Ada Iraq memiliki lembaga amil zakat milik
(Undang — negara bernama Zakat and Sadaqa
Undang Nomor | Fund yang berada dalam pengawasan
34 Tahun 1999) | dari Menteri Urusan Agama dan
Wagaf.
Kuwait Ada Terdapat Lembaga Zakat Nasional
(Undang — bernama Kuwaiti Zakat House yang

Undang Nomor
5 Tahun 1982)

merupakan perpanjangan Menteri
Urusan Islam dan Wakaf. Lembaga ini
melakukan pengumpulan zakat fitrah
dan zakat maal serta menyalurkannya
kepada asnaf zakat.
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Libya

Ada
(UU Nomor 13
Tahun 1997)

Tata Kelola Zakat di Libya tersentralisasi
oleh negara melalui lembaga zakat fund
yang keberadaannya setara sebagai
lembaga negara setingkat menteri.

Malaysia

Ada

Terdapat sentralisasi tata kelola zakat
di Malaysia melalui negara dengan
keberadaan State Islamic Religious
Council (SIRC) mulai dari proses
penghimpunan hingga penyaluran.

Maldives

Ada
(UU 3/2006)

Terdapat panitia penyelenggaraan
zakat yang berada di bawah
Kementerian Urusan Islam dengan
ruang lingkup pengelolaan zakat
fitrah dan zakat mal.

Maroko

Tidak Ada

Tata kelola zakat di Maroko tidak
tersentralisasi oleh suatu lembaga
negara yang didirikan untuk melakukan
tata kelola zakat. Tata kelola zakat
dilakukan secara desentralisasi melalui
lembaga - lembaga amil zakat
swadaya masyarakat yang berdiri
di setiap provinsi.

10.

Qatar

Ada

Tata kelola zakat di Qatar dikendalikan
oleh zakat fund yang berada dalam
otoritas Kementerian Urusan Agama
dan Wakaf. Lembaga ini bertanggung
jawab terhadap tata kelola zakat mal
dalam beberapa komoditas seperti
tabungan, emas, silver, dan hasil
sumber daya alam.

11.

Tunisia

Tidak Ada

Tata kelola Zakat di Tunisia dilakukan
berdasarkan inisiatif masyarakat tanpa
adalembaga negara atau yang didirikan
oleh negara membidangi masalah tata
kelola zakat.

12.

Uni Arab
Emirates

Ada

Tata kelola zakat dilakukan oleh negara
melalui Kementerian Urusan Agama
dan Wakaf dengan perpanjangan
tangan kepada lembaga bernama zakat
fund. Lembaga ini berwenang untuk
melakukan tata kelola zakat fitrah dan
zakat maal berbentuk emas, perak, dan
hasil ternak.
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Berdasarkan data di atas, terdapat pola yang dapat dikaji sebagai tren
peran negara dalam tata kelola zakat sebagaimana dirincikan dalam grafik
berikut:

Keberadaan Peran Negara dalam Tata
Kelola Zakat dalam Negara Islam

m Ada
m Tidak Ada

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas negara Islam
memiliki peran dalam tata kelola zakat. Hal ini menjadi suatu fenomena yang lumrah
karena negara — negara tersebut menerapkan Islam sebagai nafas dalam sistem
bernegara pada umumnya. Bahkan, tidak semua negara — negara tersebut
menerapkan tata kelola pemerintahan modern dengan mengenal pemerintahan
demokratis karena pemerintahannya yang masih menempatkan Raja sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat
Arab. Kondisi tersebut sejalan dengan besarnya peran negara dalam tata kelola
zakat melalui adanya lembaga khusus yang dibuat untuk mengelola zakat atau
menjadikan zakat sebagai urusan dari Kementerian Agama.

Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil negara Islam dengan besaran
hanya 16% yang tidak mengatur adanya peran negara dalam mengelola zakat. Dua
dari tiga negara tersebut pada dasarnya merupakan negara — negara yang
menganut sistem pemerintahan demokratis yaitu Maroko dan Tunisia. Maroko
merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengan
adanya pemisahan kekuasaan antara pemerintahan yang dikepalai oleh Perdana
Menteri yang dipilih oleh Parlemen dengan Raja yang bertindak sebagai kepala

negara dengan pengisian jabatan berdasarkan keturunan secara turun temurun.
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Kondisi lebih demokratis terjadi pada Tunisia yang menganut dalam sistem
pemerintahan semi - presidensial. Dalam sistem pemerintahan tersebut, kepala
negara dan kepala pemerintahan diisi dengan metode pemilihan. Kepala Negara
adalah Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan Pemerintahan dipimpin
secara terbagi antara Presiden dengan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh dirinya.
Kondisi ini menggambarkan bahwa Tunisia menjadi salah satu negara Islam dengan
sistem pemerintahan yang demokratis.

Demokratisasi yang berkembang pada kedua negara tersebut berdampak
pada tata kelola zakat. Tata kelola zakat di kedua negara tersebut negara tidak
terlibat dalam tata kelola zakat di mana hal tersebut diserahkan seutuhnya kepada
masyarakat. Kondisi tersebut membuat zakat secara murni dianggap sebagai
ibadah dan ekspresi keagamaan di kedua negara tersebut tanpa adanya intervensi

oleh negara untuk mengumpulkan zakat pada institusi — institusi tertentu.

Keterlibatan Negara pada Tata Kelola Zakat di Negara dengan Penduduk
Mayoritas Muslim

Di samping negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam
ataupun negara yang mendasarkan pemikirannya kepada Islam, negara — negara
dengan populasi muslim sebagai mayoritas dapat dilihat sebagai bahan analisis
peran negara dalam tata kelola zakat. Hal ini dikarenakan kedudukannya juga
sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam yang mana menempatkannya untuk
melihat bahwa permasalahan agama, termasuk zakat sebagai hal yang penting
untuk dikaji. Adapun negara yang digunakan dalam komparasi ini merupakan
negara dengan populasi minimal 90% muslim dengan prasyarat terdapat
pemerintahan yang stabil, sehingga permasalahan institusi dapat dikaji

dengan ajeg. Adapun data komparasi yang dilakukan sebagai berikut:

Regulasi
Persentase yang
No. | Nama Negara Penduduk Mengatur Bentuk Peran Negara
Muslim Tata Kelola
Zakat
1. | Turki 98,14% Tidak Ada Negara tidak berperan sama

sekali dalam tata kelola
zakat. Sebagai negara
sekuler, negara tidak ikut
serta dalam tata kelola zakat
di mana pengelolaan
didirikan oleh Lembaga Amil
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Zakat bentukan masyarakat
dengan contoh Asosiasi
Penerbangan Turki yang
membuat Lembaga Amil
Zakat pada tahun 1925.

Azerbaijan

97,3%

Tidak Ada

Tata kelola zakat dilakukan
oleh lembaga amil zakat
bentukan masyarakat di
mana tidak terdapat
lembaga negara yang
terlibat dalam pengelolaan
zakat.

Senegal

97,2%

Tidak Ada

Lembaga yang mengelola zakat
adalah lembaga amil zakat
masyarakat yang pada
praktiknya berbentuk lembaga

mikro.

Yordania

97,2%

Ada
(UU Nomor 8

Tahun 1998)

Tata kelola zakat di
Yordania dilakukan secara
tersentralisasi melalui
lembaga bernama zakat
fund yang berada di bawah
Kementerian Urusan
Agama dan Wakaf.
Undang — Undang Zakat
Yordania mewajibkan
pembayaran zakat maal
yang terbatas pada hasil
ternak dan barang impor.

Tajkistan

96,99%

Tidak Ada

Tajkistan tidak memiliki
lembaga zakat nasional
yang membidangi tata
kelola zakat dan tidak
terdapat kewajiban bagi
masyarakat untuk
membayar zakat
yang ditegakkan oleh
negara.

Mali

95%

Ada

Tata kelola zakat di Mali
dilakukan secara tersentral
oleh negara secara
birokratis. Hal ini membuat
peran masyarakat dalam
tata

kelola zakat terbatas.
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Sudan

94%

Ada

Tata kelola zakat menjadi
subjek negara sejak tahun
1990an yang membuat
adanya perkembangan
zakat dari persoalan yang
sifatnya sukaraela dan
privat menjadi salah  satu
jenis  pajak

konvensional.

Turkmenkistan

93,02%

Tidak Ada

Pengelolaan zakat
dilakukan secara sekuler
dalam artian negara tidak
terlibat dalam tata kelola
zakat melalui lembaga
negara. Hal ini membuat
pelaksanaan zakat
didasarkan pada
inisiatif

yang dilakukan
masyarakat.

Saudi Arabia

92,15%

Ada

Saudi Arabia

memiliki lembaga
negara yang berwenang
dalam tata kelola zakat
yang disebut dengan nama
General Authority of Zakat
and Tax (GAZT). Dalam
konteks tersebut, zakat
diberlakukan sebagai
pajak.

10.

Kyrgzstan

90%

Ada

Praktik Tata Kelola Zakat di
Kyrgystan pada dasarnya
dilakukan melalui
Lembaga — Lembaga Amil
Zakat yang didirikan oleh
Masyarakat dan Masjid —
Masjid, namun terdapat
undang — undang yang
disahkan untuk melakukan
sentralisasi tata kelola
zakat melalui suatu
lembaga nasional yang
implementasinya ditunda
sampai waktu yang
tidak

ditentukan.
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Data-data yang berada di dalam tabel tersebut diolah oleh penulis untuk
menemukan tren tata kelola zakat di negara-negara dengan mayoritas penduduk

muslim dengan rincian sebagai berikut:

Keberadaan Peran Negara dalam Tata
Kelola Zakat dalam Negara Berpenduduk
Mayoritas Islam

m Ada
m Tidak Ada

Data di atas menunjukkan adanya perimbangan antara negara yang tata
kelola zakatnya dilakukan secara sentral oleh negara dengan negara yang tidak ikut
campur dalam tata kelola negara. Peran negara tersebut ditentukan oleh sistem
pemerintahan suatu negara sebagaimana yang terjadi dalam negara Islam. Dalam
negara yang menganut adanya monarki dengan varian Raja bertindak sebagai
Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Kondisi ini membuat Raja yang
didasarkan pada agama tertentu akan mengembangkan agamanya secara
komprehensif. Hal ini diimplementasikan melalui pembentukan lembaga khusus amil
zakat milik negara di bawah Kementerian Urusan Agama ataupun diselenggarakan
langsung oleh kementerian tersebut.

Terdapat pergeseran kondisi mengenai negara yang ikut serta dalam tata
kelola zakat di mana pada awalnya dominan dengan persentase negara mencapai
80% pada negara — negara Islam. Angka ini terus menurun pada negara
berpenduduk mayoritas muslim yang hanya mencapai 50% semata. Penurunan ini
tidak hanya didorong dengan adanya sistem pemerintahan yang lebih presidensial
lewat menghadirkan peluang tata kelola zakat lebih demokratis, melainkan
tergantung pada relasi antara negara dengan agama melalui adanya pengakuan di

Konstitusi.
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Negara yang tidak memiliki peran dalam tata kelola zakat cenderung
memiliki konstitusi yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama.
Meskipun terdapat pasal yang mengatur hak atas agama, namun tidak disebutkan
dalam konstitusinya negara didasarkan oleh suatu agama tertentu. Bahkan, ada
pula negara yang secara gamblang menyebut dirinya sebagai negara sekuler
seperti Turki pada Pasal 2 Konstitusinya, Azerbaijan pada pembukaan
konstitusinya, Turkemenistan pada Pembukaan Konstitusinya, Tajkistan pada Pasal
1 Konstitusinya, dan Senegal pada Pasal 1 Konstitusinya.

Kondisi ini menggambarkan bahwa tata kelola zakat dikategorikan sebagai
bentuk pelaksanaan ajaran agama oleh Agama. Kondisi ini membuat negara —
negara yang tidak memposisikan dirinya sebagai negara Islam cenderung tidak ikut
serta mengelola zakat, meskipun memiliki penduduk mayoritas muslim. Temuan ini
membuktikan bahwa peran negara dalam pengelolaan zakat dibatasi oleh cara

pandangnya terhadap agama.

Keterlibatan Negara pada Tata Kelola Zakat di Negara — Negara Kawasan Asia
Tenggara

Berdasarkan pemaparan awal yang disampaikan pada tulisan ini,
permasalahan mengenai komparasi tata kelola zakat tidak hanya menyangkut
permasalahan relasi negara dengan agama semata dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih dari itu, permasalahan komparasi juga menyangkut permasalahan teritorial
suatu negara. Hal ini menyangkut adanya ras dan suku bangsa dari suatu negara
pada umumnya memiliki kemiripan dengan negara tetangganya.

Dalam konteks Indonesia, komparasi teritorial yang dilakukan adalah
berkaitan dengan regional yang ada di sekitarnya yaitu Asia Tenggara. Negara yang
berada di regional Asia Tenggara tersebut terdiri dari 10 negara berdasarkan
keanggotaan pada organisasi regionalnya yaitu Association of South East Asian
Nation (ASEAN). Dalam komparasi ini, kesepuluh negara tersebut akan dikurangi
oleh Indonesia dan Malaysia yang telah diuraikan dalam tabel sebelumnya.

Adapun komparasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No. Nama Negara Regulasi yang Bentuk Peran Negara
Mengatur Tata
Kelola Zakat
1. Brunei Darussalam Ada Negara terlibat dalam

pengelolaan zakat melalui
Majelis Ugama Islam Brunei
Darussalam  (MUIB) yang
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(Undang — Undang
Nomor 1 Tahun
1984)

berada di bawah Kementerian
Urusan Agama. MUIB memiliki
Divisi Pengumpulan &
pendistribusian Zakat yang
mengumpulkan &
mendistribusikan zakat sebagai
perpanjangan tangan dari Raja
(Yang Mulia).

Filipina

Tidak

Negara tidak terlibat dalam tata
kelola zakat di mana
masyarakat menjadi pihak yang
mengembangkan tata kelola
zakat melalui organisasi
keagamaan masyarakat seperti
Markaz al-Shabab al-Muslim &l-
Filibbn dan Ranao Council di
Provinsi Lanal del Sur.

Kamboja

Tidak

Negara tidak memiliki lembaga
yang khusus dibuat untuk
melakukan tata kelola zakat
dikarenakan jumlah penduduk
muslim yang sangat sedikit dan
bahkan mendapat muzakki
dari negara lain seperti
Malaysia.

Laos

Tidak

Kondisi Laos yang merupakan
negara dengan populasi
minoritas muslim membuat tata
kelola zakat dilakukan oleh
masyarakat dengan adanya
bantuan dari Lembaga Amil
Zakat asing mengingat jumlah
muslim di Laos yang begitu
sedikit.

Myanmar

Tidak

Tata kelola zakat di Myanmar
tidak melibatkan peran negara
di mana zakat dikelola oleh
masyarakat secara lokal
dengan memberikannya
kepada organisasi
keagamaan dan masijid.

Singapura

Ada

Meskipun merupakan negara
minoritas Muslim, Singapura
tidak mengabaikan pengelolaan
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zakat dengan adanya lembaga
negara yang dibuat bernama
Islamic  Religious Council of
Singapore yang telah ada sejak
1968.

7. Thailand Ada Kewenangan keagaamaan

Islam di
Thailand dimiliki oleh Central
Islamic Council of Thailand
menjadi landasan tata kelola
zakat dengan adanya
keputusan dari lembaga
tersebut untuk  membuat
lembaga zakat fund sejak
tahun 2016.

8. Vietnam Tidak Ada Tata kelola zakat di Vietnam
menjadi ranah yang dilakukan
oleh  masyarakat secara
mandiri  dengan lahirnya
lembaga — lembaga amil zakat
bentukan masyarakat yang

notabene merupakan
organisasi keagamaan
Islam juga seperti Halal
Academy

Ke delapan negara di Asia Tenggara tersebut memiliki pengaturan tentang
tata kelola zakat yang berbeda — beda dan menghasilkan tren pengaturan sebagai
berikut:

Keberadaan Peran Negara dalam Tata
Kelola Zakat dalam Negara di Kawasan
Asia Tenggara

m Ada
m Tidak
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Data yang terdapat dalam bagan di atas menunjukkan kondisi di mana
hanya sedikit negara yang ikut serta dalam tata kelola zakat di kawasan Asia
Tenggara. Bahkan, persentase negara yang tidak memiliki peran dalam tata kelola
zakat mencapai 63%. Kondisi ini sesuai dengan realitas beragamnya agama
mayoritas pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Persentase 37% tersebut setara dengan 3 negara dari 8 negara anggota
ASEAN yang menjadi Sampel. Dalam persentase tersebut, hanya Brunei
Darussalam yang notabene sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam
sebanyak 78,8% Sedangkan, kedua negara lainnya yang mengatur tentang
keterlibatan negara dalam tata kelola zakat merupakan negara minoritas muslim
dengan rincian Singapura hanya memiliki 15,6% penduduk muslim dan Thailand
memiliki penduduk muslim sebanyak 5,2%.

Dengan jumlah penduduk muslim yang populasinya notabenenya sedikit
tersebut, Thailand dan Singapura memiliki pengaturan tentang tata kelola zakat.
Meskipun pengaturan tersebut pada dasarnya dilandasi pada adanya kewenangan
otoritatif dari institusi agama Islam di negaranya masing-masing, keberadaan
pengaturan mengenai zakat tersebut menggambarkan kehadiran negara untuk
memberikan perlindungan hak untuk kaum minoritas. Kehadiran negara terhadap
kaum minoritas tersebut berorientasi pada adanya pemenuhan perlindungan hak

bagi kaum minoritas tersebut.

Penutup

Diskursus tata kelola zakat pada era kontemporer tidak hanya berkaitan
dengan kemajuan teknologi yang mendorong adanya transformasi dalam
pelaksanaan zakat seperti metode pembayaran hingga penyesuaian bentuk zakat
beserta nashb’nya. Permasalahan tata kelola zakat mencakup pula pertentangan
mengenai pihak yang berwenang untuk menjadi amil yang mengelola zakat
masyarakat. Permasalahan tersebut telah diuraikan dalam tulisan ini melalui dua
kaca mata yaitu historis dan komparatif.

Pendekatan historis dapat ditinjau dari masa permulaan zakat disyariatkan
menjadi ibadah wajib sejak tahun 2 hijriah. Di masa Rasulullah saw., Zakat
dikumpulkan secara kolektif kepada negara untuk didistribusikan kepada
masyarakat yang membutuhkan. Tata kelola zakat pada masa itu dilakukan oleh
amil yang ditunjuk oleh Rasulullah saw. Model pelaksanaan zakat seperti itu terus

berlanjut pada masa para kepemimpinan para sahabat yaitu khulafaurrasyidin. Pada
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masa khulafaurrasyidin, zakat mendapat tempat yang sangat sentral dalam tata
kelola negara di mana Abu Bakar sampai memerangi orang-orang yang tidak
membayar zakat karena zakat tidak hanya dipandang sebagai instrumen agama
semata. Zakat dipandang sebagai instrumen negara karena memiliki kedudukan
sebagai pendapatan negara dan ketaatan pada ulil amri.

Tata kelola zakat oleh negara terus berlanjut pada masa Kerajaan Bani
Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tata kelola zakat pada masa ini terdapat beberapa
peristiwa penyimpangan pengelolaan zakat, namun juga mencapai puncak
kejayaannya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat di mana terdapat
transformasi bentuk dan cara penghitungan zakat yang berdampak pada
meningkatnya perolehan zakat secara tajam hingga membuat khalifah kebingungan
untuk mendistribusikan zakat tersebut.

Pasca keruntuhan Bani Abbasiyah, tata kelola zakat melalui negara
mengalami kemerosotan yang ditandai dengan masyarakat di kerajaan Bani
Fatimiyyah yang lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung dan
ketiadaan lembaga zakat negara pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Kondisi
tersebut membuat tata kelola zakat berbasis masyarakat mulai berkembang di
seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Tata kelola zakat di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Hindia
Belanda dibatasi dengan adanya pembatasan pihak yang dapat menjadi petugas
zakat. Kondisi ini membuat tata kelola zakat pada masa itu berkembang melalui
organisasi keagamaan seperti NU & Muhammadiyah. Kebijakan berbeda diambil
oleh pemerintahan kolonial Jepang yang mendirikan MIAI sebagai wadah para
ulama untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk zakat di mana telah
terdapat 37 cabang kantor zakat di seluruh wilayah Jawa. Perkembangan pesat
tersebut memicu adanya pembubaran MIAI oleh Jepang.

Tata kelola zakat berbasis masyarakat terus berlanjut dan cenderung
stagnan pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru dengan adanya
berbagai pembatasan aturan. Lembaga Zakat Masyarakat sendiri pertama kali
dibentuk adalah Dompet Dhuafa Republika pada tahun 1994. Pendirian Dompet
Dhuafa memicu tumbuh suburnya gerakan zakat dan filantropi islam di Indonesia.
Menindaklanjuti situasi tersebut, pemerintah mengambil peran dalam tata kelola
zakat melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang

tersebut menjadi landasan pendirian BAZNAS sebagai lembaga amil zakat negara
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untuk melakukan tata kelola zakat. Peran BAZNAS semakin dominan pasca
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan adanya berbagai kewenangan yang
dimilikinya dalam ekosistem zakat, termasuk memberikan rekomendasi untuk
penerbitan izin LAZ.

Keberadaan pengaturan tersebut seolah-olah menisbikan keberadaan LAZ
bentukan masyarakat yang secara historis telah menjalankan tata kelola zakat di
masa pemerintahan kolonial belanda. LAZ bentukan masyarakat juga memiliki
peran yang signifikan dan diakui keberadaannya pada negara-negara di dunia.
Pengakuan tersebut diakui dalam kelompok negara Islam dan negara dengan
penduduk mayoritas Islam. Komparasi yang dilakukan menunjukkan bahwa negara-
negara Islam pada dasarnya memang terlibat dalam tata kelola zakat di negaranya.

Meskipun demikian, keterlibatan negara dalam tata kelola zakat di negara-
negara Islam tidak bersifat mutlak. Hal ini tercermin dengan adanya 3 negara yang
tidak terlibat dalam tata kelola zakat dikarenakan pemerintahan yang berlangsung
di negaranya telah demokratis dan tidak berbentuk monarki. Partisipasi masyarakat
dalam tata kelola zakat dapat dimaknai sebagai bentuk ekspresi terhadap ibadah
keagamaan yang menjadi salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi
di mana negara tidak membatasi hak tersebut dengan memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk melakukan tata kelola.

Keterlibatan negara dalam tata kelola negara meningkat persentasenya
menjadi 50% pada negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Besarnya
persentase tersebut dikarenakan adanya pernyataan eksplisit dalam konstitusi
negara yang menganut sekularisme, paham pemikiran yang berorientasi material
dengan memisahkan urusan agama dengan negara. Ketentuan sekularisme dalam
konstitusi tersebut membatasi keterlibatan negara dalam tata kelola zakat karena
pelaksanaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan ibadah ummat Islam yang
mana pelaksanaannya oleh negara erat kaitannya dengan persepsi kooptasi
kebijakan negara oleh agama.

Meskipun demikian, tren tersebut dapat memiliki penyimpangan secara
kasuistis sebagaimana yang terjadi di Asia Tenggara. Asia Tenggara hanya memiliki
3 negara yang menyatakan memiliki institusi khusus bidang keagamaan dari 8
negara yang dijadikan sampel. Ketiga negara tersebut bahkan mayoritasnya

merupakan negara dengan penduduk muslim minoritas yang menggambarkan
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keterlibatan negara dalam tata kelola zakat dapat dimaknai seabgai bentuk
perlindungan warga negara.

Berbagai kondisi di atas menggambarkan bahwa peran negara dalam tata
kelola zakat di Indonesia penuh dengan ambiguitas. Ambiguitas ini muncul karena
Indonesia bukan merupakan negara agama maupun negara sekuler yang membuat
hasil komparasi tidak dapat diterapkan secara mudah. Kondisi ini membuat
Indonesia perlu menghadirkan model tersendiri dengan tetap memperhatikan aspek
sosiologis dan yuridis.

Model tersendiri yang dimaksud tersebut dapat mencontoh negara-negara
lain secara kasuistis yang tidak didasarkan pada tren yang ditemukan secara
kuantitatif. Tidak banyak negara yang dapat dicontoh Indonesia mengingat bentuk
sistem pemerintahan dan relasi negara-agama yang khas.

Relasi yang khas ini membuat Indonesia pada prinsipnya tidak dapat
mencontoh salah satu model secara mutlak karena tidak sesuai dengan situasi
sosiologis yang terjadi pada masyarakat dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan
zakat di Indonesia memang memerlukan keterlibatan negara dalam kadar terbatas
sebagai bentuk quality control atas kinerja LAZ bentukan masyarakat idealnya.
Negara sudah sepatutnya tidak ikut serta dalam menghimpun dan mendistribusikan
zakat pada prinsipnya.

Namun, situasi ideal tersebut dapat pula dilakukan dalam varian sebaliknya.
Hal ini di mana negara membuat LAZ tersendiri dengan catatan hanya bertindak
sebagai operator zakat layaknya LAZ bentukan masyarakat. Sedangkan, urusan

regulator, pengawasan, dan auditor diserahkan kepada Kementerian Agama.

6. Dr. Banu Muhammad, S.E, MSE.

Perspektif tata Kelola zakat sebagai medium untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum Indonesia dapat dilihat dari
keberadaan Pasal 34 sebagai konsideran dalam Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (limie dan Anshori, 2020). Diskursus tentang
pelimpahan tanggung jawab pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat melalui dana zakat telah dibahas telah beberapa kali dibahas melalui kajian
dengan perspektif yuridis. Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini hendak

menghadirkan perspektif sosiologis dalam diskursus ini melalui pendekatan
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penelitian kuantitatif dengan menghimpun pendapat masyarakat mengenai konsep
ideal keterlibatan pemerintah dalam tata kelola dana sosial Islam yang salah satu
didalamnya adalah zakat berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan
dalam naungan Berdikari Consultant pada tahun 2021 untuk dapat menganalisis
fenomen ayang terjadi pada hari ini.

Dalam penelitian tersebut, istilah Dana Sosial Islam sebenarnya mengacu
pada pelaksanaan dari penunaian, pemungutan dan pengelolaan atas kewajiban
umat Muslim menunaikan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib, yaitu
membayar Zakat. Zakat merupakan bentuk wajib dari Shadagah, namun shadagah
sendiri memiliki konotasi yang luas. Berdasarkan pengertianya, Zakat mengandung
tujuan dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan
orang yang berzakat (muzakki), yang menerimanya (mustahik), harta yang
dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Sebagai upaya untuk mendapat gambaran terkait dengan persepsi
masyarakat, metodologi penelitian yang dilakukan tidak hanya dilakukan
berdasarkan Focus Group Discussion atau pun wawancara mendalam kepada pihak
yang memahami tata kelola zakat secara konseptual maupun bertindak sebagai
praktisi tata kelola zakat. Metodologi yang digunakan didasarkan pada survei
lapangan terhadap masyarakat secara langsung. Adapun bentuk survei lapangan
yang dilakukan adalah penyebaran kuesioner yang diisi oleh masyarakat secara
daring terhadap permasalahan yang diteliti.

Survei dilakukan terhadap 1.056 responden yang berasal dari 33 provinsi
dan responden berdomisili di luar negeri. Survei yang dilakukan tersebut bertujuan
untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang dikaji antara lain :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Indonesia terhadap posisi dan pengelolaan
dana Zakat di Indonesia saat ini?

2. Bagaimana posisi optimum penyelenggaraan Zakat di tengah masyarakat
Indonesia?

3. Bagaimana model optimum pengelolaan Zakat di tengah masyarakat
Indonesia?

Survei yang dilakukan memiliki beberapa komponen pertanyaan untuk
menjawab ketiga rumusan masalah sebagaimana yang telah dijelaskan. Jawaban
terhadap rumusan masalah tersebut pada nyatanya tidak hanya dapat dilihat dari

satu variabel semata, melainkan terdapat beberapa variabel untuk mengeksplorasi
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analisis terhadap ketiga pertanyaan penelitian tersebut. Dengan variabel yang
sifatnya eksploratif, hasil penelitian ini mengkaji secara lebih menyeluruh
permasalahan persespsi dalam tata kelola zakat di Indonesia.

Dalam tulisan ini, kami akan fokus memaparkan hasil penelitian yang
spesifik berkaitan dengan peran Pemerintah dalam pengelolaan Dana Sosial Islam

(khususnya Zakat) di Indonesia.

Pertama, Persepsi masyarakat terhadap positioning zakat di Indonesia.
Pertanyaan penting pertama yang ditanyakan terkait positioning DSI di Indonesia
adalah bagaimana persepsi masyarakat terkait posisi pemerintah pada arsitektur
DSI Indonesia. Apakah pemerintah seharusnya hanya berperan sebagai regulator
zakat dan tidak mengambil bagian dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini
berdasarkan prinsip tata kelola organisasi modern yang memisahkan antara fungsi
regulasi dan pengawasan dengan fungsi operasional.

Tabel 1. Indeks Persepsi pada Positioning Pemerintah dalam Perzakatan di
Indonesia

Pemerintah... Setuju

Tidak

Index

Hanya Sebagai Regulator 59.35%
Sehagai Pengelola Tunggal 35.74%
Fokus pada ASN & semisal 51.35%

40.65%
64.26%
48.65%

59.12
3837
50.27

Catatan: “Setuju” adalah proporsi agregat yang memilih nilai 4-6 sedangkan “Tidak”
adalah proporsi aggregate mereka yang memilih nilai likert 1-3. Interval
indeks: 0 s.d. 100. Sumber: olahan penulis.

Tabel di atas menganalisa hasil deskriptif data linier dengan mengkonstruksi
proporsi agregat dalam indeks persepsi responden. Terlihat dengan cukup jelas
bahwa ide pemerintah hanya sebagai regulator setujui oleh mayoritas responden
dengan indeks sebesar 59,12. Sementara itu usulan bahwa pemerintah merupakan
pengelola tunggal Zakat di Indonesia cenderung tidak disetujui responden dan
hanya mendapatkan indeks sebesar 38,37. Sedangkan indecisiveness terjadi pada
pilihan apakah seharusnya pemerintah hanya berfokus pada pengelolaan zakat
ASN dan kategori pekerjaan semisal. Indeks sebesar 50,27 mengindikasikan bahwa
preferensi responden terbagi hampir merata antara mereka yang setuju dengan

konsep pembagian captive market pengelolaan zakat dan mereka yang tidak setuju.
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Kedua, Persepsi masyarakat terhadap gap antara positioning normatif
pengelolaan Zakat dengan realita positifnya.

Tabel 2 mengevaluasi bukan hanya persepsi masyarakat terhadap
pentingnya peran pemerintah sebagai regulator, operator, regulator sekaligus
operator dan untuk memberikan ruang pada masyarakat untuk mengelola zakat di
Indonesia (normatif), namun juga melihat seberapa peran tersebut sudah secara

konkret (positif) dapat diimplementasikan dalam praktiknya.

Tabel 2. Indeks Persepsi Normatif dan Positif Zakat di Indonesia

Peran Pemerintah... Index-normatif Index-positif Gap  Gap(%) P(t-stats) Kesimpulan
Sehagai Regulator 83.69 69.50 -1419 -16.96% 000 N>P
Sehagai Operator 75.90 6759  -831 -10.95% 000 N>P
Sebagai Regulator & Operator 70.50 6488  -563  -7.98% 000 N>P
Memberikan Ruang Masyarakat 81.78 7252 926 -1133% 000 N>P

Catatan: Indeks normatif (N) menunjukkan persepsi responden terhadap suatu
konsep sedangkan indeks positif (P) merepresentasikan persepsi responden
terhadap praktik dari suatu konsep tersebut. P(t-stats) merupakan P-Value dari uji
beda t. Interval indeks: 0 s.d. 100. Sumber: olahan penulis.

Secara umum indeks normatif dari peran-peran pemerintah menunjukkan
nilai yang sudah baik. Responden melihat peran pemerintah sebagai regulator
sangat penting, behitu pula sebagai operator dan perpaduan antara keduanya.
Walaupun demikian dapat diobservasi bahwa persepsi atas pentingnya peran
pemerintah semakin menurun, dari regulator (83,69) ke operator (75,90) hingga ke
perpaduan antara keduanya (70,50). Hal ini menunjukkan bahwa preferensi tertinggi
dari responden adalah pemerintah sebagai regulator yang efektif untuk DSI di
Indonesia. Peran pemerintah sebagai operator juga disambut baik oleh masyarakat
namun dengan tingkat preferensi yang lebih rendah. Begitu pula apabila pemerintah
memiliki fungsi ganda dalam hal regulator dan operator. Responden juga sangat
setuju bahwa secara normatif pemerintah harus dapat memberikan ruang bagi

masyarakat untuk turut serta membangun perzakatan di Indonesia.

Ketiga, Persepsi masyarakat terkait perbandingan performa lembaga
pengelola Zakat pemerintah dan lembaga pengelola Zakat masyarakat.

Tabel 3 menunjukkan kinerja-kinerja lembaga pengelola Zakat Pemerintah
dan Swasta memiliki nilai yang sangat baik. Namun demikian tetap terdapat
diskrepansi kinerja lembaga pengelolaan Zakat pemerintah dan lembaga

pengelolaan Zakat masyarakat. Secara umum, lembaga pengelola Zakat
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masyarakat cenderung unggul dari lembaga pengelola Zakat pemerintah dalam
dimensi-dimensi performa (78,67 vs. 75,59). Pengelola Zakat Masyarakat unggul
dalam dimensi: penyaluran yang tepat guna (82,43 vs. 79,28), perspektif positif
donatur (78,22 vs. 73,24), fungsi penting yang diperankan di masyarakat (80,41 vs.
77,01), dampak yang diberikan lebih baik dari penyaluran tanpa lembaga (75,20 vs.
70,74), dan Pencapaian tujuan Zakat (78,84 vs. 75,85). Di sisi lain, tidak ditemukan
perbedaan performa Pengelola Zakat Pemerintah daan Pengelola Zakat
Masyarakat dalam dimensi kepercayaan.

Tabel 3. Perbandingan Indeks Performa Lembaga Pengelola Zakat Pemerintah dan
Lembaga Pengelola Zakat Masyarakat

Setuju Index

Dimensi Pemerintah Masyarakat Pemerintah Masyarakat P(t-stats) Kesimpulan
Tepat Guna 88.52% 92.52% 79.28 82.43 0.00 M>P
Kepercayaan 87.61% 89.16% 77.45 76.90 0.32 P=M
Persepsi Positif 85.55% 91.61% 73.24 78.22 0.00 M>P
Fungsi Penting 88.39% 92.77% 77.01 80.41 0.00 M>P
Dampak Lebih Baik dari Non-Lemb 79.48% 86.19% 70.74 75.20 0.00 M>P
Tujuan Tercapai 88.26% 92.39% 75.85 78.84 0.00 M>P
Rerata 86.30% 90.77% 75.59 78.67

Catatan: M untuk masyarakat dan P untuk pemerintah. P(t-stats) merupakan P-

Value dari uji beda t. Interval indeks: 0 s.d. 100. Sumber: olahan penulis.

Berangkat dari data yang dikemukakan tersebut, survey ini pada akhirnya
menunjukkan suatu temuan di mana masyarakat cenderung mendukung pemerintah
untuk juga turut ambil bagian dalam pengelolaan DSI. Terdapat 59,35% responden
menginginkan pemerintah hanya mengambil peran sebagai regulator saja dalam hal
zakat. Namun, mayoritas responden (64,26%) juga tidak setuju apabila pemerintah
menjadi pengelola tunggal DSI.

Kemitraan strategis antara lembaga pengelola DSI Pemerintah dan
lembaga pengelola DSI Masyarakat menjadi preferensi mayoritas responden. Hal
ini ditunjukan oleh tingginya indeks yang menunjukan pentingnya pemerintah
membuka ruang pengelolaan DSI oleh lembaga masyarakat.

Dalam konteks Zakat, pada skala 0-100, nilainya mencapai 81,78. Namun
demikian masih terdapat gap yang cukup lebar antara ekspektasi responden
tersebut dengan realita yang ada.

Responden cenderung terbagi sama rata ketika ditanya apakah lembaga
Zakat pemerintah seharusnya hanya mengumpulkan Zakat dari ASN/ lembaga

pemerintah saja. Data yang disajikan dalam temuan survei tersebut merupakan
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landasan penulis dalam penelitian tersebut untuk melakukan permodelan dalam tata
kelola zakat. Perumusan model ideal tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari opsi
status quo, yakni mengoptimasi arsitektur pengelolaan DSI yang sudah ada dan
diatur oleh undang-undang yang pada praktiknya belum mampu mewujudkan hasil
yang optimal. Kondisi tersebut mendorong penelitian ini mencoba untuk secara
hipotetikal memerdekakan opsi- opsi yang ada dari batasan-batasan regulasi
tersebut. Diharapkan dengan demikian muncul ide-ide dan alternatif-alternatif yang
optimum guna mentransformasi posisi dan model pengelolaan DSI di Indonesia
yang dapat dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu positioning pemerintah dan
masyarakat, positioning otoritas (Regulator dan Pengawas) dan operator, model
pengumpulan, serta model penyaluran zakat.

Studi ini menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan sepakat
pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam
pengelolaan Dana Sosial Islam (DSI) yang termasuk di dalamnya adalah zakat.
Masyarakat dinilai perlu diberi ruang lebih besar, dengan skor pentingnya mencapai
81,78 untuk Zakat. Secara historis, praktik Zakat sudah ada sebelum pemerintah
berdiri, sehingga mengesampingkan peran masyarakat dinilai tidak bijak dan sulit
diterapkan. UU No. 23 Tahun 2011 memang mengakomodasi peran lembaga
pemerintah dan swasta, namun relasinya masih cenderung hirarkis. Lembaga non-
pemerintah sering mengalami hambatan perizinan, menunjukkan dominasi lembaga
pemerintah yang menciptakan barrier to entry. Para responden sepakat bahwa
masyarakat seharusnya menjadi mitra sejajar, bukan sekadar pelaksana. Namun,
ada kesenjangan antara harapan dan realita dalam implementasi kemitraan ini.

Berbagai data yang terdapat dalam hasil survei tersebut dianalisis menjadi
beberapa model — model relasi tata kelola zakat yang ideal bagi Indonesia. Tata
kelola ideal tersebut didasarkan pada temuan hasil survei untuk melihat persepsi
masyarakat terhadap tata kelola zakat. Sehingga, tata kelola tersebut tidak dapat

dilihat melalui kacamata beberapa model sebagai berikut.

Pertama, Positioning Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan DSI.
Secara umum opsi posisi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan

DSI ada tiga sebagaimana tergambar oleh Gambar 2 yaitu DSI sepenuhnya dikelola

oleh pemerintah , DSI sepenuhnya dikelola oleh masyarakat, dan pemerintah dan

masyarakat secara besama-sama mengelola DSI dalam bentuk kemitraan.
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Pengelola DSI

Gambar 2. Posisi Pemerintah & Masyarakat dalam Pengelolaan DSI. Sumber: olahan penulis

=3
3
Kemitraan

Negara dan

Opsi pertama muncul dari histori zakat yang sangat lekat dengan peran
pemerintah baik sebagai supervisor dan operator. Pada masa Khalifah Abu Bakar
As-Siddiqg misalnya, salah satu kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah
adalah intensifikasi untuk pendanaan kebijakan-kebijakan publik mereka. Opsi
kedua juga muncul dari histori banyak pemerintah termasuk Indonesia karena pada
mulanya dilakukan organisasi-organisasi Islam seperti Muhamadiyah, Nadlatul
Ulama, Al Irsyad, dan lain sebagainya sejak masa kolonialisme. DSI tersebut
kemudian digunakan untuk peruntukkannya dan membantu mengentaskan
kemiskinan yang mengammbarkan relasi antara gerakan DSI| dengan grassroot
(kalangan masyarakat) sangat tinggi.

Opsi ketiga merupakan perpaduan di antara kedua opsi di atas. Pemerintah
memiliki domain tertentu dalam pengelolaan DSI namun masyarakat juga diajak
terlibat untuk bahu-membahu membangun DSI Indonesia yang baik. Banyak yang
mengeluhkan level (tingkatan) operasional antara lembaga amil/ nadzir pemerintah
dan lembaga amil/ nadzir masyarakat tidak satu kasta pada undang-undang yang
berlaku, khususnya zakat karena lembaga masyarakat cenderung ditempatkan
untuk membantu bukan bermitra dengan lembaga zakat pemerintah.

Berangkat dari hasil survey, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa
semua pemangku kepentingan sepakat pentingnya kemitraan strategis antara
pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Sosial Islam (DSI) yang
termasuk di dalanya adalah zakat. Masyarakat dinilai perlu diberi ruang lebih besar,
dengan skor pentingnya mencapai 81,78 untuk Zakat. Secara historis, praktik Zakat
sudah ada sebelum pemerintah berdiri, sehingga mengesampingkan peran
masyarakat dinilai tidak bijak dan sulit diterapkan. UU No. 23 Tahun 2011 memang
mengakomodasi peran lembaga pemerintah dan swasta, namun relasinya masih
cenderung hirarkis. Lembaga non- pemerintah sering mengalami hambatan

perizinan, menunjukkan dominasi lembaga pemerintah yang menciptakan barrier to
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entry. Para responden sepakat bahwa masyarakat seharusnya menjadi mitra

sejajar, bukan sekadar pembantu pemerintahan.

Kedua, Opsi Positioning Otoritas (Regulator dan Pengawas) dan Operator DSI.
Apabila pemerintah turut serta dalam pengelolaan dana Zakat, pertanyaan
selanjutnya adalah bagaimana nexus fungsi otoritas (yang mencakup regulasi dan

pengawasan) dan fungsi operasional dari pemerintah .

Otoritas dan Operator Negara Berada di Bawah
—
Otoritas - Operator
Fungsi Otoritas Terpisah dari Operator Negara

Gambar 3. Posisi Otoritas (Regulator & Pengawas) dan Operator Zakat. Sumber: olahan penulis

Dua opsi besar telah mengenai relasi operator — otoritas dapat dilihat pada
gambar di atas. Terdapat opsi pertama fungsi otoritas dan operator digabung dalam
satu lembaga pemerintah . Hal ini merupakan status quo yang diatur dalam undang-
undang yang berlaku. Usulan yang kedua bersumber dari best practice lembaga
keuangan komersial yang saat ini ada. Prinsip tata kelola yang baik (good
governance) menghendaki adanya pemisahan antara fungsi otoritas denggan fungsi
operasi dari lembaga keuangan. OJK misalnya, hanya memiliki fungsi otoritas tidak
operasional. Apabila OJK memiliki fungsi operasional juga menjadi bank, misalnya,
maka yang terjadi adalah ketidakadilan kompetisi di pasar.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, terdapat temuan kecenderungan
mayoritas Masyarakat sepakat atas pentingnya memisahkan peran pemerintah
sebagai otoritas dan operator dalam pengelolaan Dana Sosial Islam (DSI) untuk
menjamin tata kelola yang baik dan menghindari konflik kepentingan. Fungsi
regulator dan pengawas idealnya dijalankan oleh lembaga berbeda, atau jika
digabung, harus disertai pengawasan yang kuat. Saat ini, lembaga DSI| pemerintah
lebih dominan sebagai operator daripada otoritas, yang menghambat terciptanya
persaingan yang sehat. Sekitar 40,65% responden mendukung agar pemerintah
hanya menjadi regulator zakat yang menandakan bahwa solusi idealnya adalah
memisahkan fungsi otoritas dan operasional ke dalam dua lembaga independen,
seperti analogi OJK dan BUMN dalam sektor keuangan komersial.

Ketiga, Opsi Positioning Otoritas (Regulator dan Pengawas) pada infrastruktur
DSI.
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Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat tiga opsi yang mengemuka dari
1°. Opsi tersebut adalah membentuk otoritas yang terpisah dari operator di bawah
(i) kementerian agama; (ii) kementerian keuangan; atau (iii) lembaga independen
seperti OJK. Gambar 3 menunjukkan skema-skema posisi regulator dan pengawas

DSI sebagai berikut:

Dirpen Zokat & Wakn!

[Badan Semi Otonom
dbaweh Kevenag

m< Badan Semi Otonom
o bawah Kemaninu
oK

m< Lembage baru yarg

abemuk untue
fungsi Otoritas

Gambar 3. Posisi Otoritas (Regulator & Pengawas) Zakat. Sumber: olahan penulis

Kementerian Agama tentu akan selalu masuk dalam pertimbangan
peletakan fungsi otoritas DSI. Hal ini dikarenakan DSI merupakan syiar agama yang
menjadi domain Kementerian Agama. Pertanyaan juga muncul, apabila logika yang
digunakan adalah DSI| dapat menjadi alat fiskal pemerintah, maka Kementerian
Agama tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengelola keuangan
publik. Kementerian Keuangan secara teoritis dan praktis mengontrol fungsi fiskal
pemerintah sehingga merupakan lembaga yang kompeten untuk melakukan
pengelolaan DSI.

Jalan keluar lain yang dapat mengkombinasikan aspek syiar dan ekonomi
dari pengelolaan DSI yang mengemuka dalam FGD dan Wawancara adalah
dibentuknya lembaga otoritas baru di luar Kementerian yang telah ada saat ini.
Salah satu keunggulan utama dari skema ini adalah
dimungkinkannya tingkat independensi yang lebih tinggi dan lebih mengakomodasi
adanya multi-stakeholders dalam satu badan. Berdasarkan pertimbangan di atas,
peneliti bersepakat untuk memberikan bobot yang lebih besar bagi pembentukan

lembaga independent.
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Keempat, Opsi Model Penggupulan DSI.

Dalam hal model optimum pengelolaan DSI yang menjadi pembahasan
utama adalah bagaimana agar pengumpulan dan penyaluran DSI dapat optimum.
Dalah hal pengumpulan, salah satu usulan yang muncul untuk mencapai sinergi di
sisi pengumpulan dana di antara lembaga pengelola zakat pemerintah dan lembaga
pengelola zakat masyarakat adalah apakah perlu dilakukan pembagian captive
muzakki. Dengan kata lain, apakah mengatur lahan pengumpulan antara lembaga
pengelola Zakat Pemerintah dengan lembaga pengelola Zakat Masyarakat dapat
mengoptimasi penerimaan Zakat di Indonesia? Apabila perlu diatur, bagaimana
pembagian yang optimum? Salah satu alternatifnya adalah dengan membagi
captive muzakki di mana lembaga zakat pemerintah fokus pada donasi dari ASN,
pegawai BUMN/ BUMD/ Kementerian Lembaga sebagaimana

Gambar 4.

Gambar 4. Pembagian Captive Muzkki. Sumber: olahan penulis

Berdasarkan temuan tersebut, studi ini menyarankan agar pengumpulan
Dana Sosial Islam (DSI) tidak terlalu dibatasi dengan pengaturan captive market,
seperti membatasi lembaga pemerintah hanya melayani ASN. Meski ada dukungan
terhadap pembatasan pada zakat sebesar 51,35%, pembatasan kurang tepat untuk
dilakukan karena zakat bukan kewajiban berdasarkan hukum pemerintah |,
melainkan kewajiban agama tanpa regulasi pemerintah yang mewajibkan secara

spesifik, seperti halnya shalat yang tidak diurusi oleh pemerintah .

Kelima, Opsi Model Penyaluran DSI.

Sementara itu, dalam hal penyaluran, ide yang muncul adalah apakah
diperlukan optimalisasi penyaluran DSI dengan melakukan pembagian berdasarkan
daerah dan/atau bidang penyaluran sebagaimana tercermin pada Gambar 5

sebagai berikut:
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Berdasarkan
Geografis
=N

Penyaluran Zakat

Berdasarkan Bidang
Penyaluran

Gambar 5. Positioning Penyaluran Zakat. Sumber: olahan penulis

Non Regulated

Berangkat dari pemahaman tersebut, studi ini menemukan bahwa tidak
mengatur pembagian penyaluran DSI secara geografis ataupun bidang penyaluran
akan lebih baik. Tentu apabila dikembalikan pada prinsipnya, bahwa penyaluran
perlu diberikan pada lokasi geografis terdekat terlebih dahulu. Bidang-bidang
tertentu juga pada konteks waktu dan tempat perlu lebih diprioritaskan dibandingkan

dengan sektor yang lain sebagai upaya optimalisasi penyaluran zakat.

Kesimpulan

o Masyarakat cenderung mendukung keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan
DSI di Indonesia. Namun, mayoritas responden tidak menghendaki pemerintah
menjadi pengelola tunggal DSI di Indonesia.

e Sebagai gantinya, responden menginginkan kemitraan strategis antara
pengelola DSI pemerintah dan pengelola DSI masyarakat. Namun demikian,
responden juga mengeluhkan masih adanya gap yang cukup besar antara
harapan mereka terkait dengan kemitraan strategis pemerintah dan lembaga
DSI masyarakat dengan realita yang ada.

e Di sisi lain, studi ini juga menemukan bahwa performa lembaga pengelola DSI
pemerintah dan masyarakat hampir sama baiknya dengan indeks performa
yang tinggi. Namun demikian, lembaga pengelola DSI masyarakat cenderung
unggul dari lembaga pengelola DSI pemerintah dalam dimensi-dimensi
performa (i) penyaluran yang tepat guna; (ii) perspektif positif donator; (iii) fungsi
penting yang diperankan di masyarakat; (iv) dampak yang diberikan lebih baik
dari penyaluran tanpa lembaga; (v) pencapaian tujuan Zakat, dan (vi)
kepercayaan. Sedangkan dalam hal captive market, persepsi masyarakat

cenderung terbagi secara sama rata antara mereka yang mendukung
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pemerintah untuk hanya mengumpulkan zakat dari ASN/ lembaga pemerintah
saja.

e Dalam hal posisi optimum, studi ini menemukan bahwa seluruh pemangku
kepentingan menyepakati perlu adanya kemitraan strategis antara Pemerintah
dan Masyarakat dalam positioning pengelolaan Dana Sosial Islam (Zakat).
Secara historis Zakat adalah syiar Islam yang sudah ada sebelum pemerintah
Indonesia berdiri. Ada atau tidak adanya pemerintah , Zakat akan tetap ada.
Jadi, masyarakat perlu benar-benar menjadi mitra, bukan hanya sekadar
membantu pemerintah. Namun demikian, pada kenyataannya responden
menganggap masih terdapat gap yang cukup besar antara espektasi dan realita
kemitraan lembaga pengelola DSI pemerintah-masyarakat.

e Lebih lanjut, cukup banyak proporsi masyarakat (40,65%) yang setuju
pemerintah hanya sebagai regulator dan pengawas Zakat. Fungsi pemerintah
sebagai operator DSI perlu dipisahkan dari kelembagaan pemerintah sebagai
regulator dan pengawas demi terlaksananya tata kelola yang baik dalam
pengelolaan DSI. lIdealnya, fungsi regulator dan pengawas juga perlu
dipisahkan. Apabila dua fungsi tersebut digabung dalam satu lembaga, perlu
diperkuat mekanisme audit internal dan eksternal agar tidak terjadi konflik
kepentingan di antara keduanya (fungsi regulator dan pengawas).

e Studi ini mengusulkan kemungkinan membentuk otoritas baru untuk DSI
Indonesia seperti yang diharapkan dapat menyeimbangkan aspek syiar agama
dan ekonomi. Keberadaan Lembaga tersebut membuat BWI dan BAZNAS
murni melakukan fungsi pengumpulan dan penyaluran saja seperti yang
dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat bentukan Masyarakat.

o Dalam hal model pengelolaan DSI yang efisien, studi ini juga berkesimpulan
untuk tidak mengatur terlalu detail metode pengumpulan Zakat dalam bentuk
pembagian captive muzakki karena Zakat adalah kewajiban agama, namun

tidak diwajibkan oleh peraturan pemerintah.
7. Ugi Suharto, Ph.D.

Tiga Serangkai Karakter Zakat Menurut Konsep Kuangan Publik Islam — Upaya
Meninjau Kembali Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011

Pada dasarnya zakat dalam peradaban Islam memiliki tiga karakter utama
yang tidak saling terpisahkan. Pertama, zakat sebagai perintah Agama kepada

umatnya sebagaimana tertuang dalam Rukun Islam itu sendiri. Dalam hal ini
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perintah menunaikan zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta, merupakan tuntutan
agama sebagaimana tuntutan-tuntutan lainnya, seperti shalat, puasa, pergi haji dan
sebagainya. Baik adanya pemerintah atau tidak, seperti juga shalat dan puasa
misalnya, zakat mestilah dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah jatuh taklifnya.
Inilah yang disebut sebagai ‘karakter religius zakat dalam buku saya yang berjudul
‘Keuangan Publik Islam: Studi Kitab Al-Amwal Abu ‘Ubayd’ pada Bab 4.

Karakter kedua pada zakat adalah ‘karakter politis zakat’. Masih bersumber
pada buku yang sama, pada sisi ini zakat berperanan sebagai lembaga keuangan
publik sebagaimana instrumen fiskal perpajakan yang dikelola oleh negara. Namun
dalam buku itu disebutkan perananan zakat hanya sebagai ‘institusi khusus
keuangan publik’ yang berbeda dengan pajak pada umumnya. Tidak seperti pajak
atau percukaian, kekhususan zakat hanya dikenakan kepada warga negara yang
beragama Islam dan tidak kepada keseluruhan warga negara. Begitu juga
distribusinya, zakat hanya boleh didistribusikan kepada para penerima khusus yang
disebutkan dalam al-Qur'an (Al-Taubah: 60) dan bukan kepada para penerima
manfaat pajak seperti gaji para pegawai negri, ataupun pengeluaran untuk fasilitas-
fasilitas publik yang dimiliki oleh negara pada umumnya.

Kekhususan karakter politis zakat ini juga tercermin dari jenis harta zakat
yang yang dibayarkan melalui pemerintah atau negara. Ketika al-Qur’an (Al-Taubah:
103) memberikan otoritas kepada negara untuk mengenakan zakat dengan kata
kerja (fi’'l al-amr) ‘khudz min amwalihim’ yang bermakna ‘ambilah sebagaian dari
harta mereka’, pemerintah hanya memiliki otoritas untuk mengenakan zakat dari
jenis harta yang bathin dari warga negara yang beragama Islam. Dalam Figh al-
Zakat, harta yang dizakatkan dapat dibagai menjadi dua jenis harta. Pertama, harta
zhahir yaitu harta yang tidak bisa disembunyikan oleh pemiliknya sehingga si pemilik
harta tersebut sangat mudah dikenal sebagai orang yang berharta. Dalam konteks
sejarah Islam, para pemilik kebun dan ladang pertanian serta peternakan dianggap
sebagai pemilik harta yang zhahir. Dalam hal ini para pemilik harta ini mestilah
membayarkan zakat hartanya melalui amil dari pemerintah. Namun dalam konteks
harta yang bathin, yaitu harta yang bisa disembunyikan oleh pemiliknya, seperti
dalam kasus pemilikan uang di zaman awal Islam, maka tidaklah wajib Kaum
Muslimin membayarkan zakatnya melalui amil pemerintah. Mereka bisa langsung

membayarkan kepada para asnaf yang ditentukan oleh Syariah.
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Sejarah Islam menunjukkan bahwa ketika Khalifah Abu Bakar memerangi
golongan yang tidak membayar zakat melalui kuasa politiknya, beliau hanya
memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat di kalangan mereka yang
memiliki harta yang zhahir saja. Khalifah pertama itu tidak memerangi mereka yang
tidak mau membayar zakat dari harta yg bathin seperti dari zakat uang dan
sebagainya. Pemerintah dalam hal ini tidak memiliki otoritas untuk mengenakan
zakat dari harta yang bathin, karena hal ini termasuk dalam ruang lingkup zakat yang
berkarakter religius. Syariat menyerahkan pembayaran zakat ini kepada kebebasan
muzakki untuk menyalurkan hartanya secara langsung kepada para asnaf, atau
para amil dari masyarakat atau amil pemerintah. Oleh itu, berkaitan dengan harta
yang bathin ini, Abu Bakar menyerahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan
kewajiban zakatnya antara mereka dengan Allah SWT, karena ini adalah urusan
antara Tuhan dan hamba-Nya, dan bukan urusan negara.

Dalam menjelaskan hubungan antara karakter religius zakat dan karakter
politisnya, saya ingin mengutip beberapa paragraf yang relevan untuk dikemukakan
disini dari buku tersebut.

“Sejauh berkaitan dengan pengumpulan zakat, hak pemerintah untuk
melaksanakan kekuatan politisnya, bagaimanapun juga, hanya terbatas
pada bentuk kekayaan yang tampak. Dalam istilah Abu ‘Ubayd, hak ini bisa
diaplikasikan hanya kepada ‘amwal zahiriyyah’ (harta yang tampak) yang
dibedakan dari ‘amwal batiniyyah’ (harta yang tidak tampak). Yang terakhir
ini mengacu kepada bentuk harta yang bisa dengan mudah disembunyikan
pemiliknya, yang pada masa Abu Bakar mencakup uang (samit) yakni emas
dan perak. Sejauh berkaitan dengan harta yang tersembunyi, pemerintah
tidak memiliki hak politik untuk memaksa orang membayar jenis kekayaan
ini. Karena berkebalikan dengan harta yang tampak yang masuk dalam
wilayah zakat berkarakter politis, harta tersembunyi masuk dalam wilayah
zakat berkarakter religius. Yang terakhir ini termasuk dalam wilayah antara
Tuhan dan hamba-Nya. Abu ‘Ubayd menjelaskan bahwa, berkaitan dengan
harta tersembunyi, tidak ada riwayat apakah Nabi (saw) dan Khalifah
setelahnya menerapkan kekuasaan politik terhadapnya atau tidak.” (Hal.
199 — 200)

“‘Dari pembahasan di atas, jelas terlihat bahwa zakat, disamping memiliki
sifat politis, juga memiliki sifat religius, khususnya dalam kaitannya dengan
harta kekayaan yang bisa dilihat dengan mudah. Ini juga alasan mengapa
Abu Bakar tidak memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat uang.
Dia tidak ingin melangkah kepada wilayah yang bukan otoritasnya. Oleh
karena itu, berkaitan dengan kekayaan yang tersembunyi, ia diserahkan
kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban itu, atau dengan kata
lain ini adalah urusan antara Tuhan dan hamba-Nya. Pemikiran tentang
harta tersembunyi dan harta terlihat, yang menentukan sifat politis dan
religius zakat, dan oleh karenanya menentukan perubahan peran
pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, juga dikemukakan
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oleh ulama seperti al-Mawardi dan Abu Ya’la al-Farra’, dalam karya mereka
masing-masing al-Ahkam al-Sultaniyyah. Kami mengutip kata-kata al-
Mawardi sebagai berikut:

Kekayaan yang dikenakan zakat terdiri dari dua jenis: kekayaan yang
terlihat (zahirah) dan yang tersembunyi (batinah). (Harta) kekayaan terlihat
adalah kekayaan yang tidak bisa disembunyikan seperti biji-bijian, buah,
dan Binatang ternak. (Harta) tersembunyi adalah harta yang bisa
disembunyikan seperti emas, perak, dan hasil perdagangan. Pengelola
zakat (wali al-sadaqah) tidak boleh meneliti zakat harta tersembunyi karena
pemiliknya lebih berhak untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Kecuali jika
pemiliknya membelanjakannya dengan suka rela, maka pengelola bisa
menerimanya. Dan dengan demikian, pengelola sesungguhnya membantu
mereka mendistribusikan kekayaan. Karena penelitian itu hanya berlaku
khusus untuk zakat harta yang terlihat. Para pemilik harta diwajibkan untuk

membayarkannya kepada pemerintah.” (Hal. 200 — 201).

Dari keterangan di atas secara tidak langsung sudah terlihat karakter zakat
yang ketiga, yaitu karakter sosial zakat. Dalam literatur keuangan Syariah, zakat
memang telah diakui sebagai bagian dari lembaga keuangan sosial (Ascarya and
Ugi Suharto, 2021). Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai lembaga keuangan sosial
yang bisa dikelola oleh masyarakat sipil sebagaimana ia bisa dikelola oleh negara.
Sifat dari ‘institusi khusus keuangan publik’ ini juga yang memberikan ruang kepada
masyarakat sipil untuk turut menjadi amil dalam menyalurkan zakat, terutamanya
dari jenis harta yang yang bathin. Bolehnya menyalurkan zakat harta langsung
kepada para asnafnya, tanpa melalui pemerintah, juga memiliki pijakan historis dan
riwayat yang sah. Kitab al-Amwal karya Abu ‘Ubayd (w. 838 M / 224 H), yang
merupakan karya paling awal tentang keuangan publik Islam, menyediakan satu bab
khusus mengenai perbedaan perdapat para ulama tentang membayar zakat kepada
pemerintah yang berjudul “Pembayaran Zakat kepada Pemerintah dan Perbedaan
Pendapat di Kalangan Ulama tentang Masalah ini.” Otoritas yang dijadikan rujukan
oleh Abu ‘Ubayd adalah Ibnu ‘Umar. Pada mulanya diriwayatkan bahwa Ibnu ‘Umar
sangat tegas berkenaan dengan pembayaran zakat kepada pemerintah sehingga
beliau pernah berkata: “Bayarkan zakat kepada para penguasa (wulat al-amr)

sekalipun mereka minum minuman keras (khamr).” Kemudian ketika situasi
berubah, Ibnu ‘Umar mengubah fatwanya. Abu ‘Ubayd meriwayatkan bahwa bahwa
Ibnu ‘Umar akhirnya merevisi pandangannya mengenai pembayaran zakat kepada
pemerintah. Beliau akhirnya merespon perubahan situasi itu dengan mengatakan:

“Bayarkan secara langsung kepada mereka yang ditetapkan berhak menerimanya.”
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Sebenarnya perbincangan di atas menunjukkan bahwa karakter politis zakat
tidak selalu dipegang oleh publik. Namun disepanjang sejarah, sifat religiusnya tidak
pernah terlepas dari dari pembayaran zakat. Zakat tetap menjadi bagian dari rukun
Islam yang harus ditunaikan baik dengan adanya pemerintah ataupun tidak.
Meskipun para ulama seperti Abu ‘Ubayd dan al-Mawardi, seperti telah
dikemukakan sebelumnya, berpendapat bahwa harta kekayaan yang tampak
(amwal zahiriyyah) harus dibayar melalui pandangan mereka didasarkan pada
asumsi adanya pemerintah yang berkarakter Islam. Ket dan komitmen pemerintah
terhadap Islam dipertanyakan atau dalam keadaan di mana Muslim tinggal di negara
non-Muslim, maka pembayaran kepada pemerintah semacam itu tidak dimestikan.
Syeikh Yusuf al-Qaradawi, seorang faqih zakat kontemporer, dalam bukunya Figh
al-Zakat juga menegaskan hal yang sama. Beliau menyatakan: “Komitmen
pemerintah terhadap Islam merupakan syarat diperbolehkannya membayar zakat

kepadanya.”
(Lg-ﬁd\ Bl 3 é.\ BIETY gé hﬂ eﬂ-ulm eSlAl\ e‘jﬁ)

Figh al-Zakat 2: 790.

Ketidak-mestian membayar zakat melalui pemerintah dan amilnya
mambuka ruang peranan masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi membantu
menyalurkan zakat dari para muzakki kapada para mustahiqgin yang sudah
ditentukan asnafnya. Ini sekaligus menunjukkan karakter zakat yang ketiga yaitu
sebagai lembaga keuangan sosial Islam, selain karakter religius dan politisnya. Jika
masyarakat Muslim diperbolehkan secara Syariat untuk menunaikan zakatnya
secara langsung dengan memberikannya secara lansgung juga pada yang berhak
menerimanya, maka sudah tentu pihak swasta atau masyarakat sipil diperbolehkan
oleh Syariat untuk menjadi amil bagi membantu pendistribusian harta zakat kepada
para mustahiqqun.

Zakat memiliki sisi pengumpulan dan sisi pendistribusian. Sisi
pendistribusian zakat lebih penting dari pengumpulannya karena tujuan zakat justru
ada pada pendistribusiannya. Peranan amil zakat baik dari pemerintah atau
masyarakat sipil tidak boleh menjadi penghambat kepada tujuan pendistribusian
zakat itu sendiri. Bahkan amail zakat diberikan insentif menjadi sabagian asnaf
dengan maksud supaya tujuan pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi

semakin efektif dan berdampak positif. Menurut hemat kami, amil zakat baik itu dari
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pemerintah seperti Badal Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau amil zakat swasta
yang tergabung dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dan kedudukan
yang sama di sisi Syariat Islam untuk mengefektitfkan penyaluran dana zakat kepada
golongan yang berhak untuk menerimanya. Tiga serangkai karakter zakat yang
mana posisi karakter religius menempati kedududukan yang paling tinggi bisa
digambarkan dengan segitiga yang sudut puncaknya adalah karakter religius zakat,
sementara dua sudut lainnya adalah malambangkan karakter politis dan karakter

sosial zakat yang sama dan egaliter.

Di atas adalah gambaran tiga serangkai karekter zakat dalam bentuk
segitiga sama sudut yang mana kedudukan karakter religius menempati sudut yang
paling tinggi dan karakter politis serta karakter sosial zakat itu terletak dibawahnya
dan tertakluk pada nilai-nilai religius Agama Islam itu sendiri. Mengacu pada konsep
karakter zakat seperti yang digambarkan di atas, menurut hemat kami kedudukan
BAZNAS dan LAZ itu sama tarafnya. Maka atas dasar inilah Surat Keterangan
Tertulis ini ingin mengusulkan peninjauan kembali Undang — Undang Zakat No. 23
(2011) dan pasal-pasalnya yang terkait yang meletakkan BAZNAS sebagai satu-
satunya otoritas tertinggi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Munculnya isu-isu hubungan yang tidak seimbang dan berat sebelah antara
BAZNAS dan LAZ adalah akibat dari penerapan Undang-Undang di atas yang
meletakkan LAZ tidak sama taraf dengan BAZNAS. Atas dasar penjelasan konsep
zakat seperti yang digambarkan di atas maka beberapa poin perlu dikemukakan
untuk dijadikan bahan pertimbangan:

1. Uniknya karakter zakat ini membedakannya dengan pajak atau cukai yang
sepenuhnya berada dibawah otoritas negara dan memiliki karakter politis yang
penuh dan sempurna. Tanpa negara maka tidak ada perpajakan atau
percukaian yang dibayar warganegara, namun tanpa negara sekalipun, seperti
juga shalat, zakat harus tetap ditunaikan oleh seorang Muslim.

2. Berbeda dengan hasil pajak atau percukaian, dana zakat bukanlah uang negara
melainkan uang masyarakat sipil (umat) untuk kegunaan masyarakat sipil
tertentu juga (umat) sehingga pengelolaanya tidak boleh dimonopoli oleh negara
semata-mata.

3. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia dimulai terlebih dahulu oleh masyarakat
sipil dan ormas-ormas Islam jauh sebelum didirikan Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS). Ini berbeda dengan beberapa negara Muslim lainnya, seperti
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Malaysia misalnya, yang pengelolaan zakatnya sejak awal ditangani
sepenuhnya oleh negara. Perbedaan kedua negara Muslim ini merupakan
dampak dari pendekatan kedua-dua negara ini yang berbeda dalam mengatur
administrasi urusan praktek Agama Islam. Di Malaysia, semua urusan yang
berkaitan dengan Agama Islam diatur sepenuhnya oleh negara, maka urusan
zakat juga diatur oleh negara. Sebaliknya di Indonesia, urusan praktek Agama
Islam sebagian besarnya tidak diatur oleh negara, melainkan oleh masyarakat
sipil sendiri, sehingga wajar apabila urusan zakat itu juga dikelola oleh
masyarakat sipil pada awalnya.

4. Konsekuensidari pendekatan Malaysia terhadap pengelolaan zakat oleh negara
yang disebut pada poin 3 di atas adalah tidak adanya double tax yang dikenakan
kepada warganegara Muslim yang telah membayar zakat dengan membayar
pajak atau cukai pendapatan juga. Seorang warganegara Muslim yang telah
membayar zakat dengan jumlah yang sama dengan jumlah kewajiban pajak
pendapatannya bisa dikecualikan dari membayar pajak tersebut di Malaysia.

5. Berbeda dengan Malaysia, pengelolaan zakat yang ideal di Indonesia adalah
dengan memberikan LAZ wewenang yang sama seperti BAZNAS. Jika fungsi
BAZNAS menjadi regulator, auditor, controller dan operator bagi urusan zakat
di Indonesia, maka LAZ atau wakilnya mesti memiliki wewenang yang sama juga
sebagai regulator, auditor, controller dan operator juga. Dengan perkataan lain
BAZNAS dan LAZ akan saling melakukan check and balance bagi memastikan
keefektifan pengelolaan zakat di Indonesia.

6. Semua bentuk pengaduan akibat ketidak-sama-tarafan antara BAZNAS dan
LAZ mestilah dibicarakan dan diselesaikan secara egaliter antara kedua
lembaga zakat ini dengan meninjau kembali Undang-Undang Zakat yang ada.
Bentuk-bentuk pengaduan itu antara lain seperti: kewenangan BAZNAS sebagai
superbody, conflict of interest dalam fungsi-fungsi BAZNAS, serta kedudukan
LAZ yang menjadi subordinate kepada BAZNAS.

Sebagai Kesimpulan, berdasarkan konsep zakat dalam ilmu keuangan

Islam dan peradabannya, pengelolaan zakat tidak sepenuhnya ditangani oleh

pemerintah semata. Agama Islam lebih luas dari Negara Islam. Karena zakat

merupaka bagian dari rukun Agama Islam, maka pengelolaannya bukan saja

dikuasai oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat sipil umat Islam. Dalam hal ini
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kedudukan BAZNAS dan LAZ haruslah sama tarafnya dari segi wewenang undang-

undang untuk mengelola zakat di Indonesia.

AHLI TAMBAHAN:

1.
l.

Hamid Abidin

Pandangan dan penjelasan saksi mengenai beberapa titik perhatian
(point of concern) utama terkait tata kelola dan kebijakan sektor sosial
dan filantropi di Indonesia dalam 4 siklus penelitian Doing good Index
(2018 sampai 2024)

Mengacu pada hasil kajian Doing Good Index (DGI) dari tahun 2018
hingga 2024, terdapat beberapa titik perhatian (point of concern) utama terkait
tata kelola dan kebijakan sektor sosial dan filantropi di Indonesia yang berulang
dan belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam empat siklus penelitian
tersebut.

Pertama, Terjadinya stagnansi dalam pengaturan sektor sosial dan filantropi
di Indonesia melalui berbagai regulasi dan kurang responsif terhadap dinamika
perkembangan sosial dan teknologi, termasuk digitalisasi. Hal ini tercermin dari
posisi Indonesia yang konsisten berada dalam kategori “Doing Okay,” yang
menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan kebijakan, tingkat kemajuan dan
inovasi dalam sektor sosial masih terbatas dan belum optimal untuk
mendorong inisiatif sosial yang lebih luas dan efektif.

Kedua, Terjadinya fragmentasi struktural dalam pengaturan sektor filantropi
nirlaba yang ditandai dengan tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi
antar lembaga pemerintah yang menghambat implementasi kebijakan secara
efektif. Misalnya, regulasi penggalangan dana dan pengelolaan zakat yang
diatur oleh beberapa kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang
saling tumpang tindih menyebabkan kebingungan dan ketidakkonsistenan
dalam pelaksanaan di lapangan.

Ketiga, regulasi yang usang dan tidak responsif terhadap perkembangan
zaman menjadi hambatan besar. Misalnya, Undang-Undang Pengumpulan
Uang atau Barang (PUB) yang masih berlaku sejak 1961 tidak
mengakomodasi kemajuan teknologi digital dalam penggalangan donasi.
Akibatnya, aktivitas penggalangan dana digital yang kini menjadi tren utama

terhambat dan tidak bisa berkembang optimal.
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Keempat, Kesulitan dalam memahami dan menerapkan regulasi. Di Indonesia
hanya sebagian kecil organisasi yang menganggap regulasi mudah dipahami
(22%) dan dapat diterapkan secara efektif (33%), jauh lebih rendah dibanding
rata-rata negara Asia lainnya. Hal ini berpotensi memberikan dampak buruk
bagi tata Kelola organisasi, menurunkan akuntabilitas dan merusak
kepercayaan publik.

Kelima, Pemperbaikan mekanisme pelaporan, audit, dan pengawasan untuk
menjaga kepercayaan publik Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperbaiki
regulasi dan praktik pengawasan agar tidak terjadi konflik kepentingan,
terutama terkait peran lembaga pemerintah yang sekaligus menjadi regulator
dan pelaksana program sosial. Pembelajaran dari negara-negara Asia lain
menunjukkan bahwa pemisahan fungsi regulator dan operator, serta
penguatan lembaga pengawas independen, dapat meningkatkan efektivitas
dan kredibilitas sektor sosial.

Ketujuh, ekosistem pendanaan lokal untuk organisasi sosial masih relatif kecil
dan belum optimal. Meskipun Indonesia memiliki tingkat kemurahan hati dan
partisipasi masyarakat yang tinggi, organisasi sosial masih sangat bergantung
pada hibah donor internasional. Dukungan dari sumber daya lokal dan insentif
fiskal belum memadai untuk mendorong keberlanjutan. Selain itu, digitalisasi
sektor sosial yang pesat membawa tantangan baru berupa kerentanan
terhadap serangan siber dan kebutuhan peningkatan kapasitas teknologi dan

sumber daya manusia.

Pandangan dan penjelasan saksi mengenai penyebab dan faktor-faktor
yang mempengaruhi eksistem dan regulasi Indonesia hanya
diklasifikasikann dalam kategori “Doing Okay” pada Doing Good Index".
sementara selama ini Indonesia banyak dikategorikan sebagai negara
paling dermawan sedunia 2024

Doing Good Index (DGI) adalah kajian dua tahunan yang menilai
kebijakan, praktik institusi, dan ekosistem sektor sosial di 17 negara Asia,
termasuk Indonesia. Indeks ini mengelompokkan negara-negara ke dalam
empat kategori berdasarkan kemajuan dan dukungan kebijakan terhadap
inisiatif sosial, yaitu “Not Doing Enough”, “Doing Okay”, “Doing Better”, dan
‘Doing Well”. Kategori “Doing Okay” menunjukkan bahwa negara tersebut

memiliki kebijakan dan ekosistem yang cukup baik namun masih stagnan dan
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belum optimal dalam mendukung aktivitas filantropi dan organisasi sosial.
Indonesia berada di kategori ini sejak 2018 hingga 2024, bersama negara-
negara seperti Kamboja, India, dan Nepal. Posisi ini mencerminkan bahwa
meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kemurahan hati
tinggi secara global, dukungan kebijakan dan regulasi yang ada belum cukup
mendorong kemajuan sektor sosial secara signifikan.

Laporan Doing Good Index 2018 sampai 2024 menyoroti stagnansi
dalam pembaruan dan perbaikan kebijakan sosial di Indonesia selama enam
tahun terakhir. Regulasi yang ada cenderung usang dan tidak responsif
terhadap perkembangan sektor filantropi dan digitalisasi, seperti Undang-
Undang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang masih berlaku sejak
1961 dan menghambat penggalangan donasi digital yang kini menjadi tren
utama. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antar
lembaga pemerintah menyebabkan kebijakan sulit diimplementasikan secara
efektif, seperti yang terjadi dalam penerapan Undang-undang Pengelolaan
Zakat Kebijakan fiskal dan pengadaan barang dan jasa juga belum mendukung
secara optimal pertumbuhan organisasi sosial dan filantropi. Selain itu,
Minimnya dukungan pendanaan dan kapasitas teknologi bagi organisasi
sosial, serta rendahnya keahlian staf dalam memanfaatkan digitalisasi, turut
membatasi efektivitas layanan sosial. Kondisi ini menghambat organisasi
sosial dalam memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Laporan Doing good index secara khusus juga menyoroti peran ganda
institusi pemerintah sebagai regulator sekaligus implementor yang
berpengaruh dan berdampak buruk pada tata kelola organisasi
filantropi/nirlaba, khususnya organisasi pengelola zakat. Hal ini dapat
ditemukan dalam implementasi Undang-undang Zakat yang menempatkan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara, yang tidak
hanya mengatur dan mengawasi tetapi juga mengumpulkan dan
mendistribusikan zakat. Demikian pula dalam konteks Undang-undang PUB,
Dinas Sosial berwenang memberikan izin penggalangan dana sekaligus
menjalankan kegiatan sosial menggunakan dana publik. Struktur seperti ini
menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan dalam persaingan antar-

lembaga, terutama antara OMS independen dan lembaga pemerintah.



212

Laporan Doing Good Index mendorong pemerintah untuk
mengedepankan prinsip keadilan dan keberimbangan kelembagaan dalam
pengaturan sektor filantropi/nirlaba. Negara-negara dengan pemisahan yang
tegas antara fungsi regulasi dan pelaksanaan dinilai lebih baik dalam
mendorong lingkungan filantropi yang sehat, akuntabel, dan kompetitif. Di
Indonesia, peran ganda ini menimbulkan persepsi tidak adil dan menghambat
tumbuhnya kepercayaan terhadap sistem, baik dari masyarakat maupun
donatur. OMS seringkali merasa diperlakukan sebagai “subjek pengawasan”,
sementara lembaga negara memiliki posisi istimewa dalam mengakses
sumber daya publik. Ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian
tata kelola yang setara, transparan, dan adil, yang sangat berpengaruh dalam

posisi dan peringkat Indonesia dalam Doing Good Index.

Pandangan dan penjelasan saksi mengenai mengenai regulasi Undang-
undang Pengelolaan Zakat yang menempatkan BAZNAS dalam fungsi
sebagai koordinator, regulator, pengawas, auditor dan operator pada
saat bersamaan (mengacu pada laporan penelitian “Doing good Index
(2018 — 2024) dan laporan “Global Environment Philanthropy Index 2022”)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam posisi sentral
sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki fungsi ganda
sekaligus, yaitu sebagai koordinator, regulator, pengawas, auditor, dan
operator dalam pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS bertanggung jawab
atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.
Dengan kedudukannya yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden
melalui Menteri Agama, BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan zakat serta memaksimalkan manfaat zakat untuk
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Namun, posisi
ganda ini menimbulkan tantangan signifikan dalam tata kelola, terutama terkait
potensi konflik kepentingan dan pengawasan yang kurang independen.

Peran BAZNAS yang menggabungkan fungsi regulator dan operator
sekaligus berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan yang dapat
mengurangi objektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

Sebagai regulator dan pengawas, BAZNAS bertugas mengatur dan
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mengendalikan pelaksanaan zakat, namun sebagai operator, BAZNAS juga
langsung terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kondisi ini
berisiko menimbulkan bias dalam pengawasan internal dan audit, sehingga
potensi penyalahgunaan dana zakat sulit dihindari tanpa adanya mekanisme
pengawasan eksternal yang kuat dan independen. Laporan Doing Good Index
dan kajian lain menunjukkan bahwa model tata kelola seperti ini kurang ideal
karena mengaburkan fungsi pengawasan yang seharusnya terpisah dari
pelaksanaan operasional, sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik
terhadap lembaga pengelola zakat.

Dibandingkan dengan praktik di negara lain, Indonesia memiliki
tantangan unik dalam hal pemisahan fungsi pengelolaan zakat. Banyak negara
yang memisahkan secara tegas fungsi regulator dan operator untuk
menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi serta
akuntabilitas. Misalnya, di Malaysia, pengawasan zakat dilakukan oleh badan
pemerintah yang terpisah dari lembaga pengelola zakat di tingkat negeri,
sedangkan di Singapura dan Jepang, regulator independen mengawasi
lembaga pengelola dilantropi/nirlaba tanpa terlibat langsung dalam
pengumpulan dan distribusi. Berdasarkan hasil kajian Doing Good Index,
pemisahan fungsi ini terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan
kepercayaan publik. Oleh karena itu, rekomendasi utama bagi Indonesia
adalah melakukan reformasi struktural dengan memisahkan fungsi regulator
dan operator, memperkuat pengawasan independen, serta meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat nasional guna

memastikan dana zakat dikelola secara profesional dan berintegritas.

Pandangan dan penjelasan saksi mengenai norma hukum dalam regulasi
pengelolaan zakat terkait hak berorganisasi masyarakat dalam
pengelolaan zakat yang bertumpu pada mekanisme perizinan (yang
restriktif).

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, pengaturan pengelolaan zakat
di Indonesia menempatkan mekanisme perizinan sebagai fondasi utama bagi
masyarakat untuk berorganisasi dan berperan dalam pengelolaan zakat
melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Mekanisme ini bersifat sangat restriktif dan

kompleks, mengharuskan LAZ memenuhi berbagai persyaratan administratif
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dan teknis, seperti terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam,
memiliki pengawas syariat, kapasitas teknis dan keuangan, serta bersedia
diaudit secara berkala. Pengajuan izin LAZ harus melalui rekomendasi
BAZNAS, yang sekaligus berperan sebagai regulator dan operator utama
pengelolaan zakat nasional. Kondisi ini menciptakan hambatan signifikan bagi
lembaga masyarakat yang ingin berpartisipasi secara mandiri, karena proses
perizinan yang panjang dan persyaratan yang ketat cenderung membatasi
keberagaman lembaga pengelola zakat dan menghambat inovasi dalam
distribusi zakat.

Merujuk dan merefleksikan hasil penelitian “Doing Good Index (DGI)
2018 sampai 2024 dan kajian terkait, mekanisme perizinan yang ketat ini
menjadi sorotan karena berpotensi mengurangi ruang demokrasi dan
partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat, yang seharusnya
menjadi pilar penting tata kelola filantropi yang inklusif dan berkelanjutan.
Regulasi yang mengandalkan peran dominan BAZNAS sebagai pemberi
rekomendasi dan pengawas sekaligus pelaksana operasional menimbulkan
konflik kepentingan yang melemahkan efektivitas pengawasan dan
transparansi.

Pemerintah melakukan upaya perbaikan melalui Peraturan Menteri
Agama No. 19 Tahun 2024 yang memperkenalkan sistem perizinan digital
melalui SIMZAT dan mempercepat proses perizinan menjadi 15 hari kerja.
Namun, terobosan ini tidak bisa memberikan Solusi karena adanya tantangan
struktural seperti tumpang tindih fungsi BAZNAS. Selain itu, tantangan dan
kendala administratif serta kompleksitas pelaporan keuangan dan audit
syariah masih menjadi kendala utama bagi LAZ kecil dan baru yang ingin
berkontribusi secara resmi.

Dari perspektif hukum dan tata kelola, pendekatan perizinan yang
restriktif ini memang bertujuan menjaga tata kelola zakat agar profesional,
transparan, dan sesuai syariah. Namun, pendekatan ini juga berpotensi
menghambat hak berorganisasi masyarakat dan mempersempit ruang bagi
lembaga masyarakat sipil untuk tumbuh dan berinovasi. Studi menunjukkan
bahwa mekanisme perizinan yang rumit dan dominasi satu lembaga pengatur
dapat menimbulkan monopoli operasional serta mengurangi akuntabilitas

secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang
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menyeimbangkan kebutuhan pengawasan dengan kemudahan akses
perizinan, agar pengelolaan zakat dapat lebih inklusif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat luas.

Selain itu, diperlukan pemisahan fungsi regulator dan operator dalam
pengelolaan zakat, dengan membentuk lembaga pengawas independen yang
bertugas mengatur dan mengawasi LAZ tanpa terlibat dalam operasional
pengumpulan dan distribusi zakat. Regulasi juga harus memberikan
kemudahan dan fleksibilitas dalam proses perizinan, terutama bagi lembaga
masyarakat yang berbasis komunitas dan daerah, tanpa mengurangi standar
tata kelola dan akuntabilitas. Penguatan kapasitas LAZ melalui pelatihan dan
pendampingan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan dan audit
real-time, juga menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas
pengelolaan zakat. Pendekatan inklusif ini akan mendorong partisipasi aktif
masyarakat, memperkuat keberagaman lembaga pengelola zakat, dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat di

Indonesia.Usulan dan rekomendasi

Usulan dan Rekomendasi
Berikut usulan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan regulasi dan

tata Kelola pengelolaan Zakat di Indonesia agar dapat menjamin hakpartsipasi

dan berorganisasi warga negara dan sekaligus memperkuat tata Kelola

pengelolaan zakat di Indonesia.

a. Memberikan Jaminan dan perlindungan atas hak partisipasi dan hak
berorganisasi masyarakat dalam pengelolaan zakat
Pemerintah harus menjamin dan melindungi hak partisipasi dan hak
berorganisasi masyarakat dalam pengelolaan zakat yang diikuti dengan
perlindungan hukum yang memadai. Dengan jaminan dan perlindungan
tersebut lembaga amil zakat, khususnya lembaga yang baru, dapat
tumbuh dan berkembang tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
Jaminan dan perlindungan ini mencakup kemudahan akses perizinan,
kepastian hukum, dan pengakuan terhadap keberadaan lembaga
masyarakat yang sah. Hal ini penting agar lembaga masyarakat dapat
berkontribusi secara maksimal dalam pengumpulan dan distribusi zakat,
sekaligus menjaga keberlanjutan dan keberagaman ekosistem filantropi ,

khususnya filantropi Islam, di Indonesia.
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b. Menyelaraskan aspek tata Kelola dengan hak partisipasi masyarakat
Pemerintah menyusun dan mengembangkan prosedur dan mekanisme
perizinan yang ketat dalam pengelolaan zakat dengan tujuan untuk
memastikan bahwa lembaga pengelola zakat memenuhi standar tata
kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dan sesuai syariah.
Namun, mekanisme ini juga dapat menjadi hambatan bagi kelompok
masyarakat yang ingin mendirikan lembaga amil zakat secara mandiri,
terutama karena persyaratan administratif yang kompleks dan proses
perizinan yang berbelit. Hal ini mengakibatkan dominasi BAZNAS dan
lembaga yang sudah terdaftar secara resmi, sementara potensi kontribusi
dari lembaga masyarakat lainnya menjadi terbatas, sehingga mengurangi
keberagaman dan inovasi dalam pengelolaan zakat.

c. Penyederhanaan mekanisme dan proses perijinan
Dalam praktiknya, mekanisme perizinan yang restriktif juga berpotensi
menimbulkan birokrasi yang berbelit, memperlambat pendirian dan
pengembangan lembaga amil =zakat baru, serta menimbulkan
ketidaktransparanan dalam proses perizinan dan pengawasan. Studi
yuridis normatif menunjukkan bahwa hambatan administratif ini menjadi
alasan utama mengapa banyak lembaga masyarakat enggan atau gagal
memperoleh izin resmi, sehingga mereka beroperasi di luar sistem formal
yang dapat mengurangi kepercayaan donatur dan penerima manfaat. Oleh
karena itu, reformasi regulasi perlu diarahkan untuk menyederhanakan
proses perizinan dan meningkatkan transparansi.

d. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang
dilakukan secara partisipatif dan inklusif
Saat ini regulasi yang terkait pengelolaan zakat, terutama UU No. 23
Tahun 2011, masih memuat banyak ketentuan yang terlalu sentralistis dan
memberi kewenangan yang sangat besar kepada BAZNAS. Pasal-pasal
yang menempatkan BAZNAS sebagai aktor tunggal dengan otoritas
regulator, operator, sekaligus pengawas perlu direvisi. Dalam revisi
tersebut posisi masyarakat sipil (terutama LAZ) perlu diperkuat sebagai
mitra setara negara dalam pengelolaan zakat. Revisi UU tersebut juga
harus menjamin prinsip checks and balances serta memberikan

perlindungan hukum bagi organisasi masyarakat dalam mengelola zakat
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secara mandiri. Perubahan ini akan memperluas ruang partisipasi dan
menjamin keberagaman praktik filantropi Islam secara sehat dan
demokratis.

Memisahkan Fungsi Regulator dan Operator dalam Pengelolaan Zakat
Konsentrasi fungsi regulator dan operator dalam satu lembaga seperti
BAZNAS menimbulkan potensi konflik kepentingan dan menghambat
akuntabilitas. Praktik internasional menunjukkan bahwa pemisahan fungsi
ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Oleh karena itu,
disarankan dalam revisi Undang-undang terkait pengelolaan zakat dan
peraturan turunannnya agar fungsi regulator dan operator dipisahkan.
BAZNAS dapat berperan sebagai regulator dan pengawas, sementara
LAZ dan organisasi masyarakat lainnya dapat berperan sebagai operator
dalam pengumpulan dan distribusi zakat.

Membentuk Otoritas Independen untuk Fungsi Regulasi dan Pengawasan
Untuk menghindari konflik kepentingan,pemerintah perlu membentuk
suatu “otoritas independent” dalam pengelolaan zakat yang bertugas
mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat secara nasional. Otoritas ini
harus bersifat non-operasional dan berfungsi menetapkan standar tata
kelola, akuntabilitas, pelaporan, dan evaluasi bagi semua pengelola
zakat—baik negara (BAZNAS) maupun masyarakat (LAZ). Otoritas ini bisa
dibentuk setingkat badan independent, seperti Komisi Informasi Publik
atau OJK, dengan anggota dari unsur negara, masyarakat sipil, akademisi,
dan praktisi zakat. Model ini telah diterapkan dengan baik di beberapa
negara demokratis dan menjamin keadilan serta persaingan yang sehat
dalam sektor filantropi keagamaan.

Penguatan kapasitas pengelola zakat

Perlindungan hak berorganisasi masyarakat dalam pengelolaan zakat juga
harus didukung oleh penguatan kapasitas lembaga amil zakat, baik yang
sudah ada maupun yang baru berdiri. Pemerintah dan BAZNAS perlu
menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya agar
lembaga amil zakat mampu mengelola dana zakat secara profesional dan
transparan. Pendekatan ini akan meningkatkan kualitas tata kelola zakat
secara keseluruhan dan memperkuat kepercayaan publik.

Mekanisme Kemitraan yang Inklusif
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Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi pembentukan mekanisme
kemitraan yang lebih inklusif antar stakeholder terkait pengelolaan zakat,
yakni pemerintah, BAZNAS, dan organisasi masyarakat sipil. Mekanisme
ini harus menjamin hak berorganisasi masyarakat, sekaligus memberikan
ruang bagi pengawasan bersama yang transparan dan akuntabel. Dengan
demikian, pengelolaan zakat dapat menjadi kolaborasi yang harmonis
antara negara dan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan
efektivitas dan dampak sosial dari zakat.

i. Memperkuat Mekanisme Pengaduan dan Akses terhadap Keadilan
Dalam sistem regulasi yang sehat, harus tersedia mekanisme keberatan
dan pengaduan yang efektif bagi organisasi masyarakat jika merasa
dirugikan oleh keputusan otoritas zakat, baik dalam proses perizinan,
audit, maupun sanksi. Mekanisme ini harus bersifat terbuka, cepat, bebas
biaya, dan tidak diskriminatif. Komisi Independen, lembaga pengawasan
eksternal atau Komisi Ombudsman bisa menjadi kanal alternatif
penyelesaian sengketa. Hal ini akan mencegah potensi penyalahgunaan
wewenang dan memperkuat kepercayaan organisasi masyarakat terhadap
sistem regulasi zakat.

j- Mendorong Adopsi Prinsip Keterbukaan Data (Open Zakat Data)

Sistem data yang terbuka dan terintegrasi yang bisa menghubungkan
seluruh aktor dalam sektor zakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan
tata kelola yang baik Karena itu, Pemerintah harus mendorong
keterbukaan data publik mengenai pengumpulan, penyaluran, dan
dampak zakat dari seluruh Lembaga, baik yang dikelola BAZNAS maupun
LAZ melalui platform bersama. Data ini harus dapat diakses oleh publik,
peneliti, media, dan stakeholder lainnya untuk mendorong partisipasi,
kolaborasi, dan pengawasan. Selain itu, regulasi terkait keterbukaan
informasi publik dalam zakat perlu ditegaskan kembali dalam aturan
turunan UU Zakat.

2. Dr. Saiful Bahri, Lc, M.A.
Mukaddimah

Menunaikan zakat dalam agama Islam merupakan sebuah kewajiban

personal dan menjadi satu dari lima rukun Islam. Adapun secara redaksional
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perintah menunaikan zakat di dalam al-Quran maupun hadis nabawi, baik

secara langsung maupun tidak langsung hampir semuanya menggunakan

redaksi dalam bentuk plural (jamak), bukan single (mufrad).

Al-Quran dan hadis menjelaskan kewajiban membayar zakat di
berbagai ayat dan kesempatan. Selain itu, keduanya juga menjelaskan tentang
distribusi zakat kepada golongan tertentu yang lazim disebut mustahiq zakat
(orang yang berhak menerima).

Ada proses menunaikan atau membayar zakat serta ada proses dan
kegiatan penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Di
tengah kedua hal ini ada manajemen atau pengelolaan yang mengurusi
penghimpunan atau penerimaan zakat dari mereka yang wajib membayar zakat
(muzakki), juga mengurusi distribusi atau penyaluran zakat kepada mereka
yang berhak menerimanya (mustahiq). Setidaknya terdapat tiga unsur yang
terkait dengan zakat, yaitu
1. Kewajiban menunaikan zakat yang ditegaskan dan didasarkan dari ayat-ayat

al-Quran dan hadis nabawi. Disebutkan di berbagai ayat dan kesempatan
secara tematik dan kontekstual.

2. Penerimaan zakat dan sedekah lainnya yang dikelola dengan baik melalui
kelembagaan dengan dalil Surah at-Taubah ayat 103, ada perintah untuk
mengambil harta sedekah.

3. Distribusi zakat kepada mustahiq dengan dalil Surah at-Taubah ayat 60

yang menjelaskan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Kewajiban Zakat

Bentuk redaksi kewajiban zakat dalam al-Quran yang paling sering dan
lazim digunakan adalah (5,85 \53"\3) atau dengan redaksi perintah ausha
(mewasiatkan) atau ya’muru (memerintahkan). Kewajiban zakat seringnya
digandengkan bersama kewajiban shalat. Berdasarkan kajian teks al-Quran
kewajiban zakat di dalam al-Quran disepakati oleh para ulama.

Sedangkan kewajiban zakat berdasarkan dalil hadis di antaranya hadis
dari riwayat Sahabat Umar bin Khattab ra. tentang rukun Islam. (HR. Al-Bukhari
nomer 8 dan 4514) dan Muslim nomer 16). Serta hadis-hadis lainnya.

Selain dalil kewajiban zakat yang tertuang dalam berbagai nash ayat al-
Quran dan hadis nabawi, juga terdapat ancaman bagi mereka yang

meninggalkannya. Bahkan, sejarah mencatat Khalifah Abu Bakar memerangi
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mereka yang menolak menunaikan dan menolak membayar zakat, pada kasus
pemberontakan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab.

Kewajiban menunaikan yang bersifat personal ini mirip dengan
kewajiban shalat yang bersifat personal juga. Namun, nash hadis menyebutkan
secara jelas bahwa menunaikan shalat wajib berjamaah lebih utama dari shalat
sendiri.

Adapun pelaksanaan kewajiban zakat karena menyangkut
penghimpunan dan distribusi maka pelaksanaan “berjamaah” melalui lembaga
tidak sejelas seperti anjuran shalat berjamaah. Melalu isyarat-isyarat di berbagai
riwayat zakat dikelola secara kelembagaan untuk disalurkan kepada mustahiq.
Meskipun jika muzakki memilih menyalurkan zakatnya secara mandiri langsung
kepada mustahiq maka dibolehkan dan sah.

Penerimaan Zakat dan Distribusi Zakat

Ayat yang berkaitan dengan penerimaan dan koleksi zakat adalah

Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi
e 05 F4T (0 8 5lia ) Bglle (s Ve 368 505 2 54l 230 gl 541 e )
(103 ;94 5l ) ) oY 2l
Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan
mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-
Taubah/9:103)

Ayat tersebut diturunkan Allah setelah Rasulullah saw memaafkan
mereka yang tidak berikut berkontribusi dalam perang Tabuk. Mereka mengakui
kesalahan dan dosa-dosa mereka, lalu mereka hendak menebus kesalahan
tersebut dengan sedekah. Nabi Muhammad saw menolak menerima sedekah
ini sampai datang perintah dalam ayat ini. Riwayat dan penjelasan tentang ini
bisa didapatkan dalam berbagai buku Tafsir otoritatif seperti Jami’ al-Bayan
karya ath-Thabari, Al-Wasith karya al-Wahidiy, Ma’alim at-Tanzil karya al-
Baghawiy dan Tafsir Ibnu Katsir. Imam Hasan al-Bashri berpendapat yang
dimaksud dalam ayat ini bukanlah zakat wajib. Namun, oleh para ulama
termasuk di antaranya Imam Ibnu Katsir menuliskan bahwa ini berlaku umum,
baik untuk sedekah seperti kafarat atau sedekah lainnya, termasuk zakat waijib.
Ayat ini biasanya dijadikan salah satu dalil tentang kelembagaan zakat dan

keterlibatan ulil amri dalam menghimpun zakat wajib maupun sedekah lainnya.
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Kata khudz yang berarti ambillah di dalam ayat ini, secara konteks
adalah jawaban dari keraguan Nabi Muhammad saw sebelumnya yang tidak
mau menerima sedekah kafarat ini. Lalu, oleh sebagian ulama diteriemahkan
sebagai bentuk tanggungjawab pihak yang berwenang (ulil amri) dalam tata
kelola zakat. Meskipun tentunya bukan menjadi satu-satunya pihak pengelola
secara langsung. Nabi Muhammad saw, pernah menugaskan Mu’adz bin Jabal
untuk menyampaikan kewajiban zakat kepada pendudukan Yaman, demikian
juga mengutus Walid bin Ugbah untuk mengumpulkan zakat penduduk Bani
Musthaliq.

Pengutusan-pengutusan ini bisa diartikan sebagai perpanjangan tangan
pihak berwenang (ulil amri) yang diangkat atau ditunjuk atau pihak yang
mendapatkan izin untuk mengumpulkan atau menghimpun zakat.

Dalil lain terkait tata kelola zakat secara tidak langsung terdapat dalam
daftar mustahiq zakat yang dijelaskan pada ayat 60 Surah at-Taubah.

G pall 5 B o a5l 4852 5 el Glandl 5 (islall 5 o1l asazal) W) (53 )
(60 :0fusil ) ¢V HSK e 15 Ga At A LY 05 A1 B (35
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk
(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang
berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:60)

Kata ‘amilin atau yang sering dikenal sebagai amil zakat
mengisyaratkan bahwa terdapat petugas penghimpunan dan distribusi zakat
yang profesional (memiliki kompetensi dan kalayakan).

Kedua dalil ini sering dijadikan pijakan hukum tata kelola zakat secara
profesional. Sehingga penghimpunan dan distribusi zakat dan sedekah lainnya
menjadi sebuah keniscayaan untuk dikelola dengan manajemen dan
kelembagaan yang baik. Tata kelola yang baik ini melibatkan ulil amri
(pemerintah atau pihak berwenang), baik dengan sistem pengelolaan terpusat
maupun dengan meluaskannya melalui lembaga-lembaga zakat yang dibentuk
oleh masyarakat yang mendapatkan izin ulil amri.

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq melakukan pengelolaan zakat dengan
cara terpusat dengan mengangkat petugas zakat (amil). Sedangkan pada masa

Umar bin Khattab dengan tata kelola yang berkembang dengan adanya
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pencadangan juga membolehkan penyaluran zakat langsung dalam keadaan
mendesak, seperti penyaluran kepada fakir miskin yang perlu penanganan
segera.

Para ulama berpendapat bolehnya menyalurkan zakat secara langsung
kepada mustahiqg dan sah secara hukum, meskipun penyaluran zakat melalui
lembaga lebih dianjurkan karena faktor profesionalisme dan tepat sasaran.
Sebagian ulama, juga membolehkan penyaluran langsung zakat bila tak ada ulil
amri yang representatif karena berada di negeri yang pemerintahannya tidak
beragama Islam atau tidak mempraktekkan hukum Islam, atau adanya
kezhaliman yang jelas dan ketidakpercayaan kepada mereka.

Penjelasan dua ayat tersebut dari para mufassir dan dalil-dalil
pendukung lainnya bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Tak ada perdebatan mengenai kewajiban zakat

2. Urgensi tata kelola zakat secara profesional, sehingga pengelola zakat
adalah person atau lembaga yang didasarkan pada keunggulan pemahaman,
kemampuan fisik dan lainnya, profesionalitas, kapasitas dan kelayakan serta
kepercayaan dari muzakki atau donatur.

3. Adanya petugas khusus (amil) yang menangani zakat secara kelembagaan,
baik yang diangkat atau ditunjuk oleh ulil amri (pemerintah) atau

mendapatkan izin untuk melakukan pengelolaan dana zakat.

4. Pelaksanaan zakat pernah ditunaikan langsung kepada mustahiq (penerima
zakat) dalam beberapa kondisi tertentu sejak zaman sahabat, meskipun

sistem pengelolaan zakat secara terpusat juga diterapkan.

5. Pengelolaan zakat yang tidak profesional baik personal maupun lembaga
seperti tidak mendapatkan izin, tidak diaudit, dan tidak diawasi bisa
mengakibatkan penyimpangan pelaksanaan kewajiban zakat.

Pengelola zakat profesional merupakan orang atau lembaga yang
ditunjuk atau diangkat atau diberi izin oleh ulil amri untuk melaksanakan tugas
penghimpunan dan distribusi zakat dengan baik, sesuai pedoman dan tidak
bertentangan dengan syariah. Petugas zakat (amil) bisa dari kalangan

pemerintah (ulil amri) atau pihak swasta yang diberikan izin oleh pemerintah.
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KETERANGAN SAKSI PARA PEMOHON::

1. Saksi: Abdul Gafur, S.E,, M,M,
Pendahuluan

Saksi adalah pegiat filantropi Islam yang telah berkecimpung selama
lebih dari 20 Tahun dalam dunia pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah
(ZIS).

Pengalaman pribadi dan kolektif yang Saksi alami dalam mendirikan
dan mengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ), khususnya pada saat mengurus
perizinan sebagai LAZ Nasional (LAZNAS), menunjukkan betapa besar
hambatan yang dihadapi masyarakat sipil akibat penerapan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu batu sandungan terberat dalam pengelolaan zakat dewasa
ini adalah ketentuan bahwa setiap LAZ yang ingin berizin harus memperoleh
rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Meski secara
normatif BAZNAS hanya memberikan “rekomendasi”’, namun dalam praktiknya
rekomendasi ini menjadi faktor penentu— bahkan sering kali menjadi
penghalang mutlak—dalam proses perizinan. Kondisi ini menyebabkan
ketimpangan dan diskriminasi yang sistemik terhadap lembaga zakat yang
dibentuk oleh masyarakat sipil.

Dakam keterangn ini Saksi akan menguraikan pengalaman faktual
sebagai pegiat filantropi, tantangan yang hadapi, dan bagaimana penerapan
UU No. 23/2011 telah memarjinalkan inisiatif warga negara dalam berzakat
secara kolektif, serta pentingnya menguji kembali konstitusionalitas ketentuan-

ketentuan tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.

Latar Belakang Kiprah Masyarakat Sipil dalam Gerakan Zakat

Zakat di Indonesia sejak dulu adalah ekspresi iman yang tidak hanya
bersifat personal, namun juga kolektif. Masjid, pesantren, dan ormas Islam
telah menjadi aktor utama dalam pengelolaan zakat secara tradisional. Sejak
awal 1990-an, masyarakat sipil memulai transformasi besar: dari zakat yang
dikelola secara informal menuju institusi yang profesional dan modern.

Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan lembaga-lembaga lainnya menjadi
pionir yang memperkenalkan konsep “zakat produktif’. Transformasi ini
menjadikan zakat tidak lagi hanya sebagai bantuan karitatif, namun menjadi

kekuatan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi umat. Dan dari sinilah
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semangat kami tumbuh: untuk mendirikan LAZ yang berintegritas, profesional,

dan menjawab kebutuhan umat secara langsung.

Pengalaman di Lembaga Zakat Korporasi: Mandiri Amal Insani

Sebagai bagian dari kesaksian ini, Saksi perlu menyampaikan
pengalaman konkret mulai dari 2015 sampai 2019 saat memimpin Mandiri Amal
Insani (MAI), sebuah lembaga zakat korporasi dengan legalitas UPZ (unit
pengumpul zakat — Baznas RI) berada di bawah naungan salah satu Bank
Himbara. MAI telah lama dipercaya oleh karyawan dan keluarga besar yang
menaunginya sebagai lembaga zakat yang amanah, profesional, dan
berdampak luas bagi mustahik, para stakeholder berharap MAI mempunyai izin
sebagai Lembaga zakat Nasional agar bisa terus tumbuh karena ekosistemnya
sudah meNasional dan juga karena janji janji Baznas pada saat itu untuk
melakukan pendampingan sistem, tata kelola tidak terwujud karena
kemungkinan kesibukan Baznas untuk mengkordinir Lembaga zakat se-
Indoneisa.

Namun, saat Saksi mengajukan izin sebagai LAZNAS sesuai dengan
ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, proses perizinan berubah menjadi
perjuangan yang sangat panjang dan berliku. Dalam masa kepemimpinan
BAZNAS pada saat itu, kami menghadapi kesulitan luar biasa hanya untuk
sekadar mendapatkan rekomendasi.

Setiap kali kami mengajukan dokumen persyaratan, selalu ada alasan
untuk menolaknya. Bila satu kekurangan telah kami lengkapi, maka muncul
persyaratan baru. Bila sudah diperbaiki sesuai arahan, dikembalikan lagi
dengan alasan lain yang sebelumnya tidak pernah disebutkan. Proses ini
berulang kali terjadi, menciptakan ketidakpastian dan kesan bahwa proses ini
disengaja untuk menghambat pengajuan kami.

Mulai dari legalitas, kami bertemu dengan notaris beberapa kali untuk
menyesuaikan akto notaris Yayasan ( AD/ART dan Susunan kepengurusan),
tidak diperkenankan pengurus berasal dari petinggi aktif di korporasi, sehingga
perlu mengganti nama pengurus yang sudah terlanjut ada di akta, pertemuan
dengan Baznas pada saat itu sudah sering dilakukan mulai dari level staff
sampai level pimpinan sebagai penentu keluarnya rekomendasi tersebut,
pertemuan pertemuan tersebut hanya sekedar rencana dan janji untuk MAI

bisa dapat izin Laznas lalu dengan negosiasi Baznas bisa membuat UPZ di
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korporasi tersebut.

Yang paling menyakitkan adalah ketika BAZNAS bersurat langsung
kepada Direktur Utama Korporasi yang menaungi, Isi surat itu secara substansi
menyampaikan bahwa Mandiri Amal Insani cukup menjadi Unit Pengumpul
Zakat (UPZ) di bawah BAZNAS dan tidak perlu mengurus perizinan sebagai
LAZNAS. Ini jelas bentuk penggunaan kekuasaan yang menekan secara
institusional dan mematikan inisiatif kami untuk menjadi lembaga zakat yang
independen dan profesional.

Saksi menyadari bahwa posisi MAI sebagai lembaga zakat korporasi
menjadi alasan utama dihambatnya proses ini. MAIl dianggap berada di 'wilayah
penghimpunan' BAZNAS menurut tafsir mereka sendiri. Padahal, sebagai
lembaga yang telah lama berdiri dan dipercaya, kami punya legitimasi sosial
yang kuat serta kinerja yang sudah terbukti. Sayangnya, karena posisi kami di
bawah korporasi negara, kami dipaksa tunduk sebagai UPZ, kehilangan
independensi, dan harus menyetorkan dana zakat yang dihimpun ke BAZNAS.

Perlakuan ini tidak hanya tidak adil, namun mencederai semangat
gotong royong masyarakat dalam pengelolaan zakat. Negara seharusnya
memfasilitasi, bukan menghambat, inisiatif sosial yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan umat. Keadilan hanya bisa ditegakkan bila hukum berpihak pada

fakta dan bukan pada kekuasaan semata.

Dampak Sistemik terhadap Dunia Filantropi Islam

Ketentuan dalam UU No. 23/2011 secara sistemik telah mengubah
lanskap pengelolaan zakat di Indonesia. Sentralisasi dan monopoli
pengelolaan zakat oleh BAZNAS telah menciptakan ekosistem yang tidak
sehat. Banyak LAZ, terutama yang dibentuk masyarakat sipil atau berbasis
institusi swasta, mengalami penolakan atau terhambat karena dianggap berada
di 'wilayah kavling' milik BAZNAS.

Dampaknya sangat terasa pada keberlanjutan organisasi. Banyak
lembaga yang sudah bekerja secara profesional, bahkan telah memiliki ISO
sistem manajemen mutu, pelaporan audit syariah dan keuangan, justru gagal
mendapatkan legitimasi legal karena syarat administratif yang subjektif dan
diskriminatif. Kepercayaan publik kepada LAZ juga dapat terganggu karena
statusnya dinyatakan tidak resmi meskipun kenyataannya kinerjanya lebih

transparan dan akuntabel dibanding sebagian besar BAZNAS daerah.
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Praktik ini juga berdampak buruk terhadap inovasi dan kreativitas
dalam pengelolaan zakat. LAZ yang selama ini menjadi pelopor zakat produktif,
pemberdayaan mustahik berbasis mikro-enterprise, beasiswa pendidikan,
layanan kesehatan dan pemulihan pasca-bencana, kini mengalami tekanan
struktural yang mendegradasi fungsi mereka hanya sebagai perpanjangan
tangan BAZNAS.

Telaah Konstitusional dan Permohonan Judicial Review

Sebagai warga negara, Saksi menyatakan bahwa kebebasan untuk
membentuk organisasi sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
adalah hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C dan Pasal 28E UUD
1945. Hak ini tidak boleh dikurangi hanya karena keberadaan lembaga yang
Saksi pimpin tidak mendapatkan rekomendasi dari lembaga negara yang juga
menjalankan fungsi sebagai operator.

Dalam sistem demokrasi, fungsi regulator dan operator seharusnya
dipisahkan untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam hal ini, BAZNAS
berperan ganda: sebagai pemain utama dalam industri zakat nasional
sekaligus sebagai penjaga gerbang bagi kompetitor yang hendak masuk. Ini
adalah pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang sehat.

Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan menyerukan Mahkamah
Konstitusi untuk menghapus ketentuan rekomendasi BAZNAS sebagai syarat
pendirian LAZ, dan mengembalikan proses perizinan sepenuhnya kepada

Menteri Agama dengan mekanisme yang objektif dan transparan.

Penutup

Sebagai pegiat filantropi, Saksi telah menyaksikan bagaimana zakat
dapat mengubah kehidupan. Dari mustahik yang kembali berdaya, dari
keluarga yang selamat dari kemiskinan ekstrem, hingga masyarakat yang
bangkit dari keterpurukan karena kehadiran lembaga zakat yang tepat,
amanah, dan profesional.

Namun, semua itu akan terancam apabila pengelolaan zakat hanya
dilihat dari kacamata kekuasaan, bukan dari kepentingan umat. Negara
semestinya hadir sebagai fasilitator, bukan sebagai penghambat. Saksi
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berpihak kepada keadilan,

kepada masyarakat, dan kepada konstitusi itu sendiri.
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2. Saksi: Nanang Ismuhartoyo

Saksi adalah aktivis dan juga Pengurus Forum Zakat (FOZ), Asosiasi

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, sejak tahun 2015 hingga sekarang
(2015 - 2018, 2018 — 2021, 2021 — 2024, 2024 — 2027).

Selanjutnya, sehubungan dengan sedang berlangsungnya Sidang

Judicial Review atas UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ)

di Mahkamah Konstitusi RI, Saksi mohon ijin untuk dapat menyampaikan

pandangan/kritik saya atas pelaksanaan UUPZ selama ini:

1.

Tentang kewenangan BAZNAS dalam pemberian rekomendasi pengajuan

ijin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana yang tercantum

pada pasal 18 ayat 2 huruf ¢ menjadi sandungan terbesar LAZ dalam proses

pengajuan ijin. Hal ini seperti terjadi pada:

a.

Berdasarkan catatan FOZ, proses pengajuan ijin LAZ yang berbasis
korporasi, khususnya dari BUMN atau BUMD, terjadi diskriminasi,
dengan tidak dikeluarkannya rekomendasi pemberian ijin dari BAZNAS
kepada Kementerian Agama RI. BAZNAS lebih mengarahkan untuk
menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS.

Kewenangan pemberian rekomendasi oleh BAZNAS seolah-olah
menjadi pemberian ijin oleh BAZNAS dengan cara tidak meneruskan
rekomendasi ke Kementerian Agama, jika tidak mendapat rekomendasi
dari BAZNAS. Padahal seharusnya rekomendasi, apapun itu, tetap
diteruskan ke pihak Kementerian Agama RI sebagai pihak pemberi ijin.
Sehingga ijin itu diberikan atau tidak, keputusannya ada di pihak
Kementerian Agama bukan BAZNAS.

Berdasarkan data yang keluhan yang diterima FOZ, dalam proses
administrasi dan verifikasi faktual, acap ditemukan BAZNAS
menambah-nambahkan persyaratan perijinan, misalnya di beberapa
daerah adanya penambahan no rekening bank daerah, dan
sebagainya. Sehingga membuat proses perijinan menjadi tidak mudah
dan sederhana, serta melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
No. 14 Tahun 2014.

Segala kendala yang menghambat pendirian LAZ yang diinisiasi
kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan

zakat yang baik pleh BAZNAS, membuat hak masyarakat untuk
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berkumpul dan berserikat sebagaimana yang diamanahkan Konstitusi
menjadi terabaikan, khususnya untuk turut mendirikan LAZ, agar
penghimpunan dan pemanfaatan dana zakat menjadi lebih massif untuk
kemaslahatan umat dan pengentasan kemiskinan.

2. Tentang ijin perwakilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 UUPZ,
yang kemudian di atur dalam PP dan KMA 333 Tahun 2015, khususnya
perwakilan LAZNAS di daerah dalam prakteknya persyaratannya mirip
dengan membuat ijin baru, dan ditambah praktek kebijakan di daerah
menerapkan persyaratan-persyaratan baru yang sebenarnya tidak diatur di
peraturan di atasnya, UU/PP/KMA/PERBAZNAS. Sehingga menimbulkan
kendala untuk menggerakkan zakat di daerah-daerah. Oleh karenanya kami
mengusulkan bahwa untuk pengurusan perwakilan LAZNAS di daerah
cukuplah dengan surat pemberitahuan kepada BAZ daerah dan
Kementerian Agama di daerah. Karena sesuai namanya LAZ Nasional tentu
wilayah kerjanya adalah nasional seluruh Indonesia, tanpa harus

mengajukan ijin baru untuk membuka di daerah.

3. Saksi: LAZ DSNI Amanah

Saksi menjabat sebagai Direktur LAZ, pada awal pengurusan
rekomendasi untuk pengurusan ijin perpanjangan operasional LAZ DSNI
Amanah Kota Batam. Tepatnya tanggal 28 Agustus 2021 kami
berkomunikasi dengan salah satu petugas di BAZNAS RI untuk konsultasi
beberapa hal terkait pengurusan rekomendasi tersebut. Secara umum
respon dari BAZNAS RI sangat bagus dan benar-benar mendampingi
proses tersebut. Sehingga surat permohonan rekomendasi bisa kami
kirimkan berserta dokumen pendukung meskipun belum semuanya kami
lengkapi. Dokumen kami kirimkan melalui email dalam format file PDF
tepatnya pada tanggal 2 Desember 2021. Adapun dokumen yang belum,
bisa dilengkapi sambil jalan

Setetah itu selanjutnya terjadi beberapa kali pergantian PIC di
BAZNAS RI yang melayani pengajuan rekomendasi LAZ. Saksi terhubung
dengan beberapa orang untuk mengkomunikasikan proses tersebut dan
yang terakhir terhubung dengan Bapak Putra dan Ibu Khoirunnisa. Bapak
Putra selaku pejabat BAZNAS Rl yang membidangi rekomendasi LAZ dan

Ibu Khoirunnisa selaku admin atau petugas layanan yang berkomunikasi
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langsung dengan pemohon.

Berdasar koordinasi dengan PIC yang baru, DSNI Amanah harus
melakukan perbahan struktur, baik di manajemen LAZ maupun akta
Yayasan LAZ. Hal tersebut dikarenakan adanya pasal dan ayat yang
tertuang dalam akta pendirian Yayasan LAZ DSNI Amanah (pasal 14 ayat
8), yang menyatakan bahwasanya ”pengurus tidak dapat merangkap
sebagai Pembina, pengawas dan pelaksanan kegiatan”. Dari situ
kemudian DSNI Amanah melakukan perubahan struktur, baik di
manajemen LAZ maupu struktur akta Yayasan

Setelah beberapa kali revisi dokumen, pada akhirnya DSNI Amanah
bisa melengkapi keseluruhan dokumen yang dimaksud. Selanjutnya
BAZNAS RI mengagendakan Verifikasi Faktual LAZ yang dilaksanakan
pada tanggal 28 Juni 2022.

Pendampingan dan verifikasi faktual dihadiri oleh bagian
rekomendasi BAZNAS RI dan perwakilan komisioner BAZNAS Kota Batam
dan Profinsi Kepulauan Riau. Dalam forum tersebut LAZ DSNI Amanah
mempresentasikan ikhtisar program pendayagunaan dan
pemberdayaan sesuai dengan form pendalaman yang sudah disiapkan
oleh BAZNAS.

Pada sesi diskusi, komisioner BAZNAS Propinsi Kepulauan Riau
memberikan catatan agar LAZ DSNI Amanah lebih memprioritaskan
penyaluran program kepada Masyarakat hinterland atau pulau, mengingat
propinsi Kepulauan Riau berbentuk kepulauan. Selain itu juga disampakan
dan ditegaskan bahwasanya LAZ itu dibentuk untuk bantu BAZNAS dalam
menjalankan amanat undang-undang.

Secara umum kami memahami bahwa semuanya adalah
bermuatan diskusi yang kritis dan membangun untuk menumbuhkan
semangat pemberdayaan, namun ada berapa hal yang sebenarnya
menimbulkan tanda tanya besar diantara adalah:

1. Tim verifikasi BAZNAS Rl mengklaim bahwasanya masjid adalah
wilayah penghimpunan BAZNAS. Sehingga LAZ DSNI Amanah yang
sejak dibentuknya dan resmi beroperasi berkegegiatan dan berkantor di
masjid, harus hengkang dari masjid. Padahal masjid tersebut bukan

masjid negara atau masjid yang dibangun oleh pemerintah. Tetapi
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masjid masjid yang dibangun oleh pengelola Kawasan industri yang ada
di Kota Batam.

2. LAZ DSNI Amanah harus bersedia tidak berkantor di masjid apabila ingin
mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS untuk melanjutkan proses
perijinan ke Kanwil Kemanag Profinsi Kepualauan Riau. Komitmen
tersebut harus dituangkan dalam bentuk surat pernyataan resmi
bermaterai bahwasanya LAZ DSNI Amanah tidak akan berkantor di
masjid Nurul Islam dan melakukan melakukan pengumpulan di wilayah
pengumpulan BAZNAS

3. BAZNAS RI selain mengintimidasi sebagaimana poin 1 dan 2 diatas,
juga meminta kesediaan kepada manajemen masjid Nurul Islam untuk
membentuk UPZ dibawah koordinasi BAZNAS Kota Batam. Hal tersebut
ditekankan dan akan menjadi pertimbangan bagi BAZNAS untuk
memberikan rekomendasi kepada LAZ DSNI Amanah

Semua persyaratan tersebut dengan berat harus kami penuhi
karena kepentingan mendapatkan rekomendasi BAZNAS RI untuk
melanjutkan proses perijinan ke Kanwil kemenag.

Kesimpulannya, proses pengajuan permohonan sampai verifikasi
faktual kami tempuh setelah kelengkapan dan kesesuaian dokumen
permohonan rekomendasi berjalan selama kurun waktu tujuh (7) bulan.
Setelah itu beberapa dokumen harus kita lengkapi, terumasuk bukti fisik
Surat Pernyataan yang harus dikirimkan ke kantor BAZNAS RI

Alhamdulillah setelah proses panjang dan koordinasi yang inten,
tepatnya tanggal 18 Januari 2023 kami diundang ke kantor BAZNAS RI
untuk penyerahan REKOMENDASI BAZNAS. Beriringan dengan undangan
tersebut, BAZNAS RI mengirimkan draft PAKTA INTEGRITAS yang haru
ditandatangani oleh pemohon dan berkas fisiknya ditandatangani di
hadapan pimpinan BAZNAS Rl bersamaan Ketika penyerahan
rekemondasi BAZNAS.

Jadi secara keseluruhan, proses pegurusan rekomendasi BAZNAS
yang ditempuh oleh LAZ DSNI Amanah berjalan selama 2 tahun 1 bulan.

Setelah rekomendasi BAZNAS kami terima, segera kita lanjutkan
proses perijinan ke kanwil Kemenag Agama Propinsi. Setelah konsultasi

melalui telepon dan chat WA kepada petugas yang membidangi perijinan
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LAZ, dan seluruh dokumen sudah dinyatakan sesuai, selanjutnya kami
bersowan ke kanwil Kemenag untuk menyampaikan langsung permohonan
ijin perpanjangan LAZ DSNI Amanah.

Di kantor wilayah kami disambut dengan sangat hangat, karena
praktis selama menjalankan tugas dan fungsi LAZ, kami membangun
hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen, termasuk
kementrian agama, baik kota maupun propinsi. Tidak jarang kami juga
berkolaborasi dalam program-program social kemasyarakat. Pada sesi-sesi
pengecekan dokumen permohonan sambil obrolan ringan, bagian perijinan
LAZ juga menyatakan heran dan menyayangkan perihal kebijakan BAZNAS
terhadap LAZ DSNI Amanah.

Alhamdulillah, setelah proses panjang, akhirnya LAZ DSNI
Amanah menerima ijin operasional berdasarkan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementrian Agama Propinsi Kepulauan Riau Nomor 169 tahun 2023
tentang Perpanjangan ljin Opersional Lembaga Amil Zakat Berskala

Kabuaten/Kota Yayasan Dana Sosial Nurul Islam Amanah Batam.

. Saksi: Tri Yanto

Relevansi Kesaksian

Saksi mengajukan kesaksian ini karena ingin memberi gambaran
faktual mengenai sistem pengelolaan zakat yang Saksi alami secara langsung.
Sebagai saksi fakta dan pelapor dugaan korupsi, kesaksian Saksi didukung
oleh dokumen resmi dan laporan yang sudah ada. Dalam laporan keuangan
Baznas Jabar yang Saksi peroleh, terlihat data tentang alokasi dana zakat dan
hibah yang Saksi laporkan. Dugaaan Saksi atas penyelewengan telah
didokumentasikan oleh media massa nasional (misalnya Detik, Kompas,
Tempo, Republika, CCN Indonesia, Pikiran Rakyat dan lainnya) dan organisasi
pendamping hukum. Fakta bahwa rekan sejawat dan publik telah mencatat
temuan-temuan ini menjadikan kesaksian Saksi bukan semata-mata pendapat
pribadi, melainkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Karena itu, Saksi merasa
berkewajiban memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim untuk
memastikan konstitusi tentang pengelolaan zakat ditegakkan secara adil dan
mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam kesaksian berikut, Saksi akan menjelaskan secara naratif

tentang berbagai kelemahan tata kelola dan pengawasan zakat di Baznas yang
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saya amati, dilengkapi dengan data pendukung dari laporan dan publikasi

resmi.

Kelemahan Tata Kelola dan Pengawasan Zakat di Baznas

Berdasarkan pengalaman Saksi, sistem pengelolaan zakat di Baznas

saat ini rentan terhadap penyimpangan. Beberapa kelemahan yang saya

saksikan meliputi:

Pergantian Pimpinan dan Kebijakan Tidak Konsisten: Sejak Saksi
bergabung tahun 2018, Baznas Jawa Barat mengalami beberapa kali
pergantian pimpinan komisioner. Pergantian ini sering kali mengubah
prioritas dan kebijakan kerja tanpa transisi yang jelas. Misalnya, pada tahun
2020 terjadi pergantian pimpinan Baznas Jabar yang membuat “suasana
kerja berubah” drastis. Dampaknya, program kerja dan anggaran yang
sudah disusun sebelumnya berubah- rubah. Keputusan-keputusan penting
seperti alokasi anggaran bisa dibatalkan atau direvisi oleh pimpinan baru
tanpa dasar analisis menyeluruh. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian
operasional dan melemahkan akuntabilitas.

Ketiadaan Dewan Pengawas Syariah di Tingkat Daerah: Dalam
kenyataannya, Baznas Jabar belum memiliki Dewan Pengawas Syariah
(DPS) sendiri. Padahal, DPS secara keagamaan sangat penting untuk
memastikan setiap kebijakan dan program pengelolaan zakat sesuai
dengan syariat Islam. Baznas Jabar sendiri pernah menyampaikan kepada
MUI bahwa pembentukan DPS tidak diwajibkan dalam UU Nomor 23/2011,
meskipun keberadaan DPS dianggap krusial. Akibat tidak adanya DPS,
seluruh keputusan strategis Baznas tentang program zakat diambil
sepenuhnya oleh para komisioner dan eksekutif yang ditunjuk Gubernur,
tanpa adanya lembaga internal yang mengecek kepatuhan syariah. Tanpa
pengawasan syariah internal, risiko penyimpangan dana zakat oleh
manusia-manusia yang tak berpengalaman dalam hukum Islam menjadi
nyata. Misalnya, dalam audit eksternal Baznas sendiri terungkap perlunya
DPS, namun hingga kini mekanisme konsultasi syariah formal masih lemah.
Prosedur Penyusunan dan Persetujuan RKAT yang Sekadar
Formalitas: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Baznas dibuat
setiap tahun sebagai pedoman kegiatan. Namun, praktiknya proses

konsultasi dan pengesahan RKAT di Baznas Jabar lebih banyak bersifat
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administratif formal. RKAT yang disusun oleh tim di daerah memang
dikomunikasikan ke Baznas Pusat atau ke pejabat daerah, namun tidak ada
pengkajian substansi yang mendalam oleh pihak independen. Seluruh
anggaran mudah sekali lolos tanpa telaah detail, sehingga potensi markup
atau pembengkakan biaya tidak terdeteksi sejak awal. Saksi menyaksikan
langsung bahwa ketika rapat pimpinan menyetujui RKAT, tidak ada satu
pun anggota komisioner yang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap
usulan program. Hal ini membuka peluang bagi pihak tertentu untuk
menambah anggaran proyek (markup) atau mengalihkan anggaran ke pos
yang tidak relevan, sebelum audit akhir. Dalam kondisi seperti ini,
persetujuan RKAT menjadi lebih jauh dari makna pengawasan sejati,
melainkan hanya pengesahan administratif.

Kurangnya Pengawasan Baznas Pusat ke Daerah: Secara struktural,
Baznas Pusat dan Baznas Daerah memang tidak terintegrasi dalam hierarki
organisasi yang sama. Pimpinan Baznas Provinsi maupun Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing, dan Baznas Pusat hanya
berperan sebagai koordinator. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan resmi
Baznas: “BAZNAS Pusat hanya dimintai pertimbangan oleh Kepala Daerah
yang mengajukan nama calon pimpinan BAZNAS di daerahnya. Pimpinan
BAZNAS Daerah bertanggung jawab ke Kepala Daerah masing-masing
dengan fungsi pelaporan, dan Baznas Pusat hanya punya fungsi
koordinasi”. Dengan demikian, pengawasan langsung dari Baznas Pusat ke
Baznas daerah sangat minim. Baznas Pusat tidak memeriksa secara rutin
pelaksanaan anggaran atau kegiatan daerah; koordinasi lebih bersifat
pertukaran informasi biasa saja. Hal ini mengakibatkan Baznas Jabar (dan
daerah lain) beroperasi nyaris sepenuhnya secara otonom. Bahkan Baznas
Pusat pernah mengusulkan kepada OJK agar lembaga Baznas
ditempatkan di bawah pengawasan OJK dalam amandemen UU Zakat,
mengindikasikan bahwa sistem pengawasan saat ini belum memadai.
Kurangnya oversight ini memberi ruang kepada praktik penyimpangan di
tingkat daerah tanpa koreksi cepat dari pusat.

Penyalahgunaan Dana Asnaf (Amil) Melebihi Batas 12,5%: Berdasarkan
data keuangan Baznas Jabar tahun 2021-2023, saya menemukan bahwa

alokasi untuk hak amil (biaya operasional amil) melebihi batas ketentuan
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maksimal 12,5% yang diatur dalam UU Zakat. Bahkan, pihak Baznas Jabar
mengakui dalam publikasi resmi bahwa penggunaan dana asnaf amil naik
hingga sekitar 20% pada periode tersebut. Seharusnya 12,5% adalah porsi
maksimalkah untuk operasional amil, sesuai prinsip pembagian zakat.
Penggunaan sampai 20% tentu jauh melampaui niat awal, dan ini bukan
sekedar insiden, tapi pola konsisten di beberapa tahun terakhir. Pihak
Baznas Jabar berdalih bahwa kelebihan itu “sudah sesuai prosedur” karena
dianggap sebagai dana untuk dakwah dan gaji amil serta sudah
dikonsultasikan dengan MUI Jabar, Baznas Pusat, dan Kemenag. Namun
kesaksian dan data yang saya kumpulkan menunjukkan adanya
ketidakjelasan dasar hukum dan prosedur dalam penerapan angka 20%
tersebut. Dengan kondisi pengawasan internal yang lemah, tidak ada
jaminan berapa persen penggunaan yang sebenarnya terbukti benar-benar
untuk keperluan zakat. Oleh karena itu, praktik penggunaan anggaran
melebihi 12,5% ini justru menjadi potensi penyalahgunaan dana umat.

e« Penyelewengan Dana Hibah (APBD) Sekitar Rp3,5 Miliar: Saksi juga
menemukan indikasi penyalahgunaan dana hibah pemerintah provinsi yang
diberikan kepada Baznas Jabar. Pada periode 2021-2023, total dana hibah
APBD Jabar yang diperoleh Baznas tercatat Rp11,7 miliar (khusus dana
penanggulangan Covid-19 tahun 2020). Dari jumlah tersebut, Saksi
melaporkan indikasi penyelewengan sekitar Rp3,5 miliar selama 2021-
2023. Penyimpangan ini mencakup dugaan pemakaian anggaran yang
berlebihan (markup) dan pengalihan dana ke program yang tidak tepat
sasaran. Laporan keuangan resmi menyebutkan adanya audit investigatif
untuk dana hibah COVID-19 sebesar Rp11,7 miliar, artinya audit
menemukan masalah. Saksi menguatkan temuan itu dengan bukti transaksi
dan dokumen anggaran yang tidak konsisten. Fenomena seperti “dana
hibah mark-up” semacam ini tidak terdeteksi sejak perencanaan karena
proses review anggaran yang minim. Secara umum, penggunaan hibah
pemerintah tersebut tidak pernah diawasi oleh lembaga independen,
sehingga kejadian penyimpangan sebesar miliaran rupiah dapat terjadi
tanpa segera terungkap.

Berdasarkan poin-poin di atas, jelas bagi Saksi bahwa mekanisme

pengawasan dan akuntabilitas di Baznas saat ini sangat lemah. Ketiadaan
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dewan syariah internal, proses anggaran yang hanya formal, dan hampir tidak
adanya kontrol dari pusat terhadap Baznas daerah, membuka banyak celah
penyalahgunaan. Temuan-temuan konkret Saksi (misalnya penggunaan dana amil
20%, dan penyelewengan dana hibah) menunjukkan betapa sistem yang ada
rentan untuk disalahgunakan. Saksi sampaikan semua itu kepada Majelis Hakim

agar mendapat pertimbangan serius.

Masukan dan Harapan kepada Majelis Hakim

Harapan Saksi, judicial review ini dikabulkan untuk memperbaiki sistem
pengelolaan zakat. Sistem pengawasan saat ini jelas belum efektif: tidak ada
entitas yang secara rutin memeriksa integritas Baznas di daerah, dan
mekanisme akuntabilitas formal seringkali tidak diisi dengan substantif. Seperti
yang pernah diusulkan pimpinan Baznas terdahulu, memasukkan Baznas
dalam pengawasan OJK mungkin perlu dipertimbangkan. Selain itu, perlu
diatur secara tegas pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada tingkat
provinsi/kabupaten, agar setiap kebijakan zakat dicek kesesuaiannya dengan
prinsip syariah, terakhir sangat diperlukan pemisahan fungsi sebagai regulator
& operator Baznas agar tidak merasa terlalu super power dalam pelaksanaan
lembaga yang banyak menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana yang
saya ceritakan diatas. Dengan mengabulkan judicial review, Yang Mulia
memberi sinyal bahwa sistem perzakatan Indonesia tidak boleh abai dari nilai

akuntabilitas dan transparansi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, DPR

telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 5

November 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 5 November

2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2024, yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETENTUAN UU PENGELOLAAN ZAKAT YANG DIMOHONKAN
PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal
6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17,
Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU

Pengelolaan Zakat yang berketentuan sebagai berikut:
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Pasal 5 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat
Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS.

Pasal 6 UU Pengelolaan Zakat
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d UU Pengelolaan Zakat
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a.

d.

perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;

pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 16 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi,
dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau
nama lainnya, dan tempat lainnya.

Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.

Pasal 18 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:

a.

® oo o

—h

terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

berbentuk lembaga berbadan hukum;

mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

memiliki pengawas syariat;

memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

bersifat nirlaba;

memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan

bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
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Pasal 19 UU Pengelolaan Zakat
LAZ waijib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara
berkala.

Pasal 20 UU Pengelolaan Zakat
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan organisasi,
perwakilan, mekanisme pelaporan, perizinan, dan pertanggungjawaban
LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU Pengelolaan Zakat
(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang
ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang- Undang ini.
(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Para Pemohon menganggap ketentuan pasal-pasal a quo bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang

berketentuan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.

Pasal 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 28E ayat (1)
Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.
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Pasal 28H ayat (2)
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.

Pasal 28l ayat (2)

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Bahwa para Pemohon pada intinya mendalilkan mengalami kerugian
konstitusional yang bersifat konkret dan potensial dengan keberlakuan dari
undang-undang a quo karena sebagai LAZNAS yang menjadi operator zakat
merasakan ketidakadilan dalam menjalankan perannya di bidang pengelolaan
zakat. Hal tersebut dikarenakan:

o Eksistensi BAZNAS sebagai lembaga negara di bidang pengelolaan zakat
yang memiliki kewenangan multifungsi sebagai regulator sekaligus auditor
juga menjadi operator pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai
sesama operator zakat, BAZNAS memiliki kewenangan otoritatif dari
negara yang memaksa operator zakat lainnya untuk mengikuti
kebijakannya dan menimbulkan ketidakadilan, konflik kepentingan (conflict
of interest), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam karena
(playing field) pengelolaan zakat.

e Terdapat permasalahan administrasi dalam pengelolaan zakat seperti

masalah perizinan yang melibatkan BAZNAS menimbulkan konflik
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kepentingan (conflict of interest) karena BAZNAS sebagai operator dalam
pengelolaan zakat juga memainkan peran untuk memberikan rekomendasi
bagi pemberian izin LAZ sedangkan beberapa LAZ yang mengajukan izin
terhalang mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. (vide Renvoi

Perbaikan Permohonan him. 18-33)

Bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5255) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat,
Pemerintah membentuk BAZNAS sebagai pelaksana, di mana kewenagan
perencanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban
berada pada Kementerian Agama RI”.
Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5255) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sepanjang tidak dimaknai “BAZNAS” merupakan salah satu lembaga yang
berwenang melakukan tugas pelaksanaan zkat secara nasional bersama-
sama dengan LAZ.
Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Menyatakan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 115, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5255) yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan



6)

7)
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fungsinya, BAZNAS, BASNAZ provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota
dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya” adalah
bertentagan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS,
BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ”.
Menyatakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Penglolaan Zakat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5255) yang
menyatakan, “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat
dapat membentuk LAZ” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat
dapat membentuk LAZ.”

Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5255 yang menyatakan, “(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

Berbentuk lembaga berbadan hukum;

Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

Memiliki pengawas syariat;

® a0 T

Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

f. Bersifat nirlaba;

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan

umat; dan
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h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”;

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat sepanjang tidak dimanai: “(2) I1zin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. Berbentuk lembaga berbadan hukum,;

c. Memiliki pengawas syariat;

d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

e. Bersifat nirlaba; dan

f.  Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat.

Menyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5255) yang menyatakan, “Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala” dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai: “LAZ yang telah mencapai pengumpulan zakat minimal Rp

5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah) per tahun, wajib melaporkan

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

yang telah diaudit kepada Kementerian Agama Republik Indonesia secara

berkala”.

Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5255) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah”

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik
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Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai: “Ketententuan lebih lanjut mengenai
persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ, diatur dalam Peraturan
Pemerintah dengan tetap mengacu pada pengaturan yang berlaku pada
Undang-Undang ini”.

10) Menyatakan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5255) yang menyatakan, “LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri
sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan
Undang-Undang ini” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “LAZ yang telah
dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan
sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini tanpa pengecualian.”

11) Menyatakan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5255) yang menyatakan, “LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.”, dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12) Memerintahkan pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

KETERANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam

Pengujian Materiil UU Pengelolaan Zakat
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Terkait kedudukan hukum (/legal standing) para Pemohon
dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR Rl berpandangan
bahwa para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan
hukum para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian
Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5
(lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian
konstitusional sebagai berikut:

a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap
oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang

c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi

d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang
yang dimohonkan pengujian

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Terkait kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara
a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter
tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan
setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang
sama di hadapan hukum dan dalam proses pemerintahan. Tidak
ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, suku,
agama, atau latar belakang lainnya dalam penerapan hukum.
Artinya bahwa setiap warga tanpa terkecuali diberikan proses dan

kedudukan yang sama dalam hukum. Sehingga, dalam konteks ini
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berlaku untuk seluruh warga negara dan tidak berarti dapat
memperbandingkan sebuah kedudukan dalam hukum dalam
rasionalitas yang tidak setara, dalam hal ini BAZNAS memang
sebagai lembaga pemerintah yang diberikan wewenang oleh
undang-undang tidak dapat dibandingkan kewenangannya
dengan LAZ. Pasal ini juga mengandung kewajiban bagi setiap
warga negara untuk menghormati, menaati, dan menjunjung tinggi
hukum serta mendukung proses pemerintahan yang sah. Dalam
konteks ini  BAZNAS merupakanlembaga pemerintah
nonstruktural yang berwenang mengelola zakat secara
nasional. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 (Keppres 8/2021).
BAZNAS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
Agama. Mendasarkan pada hal tersebut maka, BAZNAS
merupakan dari representasi pemerintah yang sah dalam bidang
pengelolaan zakat. Oleh karena itu, sudah menjadi keniscayaan
bagi setiap warga negara untuk menjunjung tinggi penyelenggara
pemerintahan yang sah, termasuk pengelolaan zakat yang
dilaksanakan oleh BAZNAS.

Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan
bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pengakuan
terhadap hak individu untuk memperjuangkan hak-haknya
bersama dengan orang lain secara kolektif, dalam rangka
mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama bagi masyarakat,
bangsa, dan negara. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga
negara tidak hanya memiliki hak secara pribadi, tetapi juga berhak
untuk berorganisasi atau bersatu dengan kelompok-kelompok lain
dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konteks ini
para Pemohon telah diberikan kebebasan seluasnya dengan
dapat bergabung dan/atau membentuk organisasi LAZ. Hal ini
juga ditunjukkan dengan kedudukan hukum Para Pemohon
sebagai pengurus LAZ maupun Pemohon Ill yang berhimpun

dalam organisasi yang ada dalam masyarakat.
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Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan
bahwa setiap individu memiliki hak yang fundamental untuk
mendapatkan pengakuan dan jaminan hukum yang adil serta
perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi.
Pasal ini menegaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat) di mana
hukum harus berlaku secara adil bagi semua orang, dan setiap
individu berhak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum
yang jelas dan dapat diandalkan. Adanya norma-norma
a quo dalam UU Pengelolaan Zakat justru memberikan kepastian
hukum kepada seluruh masyarakat terhadap pengelolaan zakat
yang terjaga akuntabilitasnya.

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip
keadilan substantif, di mana untuk mencapai keadilan yang
sesungguhnya, negara harus memastikan bahwa mereka yang
memiliki keterbatasan atau berada dalam situasi yang kurang
menguntungkan mendapatkan bantuan atau perlakuan khusus
sehingga mereka dapat memperoleh manfaat yang sama dengan
orang lain. Ini bisa berupa tindakan afirmatif, bantuan khusus bagi
kelompok rentan, atau kemudahan akses bagi mereka yang
membutuhkan bantuan tambahan untuk mencapai kesetaraan.
Sehingga, dalam konteks ini para Pemohon bukanlah merupakan
bagian dari kelompok termarginalkan, sebab para Pemohon
dengan mudah mengakses setiap fasilitas. Selain itu, menegaskan
kembali bahwa dalam hal ini para Pemohon tidak dapat
menyandingkan diri dengan BAZNAS sebagai lembaga
pemerintah untuk memperoleh manfaat yang sama, sebab yang
memang secara khusus BAZNAS dibentuk sebagai perpanjangan
tangan negara dalam kewenangannya dalam pengelolaan zakat.
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan
bahwa Indonesia didirikan atasa fondasi spiritual dan negara
memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk bebas
memilih dan memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan
keyakinannya. Dalam konteks ini adanya pengaturan pengelolaan

zakat justru memberikan landasan terhadap pengakuan bagi
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setiap muslim dalam melaksanakan ibadah berdasarkan agama
Islam. Sehingga, berlakunya Pasal a quo sama sekali tidak
mengurangi hak-hak Para Pemohon dalam menjalankan
ibadanya, sebaliknya Pasal-Pasal a quo justru memberikan hak
fundamental yang dilindungi oleh negara dalam beragama.

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 negara memiliki peran
penting dalam mengelola dan menguasai cabang-cabang produksi
yang strategis dan vital bagi kepentingan publik dan Pasal 33 ayat
(2) menegaskan bahwa prinsip bahwa sumber daya alam
bukanlah milik individu atau kelompok tertentu, melainkan
merupakan aset bersama yang harus dikelola dengan bijaksana
dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks ini, zakat tidak dapat dipersamakan
sebagai cabang-cabang produksi strategis seperti sumber daya
alam, sebab zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang
dalam hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban umat
Islam. Sehingga, tidak tepat apabila Para Pemohon
membenturkan pasal-pasal a quo terhadap Pasal 33 ayat (2) dan
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa para Pemohon juga tidak spesifik menguraikan
kerugiannya. Hal tersebut terbukti dengan tidak dibatasinya Para
Pemohon untuk membentuk dan mengurus LAS, bahkan Para
Pemohon juga tidak dihalang-halangi dalam mengajukan perizinan
sehingga dapat menghimpun, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat.

Bahwa jika tidak adanya pengaturan a quo sebagaimana berlaku
dalam UU Pengelolaan Zakat justru berakibat pada tidak adanya
kepastian hukum, dan tidak adanya pengawasan vyang
menimbulkan potensi penyalagunaan dalam pengelolaan zakat.
Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para
Pemohon, DPR Rl menyerahkan sepenuhnya kepada
Ketua/Majelis  Hakim Konstitusi ~ Yang Mulia  untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki

kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur
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dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan MK No. 006/PUU-
/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai

parameter kerugian konstitusional.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon
dalam pengujian materiil ini, DPR Rl memberikan pandangan selaras
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan
hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut
Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada
kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis
dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa
Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal
tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement
op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang
menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan
hukum® (no action without legal connection).

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada
gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal
connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke
Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai permohonan, sehingga
dapat dipersamakan bahwa suatu permohonan harus mengandung
hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang
dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut,
DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51
ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional
yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI
menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para
Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian
materiil UU Pengelolaan Zakat terhadap UUD NRI Tahun 1945.



248

B. PANDANGAN UMUM DPRRI

1.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban
bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan
kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna,
zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam,
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan
akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Bahwa atas pertimbangan MK pada Perkara Nomor 86/PUU-X/2012
pada poin [3.13.2] dan [3.13.3] menyatakan sebagai beriku:

Bahwa beragama adalah mempercayai atau mengimani
suatu ajaran kebenaran yang diyakininya dari Tuhan dan
melaksanakan atau mengamalkan ajaran tersebut dalam
kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun
dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, beragama memiliki
dua ranah dalam diri manusia. Pertama, adalah ranah dalam
forum internum, yaitu ranah internal atau ranah batin seseorang
yang faktanya merupakan ranah yang bersifat personal yang
menjadi milik pribadi seseorang, sehingga di dalam ranah
tersebutlah sesungguhnya kebebasan beragama menjadi milik
pribadi sepenuhnya. Di dalam ranah tersebut seseorang bebas
mempercayai atau mengimani suatu ajaran agama yang
diyakininya dari Tuhan. Kedua, adalah ranah dalam forum
externum, yaitu ranah eksternal atau ranah pelaksanaan atau
pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan
menggunakan media fisik, baik berupa tutur kata, tingkah laku,
atau perbuatan yang lain, atau dengan menggunakan media
harta benda, sehingga forum externum memiliki relasi sosial,

Bahwa dalam perspektif beragama sebagaimana diuraikan
di atas, zakat merupakan pelaksanaan atau pengamalan ajaran
agama yang berada dalam forum externum yang memiliki relasi
sosial. Negara sebagai suatu entitas yang dibentuk dengan
fungsi memberikan perlindungan khususnya terhadap bangsa
atau rakyat yang membentuknya [vide Pembukaan UUD 1945
alinea V], antara lain, mengenai keamanan harta kekayaan atau
properti yang dimilikinya, secara konstitusional berwenang untuk
turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat
yang efektif dan efisien secara manajerial serta amanah sesuai
dengan ajaran Islam, sehingga sampai kepada mereka yang
berhak.
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3. Kegiatan zakat, infak, dan sedekah sesungguhnya berhubungan
dengan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan
suatu barang yang dapat dinilai secara material meskipun pada
konteks zakat, infak, dan sedekah merupakan ibadah yang merupkan
pemenuhan batinniah atau spiritual seorang umat muslim. Namun
demikian dalam tatanan peraturan perundang-undangan juga
terdapat Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin yang pada tujuannya sejalan dengan UU Pengelolaan Zakat.
Kesemua peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain sejalan
dengan tujuan negara Indonesia yang termuat dalam Aline Ke-4 UUD
NRI Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

4. Terdapat beberapa negara yang telah mewajibkan secara legal
formal pembayaran zakat. Di Indonesia, pembayaran zakat juga
memiliki payung hukum, sekalipun tidak “memaksa” sebagaimana di
negara-negara Islam lainnya. Rumah-rumah zakat menjamur
sekalipun banyak lembaga amil zakat yang dikelola tidak dengan
profesionalitas tinggi. Pada dasarnya hal itu bukan persoalan yang
paling penting. Target terpenting adalah bagaimana zakat menjadi
medium utama dalam mengantarkan bangsa dan negara menuju
gerbang kesejahteraan dan kemakmuran. Namun mengingat target
tersebut tidak tercapai dan kemungkinan-kemungkinan adanya
“penyelewengan” terbuka lebar, maka pengelolaan yang profesional
menjadi penting.

5. Awal mula legalitas pelaksanaan zakat diakomodir dalam Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pegelolaan Zakat. Harapan
dari undang-undang tersebut untuk mengangkat keterpurukan
ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi
yang datang melanda Indonesia. Namun keberlakuan undang-
undang tersebut masih dirasa belum memberikan arahan yang jelas
dan tidak dipungkiri terdapat permasalahan kelembagaan

pengelolaan zakat yang belum juga optimal. Sehingga Undang-
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Undang 38 Tahun 1999 tentang Pegelolaan Zakat dicabut dengan

keberlakuan UU Pengelolaan Zakat yang hingga saat ini berlaku.

C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1.

Menarik dari dasar kewajiban zakat di dalam Al-Quran sebagai
sumber hukum islam, maka surah At Taubah ayat 103 berbunyi
“Khudz min anwalihim shadaqatan”, yang artinya “Ambilah dari harta
mereka shadaqah”. Kata “shadaqatan” dalam ayat ini ditafsirkan
sebagai zakat yang wajib hukumnya. Penggunaan kata “khudz”
dalam ayat tersebut bermakna perintah untuk mengambil atau
menarik zakat dari muzakki atau orang yang wajib membayar zakat.
Artinya, bahwa ayat tersebut bermakna pemerintah kepada amil
untuk aktif mengambil zakat, bukan menunggu muzakki membayar
zakat. Demikian juga Rasullah SAW yang telah memerintahkan
kepada para sahabat untuk mengambil zakat dari para muzakki. Apa
yang dicontohkan Rasullah SAW menunjukan bahwa penarikan
zakat tidak mungkin dilakukan oleh lembaga swasta, melainkan
harus dilakukan oleh suatu lembaga yang memiiki otoritas dan
kewenangan. Para ulama pada umumnya juga sepakat bahwa
lembaga yang menarik zakat haruslah lembaga pemerintah atau
lembaga yang dibentuk oleh negara (Tanggapan Pemerintah atas
RUU Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah halaman 3-4).

Mendasari bahwa secara historis pengelolaan zakat menjadi
wewenang lembaga yang memiliki otoritas maka kehadiran BAZNAS
di Indonesia secara hukum didasarkan oleh UU Pengelolaan Zakat.
Bahwa sebelum keberlakuan UU Pengelolaan Zakat terdapat
dualisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).
Organisasi tersebut tidak memiliki struktur yang jelas ditinjau dari sisi
pengendalian, terlebih hubungan kerja yang bersifat koordinatif,
konsultatif, dan informatif hanya berlaku antar badan amil zakat
sehingga tidak terdapat kewenangan BAZNAS selaku pihak
pemerintah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan atau untuk

mengetahui jumlah zakat yang terhimpun secara nasional
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3. Bahwa lebih spesifik kelemahan praktik pengelolaan zakat terdahulu
adalah:

a. Sifat koordinatif, konsultatif, dan informatif hanya ada pada badan
amil zakat (tidak untuk lembaga amil zakat), tidak jelas
operasionalisasinya, dan tidak bersifat mengikat karena tidak ada
hubungan organisasi antar tingkatan badan amil zakat.

b. Laporan tahunan badan amil zakat kepada DPR tidak jelas
standarnya, tidak ada yang memonitoring atas pelaksanaannya
sehingga secara otomatis tidak ada sanksi jika tidak
dilaksanakan, dan tidak ada DPR di tingkat kecamatan untuk
badan amil zakat kecamatan.

c. Bentuk pertanggungjawaban badan amil zakat dan lembaga amil
zakat kepada pemerintah tidak jelas standarnya dan tidak ada
sanksi jika hal ini dilanggar.

d. Peran serta masyarakat dalam pengawasan badan amil zakat
dan lembaga amil zakat bersifat tidak mengikat dan tidak jelas
sarana penyaluran peran tersebut.

Mendasari dari latar belakang tersebut, maka rekonstruksi yang

kemudian diciptakan yaitu BAZNAS sebagaimana diatur Pasal 5 ayat

(3), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat.

Pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat

BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6 UU Pengelolaan Zakat
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;

C. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan zakat.
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4. Bahwa dengan adanya rekonstruksi kelembagaan secara otomatis
hubungan BAZNAS yang sebelumnya bersifat koordinatif, konsultatif
dan informatif menjadi bersifat hierarkis yang tercermin pada alur
pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada
BAZNAS dan alur pertanggungjawaban dari BAZNAS kepada
Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Dalam kaitan ini,
untuk dapat melaporkan pengelolaan zakat secara nasional, maka
telah menjadi konsekuensi kelembagaan jika LAZ menyampaikan
laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan
pemerintah daerah secara berkala. Hal ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik yang dilakukan secara terstruktur,
hierarkis, dan holistik.

5. Bahwa pelaksanaan pengelolaan Zakat secara nasional
berlandasakan pada Zakat Core Principle (Prinsip-prinsip
zakat/ZCP). ZCP diluncurkan pada KTT Kemanusiaan Dunia PBB
yang diadakan di Turki tanggal 23 Mei 2016. ZCP merupakan standar
(criteria) minimal yang mesti diaplikasikan oleh seluruh pengawasan
zakat dalam menerapkan kepatuhan dengan menerapkan 18
(delapan belas) prinsip inti zakat, yakni top of form, tujuan,
independensi, otoritas bottom of form, kegiatan amil yang diizinkan,
kriteria perijinan, pendekatan pengawasan, teknik dan instrument
pengawasan, pelaporan pengawasan, kekuatan pengawas dalam
koreksi dan sanksi, good amil governance (tata kelola amil),
manajemen penghimpunan, manajemen pemberdayaan
(disbursement management), risiko negara dan transfer, risiko
reputasi dan kerugian muzakki, risiko pendistribusian, risiko
operasional dan kepatuhan syariah, pengawasan syariah dan audit
internal, laporan keuangan dan audit eksternal, pengungkapan dan
transparansi, dan penyalahgunaan layanan zakat yang
selengkapnya diuraikan berikut:

NO. | KODE ASPEK YANG KATA KUNCI
DIATUR
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ZCP 1

Top of form, tujuan,
independensi, otoritas

Bottom of form.

Peraturan, hukum,
atau kerangka hukum
lainnya untuk
pengawasan zakat
mesti terang dimaknai
guna memberikan
kewenangan dan
tanggung jawab
dengan kekuatan
hukum yang
dibutuhkan dan
independensi.

ZCP 2

Kegiatan  Amil
diizinkan

yang

Regulasi, hukum, atau
aturan lain mesti
memaknai aktivitas
yang diizinkan secara
jelas yang
dioperasikan oleh
organisasi  pengelola
zakat berdasarkan
prinsip syariah,
termasuk pada aspek
penghimpunan zakat,
menejemen keuangan,
penyaluran zakat dan
lainnya.

ZCP 3

Kriteria Perizinan

Otoritas perizinan
mesti mempunyai
kewenangan regulasi
guna menentukan
kriteria perizinan
organisasi  pengelola
zakat dan menolak
aplikasi yang tak
memenuhi kriteria.

ZCP 4

Pendekatan
Pengawasan

Pengawas zakat
mempunyai skema
pengawasan yang
terintegrasi yang
tercakup seluruh aspek
dari penghimpunan
dan distribusi zakat.
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ZCP 5 Teknik dan Instrumen Pengawas zakat
Pengawasan memakai Teknik dan
instrumen pengawasan
yang memadai guna
mengoperasikan dan
melakukan
pengawasan serta
mempekerjakan
sumber daya
pengawasan yang
sudah divalidasi dan
diverifikasi.

ZCP 6 Pelaporan Supervisor zakat
Pengawasan mengoleksi informasi,

mereview dan
menganalisa  kinerja
organisasi  pengelola
zakat.

ZCP7 Kekuatan  Pengawas | Supervisor zakat
dalam Koreksi dan | mempunyai
Sanksi beberapa instrument

pengawasan yang
memadai guna
mengerjakan tindakan
korektif pada waktu
tepat, kemampuan
untuk mencabut izin
organisasi  pengelola
zakat dan
merekomendasikan
izin

pencabutan.

ZCP 8 Tata Kelola Amil Pengawas zakat
(Good Amil menjadi penentu
Governance) organisasi  pengelola

zakat mempunyai

kebijakan dan proses
amil governance yang

kuat, yang meliputi
kepatuhan syariah,
pengetahuan

pengetahuan zakat,
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instrument
lingkungan
pengendalian, dan
tanggung jawab dewan
lembaga zakat.

strategis,

ZCP9

Manajemen
Penghimpunan

zakat
bahwa

Pengawas
menentukan
organisasi  pengelola
zakat mempunyai
kebijakan dan

proses yang memadai
buat

penilaian nishab dan
aset yang dizakati.

10.

ZCP 10

Manajemen
Pemberdayaan

Supervisor zakat
menentukan bahwa
organisasi  pengelola
zakat mempunyai
kebijakan dan proses
yang memadai buat
mengelola dana zakat
dan sistem
penyalurannya.

11.

ZCP 11

Risiko
Transfer

Negara dan

zakat
bahwa

Pengawas
menentukan
organisasi  pengelola
zakat mempunyai
kebijakan dan proses
yang memadai buat
mengendalikan  risiko
Negara dan risiko
transfer zakat pada
aktivitas transfer zakat
internasional.

12.

ZCP 12

Risiko Reputasi dan
Kerugian Muzakki

zakat
bahwa
pengelola
memiliki
kerja
yang
buat
resiko

Pengawas
menentukan
organisasi
zakat
kerangka
pengelolaan
memadai
menangani
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sistem, reputasi, dan
kerugian muzakki.

13. | ZCP 13 | Risiko Lembaga zakat harus
Pendistribusian dapat mengurangi
risiko penyaluran
seperti posisi
keuangan yang sehat
dan mis alokasi
kegiatan
pendayagunaan.
14. | ZCP 14 | Risiko Operasional Pengawas zakat
dan Kepatuhan menentukan bahwa
Syariah organisasi  pengelola
zakat mesti
mempunyai
pengelolaan resiko
operasional yang pas
buat meminimalisasi
potensi praktik
penipuan, antisipasi
terhadap kerusakan
sistem dan potensi
gangguan lainnya.
15. | ZCP 15 | Laporan Keuangan Pengawas zakat
dan Audit Eksternal menentukan bahwa
organisasi  pengelola
zakat memiliki catatan
laporan keuangan,
publikasi tahunan dan
fungsi audit eksternal
yang terpercaya.
16. | ZCP 16 | Laporan Keuangan Pengawas zakat
dan Audit Eksternal menentukan bahwa
organisasi  pengelola
zakat memiliki catatan
laporan keuangan,
publikasi tahunan dan
fungsi audit eksternal
yang terpercaya.
17. | ZCP 17 | Pengungkapan dan Supervisor zakat
Transparansi menentukan bahwa
organisasi  pengelola
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zakat secara teratur
mempublikasikan

informasi  konsolidasi
yang mudah diakses
dan cukup
mencerminkan kondisi
keuangan dan kinerja.

18. | ZCP 18 | Penyalahgunaan Pengawas zakat
Layanan Zakat menentukan bahwa

organisasi  pengelola

zakat mempunyai

kebijakan dan proses
yang pas guna
mereview,

mempromosikan etika
Islam dan standar
profesional serta untuk
mencegah kriminalitas.

Bahwa ZCP tersebut merupakan ukuran minimal yang harus
diaplikasikan oleh seluruh kepengawasan zakat baik yang dilakukan
oleh negara maupun lembaga swasta. Pada prinsipnya
pemberlakuan ZCP bersifat fleksibel, global, dan diterapkan dengan
mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.
Pengelolaan zakat bersifat wajib atau sukarela. Tujuannya adalah
untuk mendorong manajemen yang lebih baik, relaksasi dan
relevansi kerangka peraturan yang terkait dengan sub-sektor
keuangan Islam lainnya, dan untuk mendukung hubungan dengan
sektor fisik dan pengembangan sumber daya manusia. ZCP yang
berupa prinsip-prinsip dapat diturunkan dan disesuaikan dengan
kondisi pengelolaan zakat di Indonesia.

Sehubungan BAZNAS merupakan lembaga non-struktural yang
memiliki kekhususan dan bertanggungjawab kepada presiden. Hal
demikian dilatarbelakangi dari pengelolaan zakat yang merupakan
pengelolaan terhadap dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga
aspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, dan transparansi

menjadi sangat penting. Terlebih apabila melihat potensi zakat yang
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ada di Indonesia yang sangat besar sebagaimana disajikan pada

gambar berikut:

PENGUMPULAN ZIS & DSKL BAZNAS RI (unaudited)

(Update : Rabu, 26 Juni 2024 )
PENGUMPULAN Zis-Dskt [
760.391.823.312
DANA TITIPAN OPZ
47.878.695.033
808.270.518.345

ZAKAT INFAK OPERASIONAL cER KURBAN & DSKL NATURA INFAK
570.583.061.244 § 3.713.866.251 44.214.185.875 18.544.419.682 || 26.836.842.018 § 75.092.790.041

PENGUMPULAN ZAKAT NASIONAL o
%ﬁ‘m 760.391.823.312 N m

TOT ASI Py TIN
RATIAS PROWNARINE™, 895.699.818.393  BAZNAS PROV/KAB/KOTA 1,027.890.633.857 SIALDONATI TALTRTIN

LAT NASIONAL /PROVKAB/XOTA 1.071.292.764.068 LAZ NASIONAL/PROV/KAR/KOTA 32 §66.840.625

TOTAL REALISASI 2.705.976.549.201 | TeoTAL REALIEASI  1,060.887.474.482 .

Sumber: Website Resmi BAZNAS
Selain itu, terdapat dalam hasil kajian Indeks Pemetaan Potensi
Zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada
2018 tercatat bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233
triliun. Namun, hingga 2019 pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya baru mencapai Rp 10,2 triliun atau
sekitar 4,4% dari potensi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya secara nasional. (vide Buku
Perjalanan  Kebangkitan BAZNAS 2020 halaman 188).
Memperhatikan data tersebut maka rasionalitas dari besarnya jumlah
nominal zakat yang harus dikelola menjadi sangat realiastis apabila
pengelolaa zakat nasional dilakukan oleh badan khusus vyaitu
BAZNAS. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan umum
pembentukan lembaga non-struktural yaitu mempercepat proses
terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dan mengembangkan kehidupan sosial
budaya. Sehingga untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat

dibentuk lembaga non-struktural khusus yang menangani
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pengelolaan zakat berdasarkan UU Pengelolaan Zakat yaitu

BAZNAS.

Bahwa patut oleh Para Pemohon ketahui pembentukan BAZNAS

sebagai lembaga non-struktural berdasarkan UU Pengelolaan Zakat

berkaitan dengan original inten pembentuk undang-undang.

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural memilki

kekhususan yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada

presiden melalui menteri. Dengan begitu memang pendirian BAZNAS
memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada
muzaki, mustahik, dan pengelolaan zakat, serta menjamin adanya
kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. DPR Rl menerangkan
bahwa pemerintah mengusulkan bentuk organisasai dan tata kerja
lembaga pengelola zakat dengan mempertahankan BAZNAS yang
telah ada dengan memperkuat status organisasinya sebagai non
struktural yang bersifat mandiri masuk dalam cakupan tugas

Kementerian Agama sebagaimana tersebut dalam DIM nomor 56

sampai dengan dengan DIM nomor 113, dengan alasan:

a. Bahwa berdasarkan syariat Islam pengelolaan zakat menjadi
tanggung jawab negara. Konsep ini sesuai dengan surah At-
Taubah ayat 103 yang berbunyu “Khudzmin amwaalihim
shodaqgotan...” Bahwa kata “Khudz” yang artinya “ambillah”
mengandung norma perintah yang ditujukan kepada pemegang
otoritas atau penguasa.

b. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah juga
dicontohkan oleh Rasullah dan para sahabatnya dengan
membentuk Baitul Maqgl yang merupakan negara.

c. Pada saat ini negara-negara “islam” terutama d kawasan Timur
Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Yaman, Mesir,
Libiya, Sudan, Iran, Pakistan, dan Malaysia menerapkan sistem
pengelolaan zakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh
sebuah lembaga negara.

d. Hakikat pengelolaan zakat adalah untuk meninggalkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu dikelola secara

terencana, terpadu, dan terlembaga oleh pemerintah sebagai
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penyelenggaraan kekuasaan negara yang mempunyai kewajiban
untuk mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Hal
ini sejalan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
yang salah satu butirnya adalah untuk memajukan kesejahteraan
umum. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pemerintah
membentuk lembaga pengelolaan zakat yang disebut Badan
Amil Zakat Nasional.

e. BAZNAS diperlukan untuk menjamin pengelolaan zakat secara
optimal sesuai dengan asas syariat Islam, kemanfaatan,
keadilan, kepastian hukum, terintegrasi; dan akuntabilitas.

f. Pemerintah tetap membuka kesempatan kepada masyarakat
untuk ikut serta dalam pengelolaan zakat melalui keanggotaan
dalam BAZNAS dan pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Dengan demikian anggapan Para Pemohon terhadap ketentan Pasal
5 UU Pengelolaan Zakat mengenai konstruksi pembentukan
BAZNAS sebagai pelaksana, dimana kewenangan perencanaan,
pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban berada
pada Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi tidak sejalan
bahkan dapat dikatakan Error in objecto apabila dikaitkan dengan
apa yang menjadi tujuan pembentuk undang-undang sebagaimana
telah diuraikan pada poin di atas.

Bahwa masih berhubungan dengan kontruksi pendirian BAZNAS

yang juga tidak terlepas dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU

Pengelolaan Zakat. Pada prinsipnya peran negara tidak dapat

diabaikan dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut juga semata untuk

menciptakan kesatuan sistem vyaitu unified system dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan
pertanggung-jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat, atau dapat disederhanakan dengan

“‘integrasi” dan “akuntabilitas”. Dalam rangka mewujudkan unified

system dalam pengelolaan zakat nasional, pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus terintegrasi dengan

BAZNAS sebagai executive agency pemerintah dalam pengelolaan

zakat. Dalam spektrum ini, LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dan
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mendapat izin dari pemerintah sesuai ketentuan undang-undang,
harus dipandang tiada lain dalam konteks “membantu tugas negara”
untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga meskipun terdapat
penerapan kesatuan sistem dalam pengelolaan zakat melalui
BAZNAS namun pemerintah tetap memberikan ruang kepada
masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan zakat. Hal ini
tercermin dengan diakomodirnya LAZ yang telah ada untuk bersama-
sama mengelolaan zakat di bawah koordinasi pemerintah melalui
BAZNAS.

Ketentuan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat mengatur tentang fungsi
lembaga BAZNAS untuk melaksanakan tujuan pembentukannya. Hal
tersebut menjadikan pembentukan BAZNAS tidak dapat dianggap
sebagai sentralisasi pengelolaan zakat dengan pandangan abuse of
power melainkan menciptakan unified system. Terlebih apabila
petitum Para Pemohon yang menginginkan ketentuan Pasal 7 ayat
(1) UU Pengelolaan Zakat untuk dihapuskan, justru akan
menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan tugas
BAZNAS sebagaimana political will pembentuk undang-undang.
Mendasarkan pada pembentukannya sebagaimana original intent
perubahan UU 38/1999 menjadi UU Pengelolaan Zakat dalam
menata ulang sifat koordinasi dan pengawasan negara terhadap
pengelolaan zakat serta besarnya potensi zakat di Indonesia, maka
diperlukan instrumen akuntabilitas dengan memperkuat sistem
pengawasan pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Sehubungan dengan
hal tersebut BAZNAS dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada
dasarnya dilandaskan pada prinsip Aman Zakat yang terdiri atas: 1)
Aman Syar’i, yaitu pengelolaan zakat yang selaras dengan hukum
syar’i, Al-Quran dan Sunnah; 2) Aman Regulasi, yaitu pengelolaan
zakat yang memperhatikan peraturan hukum dan perundangan; 3)
Aman NKRI, vyaitu pengelolaan zakat yang mempererat
persaudaraan anak bangsa dan menjauhkan diri dari terorisme.
Sejalan dengan hal ini Kementerian Agama RI dalam Acara Rapat

Koordinasi Nasional (Rakornas) LAZ se-Indonesia 2023, mendorong
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agar LAZ se-Indonesia juga menerapkan prinsip Aman Zakat

sebagaimana yang dilaksanakan oleh BAZNAS melalui:

a) Dalam kategori Aman Syar’i, LAZ harus menguatkan peranan
dewan pengawas syariat melalui program uji petik atau upaya
pengendalian pelaksanaan zakat dan evaluasi pemeriksaan
pemanfaatan dana zakat. Sehingga temuan pelanggaran aspek
syariat seperti penyalahgunaan hak amil melebihi batas
kewajaran dan penggunaan dana zakat untuk kepentingan
pengurus Lembaga dapat dihindari.

b) Kategori Aman Regulasi, dapat dimaknai bahwa pengelolaan
LAZ harus sesuai dengan regulasi di Indonesia. Tercatat ada 28
regulasi yang berlaku di Indonesia yang mengatur tata Kelola
zakat. Sesuai Amanah regulasi, LAZ harus meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c) Dalam prinsip Aman NKRI ini, setiap LAZ perlu memastikan
bahwa penyalurannya tidak menyalahi hukum NKRI seperti
melakukan penyaluran zakat kepada kelompok teroris, pihak-
pihak yang merusak NKRI, organisasi separatis.

Bahwa untuk menjalankan prinsip aman syar’i dalam pengelolaan

zakat tidak terlepas dari kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam

(shariah compliance). Oleh sebab itu, untuk memastikan kepatuhan

lembaga pengelola zakat terhadap prinsip-prinsip syariat di dalam

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat serta penggunaan dana amil, maka baik BAZNAS dan LAZ
diharuskan untuk melaksanakan audit syariah.

Sehubungan dengan zakat yang merupakan dana yang dihimpun

dari masyarakat, maka harus terjaga akuntabilitasnya, sebab pada

hakikatnya zakat adalah mengelola amanah muzaki (pembayar
zakat) dan mengelola hak-hak mustahik (fakir, miskin, dan
seterusnya). Pengelolaan zakat menuntut akuntabilitas yang tinggi

pada lembaga yang mengelolanya, sehingga diperlukan adanya
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pertanggungjawaban keuangan kepada publik yang dibuktikan
dengan adanya audit keuangan lembaga zakat.

Bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan zakat pada dasarnya
terdiri atas pengawasan syariah dan keuangan secara berkala. Hal
ini sejalan dengan ZCP 4, 5, 6, 7, 16, 17, dan 18 yang pada intinya
dalam setiap pengelolaan zakat tidak terlepas dari adanya
pengawasan. Hal ini juga berkorelasi dengan ratio decidendi
Mahkamah Konstutusi terhadap Pasal 18 ayat (2) huruf d UU
Pengelolaan Zakat di dalam Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012
yang berkaitan erat dengan Pasal 18 ayat (2) huruf h UU Pengelolaan
Zakat yang dimohonkan pengujian. Selengkapnya pendapat hakim
tersebut sebagai berikut:

Bahwa dari frasa “memiliki” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d
UU 23/2011 yang selengkapnya menyatakan, “d. memiliki
pengawas syariat’, Mahkamah menafsirkan bahwa posisi
pengawas syariat yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah
bersifat inheren dan bahkan merupakan bagian internal dari LAZ
bersangkutan. Dari perspektif pengawasan, menurut Mahkamah
sebenarnya pengawas syariat dapat diartikan sebagai pengawas
syariat yang dibentuk secara internal oleh LAZ bersangkutan,
maupun pengawas syariat yang bersifat eksternal. Jika
pengawas syariat dalam kaitannya dengan LAZ adalah
pengawas yang bersifat internal, maka hal yang harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah tepat konsep
pengawasan oleh diri LAZ itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri dapat saja
berhasil dan mencapai tujuannya, namun juga ada kemungkinan
atau ada potensi terjadinya kegagalan pengawasan jika
pengawas tersebut secara struktural ditempatkan dan
diperlakukan sebagai layaknya satuan organisasi. Untuk
mengurangi potensi kegagalan pengawasan, atau dengan kata
lain untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan, Mahkamah
berpendapat syarat Pasal 18 ayat (2) huruf d UU 23/2011
dimaksud harus ditekankan pada independensi pengawas
syariat terhadap LAZ yang diawasinya, sehingga meskipun
dibentuk oleh LAZ bersangkutan, penunjukan atau pemilihan
(anggota) pengawas syariat harus mempertimbangkan atau
memperhatikan integritas dan independensi dari orangorang
yang akan dipilih atau ditetapkan sebagai pengawas syariat.

Walaupun terdapat pengawas syariat internal dimungkinkan
juga adanya pengawas syariat yang bersifat eksternal untuk
menjalankan fungsi pengawasan terhadap LAZ yang tidak
memiliki pengawas syariat internal. Berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 18 ayat
(2) huruf d UU 23/2011 yang menyatakan, “.. d. memiliki



15.

16.

264

pengawas syariat’” tidak bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang Pasal 18 ayat (2) huruf d UU 23/2011 dimaknai
memiliki pengawas syariat, baik internal atau eksternal;

Bahwa menurut Mahkamah kesediaan untuk diaudit syariat
dan diaudit keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 18 ayat (2) huruf h UU 23/2011 adalah salah satu
bentuk upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan. Audit secara syariat semata-mata dilakukan untuk
memastikan bahwa tata cara pelaksanaan pengumpulan,
distribusi, dan pendayagunaan zakat telah sesuai dengan
tuntunan (syariat) agama Islam, sedangkan audit keuangan pada
pokoknya ditujukan agar zakat yang disalurkan oleh muzaki
melalui amil untuk Kkepentingan mustahik benar-benar
didistribusikan serta didayagunakan secara efektif dan tepat
tujuan. Kedua audit yang bertujuan untuk mencapai transparansi
demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan
diperlukan sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak
muzaki serta terhadap pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan
pemberdayaan zakat sebagai ibadah.

Mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah tersebut maka, adanya
ketentuan mengenai syarat untuk memiliki pengawas syariat tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian,
terhadap permohonan Para Pemohon untuk menghapuskan adanya
ketentuan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
serta permohonan pemaknaan pelaksanaan audit yang hanya
dilakukan terhadap LAZ yang telah mencapai pengumpulan zakat
minimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah) per tahun justru
menimbulkan pertentangan dengan pendapat Mahkamah serta tidak
sesuai dengan prinsip ZCP dan prinsip Aman Zakat.

Bahwa berdasarkan ZCP 2, pembentukan amil zakat harus
memperhatikan adanya otoritas yang mendasari. Konstruksi
pembentukan BAZNAS sebagai amil zakat telah diatur jelas di dalam
UU Pengelolaan zakat. Selain itu, pembentukan LAZ juga diatur
secara rigid meliputi syarat-syarat pembentukannya sebagaimana
pengaturan Pasal 18 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat. Pelimpahan
yang diberikan kepada LAZ harus memenuhi persyaratan izin demi
menjaga kaidah norma yang ada dalam hukum islam dan sebagai
bentuk pengawasan negara. BAZNAS secara kelembagaan
berkedudukan sebagai leading sector dalam perencanaan

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga
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BAZNAS secara simultan mengetahui kondisi dan kemampuan LAZ
lainnya, yang memungkinkan bagi BAZNAS untuk memberikan
rekomendasi dalam setiap perizinan yang diajukan. Hal ini juga
sejalan dengan pendapat Mahkamah di dalam Putusan MK Nomor
86/PUU-X/2012 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan rekomendasi BAZNAS, Mahkamah
juga memberikan pertimbangan hukum, yakni Pihak yang
berwenang memberi izin pembentukan LAZ adalah Menteri atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri [vide Pasal 18 ayat (1) UU
23/2011]. Hal demikian mengandung maksud bahwa penilaian
atas pemenuhan syarat yang diatur kemudian dalam Pasal 18
ayat (2) UU 23/2011 dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hanya
Menteri dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang dapat
menentukan apakah suatu lembaga dapat menjadi LAZ atau
tidak. Oleh karena itu menurut Mahkamah syarat “mendapat
rekomendasi dari BAZNAS” yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf c UU 23/2011 bukan dalam konteks BAZNAS menjadi pihak
yang menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu lembaga
menjadi LAZ.

BAZNAS dalam konteks pemberian rekomendasi ini adalah
sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara (Pemerintah) untuk
membantu memberikan pertimbangan terkait izin pendirian LAZ,
sehingga terhadap masyarakat, BAZNAS menjadi pihak yang
memberikan konsultasi dalam pendirian LAZ dan selanjutnya
terhadap Pemerintah menjadi pemberi rekomendasi dan
pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah
berpendapat kewenangan BAZNAS untuk memberikan
rekomendasi dalam perizinan pendirian LAZ adalah bukan
persoalan konstitusionalitas, sehingga pengujian Pasal 18 ayat
(2) huruf c UU 23/2011 tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian permohonan para Pemohon terkait dengan
penghapusan kewenangan BAZNAS untuk dapat
merekomendasikan dalam perizinan pembentukan LAZ justru
mempersulit pemerintah dalam melihat apakah suatu lembaga dapat
menjadi LAZ atau tidak, bukan dalam konteks BAZNAS menjadi
pihak yang menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu lembaga
menjadi LAZ.

lll. PETITUMDPRRI
Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar
kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar

putusan sebagai berikut:
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Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard),

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya;

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;

Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a,
huruf ¢, dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal
19, Pasal 20, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengelolaan Zakat tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut,

Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada

tanggal 15 Oktober 2024 yang kemudian menyampaikan keterangannya dalam

Persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2024, serta menyampaikan

Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 November 2024,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji beberapa
ketentuan dalam UU 23/2011 sebagai berikut:

1.

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:
“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS”.

Pasal 6 yang menyatakan:
‘BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional”.

Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat; dan

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
zakat”.
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Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan:

“‘Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi,
dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau
nama lainnya, dan tempat lainnya”.

Pasal 17 yang menyatakan:

“Untuk  membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ”.

Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan:

“(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang

mengelola bidang Pendidikan dakwah, dan sosial;

berbentuk lembaga berbadan hukum;

mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

memiliki pengawas syariat;

memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan

untuk melaksanakan kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan =zakat bagi

kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”

®oooT

Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

“LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara
berkala.”

Pasal 20 yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perw